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1. Pendekatan Sistem Penganggaran 

1. 1 Pendekatan Penganggaran Terpadu 

Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan 
seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L untuk 
mengbasilkan dokumen RKA-K/L dengan klasifikasi anggaran menurut 
organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Integrasi atau keterpaduan proses 
perencanaan dan penganggaran dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi 
dalam penyediaan dana untuk K/L baik yang bersifat investasi maupun 
untuk kepcrluan biaya operasional. 

Pada s1s1 yang · lain penerapan penganggaran terpadu juga 
dibarapkan dapat mewujudkan Satuan Kerja (satker) sebagai satu-satunya 
entitas akuntansi yang bertanggung jawab terbadap aset dan kewajiban 
yang dimilikinya, serta adanya akun (pendapatan dan/ a tau belanja) 
untuk satu transaksi sebingga dipastikan tidak ada duplikasi dalam 
penggunaannya. 

Mengacu pada pendekatan penyusunan anggaran terpadu tersebut 
diatas, penyusunan RKA-K/L menggunakan basil restrukturisasi 
ProgramjKegiatan dalam kaitannya dengan klasifikasi anggaran menurut 
Program dan Kegiatan, serta penataan bagian anggaran dan satker untuk 
pengelolaan anggaran dalam kaitannya dengan klasifikasi anggaran 
menurut organisasi. 

1.2 Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) 

PBK merupakan suatu pendekatan dalam sistem perencanaan 
penganggaran belanja negara yang menunjukkan secara jelas keterkaitan 
antara alokasi pendanaan dan kinerja yang dibarapkan atas alokasi 
belanja tersebut, serta memperbatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja. 
Yang dimaksud kinerja adalah prestasi kerja yang berupa keluaran dari 
suatu Kegiatan atau basil dari suatu Program dengan kuantitas dan 
kuali tas yang terukur. 

Landasan konseptual yang mendasari penerapan PBK meliputi: 

a. pengalokasian anggaran berorientasi pada mengbasilkan atau mencapai 
tingkat kinerja tertentu keluaran (output) dan basil (outcome) oriented); 

b. pengalokasian anggaran ProgramjKegiatan didasarkan pada tugas­
fungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (money 
follow function); dan 

c. terdapatnya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga 
prinsip akuntabilitas (let the manager manages). 

Landasan konseptual tersebut di atas dalam rangka penerapan PBK 
bertujuan untuk: 

a. menunjukkan keterkaitan yang jelas antara belanja pendanaan 
anggaran dengan tingkat kinerja yang akan dicapai (directly linkages 
between performance and budget); 
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b .  meningkatkan efisiensi  dan transparansi dalam penganggaran 

(operational efficiency); dan 

c .  meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan 
tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability). 

1 . 2 . 1 Tingkatan Penerapan PBK 

Penerapan PBK mengacu pada struktur organisasi m asing­
masing K/ L.  Hubungan antara struktur organisasi dan kinerj a  yang 
akan dicapai merupakan kerangka (framework) Penganggaran 
Berbasis Kinerj a  sebagaimana digambarkan pada gambar dibawah 
ini : 

Gambar 1.1 Kerangka PBK 

Berdasarkan Gambar 1 . 1  diatas , penerapan PBK dapat dilihat 
dalam dalam 2 (dua) tingkatan , yaitu penerapan PBK Tingkat 
Nasional dan Penerapan PBK Tingkat K/ L.  Penerapan PBK pada 
tingkat Nasional dilaksanakan melalui langkah sebagai berikut :  

1 )  Pemerintah menentukan tujuan (dalam bentuk Prioritas dan 
Fokus Prioritas pembangunan nasional beserta target kinerj anya) 
dalam j angka waktu 1 (satu) tahun anggaran mendatang dalam 
dokumen RKP. Has il yang diharapkan berupa national outcome 
yang mengarah kepada gambaran sebagaimana amanat Undang­
Undang Dasar;  

2 )  berdasarkan tujuan tersebut Pemerintah merumuskan Kegiatan 
Prioritas dan/ atau Kegiatan dalam kerangka tugas-fungsi yang 
diemban suatu K/ L, Indikator Kinerj a  Kegiatan (IKK) , dan 
keluaran (output) Uenis ,  volume,  dan satuan ukur) . Selanjutnya 
Pemerintah akan menghitung perkiraan kebutuhan anggarannya 
yang d isesuaikan dengan kemampuan keuangan negara; dan 

3 )  tujuan Pemerintah tersebut akan dilaksanakan oleh masing­
masing K/ L (beserta perangkat organisasi dibawah koordinasinya) 
dalam bentuk program dan kegiatan sesuai tugas-fungsinya. 
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Sedangkan penerapan PBK pada tingkat K/ L dilakukan 

melalui langkah sebagai berikut: 

1 )  sesuai dengan Renstra K/ L, unit eselon lA merumuskan Program , 
lndikator Kinerj a  Utama (IKU) Program dan hasil ; 

2 )  selanjutnya Program dijabarkan dalam Kegiatan , IKK, dan 
keluaran (output) pada Unit pengeluaran (spending unit) pada 
tingkat stker atau eselon II di lingkungan unit eselon lA sesuai 
dengan tugas dan fungsinya; 

3 )  kegiatan-kegiatan tersebut, disesuaikan pada kategori 
Fungsi/ Sub Fungsi yang didukung, prioritas Nasionalj bidang 
atau non prioritas ; 

4) hasil rumusan Program, IKU Program, hasil , Kegiatan , I KK, dan 
keluaran (output) dituangkan dalam dokumen Renj a  K/ L,  
RKA-K/ L dan DIPA. 

1 . 2 . 2  Struktur Alokasi Anggaran Dalam PBK 

Gambar 1 . 2 Struktur Anggaran Penerapan PBK 

STRUKTUR ANGGARAN PENERAPAN PBK 

( PROGRA M  ) ... � ... , INDIKATOR KINERIA UTAMA I 

t : 

( KEGIATAN ) � � .. ,INDIKATOR KINERIA KEGIATAN I 

___ ._ __ 
•sus OUTPUT: 
L-- --

Struktur Alokasi Anggaran dalam penerapan PBK,  lebih fokus 
pada kej elasan keterkaitan hubungan antara perencanaan dan 
penganggaran yang merefleksikan keselarasan antara kebij akan (top 
down) dan pelaksanaan kebijakan (bottom up). Gambaran Struktur 
Anggaran dalam rangka penerapan Penganggaran Berbasis Kine tj a  
dapat digambarkan dalam Gambar 1 . 2 .  

Struktur Anggaran merupakan kesatuan dalam kebutuhan 
sumberdaya pendanaan anggaran yang dibutuhkan oleh Satker 
dalam rangka pelaksanaan Kegiatan yang menj adi tanggung j awab 
dan kewenangannya sebagaimana tugas fungsi yang diemban Satker 
(bottom up). Hal in i harus sejalan dengan rancangan kebij akan yang 
diputuskan pada tingkat organisasi Pemerintah yang telah 
dikoordinasikan oleh unit-unit organisasinya ( top down) yang 
bertanggung j awab terhadap Program . 
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B agian-bagian dan fungsi struktur anggaran sebagai berikut :  

1 .  Program : 

a .  Program merupakan penjabaran dari kebij akan sesuai dengan 
visi dan misi K/ L yang rumusannya mencerminkan tugas dan 
fungsi unit eselon I atau unit K/ L yang berisi Kegiatan untuk 
mencapai hasil dengan indikator kinerj a  yang terukur;  

b .  rumusan Program merupakan hasil restrukturisasi tahun 2009  
dan penyesuaiannya; dan 

c .  rumusan . Program dalam dokumen RKA-K/ L harus sesuai 
dengan rumusan Program yang ada dalam dokumen Renj a  K / L .  

2 .  Indikator Kinerj a  Utama (IKU) Program : 

a .  I KU Program merupakan instrumen yang digunakan untuk 
mengukur hasil pada tingkat Program ; 

b .  pendekatan yang digunakan dalam menyusun I KU Program 
berorientasi pada kuantitas , kualitas , dan / atau harga; 

c. dalam menetapkan IKU 
·
Program , K/ L berkoordinasi dengan 

Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan ; dan 

d .  rumusan IKU Program dalam dokumen RKA-K/ L harus sesuai 
dengan rumusan IKU Program yang ada dalam dokumen 
Renj a  K/ L.  

3 .  Hasil (outcome): 

a. hasil (outcome) merupakan prestasi kerj a  yang berupa segala 
sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) 
dari Kegiatan dalam satu Program ; 

b .  secara umum kriteria dari hasil sebuah Program adalah : 

1 )  mencerminkan Sasaran Kinerj a  unit Eselon I sesuai dengan 
visi ,  misi dan tugas-fungsinya; 

2 )  mendukung Sasaran Strategis K/ L;  dan 

3 )  dapat dilakukan evaluasi; 

c. rumusan Hasil dalam dokumen RKA-K/ L harus sesuai dengan 
rumusan hasil yang ada dalam dokumen Renj a  K/ L .  

4 .  Kegiatan : 

a .  Kegiatan merupakan penjabaran dari Program yang 
rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi S atker atau 
penugasan tertentu K/ L yang berisi komponen Kegiatan untuk 
mencapai keluaran (output) dengan indikator kinerj a  yang 
terukur; 

b. rumusan Kegiatan hasil restrukturisasi tahun 200 9  dan 
penyesuaiannya; dan 

c .  rumusan Kegiatan 
dengan rumusan 
Renj a K/ L. 

dalam dokumen RKA-K/ L harus sesuai 
Kegiatan yang ada dalam dokumen 
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5 .  Indikator Kinetj a  Kegiatan (IKK) : 

a .  IKK merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur 
keluaran (output)pada tingkat Kegiatan ; 

b .  pendekatan yang digunakan dalam menyusun IKK berorientasi 
pada kuantitas, kualitas, dan/ atau harga; 

c. dalam menetapkan IKK, K/ L berkoordinasi dengan 
Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan; dan 

d .  rumusan IKK dalam dokumen RKA-K/ L harus se suai dengan 
rumusan IKK yang ada dalam dokumen Renj a  K/ L .  

6 .  Keluaran (output): 

a .  Keluaran (output) merupakan prestasi kerj a  berupa barang 
atau j asa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang 
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan 
tujuan program dan kebij akan . 

b .  rumusan keluaran (output) dalam dokumen RKA-K/ L 
mengambil dari rumusan keluaran (output) yang ada dalam 
dokumen Renja  K/L .  

c .  rumusan keluaran (output) berupa barang atau jasa berup a: 

1 )  j enis keluaran (output), merupakan uraian m engenai 
identitas dari setiap keluaran (output) yang mencerminkan 
tugas fungsi unit Satker secara spesifik; 

2 )  volume keluaran 
jumlah j banyaknya 
dihasilkan ; dan 

(output}, merupakan data mengenai 
kuantitas keluaran (output) yg 

3 )  satuan keluaran (output), merupakan uraian mengenai 
satuan ukur yang digunakan dalam rangka pengukuran 
kuantitas (volume) keluaran (output) se suai dengan sesum 
karakteristiknya. 

d .  Secara umum kriteria dari keluaran (output) adalah : 

1 )  mencerminkan sasaran kinerj a  Satker sesuai Tugas-fungsi 
atau penugasan prioritas pembangunan nasional ;  

2 )  merupakan produk utama/ akhir yang dihasilkan oleh 
Satker penanggung j awab kegiatan; 

3 )  bersifat sp esifik dan terukur; 

4) untuk Kegiatan Fungsional sebagian besar keluaran (output) 
yang dihasilkan berupa regulasi sesuai tugas-fungsi Satker; 

5)  untuk Kegiatan penugasan (Prioritas Pembangunan 
N asional) menghasilkan keluaran (output) prioritas 
pembangunan nasional yang mempunyai dampak secm·a 
nasional ;  

6 )  setiap Kegiatan bisa menghasilkan keluaran (output) lebih 
dari satu jenis; 
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7 )  setiap Keluaran (output) didukung oleh komponen masukan 

dalam implementasinya; dan 

8)  revisi rumusan keluaran (output) dimungkinkan pada 
penyusunan RKA-K/ L dengan mengacu pada Pagu 
Anggaran K/ L atau Alokasi Anggaran K/ L.  

e .  Klasifikasi Jenis Keluaran (output) 

Untuk memudahkan dalam penyusunan dan analisa terhadap 
keluaran (output) pada RKA-K/ L maka j enis keluaran (output) 
dalam RKA-K/ L dibagi dalam dua kelompok, yaitu : 

1 )  Keluaran (output) barang, yang terdiri dari : 

a) Keluaran (output) barang infrastruktur yaitu keluaran 
(output) kegiatan yang merupakan barang berwujud 
dan/  atau berupa jaringan . Contoh : j alan , j e mbatan , 
bangunan, jaringan irigasi . 

b )  Keluaran (output) barang non infrastruktur yaitu 
keluaran (output) kegiatan yang merupakan barang baik 
berwujud maupun tidak berwujud yang tidak berupa 
j aringan . Contoh : kendaraan bermotor, peralatan kantor, 
software aplikasi . 

2 )  Keluaran (output) j asa, yang terdiri dari : 

a) Keluaran (output) j asa regulasi yaitu keluaran (output) 
kegiatan yang dihasilkan dalam rangka pembuatan 
peraturan atau pendukung administrasi birokrasi . 
Bentuk keluaran (output) ini dapat berupa norma,  
standar, prosedur dan ketentuan . Contoh : UU , Peraturan 
Pemerintah , Perpres ,  Keppres ,  Peraturan Menteri , 
Peraturan Direktur J enderal . 

b) Keluaran (output) jasa layanan non-regulasi yaitu 
keluaran (output) kegiatan yang merupakan wujud dari 
suatu layanan dari suatu instansi terkait dengan tugas 
dan fungsi dari instansi berkenaan . Contoh : layanan 
SIM,  layanan SP2 D ,  layanan BOS . 

7 . Proses Pencapaian Keluaran (output) terbagi dalam : 

a .  Subkeluaran (suboutput): 

1 )  subkeluaran (suboutput) pada hakekatnya adalah keluaran 
(output); 

2) Keluaran (output) yang dinyatakan sebagai Subkeluaran 
(suboutput) adalah keluaran (output)-keluaran (output) yang 
mempunyai kesamaan dalam j enis dan satuannya; 

3) subkeluaran (suboutput) digunakan sebagai penj abaran dari 
masing-masing barang atau j asa dalam kumpulan barang 
atau j asa sej enis yang dirangkum dalam satu keluaran 
(output); 
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4) banyaknya subkeluaran (suboutput) atau akumulasi dari 

volume Sub-subkeluaran (sub-suboutput) mencerminkan 
jumlah volume keluaran (output); 

5) subkeluaran (suboutput) sifatnya opsional (boleh digunakan , 
boleh tidak) ; 

6 )  subkeluaran (suboutput) hanya digunakan pada keluaran 
(output) yang merupakan rangkuman dari barang atau j asa 
yang sej enis;  dan 

7)  Keluaran (output) yang sudah spesifik dan berdiri sendiri 
(bukan rangkuman dari barang atau j asa yang sej enis) tidak 
memerlukan Subkeluaran (suboutput). 

b .  Komponen : 

1 )  Komponen merupakan tahapanj bagian dari proses 
pencapaian keluaran (output), yang · berupa paket-paket 
peke1j aan; 

2 )  Komponen dapat secm·a langsung mendukung pada 
keluaran (output) maupun pada Subkeluaran (output); 

3)  Komponen disusun karena kebutuhan dan relevansinya 
terhadap pencapaian keluaran (output), yang terdiri atas 
komponen utama dan komponen pendukung; dan 

4) Antar komponen mempunyai keterkaitan yang saling 
mendukung atau bersinergi secara efektifdalam proses atau 
mekanisme pencapaian keluaran (output), sehingga 
ketidakterlaksanaanj keterlambatan pada salah satu 
komponen dapat menyebabkan 
ketidakterlaksanaan/ keterlambatan komponen yang lain 
dan juga bisa berdampak pada penurunan kualitas , 
penurunan kuantitas maupun kegagalan dalam pencapaian 
keluaran (output). 

c. Subkomponen : 

1 )  subkomponen merupakan kelompok detil belanj a, yang 
disusun dalam rangka memudahkan dalam pelaksanaan 
Komponen input; dan 

2)  subkomponen sifatnya opsional (boleh digunakan, boleh 
tidak) . 

d .  Detil Belanj a 

Detil Belanj a  merupakan rincian kebutuhan belanj a  dalam tiap­
tiap j enis belanja  yang berisikan item-item belanj a. 

1 . 2 . 3  Standardisasi Keluaran (output) 

Keluaran (output) yang dilakukan standardisasi adalah : 

1 .  Keluaran-keluaran (output-output) yang digunakan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan dasar dan sarana penunj ang yang secara 
umum dibutuhkan oleh instansijperkantoran; 
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2 .  Keluaran-keluaran (output-output) sebagai penunj ang pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi serta penunj ang aktivitas perkantoran 
sehari hari ; 

3 .  Keluaran-keluaran (output-output) yang digunakan hanya untuk 
memfasilitasi sarana dan prasarana operasionalisasi perkantoran ; 

4 .  Keluaran-keluaran (output-output) ini bisa digunakan oleh semua 
satker pada umumnya, sedangkan unit eselon . I I  (pengelola 
Kegiatan tetapi bukan satker) yang memiliki Keluaran (output) 
j enis ini hanya unit eselon II yang melaksanakan fungsi 
kesekretariatan atau sejenisnya; 

5 .  Keluaran-keluaran (output-output) m1 bisa digunakan untuk 
semua Program , tidak hanya digunakan untuk Kegiatan-Kegiatan 
dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan 
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya. 

6 .  Dalam hal unit eselon I mempunyai 2 (dua) Program , yaitu 
Program Dukungan Manaj emen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur, maka: Keluaran (output) berupa bangunan j gedung 
hanya digunakan pada salah satu Kegiatan saj a  dalam Program 
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 

7. Standardisasi keluaran (output) terse but termasuk dalam lingkup 
perbaikan j penyem purnaan angka dasar .  

Jenis Su bkeiuaran 
No Keluaran Satuan , (suboutput)j . Keterangan 

(output) Komponen/Detil 
1. Layanan Bulan 1. Keluaran (output) 

Perkantoran Lay an an "Layanan Perkantoran", 
terdiri dari Komponen 
001 dan/ atau 
Komponen 002. 

2. Keluaran (output) 
"Layanan Perkantoran", 
dimungkinkan hanya 
mempunyai 1 (satu) 
komponen saj a  
(Komponen 00 1 atau 
Komponen 002 saj a) 

1. Komponen 00 1, a. Komponen 001, hanya 
Pembayaran digunakan untuk 
Gaji dan keluaran (output) 
Tunjangan Layanan Perkantoran 



Jenis· 
No Keluaran 

(output} 

2. Kendaraan 
Bermotor 
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Su bkeluaran 

Satuan (suboutput) I 
Komponen/Detil 

2 .  Komponen 002, 
Penyelenggaraan 
Operasional dan 
pemeliharaan 
Perkantoran 

Unit antara lain : 
1. Kendaraan 

Pejabat Negara 
2 .  Kendaraan 

Pejabat Eselon I 
3. Kendaraan 

Pejabat Eselon 
II 

4. Kendaraan 
Roda6 

5. Kendaraan 
Roda 4 

6. Kendaraan 
Roda 2 

.. Keterangan 

b. Komponen 001 adalah 
anggaran yang 
dialokasikan untuk 
memenuhi kebutuhan 
biaya operasional 
antara lain pembayaran 
gaji, tunjangan yang 
melekat pada gaji ,  uang 
makan, dan 
pembayaran yang 
terkait dengan belanja  
pegawai. 

a. Komponen 002, hanya 
digunakan untuk 
keluaran (output} 
Layat�an Perkantoran 

b. Komponen 002 adalah 
anggaran yang 
dialokasikan un tul< 
memenuhi kebutuhan 
biaya operasional 
antara lain kebutuhan 
sehari-hari 
perkantoran, langgana11 
day a dan j as a, 
pemeliharaan kan tor, 
dan pembayaran yang 
terkait dengan 
pelaksat�aan 
operasional kan tor .  

1 .  Merupakan keluaran 
(output} yang sifatnya 
insidentil ( adhoc) dan 
dihasilkan melalui 
pengadaan. 

2 .  Keluaran (output} 
"Kendaraan Bermotor", 
adalah keluaran 
(output) dalam rangka 
pemenuhat� kebutuhan 
sarana transportasi 
darat untuk pej abat, 
angkutan pegawai, 
operasional 
kantor flapat�gat�. 

�� 
� 



No 

3 .  

Jenis 
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Subkeluaran · 
Keluaran · Satuan (suboutput)/ :  ·· 

· {output) Komponen/ Detil . 

Perangkat Unit antara lain: 
Pengolah 1. Laptop 
Data dan 2. Komputer fPC 
Komunikasi 3 .  Printer /Printer 

Multiguna 
4 .  Scanner/ 

Scanner 
Multiguna 

5 .  Server 
6 .  LCD j Proyektor 
7 .  Camera/ 

Handy cam/ 
CCTV 

8 .  Me sin 
Fotokopi/ 
Me sin 

Keterangan 

3 .  Keluaran {output) 
"Kendaraan Bermotor", 
secara umum berupa 
alat transportasi darat 
yang merupakan 
produk manufaktur 
dan dipasarkan secara 
umumj masal .  

4 .  Subkeluaran 
{suboutput) "Kendaraan 
Roda 6 ,  4, 2" 
merupakan 
subkeluaran 
{suboutput) 

dalam rangka 
pemenuhan sarana 
angku tan pegawai, 
operasional 
kantor j lapangan. 

5.  Alat transportasi yang 
mempunyai 
karakteristik khusus, 
spesifikasi khusus 
danj atau 
pengadaannya 
berdasarkan pesanan 
khusus dan/ atau 
digunakan dalam 
rangka pelaksanaan 
tusi teknis khusus, 
malm keluaran 
{output)nya dinyatakan 
tersendiri, terpisah dari 
Keluaran {output) 
"Kendaraan Bermotor" . 

1. Meru pakan keluaran 
(output) yang sifatnya 
insiden til ( ad hoc) dan 
dihasilkan melalui 
pengadaan. 

2 .  Keluaran {output) 
"Perangkat Pengolah 
Data dan Komunikasi", 
adalah keluaran 
(output) dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan 
media pemroses data, 
penyimpan data, 
menampilkan hasil 
olahan data, dan/ atau 
media komunikasi.  



No 

4 .  

Jenis 
Keluaran 
(output) 

Peralata11 
Fasilitas 

. I  

{\\\ 
{ '  k . 
\ 

. \ 
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Subkeluaran 

Satuan , ·  . .  (suboutput)j . 
Komponen/Detil 

Fotokopi 
Multiguna 

9. Harddisk 
Eksternal 

1 0 . Pesawat 
Telepon 

1 1 . Mesin PABX 
1 2 . Mesin FAX 
1 3 . Mesin 

Hand key 

Unit antara lain : 
1 .  Meu be lair 

Perkantoran 2 .  Lift 
3 .  Genzet 
4. Lemari berkas 
5. Brankas 
6 .  AC 
7 .  Mesin 

Penghancur 
Kertas 

8 .  Penggantian 
Barang 
Inventaris 

Keterangan 

p .  Keluaran (output) 
"Perangkat Pengolah 
Data dan Komunikasi" , 
secm·a umum berupa 
peralatan elektronikal 
dalam rangka 
pengolahan data dan 
telekomunikasi yang 
menunjan.g aktivitas 
administratif umum 
sebuah 
insta11si/ perkantoran . 

f4 .  Peralatan pemenuhan 
kebutuhan media 
pemroses data, 
penyimpan data, 
menampilkan hasil 
olahan data, dan/ atau 
media komunikasi yang 
mempunyai 
karakteristik khusus, 
spesifikasi khusus 
danj atau 
pengadaannya 
berdasarkan pesanan 
khusus serta 
digunaka11 dalam 
rangka pelaksanaan 
tusi teknis khusus,  
maka keluaran 
(output)nya dinyatakan 
tersendiri , terpisah dari 
Keluaran (output) 
"Perangkat Pengolah 
Data dan Komunikasi" . 

1 .  Merupakan keluaran 
(output) yang sifatnya 
insidentil ( adhoc) dan 
dihasillca11 melalui 
pengadaan. 

2 .  Kelum·an (output) 
"Peralatan Fasilitas 
Perkantoran" , adalah 
keluaran (output) dalam 
rangka pemenuha11 
ke bu tuhan saran a 
keleti.gkapan gedung 
perkantoran yang 
memadai dan layak. 



Jenis 
No Keluaran' 

(output) . 

5 .  Gedung/ 
Bangunan 
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Subkeluaran 

. Satuan (suboutput)f 
Komponen/ Detil . 

M2/ M '  

; 
Keterangan , . · · .  

13. Keluaran (output) 
"Peralatan Fasilitas 
Perkantoran" , secara 
umum berupa 
peralatan 
elektronik j non 
elektronik yang 
disediakan dalam 
rangka memenuhi 
unsur kelayakan secara 
urrium fasilitas sebuah 
gedung/ bangunan 
perkantoran 

14. Perala tan Fasilitas 
Perkantoran yang 
mempunyai 
karakteristik khusus, 
spesifikasi khusus 
danj atau 
pengadaannya 
berdasarkan pesanan 
khusus dan/  a tau serta 
digunakan dalam 
rangka pelaksanaan 
tusi teknis khusus ,  
maka keluaran 
(output)nya dinyatakan 
tersendiri , terpisah dari 
Keluaran (output) 
"Peralatan Fasilitas 
Perkantoran" . 

5 .  Alokasi penggantian 
barang inventaris 
untuk pegawai 
lamaj baru maksimal 
sebesar 10% dari total 
jumlah pegawai . 

1. Merupakan keluaran 
(output) yang sifatnya 
insidentil ( adhoc) dan 
dihasilkan melalui 
pengadaan. 

2. Keluaran (output) 
"GedungjBangunan", 
adalah keluaran 
(output) dalam rangka 
mendirikan/ 
membangun/ 
merehabilitasi sarana 
prasarana 
instansi/ perkantoran 
maupun rumah dinas . 



Jenis 
No Keluaran 

(output) 

(� \  �� ,1
-

I 

) t\ -
' 

. \  , _  
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Subkeluaran 
Satuan (suboutput) l 

Komponen/ betil · 
Keteri:mgan 

3 .  Keluaran (output) 
"Gedung/Bangunan" ,  
secm·a umum berupa 
mendirikan/ 
membangun/ 
merehabilitasi sarana 
prasarana 
instat1si/ perkan tor an 
maupun rumah dinas 
berupa gedung/ 
bangunan, taman, 
tempat parkir, pagar, 
pos pengamanan. 

4 . Apabila dalam rangka 
pemenuhan Keluaran 
(output) 
"Gedung/Bangunan" 
dibutuhkan pengadaa11 
tanah terlebih dahulu , 
malm tanah terse but 
dinyatakan sebagai 
komponen dalam 
Keluaran (output) 
"Gedung/ Bat1gLU1at1" . 

5. Pembangunan Gedung/ 
Bangunan yang 
mempunyat 
karakteristik khusus, 
spesifikasi khusus 
danj atau 
pengadaannya 
berdasarkan pesanan 
khusus serta 
digunakan dalam 
rangka pelaksanaan 
tusi teknis khusus 
maka keluaran 
(output)nya dinyataka11 
tersendiri , terpisah dat·i 
Keluaran (output) 
"GedungjBat1gtu1an" . 



M E NTERI I<EUA N G A N  

ri E PU B LIK INDO N E SIA 

- 1 4 -

Peruntukan Komponen 002 (operasional kantor, pemeliharaan, dan 
perj alanan dinas) 

Uraian 
1 .  Ke bu tuhan sehari­

hari perkantoran 

2. Langganan day a 
dan jasa 

3. Pemeliharaan 
kantor 

4 .  Pembayaran terkait 
pelaksanaan 
operasional kantor 

Keterangan 
An tara lain : 
a. Alat Tulis Kantor, barang cetak untuk 

Manajemen kantor, alat kebersihan; 
b .  Perlengkapan fotokopij komputer; 
c .  Langganan surat kabar j beritaj 

majalah; 
d .  Biaya Satpamj pengaman, cleaning 

service, sop1r, pramubakti (yang 
dipekerjakan secara kontraktual) 

e .  Pengurusan sertifikat tanah,  
pembayaran PBB .  

An tara lain : 
a. Langganan listrik, telepon, rur, gas, 

termasuk pem bayaran denda 
keterlambatannya; 

b.  Jasa Pos dan Giro; 
c .  Telex, internet, bandwith, komunikasi 

khusus diplomat; 
d. Sewa kantor / gedung, kendaraan, 

mesin fotokopi .  
Antara lain : 
a. Pemeliharaan gedungjbangunan, 

instalasi jaringan, sarana prasarana 
kantor; 

b. Pemeliharaan kendaraan bermotor. 
An tara lain : 
a. Honor terkait operasional Satker; 
b. Bahan makanan, penambah daya 

tahan tubuh; 
c .  Pemeriksaan kesehatan pegawai; 
d .  Keprotokoleran (termasuk pas dan 

jasa tol tamu) ;  
e .  Operasional Menteri/ Ketua, Pimpinan; 
f. Pelantikanjpengambilan sumpah 

jabatan; 
g. Pakaian dinas, toga, pakaian kerja; 
h. Perjalanan dinas dalam rangka 

konsultasi /koordinasi. 

A� 
I 
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1 . 2 . 4 Standardisasi Komponen Berkarakteristik Operasional 

1 .  

2 .  

3 .  

4 .  

5 .  

Uraian 
Komponen 00 1 
(Belanja 
Pegawai) 

Komponen 002 
(Belanja Barang 
Penyelenggaraan 
Satker) 

Komponen 003 
(Dukungan 
Operasional 
Pertahanan Dan 
Keamanan) 

Komponen 004 
(Dukungan 
Operasional 
Penyelenggaraan 
Pendidikan) 

Komponen 005 
(Dukungan 
Penyelenggaraan 
Tusi Unit) 

Keterangan 
Antara lain: 
a. Gaji  pokok, tunjangan yang melekat dengan 

gaji  termasuk uang makan PNS (mengacu 
pada GPP) ; 

b .  Tunjangan kinerja  (Remunerasi) ; 
c .  Tambahan pegawai baru; 
d .  Lembur; Honor Non PNS ;  dan 
e .  Tunjangan lain yg sah. 

Antara lain: 
a. Belanja barang kebutuhan sehari-hari 

perkantoran; 
b .  Belanja barang Operasional kantor; 
c .  Belanja langganan daya dan jasa; 
d .  Belanja Sewa; 
e .  Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana 

kantor; dan 
f. Belanja  perjalanan dinas biasaj tetap . 

Antara lain : 
a. Belanja pegawai (tunjangan khusus) ; 
b .  Belanja barang Operasional lainnya; 
c. Belanja langganan daya dan j asa; 
d .  Belanj a pemeliharaan (gedung/ alu tsista) ; dan 
e .  Belanja perjalanan dinas biasaj tetap . 

An tara lain : 
a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) , baik di 

lingkungan Kemdikbud maupun Kemenag; 
b. Tunjangan profesi guru/ dosen Non PNS ;  
c .  Tunjangan kehormatan profesor Non PNS ;  
d .  Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri 

(BO PTN) ; dan 
e .  Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia 

Dini (BO PAUD) . 

Antara lain : 
a. Belanja barang pengadaan bahan makanan 

narapidana/ tahanan; 
b .  Belanja jasa pelayanan dokter; 
c .  Belanja  barang pengadaan obat-obatan; 
d .  Belanja barang pengadaan bahan medis habis 

palmi; 
e .  Belanja barang pengadaan bahan makanan 

pas1en; 
f. Belanj a barang pengadaan bah an baku SIM ; 
g. Belanja barang pengadaan buku Paspor; 
h.  Belanja barang pengadaan buku Nikah; 
1 .  Belanja barang pemeliharaan kapal; 
J .  Belanja barang pemeliharaan Jarmgan 

transmisi; dan 
· 

k. Belanja barang sejenis lainnya. 

1 . 3 Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) 
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KPJ M  adalah pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan 

kebij akan , dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi 
anggaran dalam j angka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran . 

Secara umum penyusunEm KPJM yang komprehensif memerlukan 
suatu tahapan proses penyusunan perencanaan j angka menengah 
meliputi : 

a .  proyeksi ketersediaan sumber daya anggaran untuk mendanai berbagai 
rencana belanj a  pemerintah .Aspek pertama ini · merupakan pendekatan 
top-down yang ditetapkan oleh otoritas fiskal; 

b .  indikasi rencana kebutuhan pendanaan anggaran yang dibutuhkan 
untuk mencapai tingkat kinerj a  yang telah ditargetkan . Aspek kedua ini 
adalah pendekatan Bottom-Up, yang disusun oleh setiap unit pelaksana 
kebij akan belanj a  negara; 

c .  kerangka rekonsiliasi yang memadukan antara kedua hal tersebut, 
yaitu antara proyeksi ketersediaan sumber daya pendanaan anggaran 
dengan proyeksi rencana kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan 
kebij akan pemerintah yang tengah berjalan ( on-going policies) ; 

Dalam rangka penyusunan RKA-K/ L dengan pendekatan KPJ M ,  K / L 
perlu menyelaraskan kegiatanj program dengan Rencana Pembangunan 
J angka Menengah N asional (RPJM N asional) dan Rencana Strategis 
Kementerian Negaraj Lembaga (Renstra K/ L) ,  yang pada tahap sebelumnya 
j uga menj adi acuan dalam menyusun RKP dan Renj a K/ L .  Dengan 
demikian , dalam konteks Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, 
kebij akan belanj a anggaran akan selalu selaras dengan prioritas-prioritas 
pemerintah . 

Implementasi KPJM menjadikan kebijakan alokasi belanj a  anggaran 
agar selaras dengan prioritas kebijakan yang telah ditetapkan dalam 
j angka menengah, dengan proyeksi dampak fiskal yang akan ditimbulkan . 

1 .  3 .  1 Penerapan KPJM pad a Tingkat N asional 

1 . 3 . 1 . 1  Reviu terhadap Kebijakan Kegiatan Prioritas 

Dalam rangka melakukan reviu atas kegiatan prioritas 
nasional maka terlebih dahulu setiap Kementerian 
Negaraj Lembaga harus memahami kerangka kerj a  dari 
kegiatan prioritas nasional sebagaimana dij elaskan dalam 
Gambar 1 . 3 .  
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Gambar 1 . 3 Kerangka Kerja  Kegiatan Prioritas 

G EJ G EJ G EJ G EJ  
Berdasarkan kerangka kerja di atas, maka setiap 

KementerianjLembaga melakukan. reviu dengan mekanisme 
se bagai beriku t: 

1 .  Apakah kebijakan tersebut merupakan kebijakan 
prioritas yang ditetapkan berlanjut atau berhenti oleh 
Pemerintah? Cek dokumen terkait, seperti RPJ MN, RKP 
dan Renja K/ L. 

2 .  Jika berlanjut, periksa apakah Keluaran-Keluaran 
(output-output) kegiatan prioritas tersebut masih berlanjut 
(ongoing output) atau berhenti (terminating output) sesuai 
dengan kebijakan pemerintah terbaru. Cek dokumen 
terkait, seperti RPJMN, RKP dan Renja K/L. 

3 .  Jika berlanjut, apakah Keluaran-Keluaran (output-output) 
kegiatan prioritas tersebut merupakan Keluaran (output) 
dengan target tertentu dan bersifat terbatas (cap) atau 
Keluaran (output) yang mengakomodasi setiap perubahan 
target (demand driven)? Cek dokumen terkait seperti 
RPJMN, RKP dan Renja K/L. 

4 .  Periksa komponen-komponen, Keluaran (output) sebagai 
berikut: 

a. periksa komponen-komponen, Keluaran (output) 
terkait apakah berlanjut (ongoing component) atau 
berhenti (non-ongoing component); 

b. jika komponen berlanjut (ongoing component), periksa 
komponen-komponen Keluaran (output) terkait baik 
komponen kebijakan maupun komp6nen pendukung 
kebijakan; 



M I:::: N T E Fl i i<E U A N G A f\1 
Fl E P U I3 LI I<. 1 1\lDO N E S I /\  

- 18  -
c .  periksa komponen pendukung kebij akan apakah 

berharga tetap (fixed price) atau dapat disesuaikan 
dengan harga riil (price adjusted) berdasarkan besaran 
indeks yang ditetapkan oleh Pemerintah ; dan 

d .  periksa komponen kebijakan apakah berharga tetap 
atau dapat disesuaikan berdasarkan keputusan 
pemerintah . 

5 .  Jika telah melakukan reviu sesuai dengan karakteristik 
keluaran (output) dan komponen pada angka 4 lakukan 
penyesuaian penghitungan terhadap alokasi Angka 
Dasar,  yaitu dengan : 

a .  melakukan indeksasi dengan menggunakan inde ks 
yang ditetapkan , bagi komponen-komponen yang 
mendilkt.ing pencapaian keluaran (output) yang 
ditetapkan oleh Pemerintah perlu disesuaikan dengan 
harga riil (real value); dan 

b .  melakukan penghitungan komponen-komponen yang 
mendukung pencapaian keluaran-keluaran (outputs) 
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah berharga 
tetap . 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan reviu : 

1 .  Keluaran (output) prioritas merupakan keluaran (output) 
yang dihasilkan dari kegiatan prioritas nasional yang 
dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan 
Perpres tentang Rencana Kerj a  Pemerintah yang 
ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah . 

a .  Keluaran (output) prioritas berlanjut adalah keluaran 
(output) kegiatan prioritas yang dinyatakan berlanjut 
pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan 
keputusan pemerintah yang dituangkan secara resmi 
baik dalam dokumen RPJMN maupun RKP sehingga 
perlu diperhitungkan implikasi pendanaannya untuk 
tahun anggaran berikutnya dalam perhitungan 
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) ; 

b .  Keluaran (output) prioritas berhenti adalah keluaran 
(output) kegiatan prioritas yang dinyatakan telah 
selesai pada tahun anggaran tertentu berdasarkan 
keputusan pemerintah yang dituangkan baik dalam 
dokumen RPJMN maupun RKP sehingga tidak perlu 
diperhitungkan kembali implikasi pendanaannya 
untuk tahun anggaran berikutnya. 

2 .  Keluaran (output) Kegiatan Prioritas Nasional terdiri atas 
komponen utama dan komponen pendukung. 

3 .  Struktur pencapaian keluaran (output) mengikuti struktur 
anggaran dalam penerapan PBK.  
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4 .  Komponen Utama 

a. Merupakan komponen pembiayaan langsung dari 
pelaksanaan suatu kebijakan dan berpengaruh 
langsung terhadap pencapaian keluaran (output); 

b .  Kebutuhan untuk komponen utama dipengaruhi oleh 
total volume keluaran (output) yang akan dicapai ; 

c .  Komponen utama dinyatakan berlanjut dan tetap 
dihitung pembiayaannya sepanj ang keluaran (output) 
prioritas ditetapkan berlanjut oleh Pemerintah . 

5 .  Komponen Pendukung 

a. Merupakan komponen-komponen , pembiayaan yang 
digunakan dalam rangka menjalankan dan mengelola 
kebij akan tersebut; 

b. Komponen Pendukung ini harus relevan dengan 
keluaran (output) prioritas yang akan 
diimplementasikan ; 

c .  Komponen pendukung tidak terkait langsung dengan 
total volume keluaran (output) yang akan dicapai ; 

d .  Komponen Pendukung bersifat pilihan yaitu dapat 
berlanjut maupun berhenti terkait dengan relevansi 
dari pencapaian keluaran (output) prioritas yang 
bersangkutan; 

e .  Komponen pendukung dapat direncanakan untuk 
dilaksanakan pada Prakiraan Maju ke- 1 ,  Prakiraan 
Maju ke-2 atau Prakiraan Maju ke-3 . 

Contoh : 

1 )  Keluaran (output) Pemberian Raskin terdiri atas : 

a) Komponen Utama adalah biaya pembelian beras 
miskinnya sebesar Rp . 2 . 000 / kg dikalikan dengan 
targetjjumlah penerima raskin ; 

b) Komponen Pendukung diantaranya adalah 
administrasi pelaksanaan , monitoring dan evaluasi , 
dan pelaporan . 

2 )  Keluaran (output) Pemberian BOS terdiri atas : 

a) Komponen Utama adalah biaya pemberian B O S  
kepada murid (misalnya) sebesar Rp . 6 0 0 . 0 0 0 j siswa 
untuk SD Perkotaan dikalikan dengan 
targetjjumlah siswa penerima B O S ;  

b )  Komponen Pendukung diantaranya adalah 
administrasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi 
dan pelaporan . 

6 .  Perhitungan prakiraan maju sebagai pagu indikasi awal 
tahun anggaran berikutnya harus memperhatikan : 
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a.  Keluaran (output) prioritas dinyatakan tetap berlanjut 

sesuai dengan dokumen RPJMN atau RKP yang m asih 
berlaku; 

b .  Komponen-komponen yang dihitung dalam prakiraan 
maju adalah komponen-komponen , yang ditetapkan 
berlanjut; 

c .  Komponen-komponen yang tidak dihitung dalam 
prakiraan maju adalah komponen-komponen , yang 
ditetapkan berhenti/ selesai ;  

d .  Penghitungan prakiraan maju menggunakan angka 
yang tertuang dalam level keluaran (output) dan 
komponen yang berlanjut; 

e .  Penghitungan prakiraan maju awal dilakukan dengan 
cara mengalikan jumlah alokasi anggaran dalam 
komponen pada tahun dasar dengan indeks . D alam 
hal besaran komponen utama ditentukan pemerintah 
tidak dikalikan dengan indeks yang ditetapkan . 

Contoh : komponen utama yang besarannya ditetapkan 
oleh pemerintah adalah Bantuan Operasional Sekolah 
(BOS) , Bantuan Operasional Kesehatan (BO K) . 

f. Penyesuaian prakiraan maju selanjutnya dilakukan 
dengan cara mengalikan jumlah alokasi anggaran 
dalam komponen pada masing-masing prakiraan m aju 
dengan indeks kumulatif; 

g. Indeks yang digunakan untuk menghitung prakiraan 
maju adalah asumsi-asumsi ekonomi yang ditetapkan 
dalam APBN dan / atau sesuai besaran indeks 
kelompok keluaran (output). 

1 . 3 . 1 . 2 Tata Cara Penghitungan Proyeksi Prakiraan Maju 

Secara umum prosedur penghitungan 
kebijakanj Keluaran (output) kegiatan prioritas 
menggunakan rumus umum yaitu : 

Harga x Kuantitas 1 
Tata cara menghitung prakiraan maju awal (baseline). 

biaya 
adalah 

Rumus untuk menghitung prakiraan maju sebuah Keluaran 
(output) adalah sebagai berikut: 

Output Prioritas = Komponen kebijakan + Komponen pendukung kebijakan 
Komponen kebijakan = harga x kuantitas x indeks kumulatif 
Komponen pendukung kebijakan = harga x kuantitas x indeks kumulatif 
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1 . 3 . 2  Penerapan KPJM pada Tingkat Kementerian Negaraj Lembaga 

1 . 3 . 2 . 1 Reviu terhadap kebijakan Program j Kegiatan 

Dalam rangka melakukan reviu atas kegiatan teknis 
fungsional maka terlebih dahulu setiap Kementerian 
Negara/ Lembaga harus memahami kerangka kerj a  dari 
kegiatan teknis fungsional sebagai berikut: 

Gambar 1.4 Kerangka Kerja Program/ Kegiatan Teknis Fungsional 

Berdasarkan kerangka kerj a  di atas , maka setiap 
Kementerianj Lembaga melakukan reviu dengan mekanisme 
sebagai berikut: 

1 .  Apakah programj kegiatan tersebut merupakan 
program j kegiatan yang ditetapkan berlanjut atau 
berhenti oleh Kementerian Negaraj Lembaga? Cek 
dokumen terkait seperti Renstra K/ L dan Renj a-K/ L;  

2 .  Jika berlanjut, periksa apakah Keluaran-keluaran 
(outputs) kegiatan teknis fungsional tersebut masih 
berlanjut (ongoing keluaran (output)) atau berhenti 
(terminating keluaran (output)) sesuai dengan prioritas 
Kementerian Negaraj Lembaga yang terbaru . Cek 
dokumen terkait seperti Renstra K/ L dan Renja-K/ L; 

3. Jika berlanjut, apakah keluaran-keluaran (outputs) 
kegiatan teknis fungsional tersebut merupakan keluaran 
(output) dengan target tertentu dan bersifat terbatas (cap) 
atau keluaran (output) yang mengakomodasi setiap 
perubahan target layanan (demand driven)?

· 
Cek dokumen 

terkait; 
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4 .  Periksa komponen-komponen input,  keluaran (output) 

sebagai berikut: 

a .  Periksa komponen-komponen keluaran (output) terkait , 
apakah berlanjut (ongoing component) atau berhenti 
(non-ongoing component). 

b .  Jika komponen berlanjut (ongoing component), periksa 
komponen- komponen , keluaran (output) terkait baik 
komponen langsung maupun komponen tidak 
lang sung. 

c .  Periksa komponen tidak langsung apakah b erharga 
tetap (fixed price) atau dapat disesuaikan dengan S B M .  

d .  Periksa komponen langsung apakah berharga tetap 
atau dapat disesuaikan berdasarkan kebij akan terbaru 
masing-masing Kementerian Negara/ Lembaga. 

5. Jika telah melakukan reviu sesuai dengan karakteristik 
keluaran (output) dan komponen pada angka 4 lakukan 
penyesuaian penghitungan terhadap alokasi Angka 
Dasar, yaitu dengan : 

a .  melakukan indeksasi dengan menggunakan irideks 
yang ditetapkan . Bagi keluaran -keluaran (outputs) 
yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat disesuaikan 
dengan harga riil (real value); dan 

b .  melakukan penghitungan dengan mengalikan harga 
den gail target baru hasil penyesuaian bagi keluaran ­
keluaran (outputs) kegiatan teknis fungsional yang 
ditetapkan oleh Pemerintah berharga tetap . 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan reviu : 

1 .  Keluaran (output) teknis fungsional merupakan keluaran 
(output) yang dihasilkan dari kegiatan teknis fungsional 
yang dituangkan dalam Renstra K/ L dan Renj a-K/L yang 
ditetapkan setiap tahun oleh setiap K / L .  

a .  Keluaran (output) teknis fungsional berlanjut adalah 
keluaran (output) kegiatan teknis fungsional yang 
dinyatakan berlanjut pada tahun anggaran berikutnya 
berdasarkan keputusan Menteri/ Pimpinan K / L yang 
bersangkutan yang dituangkan secara resmi baik 
dalam dokumen Renstra K/ L maupun Renj a  K/L 
sehingga perlu diperhitungkan implikasi 
pendanaannya untuk tahun anggaran berikutnya 
dalam perhitungan Kerangka Pengeluaran Jangka 
Menengah (KPJM) . 
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b .  Keluaran (output) prioritas berhenti adalah keluaran 
(output) kegiatan teknis fungsional yang dinyatakan 
telah selesai pada tahun anggaran tertentu 
berdasarkan keputusan Menteri / Pimpinan K/ L yang 
bersangkutan yang dituangkan baik dalam dokumen 
Renstra K/ L maupun Renj a-K/ L sehingga tidak perlu 
diperhitungkan kembali implikasi pendanaannya 
untuk tahun anggaran berikutnya. 

2 .  Keluaran (output) Kegiatan Teknis Fungsional terdiri atas 
komponen utama layanan dan komponen pendukung 
layanan . 

3 .  Struktur pencapaian keluaran (output) mengikuti struktur 
anggaran dalam penerapan PBK.  

4 .  Komponen Utama 

a.  Merupakan komponen pembiayaan langsung dari 
pelaksanaan keluaran (output) layanan birokrasi/ 
publik satker; 

b. Kebutuhan untuk komponen utama dipengaruhi oleh 
total volume keluaran (output) yang akan dicapai ; dan 

c .  Komponen Utama dinyatakan berlanjut dan tetap 
dihitung pembiayaannya sepanj ang keluaran (output) 
teknis yang bersangkutan ditetapkan berlanjut oleh 
Pemerintah . 

5 .  Komponen Pendukung 

a. Merupakan komponen-komponen , pembiayaan yang 
digunakan dalam rangka menj alankan dan mengelola 
layanan birokrasi/ publik satker;  

b .  Komponen Pendukung ini harus relevan dengan 
keluaran (output) layanan birokrasij publik yang akan 
diimplementasikan; 

c .  Komponen pendukung tidak terkait langsung dengan 
total volume keluaran (output) yang akan dicapai ; 

d .  Biasanya dialokasikan dengan akun belanj a  barang 
(akun 52)  dan akun belanj a  modal (akun 53) ; 

e .  Komponen Pendukung bersifat pilihan yaitu dapat 
berlanjut maupun berhenti terkait dengan relevansi 
dari pencapaian keluaran (output) teknis fungsional 
yang bersangkutan ; 

f. Komponen Pendukung tidak perlu dialokasikan oleh 
satker yang bersangku tan sepanj ang telah termasuk 
dalam alokasi komponen operasional dan 
pemeliharaan perkantoran ; dan 

g .  Komponen pendukung dapat direncanakan untuk 
dilaksanakan pada Prakiraan Maju ke- 1 ,  Prakiraan 
Maju ke-2 atau Prakiraan Maju ke-3 .  
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Contoh : 

1 )  Keluaran (output) Dokumen Kerj a  Sarna Penempatan 
TKI di Luar Negeri terdiri atas : 

a) Komponen Utama adalah biaya-biaya yang 
diperlukan dalam rangka mewujudkan dokumen 
kerj a  sama tersebut seperti biaya perj alanan dinas 
dan akomodasi dalam rangka penj aj akan dan 
negosiasi dengan negara-negara mitra kerj a  
penempatan TKI di luar negeri ; dan 

b) Komponen Pendukung diantaranya adalah biaya­
biaya yang diperlukan dalam rangka menunj ang 
terwujudnya dokumen kerj a  sama tersebut seperti 
honorarium (j ika diperlukan) , biaya kaj ian 
kemungkinan penempatan TKI di suatu negara 
tertentu , biaya koordinasi dengan instansi terkait ,  
dan lain -lain . 

2 )  Keluaran (output) Varietas Unggul Tahan H ama terdiri 
atas : 

a) Komponen Utama adalah biaya yang digunakan 
dalam rangka meneliti dan menguj i Varietas Unggul 
Tahan Wereng (VUTW) ; dan 

b) Komponen Pendukung adalah biaya-biaya yang 
digunakan dalam rangka mendukung terwuj udnya 
VUTW tersebut seperti biaya melakukan reviu atas 
penelitian sebelumnya, pencarian referensi ,  study 
banding, dll . 

6 .  Perhitungan prakiraan maju sebagai pagu indikasi awal 
tahun anggaran berikutnya harus memperhatikan : 

a. Keluaran (output) teknis dinyatakan tetap berlanjut 
sesuai dengan dokumen Renstra K/ L atau Renj a-K/ L 
yang masih berlaku; 

b .  Komponen-komponen yang dihitung dalam prakiraan 
maju adalah komponen-komponen , yang ditetapkan 
berlanjut; 

c .  Komponen-komponen yang tidak dihitung dalam 
prakiraan maju adalah komponen-komponen input,  
yang ditetapkan berhenti/ selesai ;  

d .  Penghitungan prakiraan maju menggunakan angka 
yang tertuang dalam level keluaran (output) dan 
komponen yang berlanjut; 
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e .  Penghitungan prakiraan maju awal dilakukan dengan 

cara mengalikan jumlah alokasi anggaran dalam 
komponen pada tahun dasar dengan indeks dengan 
memperhatikan : 

1 )  Indeksasi komponen utama harus mengacu pada 
keputusan terbaru masmg Kementerian 
Negara/ Lembaga; dan 

2)  Komponen pendukung dapat secara langsung 
disesuaikan dengan indeks kumulatif yang baru . 

f. Penyesuaian prakiraan maju selanjutnya dilakukan 
dengan cara mengalikan jumlah alokasi anggaran 
dalam komponen pada masing-masing prakiraan maju 
dengan indeks kumulatif; dan 

g.  Indeks yang digunakan untuk menghitung prakiraan 
maju adalah asumsi-asumsi ekonomi yang ditetapkan 
dalam APBN dan/ atau indeks yang ditetapkan . 

1 . 3 . 2 . 2  Tata Cara Penghitungan Proyeksi Prakiraan Maju 

Secara umum prosedur penghitungan keluaran (output) 
kegiatan teknis fungsional adalah menggunakan rumus 
umum yaitu : 

( Harga x Kuantitas J 

Tata cara menghitung prakiraan maju awal pada tingkat K/ L 
qengan menggunakan rumus untuk menghitung prakiraan 
maju sebuah Keluaran (output) adalah sebagai berikut:  

Output = Komponen utama + Komponen pendukung 
Komponen utama = harga x kuantitas x indeks kumulatif 
Komponen pendukung = harga x kuantitas x indeks kumulatif 

1 . 3 . 2 . 3  Formulasi Penghitungan Prakiraan Maju untuk 
Kegiatan/ Keluaran (output) Layanan Perkantoran , 
Kegiatan/ Keluaran (output) Multiyears, Kegiatan j Keluaran 
(output) Non-Multiyears 

Sej alan dengan dinamika perubahan dan 
perkembangan dalam pelaksanaan Program j Kegiatan oleh 
masing-masing K/ L maka untuk meningkatkan kualitas 
penghitungan angka prakiraan maju perlu dilakukan 
beberapa perubahan antara lain : 

1 .  Formulasi penghitungan Prakiraan 
Kegiatan/ Keluaran (output) Layanan 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  

Maju untuk 
Perkan tor an 

a. Keluaran (output) Layanan Perkantoran bersifat 
berlanjut (on-going) ; 
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b .  mencerminkan kebutuhan biaya operasional , meliputi : 

kebutuhan belanj a  pegawai dan tunj angan yang 
melekat dan kebutuhan belanj a  barang 
penyelenggaraan perkantoran (kebutuhan sehari-hari 
perkantoran , biaya operasional , pemeliharaan 
peralatan kantor) ; 

c .  penghitungan angka prakiraan maju mengaju pada 
kondisi eksisting (dengan asumsi volume keluaran 
(output) yang sama) dan dikalikan dengan indeks yang 
ditetapkan untuk Keluaran (output) Layanan 
Perkantoran ; dan 

d .  untuk tambahan kebutuhan anggaran karena adanya 
tambahan pegawai baru atau asset yang dipelihara, 
diperhatikan pad a saat reviu angka dasar .  

2 .  Formulasi penghitungan Prakiraan Maju untuk 
Kegiatanj Keluaran (output) Multiyears memperhatikan 
hal-hal sebagai berikut : 

a .  Keluaran (output) Multiyears bersifat berlanjut ( on­
going) , sepanj ang periode multiyears yang telah 
ditetapkan; 

b .  mencerminkan kebutuhan biaya setiap tahun sesuai 
cost table yang telah disusun, baik untuk komponen 
utama maupun komponen pendukung; 

c.  penghitungan angka prakiraan maju setiap tahun 
mengikuti kebutuhan anggaran sesuai cost table 
dengan asumsi volume Keluaran (output) yang sam a  
dan tidak perlu dikalikan dengan indeks ;  dan 

d .  dalam hal terjadi perubahan cost table atau perubahan 
durasi multiyears, angka prakiraan maju dapat 
disesuaikan setelah perubahan lJ in multiyears 
disetujui . 

3 .  Formulasi penghitungan Prakiraan Maju untuk Kegiatan/ 
Keluaran (output) Non-Multiyears memperhatikan hal-hal 
sebagai berikut: 

a.  Keluaran (output) non-multiyears dapat berasal dari 
Kegiatan yang merupakan tugas fungsi unit atau 
Kegiatan yang mencerminkan penugasan j prioritas 
nasional ;  

b .  Untuk Keluaran (output) yang merupakan tugas fungsi 
unit bersifat berlanjut ( on-going) , sedangkan untuk 
Keluaran (output) yang merupakan penugasan 
berlanjut sesuai periode penugasan yang telah 
ditetapkan; 
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c .  Mencerminkan kebutuhan biaya setiap tahun sesuai 
volume/ target Keluaran (output) yang direncanakan, 
baik untuk komponen utama maupun komponen 
pendukung; 

d. Penghitungan angka prakiraan maju setiap tahun 
mengacu pada volume Keluaran (output) yang 
direncanakan dan dikalikan dengan indeks yang 
ditetapkan . 

1 . 3 . 2 . 4  Penerapan Indeksasi 

Penerapan indeksasi dilakukan dengan tujuan dapat 
menghasilkan perhitungan angka prakiraan maju yang 
mencerminkan kebutuhan riil pada saat pelaksanaannya. 
Besaran indeks yang ditetapkan dalam penghitungan 
prakiraan maju terdiri atas : 

1 .  Indeks untuk kebutuhan Keluaran (output) Layat'lan 
Perkantoran Belanj a  Pegawai . 

2 .  Indeks untuk kebutuhan Keluaran (output) Layanan 
Perkantoran Belanja Barang. 

3 .  Indeks untuk Komponen Utama Keluaran (output) 
Barang Infrastruktur . 

4 .  Indeks untuk Komponen Utama Keluaran (output) 
Barang Non-Infrastruktur. 

5 .  Indeks untuk Komponen Utama Keluaran (output) Jasa 
Regulasi . 

6 .  Indeks untuk Komponen Utama Keluaran (output) Jasa 
Layanan Non-Regulasi . 

7 .  Indeks untuk Komponen Pendukung Keluaran (output) 
Barang Infrastruktur. 

8 .  Indeks untuk Komponen Pendukung Keluaran (output) 
Barang Non-Infrastruktur. 

9 .  Indeks untuk Komponen Pendukung Keluaran (output) 
J as a Regulasi . 

1 0 .  Indeks untuk Komponen Pendukung Keluaran (output) 
Jasa Layanan Non-Regulasi . 

Dalam penyusunan RKA-K/ L, wajib meng1s1 kategori 
komponen sebagaimana tersebut diatas . 

1 . 3 . 3  Angka Dasar dan Ruang Fiskal 

Penyusunan anggaran untuk tahun yang direncanakan harus 
dimulai dengan melihat prakiraan maju yang telah disusun saat 
menyusun anggaran tahun sebelumnya. Kumpulan prakiraan maju 
yang disusun akan menghasilkan indikasi pagu untuk tahun 
direncanakan sebagai Angka Dasar setelah diperbaiki dan 
disesuaikan . 
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Angka Dasar merupakan indikasi pagu prakiraan m aju dari 

kegiatan-kegiatan yang berulang dan/ atau kegiatan-kegiatan tahun 
j amak berdasarkan kebij akan yang telah ditetapkan dan menj adi 
acuan penyusunan Pagu Indikatif dari tahun anggaran yang 
direncanakan yang dibuat ketika menyusun anggaran . 

Contoh:  pada RKA-K/ L TA 20 1 5 , telah disusun prakiraan m aju 
untuk prakiraan maju TA 20 1 6 ,  TA 20 1 7  dan TA 2 0 1 8 :  

r------� 
( Dalam Rupiah 

Program 20 1 5  20 1 6  20 1 7  

TA PM 1 PM 2 

Program A 1 00 . 000 1 1 0 . 000  1 05 . 00 0  

Program B 200 . 000 1 90 . 000 1 90 . 00 0  

Program C ' 1 . 000 . 000 

TOTAL 1 . 300. 000 

Ruang Fiskal (Fiscal Space) merupakan ruang anggaran yang 
dapat dipergunakan K/ L untuk mengajukan inisiatif baru . Ruang 
fiskal ini dapat dilihat dari selisih perhitungan prakiraan maju K / L 
yang telah diperbaiki dan disesuaikan dengan pagu K / L yang ada 
pada RKP / RPJMN tahun yang direncanakan . 

1 . 3 . 3 . 1 Reviu dan Pemutakhiran Angka Dasar 

Reviu angka dasar merupakan kegiatan yang 
dilakukan pada awal tahun angaran dalam rangka persiapan 
penyusunan Pagu Indikatif untuk tahun anggaran 
berikutnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan : 

1 .  Kebutuhan anggaran untuk Biaya Operasional , meliputi : 
Belanj a Pegawai dan Belanj a Barang. Dalam hal terdapat 
kekurangan atau perlu tambahan anggaran karena 
adanya tambahan pegawai baru atau tambahan 
pemeliharaan aset baru , informasi dan dokumen 
pendukung dapat disampaikan pada saat reviu angka 
dasar;  

2 .  Kebutuhan anggaran untuk Biaya Non Operasional , 
meliputi : (i) . Multiyears project) (ii) . Keluaran (output) 
dalam rangka tugas fungsi , dan (iii) . Keluaran (output) 
dalam rangka tugas fungsi , dan (iii) . Keluaran (output) 
dalam rangka penugasanj prioritas nasional; 

3 .  Realisasi pencapaian kinerj a  tahun sebelumnya; 

4. Rencana target kinerj a  untuk tahun yang direncanakan ; 

5 .  Kebijakan Pemerintah yang ditetapkan . 
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Setelah adanya reviu angka dasar dan tam bah an 

inisiatif baru yang disetujui ,  angka dasar perlu disesuaikan 
kembali melalui pemutakhiran angka dasar yang dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 

1 .  Pemutakhiran angka dasar dilakukan sebanyak dua kali 
dalam setahun yaitu : (i) . Pada saat penyusunan RKA-K/ L 
berdasarkan Pagu Anggaran di bulan Juli , dan (ii) pada 
saat penyesuaian RKA-K/ L berdasarkan Alokasi 
Anggaran K/ L pada bulan November; 

2 .  Pemutakhiran angka dasar yang pertama pada bulan Juli 
sudah mengakomodir besaran angka dasar dari tahun 
sebelumnya ditambah inisiatif baru yang telah disetujui 
dalam Pagu Indikatif (kesempatan I )  dan Pagu Anggaran 
(kesempatan II) ; 

3 .  Pemutakhiran angka dasar yang kedua pada bulan 
November sudah mengakomodir besaran angka dasar 
dari tahun sebelumnya ditambah inisiatif baru yang telah 
disetujui dalam Pagu Indikatif, pagu Anggaran , dan 
Alokasi Anggaran (kesem patan III) . 

1 . 3 . 3 . 2 Langkah-langkah Reviu Angka Dasar 

1 .  Reviu angka dasar untuk biaya operasional 

a. Secara nasional ,  apakah kebutuhan biaya operasional 
untuk masing-masing K/ L mendapat alokasi anggaran 
yang culcup untulc 1 tahun? 

b. Dalam hal terjadi kekurangan alokasi pagu , apakah 
penyebabnya dapat diidentifilcasi dengan j elas? 

c. Dalam hal terdapat perubahan database pegawai , 
tunjangan baru , data BMN dan hal lain terkait biaya 
operasional ,  apakah K/ L melenglcapi seluruh dokumen 
dengan benar? 

d .  Berdasarkan analisis trend, apakah penghitungan 
kebutuhan biaya operasional masih relevan 
menggunakan pendekatan accress 2, 5% (gaj i  dan 
tunjangan) dan tinglcat infiasi 5% s. d. 7% (biaya 
operasional)? 

e .  Dalam melakukan review baseline biaya operasional 
tidalc perlu memasukkan adanya kebij akan baru 
seperti : kenaikan uang makan, tarif lembur, uang lauk 
pauk karena kebijakan tersebut akan dihitung secm·a 
nasional by system. 
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Tindak lanjut reviu angka dasar untuk biaya operasional : 

a .  Apabila secara nasional alokasi anggaran yang 
disediakan jumlahnya cukup , namun dalam 
pelaksanaannya ada Unit yang menyatakan kurang,  
maka perlu segera dilakukan perbaikan pola distribusi 
antar Program atau antar Unitj Satker dlm K / L yang 
bersangkutan . 

b .  Dalam hal terjadi kekurangan alokasi pagu , sepanj ang 
penyebabnya telah diidentifikasi dengan j elas dan 
dilengkapi dokumen pendukung yang benar ,  maka 
kebutuhan anggarannya harus dihitung menj adi 
baseline . 

c .  Dalam hal terdapat alokasi pagu yang nyata-nyata 
berlebih , maka selisih lebihnya harus dikeluarkan dari 
penghitungan baseline.  

d .  Dalam rangka penerapan efficiency gain, apakah 
tambahan alokasi dengan menggunakan pendekatan 
accress dan tingkat inflasi dapat dikurangi secara 
gradual . 

2 .  Reviu angka dasar untuk biaya non operasional .  

a .  Apakah program j kegiatanj keluaran (output} sangat 
diperlukan (highly-needed) untuk dilanjutkan? 

b. Apakah sasaran jtatget kinerj a  mengalami perubahan 
sej alan dengan adanya perubahan arah kebij akan dan 
prioritas pembangunan (environment changed)? 

c .  Apakah pelaksanaan program j kegiatan menghasilkan 
optimalisasi (efficient}? 

d. Apakah pelaksanaan program j kegiatan sudah 
menggunakan metode yang tepat (kontraktual atau 
swakelola)? 

e .  Apakah rumusan Hasil (outcome}/Keluaran (output} 
relevan dengan tujuan Program dalam rangka 
mengatasi permasalahan yang ada? 

f. Apakah pencantuman rencana target kinerj a  realistis 
dapat dicapai dalam 1 tahun? 

g .  Apakah rencana kinerj a  untuk tahun-tahun 
se belumnya dapat dicapai dengan baik? 

Tindak lanjut reviu angka dasar untuk biaya non 
operasional : 

a. Apabila seluruh pertanyaan dij awab Y A, maka 
kebutuhan anggaran untuk Program / Kegiatan / 
Keluaran (output} dimaksud dihitung sebagai angka 
dasar.  
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b .  Apabila pertanyaan 'a) " dij awab TIDAK, maka 
kebutuhan anggarannya di "drop" tidak masuk dalam 
penghitungan angka dasar.  

c .  Dalam hal terdapat pertanyaan yang dij awab TIDAK 
(selain pertanyaan "a") , maka rumusan target kinerj a  
atau metode pelaksanaannya perlu direviu dan 
disempurnakan . 

1 . 3 . 3 . 3  Memperbaiki Angka Dasar (Baseline) 

Sebelum melakukan perbaikan Angka Dasar dalam 
rangka penerapan KPJM, K/ L harus terlebih dahulu 
memahami rumusan keluaran (output) dan struktur dibawah 
keluaran (output). 

1 .  Rumusan Keluaran (output) Kegiatan 

Rumusan keluaran (output) kegiatan harus mendapat 
perhatian dalam rangka evaluasi untuk penyesuaian 
Angka Dasar tahun yang direncanakan . Hal ini dilakukan 
untuk memastikan bahwa rumusan keluaran (output) 
kegiatan tahun sebelumnya telah sesuai dengan rambu 
dan kriteria keluaran (output). Pada akhirnya, rumusan 
keluaran (output) yang benar akan berdampak terhadap 
penghitungan · angka prakiraan maju tahun yang 
direncanakan . 

2 .  Penetapan Struktur Anggaran di Bawah Keluaran (output) 

Alokasi anggaran disusun dalam hierarkhij tingkatan 
yang disebut struktur anggaran . Struktur anggaran yang 
lengkap terdiri dari program, kegiatan , keluaran (output), 
subkeluaran (output), komponen , subkomponen, akun 
belanja, dan rincianj detil belanja .  Program mempunyai 
target kinerja  berupa basil . Kegiatan mempunyai target 
kinerja  berupa keluaran (output). Sedangkan struktur 
anggaran di bawah keluaran (output) ( subkeluaran 
(suboutput), komponen , sub komponen , akun, dan rincian 
biaya) ) harus diartikan sebagai proses pencapaian 
keluaran (output). 

Berkenaan dengan struktur anggaran di bawah keluaran 
(output) ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan 
dipahami: 

a.  Peran subkeluaran (output) dan komponen berbeda 
dan tidak dapat dipertukarkan ; 

b .  Subkeluaran (output) pada dasarnya merupakan 
'keluaran (output)' karena mempunyai kesamaan 
dalam hal j enis barang/ j as a dan satuan ukur, tetapi 
bukan komponen yang merupakan tahapan j bagian 
dalam pencapaian keluaran (output); 
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c .  Komponen harus relevan dengan keluaran (output) 

yang akan dicapai . Relevansi dimaksud berkenaan 
dengan kuantitas dan kualitas keluaran (output) yang 
akan dicapai ; 

d .  Komponen yang berkenaan dengan kuantitas keluaran 
(output) dikelompokkan dalam komponen utama yang 
berpengaruh terhadap penghitungan KPJ M  suatu 
keluaran (output). 

Berikut ini disaj ikan contoh kasus penerapan struktur 
anggaran dalam penyusunan RKA-K/ L, terutama 
keluaran (output) dan komponen suatu kegiatan . Contoh, 
Kegiatan yang mempunyai Keluaran (output) Gedung 
Kantor seluas 1 00 m2 . Penuangan dalam kertas kerj a  
RKA-K/ L dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara dan dua­
duanya dibenarkan . Cara penuangan dalam struktur 
anggaran dengan 2 (dua) cara tersebut merupakan 
keleluasaan para perencana dalam menyusun kertas 
kerj a  RKA-KL. 

Cara pertama: 

Keluaran (output): Gedung Kantor 1 00 m2 
Subkeluaran (suboutput): Gedung A (akan dibangun 

seluas 60 m2) 
Komponen 1 : Perencanaan 
Kom ponen 2 : Pem bangunan 
Komponen 3 : Pengawasan 

Subkeluaran (suboutput): Gedung B (akan dibangun 
seluas 40 m2) 

Komponen 1 
Komponen 2 
Komponen 3 

Cara kedua: 

: Perencanaan 
: Pem bangunan 
: Pengawasan 

Keluaran (output) : Gedung Kantor 1 00 m2 
Subkeluaran (suboutput) : (tanpa subkeluaran 

(suboutput)) 
Komponen 1 : Perencanaan 

Subkomponen 1 . 1 :  Gedung A (luas gedung 6 0  m2) 
Subkomponen 1 . 2 :  Gedung B (luas gedung 40 m2) 

Kom ponen 2 : Pem bangunan 
Subkomponen 2 . 1 :  Gedung A (luas gedung 6 0  m2) 
Subkomponen 2 . 2 :  Gedung B (luas gedung 40 m2) 

Komponen 3 : Pengawasan 
Subkomponen 3 . 1 :  Gedung A (luas gedung 6 0  m2) 
Subkomponen 3 . 2 :  Gedung B (luas gedung 40 m2) 
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Dari kedua contoh kasus tersebut terlihat bahwa 
komponen dapat diletakkan dimana saj a, namun tetap 
sebagai tahapan dalam menghasilkan keluaran (output) 
kegiatan . 

Tahap selanjutnya adalah memperbaiki Angka 
Dasar tersebut. Kesalahan-kesalahan yang mungkin 
terjadi di saat menetapkan angka dasar awal , harus 
diperbaiki sehingga menunjukan angka yang benar .  

Alasan utama untuk memperbaiki angka dasar 
antara lain : 

1 .  K/ L melakukan kesalahan ketika mencantumkan 
Volume Keluaran (output) pada Prakiraan Maju ;  

2 .  K/ L salah dalam mengklasifikasikan "berhenti" atau 
"berlanjut" untuk Keluaran (output) atau komponen ; 

3 .  K/ L salah dalam mengklasifikasikan komponen 
"utama" atau "pendukung" ; 

4 .  K/ L terlalu detail dalam mengelompokan keluaran 
(output), sehingga jumlah keluaran (output) dari suatu 
K/ L terlalu banyak; 

5 .  K/ L mendefinisikan keluaran (output) terlalu luas 
yang selanjutnya dibagi menj adi beberapa 
subkeluaran (output) yang seharusnya dapat menj adi 
keluaran (output) tersendiri ; 

6 .  Nomenklatur keluaran (output) K/ L tidak 
mencerminkan bentuk barang atau j asa; 

7.  Pada level komponen , K/ L perlu memunculkan 
komponen baru atau menghapus komponen yang 
tidak dibutuhkan; dan/ atau 

8 .  K/ L perlu melakukan penaj aman j perbaikan rumusan 
komponen . 

Langkah-langkah yang dilakukan K/ L untuk 
menelusuri kesalahan Angka Dasar adalah : 

1 .  Pengecekan program j kegiatan yang tahun yang 
direncanakan Prakiraan Majunya j auh lebih besar 
atau lebih kecil dibandingkan pagu tahun 
sebelumnya (misalnya dengan batas deviasi 1 0%) . 

a. Jika nilainya jauh lebih besar ,  hal tersebut 
mungkin akibat kesalahan memasukkan Volume 
Keluaran (output); 

b .  Jika nilainya jauh lebih rendah, hal ini dapat di 
diakibatkan karena Volume Keluaran (output) 
belum dimasukkan ke Prakiraan Maju atau 
keluaran (output) salah diklasifikasikan sebagai 
"berhenti" . 
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2 .  Perencana melakukan reviu terhadap keluaran 
(output) dan komponen untuk mengecek apakah 
nomenklatur keluaran (output) dan kom ponen sudah 
tepat . 

3 .  Perencana melakukan pengecekan terhadap keluaran 
(output) dan komponen apakah perlu penaj aman 
nomenklatur keluaran (output)j komponen , atau 
perubahan klasifikasi keluaran (output)j komponen . 

4 .  Lakukan pengecekan satker mana yang menyebabkan 
kesalahan tersebut . 

Setelah pengecekan dan pemeriksaan sehingga 
kesalahan-kesalahan yang terj adi pada Angka D asar 
dapat diidentifikasi perbaikan Angka Dasar dapat 
dikelompokan menj adi perbaikan pada level keluaran 
(output) dan perbaikan pada level komponen . 

1 .  Perbaikan pada level keluaran (output) 

a. Perbaikan kesalahan Klasifikasi keluaran (output) 
"berhenti" atau "berlanjut" 

Untuk dapat memperbaiki kesalahan karena salah 
mengklasifikasikan "berhenti" atau "berlanjut" , 
harus diketahui terlebih dahulu keluaran (ou tput) 
mana yang harus diklasifikasikan "berhenti" . 

Klasifikasi berhehti diberikan kepada:  

1 )  Proyek j angka pendek atau proyek dengan 
waktu yang terbatas , seperti pembangunan 
gedung baru ; atau 

2)  Proyek yang didanai oleh Utang atau 
pembiayaan oleh donor lainnya, dan tidak ada 
persetujuan untuk meneruskan pembiayaan 
terse but . 

K/ L memiliki kesempatan untuk mereklasifikasi 
keluaran (output) yang telah diklasifikasikan 
sebagai keluaran (output) berhenti menj adi keluaran 
(output) berlanjut namun hal ini akan mengurangi 
ruang fiskal K/ L dalam mengajukan inisiatif baru . 

Contoh : 

Kementerian Keuangan melaksanakan program 
pengelolaan anggaran negara,  kegiatan 
pengem bang an sistem penganggaran yang salah 
satu keluaran (output)nya "aplikasi RKA-K/ L" .  
Kegiatan ini direncanakan untuk berulang setiap 
tahun, namun karena kesalahan teknis ,  keluaran 
(output)nya diklasifikasikan sebagai keluaran 
(output) berhenti di tahun 2 0 1 5 . Kesalahan ini 
menyebabkan untuk keluaran (output) tersebut 
tidak terdapat prakiraan maju untuk tahun 2 0 1 6 .  
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Perbaikan dilakukan dengan memunculkan 
kembali keluaran (output) tersebut, yang 
menyebabkan kenaikan dari Angka Dasar awal 
Kementerian Keuangan tersebut dengan 
konsekuensi berkurangnya ruang gerak fiskal 
untuk inisiatif baru di tahun 2 0 1 6 .  

b .  Penggabungan keluaran (output). 

Dalam menentukan keluaran (output), K/ L sering 
mendefinisikan seluruh barang yang dihasilkan 
kegiatannya sebagai keluaran (output). Pada 
ketentuannya beberapa barang atau j asa yang 
dihasilkan dapat dikelompokkan ke dalam satu 
keluaran (output) j ika barang itu sej enis . 

Cohtoh : 

1 .  Suatu K/ L memiliki keluaran (output) berbagai 
kendaraan rod a 2 ,  kendaraan rod a 4 dan 
kendaraan roda 6 .  Dengan adanya standardisasi 
keluaran (output) maka rumusan keluaran 
(output) dalam rangka pengadaan kendaraan 
tersebut menjadi keluaran (output) kendaraan 
bermotor, dimana kendaraan roda 2 ,  kendaraan 
roda 4 dan kendaraan roda 6 menj adi 
subkeluaran (output)nya. Ketentuan mengenai 
standarisasi keluaran (output) sebagaimana 
tercantum dalam sub bab Penerapan 
Penganggaran Berbasis Kinetja .  

2 .  Beberapa K/ L masih merumuskan keluaran 
(output) dalam ukuran yang terlalu detil . 
Misalnya: pengadaan tangga, lampu , tempat 
sampah dirumuskan sebagai suatu keluaran 
(output). Seharusnya untuk hal tersebut bukan 
berada pada level keluaran (output) melainkan 
pada detil untuk keluaran (output) peralatan 
kantor. 

c.  Pembentukan keluaran (output) baru dari keluaran 
(output) yang terlalu luas . 

K/ L seringkali mendefinisikan sebuah keluaran 
(output) terlalu luas sehingga kurang detil atau 
terlalu umum sehingga kurang mencerminkan 
paket pekerjaan apa saj a  yang dilakukan oleh K / L 
tersebut . Walaupun keluaran (output) tersebut 
dirinci ke dalam subkeluaran (output) namun lebih 
baik K/ L terse but memisahkan subkeluaran 
(output) tersebut menj adi keluaran (output) 
tersendiri (memunculkan keluaran (output) baru) , 
namun keluaran (output) baru tersebut diluar 
inisiatif baru . 
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Contoh : 

Pada Kementerian Kesehatan , Poltekes 
menghasilkan keluaran (output) layanan pendidikan 
yang selanjutnya dij abarkan ke dalam subkeluaran 
(output) layanan pendidikan keperawatan dan 
layanan kependidikan paramedis .  Dalam 
menjabarkan tahapan pencapaian subkeluaran 
(output) dimaksud (komponen) dimungkinkan 
terj adi perbedaan . Agar lebih tepat kedua 
subkeluaran (output) tersebut dapat dij adikan 
keluaran (output) tersendiri . Pemunculan keluaran 
(output) tersebut bukan diklasifikasikan sebagai 
inisiatif baru karena keluaran (output) baru 
tersebut berasal dari subkeluaran (output) yang 
suclah ada sebelumnya dan tidak ada tambahan 
pendanaan . 

d .  Penyesuaian nomenklatur keluaran (output). 

Berdasarkan hasil reviu terhadap nomenklatur­
nomenklatur keluaran (output) K/ L pada tahun 
20 1 5 , masih terdapat K/ L yang nomenklatur 
ouputnya tidak mencerminkan barang atau j asa.  
Dalam rangka perbaikan angka dasar K / L dapat 
dilakukan penyempurnaan rumusan keluaran 
(output) sehingga mencerminkan barang atau j asa 
yang dihasilkan untuk setiap kegiatan . 

Contoh : 

1 )  Sebuah K/ L memiliki keluaran (output) 
"Tersusunnya Jurnal Kesehatan Anak" dalam 
rangka penyusunan materi jurnal kesehatan 
anak (keluaran (output) berupa j asa) . Kata 
"tersusunnya" tidak merujuk barang atau j asa 
sehingga rumusan untuk keluaran (output) 
tersebut disesuaikan menj adi "Penerbitan Jurnal 
Kesehatan Anak" . 

2 )  Sebuah K/ L memiliki keluaran (output) 
"terlaksananya pengelolaan administrasi 
Sekretariat Jenderal Kementerian A" , untuk 
keluaran (output) 1m sebaiknya menj adi 
"Layanan administrasi dan Sekretariat 
JenderalKementerian A . "  
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e .  Perbaikan kesalahan dalam pencantuman Volume 
Keluaran (output) 

Beberapa K/ L mungkin telah mencantumkan 
Volume Keluaran (output) lebih besar atau lebih 
kecil dari yang seharusnya direncanakan . Dalam 
memperbaiki Angka Dasar, K/ L dapat memperbaiki 
pencantuman volume Keluaran (output) tersebut . 
Pengecekan terhadap volume Keluaran (output) 
dapat dibandingkan dengan volume Keluaran 
(output) yang tercantum dalam Rencana Ke1j a  
Pemerintah (RKP) . 

Contoh : 

Kementerian A melakukan kegiatan pada tahun 
20 1 5  yang direncanakan berlanjut sampai tahun 
20 1 8 .  Pada tahun 20 1 5  menghasilkan Keluaran 
(output) 1 00 dengan biaya per Keluaran (output) Rp . 
1 00 . 000 dan untuk tahun berikutnya direncanakan 
akan dilaksanakan 1 00 Keluaran (output) lagi 
namun terj adi kesalahan teknis sehingga Volume 
Keluaran (output) pada Prakiraan Maju tecantum 
1 0 . 000 sehingga te1j adi peningkatan yang sangat 
siknifikan dari yang seharusnya. Perbaikan 
dilakukan dengan mencocokkan Keluaran (output) 
tersebut dengan Keluaran (output) yang tercantum 
dalam RKP. · 

2 .  Perbaikan pada level komponen 

a.  Penajaman perumusan komponen 

Komponen suatu keluaran (output) harus relevan 
dengan keluaran (output) yang akan dicapai . 
Perbaikan dalam rangka penaj aman komponen 
tennasuk menyempurnakan nomenklatur 
perumusan komponen . Nomenklatur komponen 
menggunakan kalimat kerj a  aktif yang 
mencerminkan tahapan pencapman keluaran 
(output). 

Contoh : (penggunaan komponen yang benar) 

Keluaran 
(output) 
Su bkel uaran 
(output) 
Komponen 

Kendaraan Bermotor 

Kendaraan Roda 2 

Pengadaan Kendaraan Roda 2 (kata 
"pengadaan" menunjukan kata ketja  
aktif) . 
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Memunculkan komponen baru 

Memunculkan komponen baru harus 
memperhatikan kebij akan dari K / L yang 
bersangkutan . Komponen baru tersebut muncul 
(salah satunya) karena kesalahan pada saat awal 
menyusun anggaran yang belum mengakom odir 
komponen tersebut . 

b .  Menghapus komponen 

Menghapus komponen dari sebuah keluaran (output) 
dapat dilaksanakan setelah melakukan reviu 
terhadap prakiraan maju yang telah disusun . Jika 
berdasarkan reviu komponen tersebut tidak 
dibutuhkan K/ L dapat menghapus komponen 
terse but . 

Contoh : 

Sebuah K/ L memiliki keluaran (output) "diklat 
bidang pendidikan" yang akan dilaksanakan selama 
3 tahun . 

Pendukung 

Pendukung 

Pendukung 

Berdasarkan reviu pada tahun ke-2 komponen 
"penyusunan modul" tidak dibutuhkan lagi , 
sehingga komponen ini dapat dihapus dan menj adi 
ruang fiskal bagi K/ L tersebut . 

c .  Perbaikan kesalahan klasifikasi berhenti atau 
berlanjut 

Perbaikan kesalahan berhenti atau berlanjut suatu 
komponen dapat diperhatikan dari hal-hal sebagai 
berikut: 

1)  Kesalahan ketika mengolah data ke dalam 
aplikasi RKA-K/ L, komponen yang seharusnya 
diklasifikasikan berhenti pada tahun tertentu 
diklasifikasikan sebagai komponen berlanjut atau 
sebaliknya. Kesalahan yang bersifat administrasi 
ini dapat dilakukan perbaikan . 

2 )  Komponen utama selalu secara umum selalu 
mengikuti keluaran (output), j ika keluaran 
(output) berlanjut komponen utama cenderung 
berlanjut .  
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3)  Komponen pendukung tidak terkait langsung 
dengan keluaran (output) sehingga dapat 
diklasifikasikan berhenti walaupun keluaran 
(output)nya diklasifikasikan sebagai berlanjut .  

Jika suatu komponen didalam prakiraan maju telah 
diklasifikasikan berhenti namun dilakukan 
perbaikan sehingga komponen tersebut berlanjut 
baik yang dise babkan oleh kesalahan administrasi 
maupun perbaikan setelah dilakukan reviu terhadap 
kebutuhan komponen tersebut secara langsung 
akan mengurangi ruang fiskal kementerian dalam 
mengajukan inisiatif baru . 

d .  Perbaikan kesalahan klasifikasi komponen "utama" 
dari "pendukung" 

Reklasifikasi terhadap komponen dari "komponen 
utama" menjadi "komponen pendukung" akan 
memberikan dampak terhadap angka prakiraan 
maju yang telah disusun . Karakteristik "komponen 
pendukung" yang harus diindeks dan tidak terkait 
langsung dengan perubahan Volume Keluaran 
(output), j ika diubah menj adi "komponen utama" 
yang berkarakteristik terkait langsung dengan 
Volume Keluaran (output) dan biasanya tidak 
diindeks atau · sebaliknya tentu akan merubah 
struktur dari tahapan dari proses pencapman 
Keluaran (output). 

Contoh : 

Kementerian Dalam Negeri melakukan kegiatan 
peningkatan Kemandirian Masyarakat pedesaaan 
dengan Keluaran (output) pemberian dana Bantuan 
Langsung Mandiri (BLM) . Komponen untuk kegiatan 
terse but adalah : 

Tahun 20 1 5  20 1 6  20 1 7  
Keluaran 1 0  kec. 15 kec. 20 kec. 
(output) 
Indeks 1 ,000 1 ,053 1 , 1 08 

Komponen Sifat Biaya 20 1 5  20 1 6  20 1 7  

Pemberian Dana BLM Utama 1 00 1 50 200 
Sosialisai pemberian Pendukung 100  105  1 1 0 
dana BLM 
Administrasi kegiatan Pendukung 50 52 55 
Peningkatan kapasitas aparat Pendukung 50 52 55 

Total 300 3 5 9  420 

Setelah dilakukan evaluasi untuk, tahun 2 0 1 6  
kebijakan komponen "sosialisasi pemberian dana 
BLM" diklasifikasikan · sebagai komponen utama 
karena pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh 
volume Keluaran (output). 



M E NTEF1 1  I< E: U A I\J G A N  
ll E: P U B L I I< I N DO N ES I A  

- 40 -
Komponen 

Pemberian Dana BLM 
Sosialisai pem berian 
dana BLM 
Administrasi kegiatan 
Peningkatan kapasitas aparat 

Total 

Sifat Biaya 
Utama 
Utama 

Pendukung 
Pendukung 

20 1 5  20 1 6  20 17  
1 00 1 50 200 
1 00 1 50 200 

50 52 55 . ·  
50  5 2  55 
300 404 5 1 0  

Akibat kebijakan tersebut Angka dasar untuk tahun 
20 1 6  meningkat sebesar 45 yang akan mengurangi 
ruang fiskal Kemendagri di tahun 2 0 1 6 .  

1 . 3 . 3 . 4 Penyesuaian Angka Dasar (Baseline) 

Penyesuaian Angka Dasar merupakan proses  
menj adikan Angka Dasar yang telah disusun pada tahun 
sebelum tahun yang direncanakan (misal tahun 2 0 1 5) 
sesuai dengan asumsi-asumsi atau parameter yang akan 
terj adi pada tahun yang direncanakan (misal tahun 2 0 1 6) .  
Parameter yang perlu disesuaikan yaitu parameter ekonomi 
yang secara otomatis diakukan oleh sistem aplikasi RKA-K/ L 
dan parameter non -ekonomi yang disesuaikan secara 
manual oleh perencana. Selain penyesuaian parameter, 
penyesuaian Angka Dasar juga meliputi penyusunan Angka 
Prakiraan Maju baru (3 tahun dari tahun yang 
direncanakan) . 

Terdapat tiga hal yang menj adi penyebab dilakukan 
penyesuaian terhadap Angka Dasar yaitu : 

1 .  Penyesuaian parameter ekonomi 

Parameter ekonomi yang digunakan dalam 
pendekatan KPJM dalam menyusun anggaran adalah 
asumsi-asumsi ekonomi yang ada dalam APBN,  namun 
dalam penerapan KPJM saat ini asumsi yang digunakan 
adalah inflasi . 

Setiap tahun prakiraan inflasi berbeda dari tahun 
sebelumnya, oleh karena itu perlu dilakukan update 
terhadap asumsi inflasi yang akan digunakan pada tahun 
yang direncanakan . Asumsi inflasi digunakan sebagai 
parameter . penyesuaian agar pengeluaran yang 
direncanakan pada tahun yang direncanakan tepat . 

Ketika penyesuaian dilakukan dengan asumsi 
parameter inflasi (baru) , dalam penyusunan anggaran 
pada tahun yang direncanakan , prakiraan pengeluaran 
dapat meningkat atau berkurang sesuai dengan kenaikan 
atau penurunan asumsi inflasi tersebut.  
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Contoh penyesuaian inflasi (inflasi awal 5, 3%) 

I Inflasi 1 1 ,00 11 ,053 1 1 , 1 09 I 
�/L  Tahun Sifat Biaya 20 1 5  20 16  20 17  

rrahun Akhir Biaya Indeks TA PM 1 PM 2 
Awal 

Program 1 
Kegiatan 
Keluaran 

(outpu 
t) 1 

Volume 1 0  1 0  1 0  
Keluaran 

I {outJJuti 
Tanpa 
Sub 
Keluaran 

I (output) 
aaaa,bb,ccc Komp. 1 B 20 1 1  Utama Ya 1 00 .000 1 .053 . 109 

Kode 

aaaa 
aaaa,bb 

aaaa,bb,ccc 

Ditahun 20 1 5  dalam menyusun pralnraan ma.JU 
(PM 1 )  untuk Tahun 20 1 6  asumsi inflasi (parameter) yang 
digunakan adalah 5, 3%, jika ditahun 20 1 6  inflasi yang 
digunakan adalah 4% maka perlu dilakukan penyesuaian 
terhadap anggaran 20 1 6  yang al{an disusun. 

I Inflasi I 1 ,oo I 1 ,04 I 1 ,08 1 I 
B/ L  Tahun Tahun Sifat Indeks �iaya 20 1 5  20 1 6  20 17  

Awal Akhir Biaya TA PM 1 
Program 
1 
Kegiatan 
Keluaran 
{outJJuti 1 
Volume 10  1 0  1 0  
Keluaran 
{outJJuti 
Tanpa 
Sub 
Keluaran 
{oUtJJUtJ 
Komp. 1 L 20 1 1  Utama Ya 100 1 .000 1 . 040 1 . 08 1 

Catatan : Penyesuaran mflas1 dllakukar1 secara otomatls oleh s1stem. 

2 .  Penyesuaian parameter non-ekonomi. 

Parameter ekonomi merupakan parameter yang 
berkaitan dengan kebijakan pemerintah atau K/L. 
Lingkup parameter ekonomi yang harus dilakukan 
penyesuaian adalah: 

a. Penyesuaian perhitungan belanja pegawai disesuaikan 
dengan perubahan database kepegawaian. 

b .  Penambahan atau pengurangan Volume Keluaran 
(output) 

K/L dapat menaikkan Volume Keluaran (output) untuk 
setiap kegiatan tapi tanpa menambah anggaran , 
sedangkan untuk pengurangan target Volume 
Keluaran (output) hanya boleh untuk l<eluaran (output) 
yang merupakan prioritas K/L. 
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1 )  Penambahan Volume Keluaran (output) dapat 

dilakukan oleh K/ L dengan sumber pendanaan dari 
hasil optimalisasi K/ L yang bersangku tan . 

2 )  Pengurangan Volume Keluaran (output) dapat 
dilakukan j ika dalam evaluasi tahun sebelumnya 
Volume Keluaran (output) yang menj adi target tidak 
mampu dicapai oleh K/ L.  Pengurangan Volume 
Keluaran (output) hanya dapat dilakukan pada 
kegiatan prioritas K/ L.  

Contoh : 

Diasumsikan Kementerian A pada tahun 2 0 1 5  hanya 
mampu merealisasikan pencapaian Keluaran 
(output)nya sebesar 70%. Maka untuk penyesuaian 
Angka Dasar tahun 2 0 1 6 ,  volume dan pagu anggaran 
tahun lalu harus dikurangi 30% dan selanjutnya 
dihitung kembali prakiraan maju yang baru . 

Angka Dasar awal : 

B/ L Tahun Sifat Indeks Biaya 20 1 5  20 1 6  20 1 7  
Awal Biaya TA PM 1 PM 2 

Program 1 
Kegiatan 
Keluaran 

(output 
) 1 

Volume 10  1 0  1 0  
Keluaran 
(output) 
Tanpa 
Sub-
Keluaran 

(output) 
Komp. 1 L 20 1 1  Utama Ya 100 1 .000 1 . 053 1 . 1 09 

D 
Penyesuaian (realisasi 70% dan asumsi inflasi tetap) 

B/L Tahun Sifat Indeks Biaya 20 1 5  20 1 6  2 0 1 7  
Awal Biaya Realisasi TA PM 1 

Program 
1 

Kegiatan 
Keluaran 

(outp 
ut) 1 

Volume 7 7 7 
Keluara 
n 
(output) 
Tanpa 
Sub-
Keluara 
n 
(output) 
Komp. 1 L 20 1 1  Utama Ya 1 00 700 737  776 



M E NTE R !  I< E U /\ N G A N  
I-1 E F) U 13 LI I< I N D O N E: S I A  

- 43 -
c .  Pengurangan anggaran . 

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang 
penerapan Penghargaan dan sanksi ditahun 2 0 1 5  
secara langsung akan mempengaruhi Angka Dasar 
yang telah disusun berdasarkan Prakiraan Maju .  
Pemberian sanksi kepada K/ L yang tidak sepenuhnya 
melaksanakan anggaran tahun 2 0 1 4  (tahun anggaran 
sebelumnya) akan mengakibatkan pengurangan 
anggaran ditahun 20 1 5  (pada tahun berj alan) dan 
akan memberikan efek terhadap pengurangan pada 
prakiraan maju di tahun yang direncanakan (Angka 
Dasar) . Pengurangan anggaran yang dikarenakan oleh 
sanksi tidak boleh mengurangi target Volume 
Keluaran (output) yang direncanakan . 

Contoh : 

Kementerian A pada tahun 20 1 4  tidak sepenuhnya 
melaksanakan anggaran sehingga dikenakan sanksi 
ditahun 20 1 5  sebesar Rp .200 . pengurangan anggaran 
di tahun 20 1 5  akan memberikan efek pada baseline 
ditahun 20 1 6  sehingga perlu melakukan penyesuaian 
sesuai tabel berikut (asumsi inflasi tetap 5 , 3 5%) :  

Program 1 
Kegiatan 
Keluaran 

_(outputj 1 
Volume 
Keluaran 
(output) 
Tanpa 
Sub­
Keluaran 
(output) 
Komp. 1 

Program 1 
Kegiatan 
Keluaran 
(output) 1 
Volume 
Keluaran 
(output) 
Tanpa 
Sub-
Keluaran 

B/L  Tahun Sifat Indeks Biaya 20 1 5  20 1 6  20 17  
Awal Biaya TA PM 1 PM 2 

10  1 0  1 0  

- -
L 20 1 1  Utama Ya 100 1 .000 1 . 053 1 . 1 09 

B/L  Tahun Sifat Indeks Biaya 20 1 5  20 1 6  20 1 7  
Awal Biaya !Realis TA PM 1 

L 20 1 1  Utama Ya 

asi 

1 0  1 0  1 0  

80 800 842 887 
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Selain diakibatkan oleh pemberian sanksi ,  
pengurangan anggaran juga dapat terj adi j ika K / L 
melakukan optimalisasi . Dalam hal pengurangan 
anggaran tersebut merupakan hasil optimalisasi K/ L 
dapat mengajukan inisiatif baru yang dilaksanakan 
sesuai dengan mekanisme pengajuannya. 
Pengurangan anggaran dapat dilakukan pada kegiatan 
prioritas nasional , prioritas bidang, prioritas K/ L .  

d .  Pengurangan target volume keluaran (output) dan 
anggaran . 

Pengurangan Volume Keluaran (output) dan anggaran 
dapat dilakukan j ika dalam evaluasi tahun 
sebelumnya Volume Keluaran (output) yang menj adi 
target tidak mampu dicapai oleh K / L.  Pengurangan 
Volume Keluaran (output) dan anggaran hanya untuk 
kegiatan prioritas K/ L. 

e. Realokasi anggaran dan target Keluaran (output) serta 
pagu K/ L.  

Dalam melaksanakan KPJM K/ L diberikan fleksibilitas 
dalam melakukan realokasi target Keluaran (output) 
dalam melakukan penyesuaian sepanjang dalam pagu 
anggaran yang tetap baik pagu anggaran dalam 
rangka prioritas nasionalj bidang maupun pagu 
anggaran prioritas K/ L .  Realokasi dapat dilakukan 
antar program , kegiatan , Keluaran (output) dan satker 
termasuk antar · lokasi .  Batasan yang diberikan adalah 
realokasi tidak dapat dilakukan dari prioritas nasional 
atau prioritas bidang ke prioritas K/ L.  

f .  Memindahkan target Volume Keluaran (output) ke 
masa depan . 

Dalam melakukan penyesuaian Angka Dasar K /  L 
diberikan fleksibilitas untuk memindahkan Volume 
Keluaran (output) ke tahun anggaran berikutnya sesuai 
dengan pertim bang an-pertim bang an pencapaian 
Keluaran (output) tersebut . Memindah target Volume 
Keluaran (output) ke masa depan tidak diikuti dengan 
carried over anggarannya. 

3.  Membuat prakiraan maju baru . 

Dasar utama dari penerapan KPJM adalah rolling budget. 
Sebagai bagian . dari penyusunan anggaran setiap tahun 
maka prakiraan maju yang baru harus ditambahkan 
dalam Angka Dasar .  



Kode �/L 

Program 1 
aaaa Kegiatan 
aaaa,bb Keluaran 

(output) 1 
Volume 
Keluaran 
(output) 
Tanpa 
Sub-
Keluaran 
{_output) 

aaaa,bb Komp . 1 L 
, ccc 

Kode B/L  

Program 1 
aaaa Kegiatan 
aaaa,b Keluaran 
b (output) 1 

Volume 
Keluaran 
(output) 
Tanpa 
Sub-
Keluaran 
(output) 

aaaa,b Komp . 1 L 
b ,ccc 
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a .  Prakiraan maju baru untuk komponen pendukung 

Komponen pendukung merupakan komponen yang 
tidak terkait secara langsung dengan volume Keluaran 
(output) dan dilakukan pengindeksasian dalam 
perhitungan prakiraan majunya. Contoh perhitungan 
prakiraan maju untuk komponen pendukung :  

Tahun Sifat Biaya Indeks Biaya 20 15  20 1 6  2 0 1 7  2 0 1 8  2 0 1 9  
Awal realisasi TA PM 1 PM 2 PM 3 

10  10  1 0  1 0  1 0  

20 1 1  Pendukung Ya 100 1 .000 1 . 040 1 .08 1 1 . 125  1 . 170 

Penyesuaian untuk komponen pendukung secara 
otomatis akan dilakukan oleh sistem selama 
komponen tersebut diklasifikasikan sebagai komponen 
berulang. Sedangkan untuk komponen pendukung 
yang berhenti hanya akan ada sampai tahun ketika 
komponen tersebut berhenti . Contoh komponen 
pendukung yang berhenti pada tahun tertentu (2 0 1 8) .  

I Tahun 1 20 15  20 16  20 1 7  2 0 1 8  2 0 1 9  
I Indeks 1 1 ,00 1 ,04 1 ,08 1 1 , 1 2 5  1 , 1 70 

Tahun Sifat Biaya Biaya 20 1 5  20 1 6  20 17  20 1 8  20 1 9  
Awal Indek realisasi TA PM 1 PM 2 PM 3 

s 

1 0  1 0  1 0  1 0  1 0  

20 1 1  Pendukung Ya 100 1 .000 1 .040 1 . 08 1 1 . 1 25  1 . 1 70 



Kode 

aaaa 
aaaa,bb 

aaaa,bb,  
CCC 

Kode 

aaaa 
aaaa,bb 

aaaa,bb,  
CCC 

M E: N TE R I  I < I::: U/\ N G A N  

r u:: FJ U 13 U f< I N D O N E S I A  

- 46 -
b .  Prakiraan maju baru untuk komponen utama 

uraian 

Program 1 
Kegiatan 
Keluaran 
(output) 1 
Volume 
Tanpa 
Sub-
Keluaran 
(output) 
Komp.  1 

uraian 

Program 1 
Kegiatan 
Keluaran 
(output) 1 
Volume 
Keluaran 
(output) 
Tanpa 
Sub-
Keluaran 
(output) 
Komponen 
1 

Perhitungan prakiraan maju untuk komponen utama 
dikaitkan secara langsung dengan volume dari 
Keluaran (output) kegiatan sehingga kenaikan atau 
pengurangan Volume Keluaran (output) secara 
langsung akan mengurangi biaya untuk komponen 
utama. Karakteristik lain dari komponen utama 
adalah dalam hal indeksasi . Komponen utama dapat 
diindeks j ika ditentukan dengan kebij akan dan biaya 
untuk komponen utama tersebut dipengaruhi harga 
pasar (terpengaruh inflasi) . 

Contoh : 

penyusunan prakiraan maJu baru komponen utama 
(tanpa indeksasi) : 

!rahun I 2o 15  I 2o 16  I 20 11  1 20 1 8  J 20 19  
lncteks I 1 ,oo I 1 ,04 I 1 ,o8 I 1 . 1 25 1 1 , 1 70 

B/L  Tahun Sifat Indeks Biaya 20 1 5  20 16  20 17  20 1 8  20 1 9  
Awal Biaya realisasi TA PM 1 PM 2 PM 3 

1 0  1 0  1 0  1 0  1 0  

L 20 1 1  utama tdk 100 1 . 000 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 

Contoh : 

penyesuaian prakiraan maju komponen utama 
(terindeksasi) 

rTahun 1 20 15 20 16  2 0 1 7  20 1 8  
I Indeks I 1 ,00 1 ,04 1 ,08 1 . 1 25  

B/L  trahun Tahun Sifat Indeks Biaya 20 1 5  20 16  20 1 7  20 18  
Awal Akhir Biaya realisasi TA PM 1 PM 2 

1 0  1 0  1 0  1 0  

L 20 1 1  utama Ya 100 1 .000 1 .040 1 . 080 1 . 1 2 5  
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1 . 3 . 4  Ilustrasi Reviu dan Penerapan KPJM 

1 . 3 . 4 . 1 Ilustrasi reviu penerapan KPJM Tingkat Nasional 

Ilustrasi I 

(contoh inflasi berubah dan harga kebijakan tetap) 

Anggaran Tahun 20 1 5  

Inflasi 201 5 1 0% 

Nama Keluaran Anggaran 
(output) 20 1 5  

Prioritas 
Keluaran 
(output) A 
1 .  Komponen 200 

Kebijakan 
2 .  Komponen 1 00 

Pendukung 
3 .  Komponen 50 

Pendukung 
Total Biaya 350 

Keluaran 
(output) A 

Anggaran Tahun 20 1 6  

Inflasi 201 6 8% 

Nama Keluaran Realisasi 
(output) 20 1 5  

Prioritas 
Keluaran 
(output) A 
1 .  Komponen 200 .00 

Kebijakan 
2 .  Komponen 1 00 . 00 

Pendukung 
3 .  Komponen 50 . 00 

Pendukung 
Total Biaya 350 .00 

Keluaran 
(output) A 

PM 1 PM 2 PM 3 Keterangan 
20 1 6  20 1 7  20 1 8  

200 200 200 Berlanjut 

1 1 0 1 2 1 1 3 3  Berlanjut 

- - - Berhenti 
2 0 1 5  

3 1 0  32 1 333 

Anggaran PM 1 PM 2 PM 3 Keterangan 
20 1 6  2 0 1 7  20 1 8  2 0 1 9  

200 .00 200 .00 200 .00  2 0 0 . 00 Berlanj ut 

1 0 8 . 00 1 1 6 . 64 1 2 5 . 97  1 36 . 0 5  Berlanjut 

- - - - Berhenti 
2 0 1 5  

308.00 3 1 6 . 64 325 .97  336 .05  

Penj elasan perhitungan untuk alokasi anggaran 2 0 1 6  dengan asumsi 
inflasi berubah dan harga lcebijalcan tetap sebagai berikut: 

1 .  Indikasi anggaran 20 1 6  berasal dari prakiraan maju 1 2 0 1 6 ;  
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2 .  Untuk menghitung alokasi anggaran 2 0 1 6  dilakukan sebagai 
berikut:  

1 .  Komponen biaya komponen kebij akan 2 0 1 5  
Keb\j akan 2 0 1 6  

200 
2 .  Komponen biaya kom ponen pendukung 2 0 1 5  x 

Pendukung 2 0 1 6  indeks inflasi kumulatif 
1 1 0 X ( 1 .  08 I 1 . 1  0) 
1 08 . 00 

Total biaya Komponen Kebij akan 2 0 1 5  + 

Keluaran (output) A Komponen Pendukung 2 0 1 5  
2 0 1 6  

200 + 1 08 . 00 
308 . 00 

Ilustrasi II 

contoh inflasi berubah dan harga kebijakan disesuaikan dengan 
harga riil 

Anggaran Tahun 2 0 1 5  

Injlasi 201 5 1 0% 

Nama Keluaran Anggaran 
(output) 20 1 5  

Prioritas 
Keluaran 
(output) A 
1 .  Komponen 200 

Keb�jakan 
2 .  Komponen 1 0 0  

Pendukung 
3 .  Komponen 50 

Pendukung 
Total Biaya 350 

Keluaran 
(output) A 

Anggaran Tahun 20 1 6  

Injlasi 2 0 1 6 8% 

Nama Realisasi 
Keluaran 2 0 1 5  
(output) 

Prioritas 
Keluaran 
(output) A 
1 .  Komponen 200 .00  

Utama 
2 .  Komponen 1 00 .00  

Pendukung 
3 .  Komponen 5 0 . 00 

Pendukung 
Total Biaya 350 .00  

Keluaran 
(output) A 

PM 1 PM 2 PM 3 Keterangan 
20 1 6  20 1 7  20 1 8  

220 242 266 Berlanjut 

l l O 1 2 1 1 3 3  Berlanjut 

- - - Berhenti 
2 0 1 5  

330 363 399 

Anggaran PM 1 PM 2 PM 3 Keterangan 
20 1 6  20 1 7  20 1 8  2 0 1 9  

2 1 6 . 00 233 . 2 8  2 5 1 .94  2 7 2 . 1 0  Berlanjut 

1 08 . 00 l l 6 . 64 1 2 5 . 9 7  1 36 . 0 5  Berlanjut 

- - - - Berhenti 
20 1 1  

324 .00  349 . 9 2  377 . 9 1 408 . 1 5  
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Penj elasan perhitungan untuk alokasi anggaran 2 0 1 6  dengan asumsi 
inflasi berubah dan harga kebijalcan disesuaikan dengan harga riil 
sebagai berikut: 

1 .  Indikasi anggaran 20 1 6  berasal dari prakiraan maju 1 20 1 6  

2 .  Untuk menghitung alokasi anggaran 20 1 6  dilakukan sebagai 
berikut : 

1 .  Komponen Utama biaya komp . utama 2 0 1 5  X indeks 
2 0 1 6  inflasi kumulatif 

220 x ( 1 . 0 8 /  1 . 1 01 
2 1 6 . 00 

2 .  Komponen biaya komp. pendukung 2 0 1 5  X 
Pendukung 20 1 6 .  indeks inflasi kmlatif 

1 00 X ( 1 . 08/  1 . 1 0) 
1 08 . 00 

Total biaya Komponen utama 2 0 1 5  + Komponen 
Keluaran (output) A Pendukung 2 0 1 5  

20 1 6  
2 1 6 . 00 + 1 08 . 00 
324 .00 

Contoh : 

Kegiatan Pemberian Raskin 

Pemerintah menetapkan kebijakan pemberian raskin kepada rakyat 
miskin dengan kriteria setiap orang miskin berhak mendapatkan 
raskin sebesar 1 0  kg tiap bulan dan diberikan dalam bentuk beras 
sesuai dengan harga pasar.  Harga beras pada tahun 2 0 1 4  Rp . 
4 . 000 / kg dan inflasi 1 0% per tahun . Kebij akan raskin mulai 
diberikan pada tahun 20 1 4  dengan jumlah penduduk miskin pada 
tahun 2 0 1 4  adalah 1 0  ribu j iwa dan diasumsikan naik sebesar 1 0% 
setiap tahun berdasarkan perhitungan Biro Pusat Statistik . 
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Deskripsi Kebijakan 

Kebijakan Setiap orang miskin berhak 
mendapatkan raskin 

Tanggal Tahun 2 0 1 4  
Efektif 
Kebijakan 
lsi Kebijakan - 'Pemberian raskin 

1 0  kgf penduduk miskin . 
- Harga beras disesuaikan 

dengan harga pasar. 
- Data penduduk miskin 

tahun 2 0 1 4  sebanyak 1 0  
ribu jiwa 

- Diprediksi penduduk miskin 
naik sebesar 1 0%/ tahun. 

Kegiatan 

Keluaran Pemberian Raskin 1 0  ribu j iwa 
(output) 
Kegiatan 
Sifat Berlanjut 
Keluaran 
(output) 

Berhenti 

Sifat Berlanjut 
Komponen 

Berhenti 
Perlakuan Harga tetap (fixed price) 
Harga 

Harga riil (adjusted price) 
Perlakuan Volume tetap 
Volume 

Volume dapat disesuaikan 
berdasarkan kebijakan 
pemerintah 

Total Alokasi Hitung total kebutuhan alokasi 
setelah disesuaikan 

Estimasi Pembiayaan Kebijakan : 

Nama Harga Jumlah Budget 
kebijakan Penduduk 20 1 4  

Miskin 
20 1 0  

Komponen @ 1 0  kg x 1 0 .  000 400 . 00 
kebij akan Rp.4 .000/kg (naik 

1 0%/ tahun) 
Komponen Pendukung kebijakan 1 0 0 . 0 0  
(diuraikan sesuai dengan kebutuhan 
dalam rangka mengelola dan 
mengim plemen tasikan ke bij akan) 
Total biaya Keluaran (output) pemberian 500 .00 
raskin 

Reviu Keterangan 
Ya Tidak 

Otoritas imple-
mentasi kebij a-
kan yang ditu-
angkan di RKP 

Ya Konsistensi 
dengan kebij akan 
pemerintah 

Ya Relevansi dengan 
kegiatan 

Ya 

Tidak berhenti tidak 
perlu 
meneruskan 
reviu 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

(dalam jutaan rupiah) 
PM 1 PM2 Pilih 
20 1 5  2 0 1 6  Berlanjut  

a tau 
Berhenti 

440 . 0 0  484 . 0 0  Berlanjut 

1 1 0 . 0 0  1 2 1 . 0 0  Berlanjut 

550 .00  605 . 0 0  
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1 . 3 . 4 . 2  Ilustrasi reviupenerapan KPJM Tingkat K/ L 

Ilustrasi III 

(contoh inflasi berubah dan harga kebij akan tetap) 

Anggaran Tahun 20 1 5  

Injlasi 201 5 1 0% 

Nama Keluaran (output) Anggaran PM 1 
Teknis Fungsional 20 1 5  20 1 6  

Keluaran (output) layanan 
perkantoran 
1 .  Komponen Gaji 200 200 
2 .  Komponen 0 dan P 1 00 1 1 0 
Keluaran (output) Layanan 
1 .  Komponen Utama 1 00 100  
2 .  Komponen Pendukung 50 -
Total Biaya Kegiatan Teknis 450 4 1 0  

Fungsional 

Anggaran Tahun 20 1 6  

Injlasi 201 6 8% 

Nama Realisasi 
Keluaran 20 1 5  
(output) 

Keluaran 
(output) layan-
anperkantoran 
1 .  Komponen 200 .00 

Gaji 
2 .  Komponen 1 00 . 00 

0 dan P 
Keluaran 
(output) 
Layanan 
1 .  Komponen 100 .00  

Utama 
2 .  Komponen 50 .00 

Pendukung 
Total Biaya 450 .00 
Kegiatan 
Teknis 
Fungsional 

• 

Anggarari PM 1 
20 1 6  20 1 7  

200 .00 200 .00 

1 08 . 00 1 1 6 . 64 

1 00 .00 1 00 . 00 

- -

408 .00 4 1 6 . 64 

PM 2 PM 3 Keterangan 
20 1 7  2 0 1 8  

200 200 Berlanjut 
1 2 1 1 3 3  Berlanjut 

1 0 0  1 00 Berlanjut 
- - Berhenti 2 0 1 5  

42 1 433 

PM 2 PM 3 Keterangan 
20 1 8  20 1 9  

200 . 00 2 0 0 . 00 Berlanjut 

1 2 5 . 9 7  1 36 . 0 5  Berlanj ut 

1 00 . 0 0  1 00 . 00 Berlanjut 

- - Berhenti 
2 0 1 5  

42 5 . 9 7  436 . 0 5  
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Prosedur perhitungan : 

Kegiatan Teknis Keluaran (output) Layanan Perkantoran + 
Fungsional 20 1 6  Keluaran (oufJ2ut)_ L�anan 
Keluaran (output) Komponen Gaji + Komponen Operasional & 
Layanan Perkantoran Pemeliharaan 
Keluaran (output) Komponen Utama layanan + Komponen 
Lay an an Pendukung layanan 
Keluaran (output) 
Pendukung 20 1 6  
1 .  Komponen Gaji alokasi gaji 20 1 5  

20 1 6  
200 

2 .  Komponen 0 & P alokasi 0 & P 20 1 5  x indeks kumulatif 
20 1 6  

1 1 0 X 1 .08/ 1 . 1 0 
1 08 .00 

Keluaran (output) 
Layanan 20 1 6  
1 .  Komponen Utama alokasi komponen utama layanan 20 1 5  

Layanan 20 1 6  (harga tetap) 
1 00 

2 .  Komponen 50 x 0 (nol karena dinyatakan berhenti di 
Pendulrung tahun 20 1 5) 
Layanan 20 1 6  

Ilustrasi IV 

(contoh inflasi berubah dan harga kebij akan 

disesuaikan dengan harga riil) 

Anggaran Tahun 2 0 1 5  
Inflasi 201 5 1 0% 

Nama Keluaran Anggaran PM 1 PM 2 PM 3 Keterangan 
(output) Teknis 2 0 1 5  20 1 6  20 1 7  2 0 1 8  

Fungsional 
Keluaran (output) 
layanan 
perkantoran 
1 .  Komponen 200 

Gaj i  
200 200 200 Berlanj ut 

2 .  Komponen 0 1 00 1 1 0 1 2 1 1 33 Berlanjut 
dan P 

Keluaran (output) 
Layanan 
1 . Komponen 1 00 1 1 0 1 2 1 1 3 3  

Utama 
2 .  Komponen 50 - - - Berhenti 2 0 1 5  

Pendukung 
Total Biaya 450 420 442 466 
Kegiatan Telmis 
Fungsional 
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Anggaran Tahun 2 0 1 6  
Inflasi 201 6 8% 

Nama Realisasi Anggaran PM 1 PM 2 PM 3 Keterangan 
Keluaran 20 1 5  20 1 6  20 1 7  20 1 8  20 1 9  

(output) Teknis 
Fungsional 

Keluaran 
(output) 
layanan 
perkantoran 
1 .  Komponen 200 .00 200 .00 200 .00 200 .00 200 .00  Berlanjut 

Gaji 
2 .  Komponen 1 0 0 . 00 1 0 8 . 00 1 1 6 .64 1 2 5 . 9 7  1 36 . 0 5  Berlanj ut 

0 dan P 
Keluaran 
(output) 
Layanan 
1 .  Komponen 1 0 0 . 00 108 .00  1 1 6 .64 1 2 5 . 9 7  1 36 . 0 5  Berlanjut 

Utama 
2 .  Komponen 50 .00 - - - - Berhenti 

Pendukung 2 0 1 5  
Total Biaya 450. 00 4 1 6 .00  433 . 2 8  45 1 .94 452 . 1 0  
Kegiatan 
Teknis . 
Fungsional 

Prosedur perhitungan : 

Kegiatan Teknis = Keluaran (output) Layanan 
Fungsional 20 1 6  Perkantoran + Keluaran (output) 

Lay an an 
Keluaran (output) Layanan Komponen Gaj i  + Komponen 
Perkantoran Operasional & Pemeliharaan 
Keluaran (output) Layanan Kom ponen U tam a layanan + 

Komponen Pendukung layanan 
Keluaran (output) 
Pendukung 20 1 6  
1 .  Komponen Gaji 20 1 6  alokasi gaji  2 0 1 5  

200 
2 .  Komponen 0 & P 20 1 6  alokasi 0 & P 2 0  1 5  x indeks 

kumulatif 
1 1 0 X 1 . 08/ 1 . 1 0 
1 08 . 00 

Keluaran (output) Layanan 
2 0 1 6  
1 .  Komponen Utama alokasi komponen utama laym1.an 

Layanan 2 0 1 6  2 0 1 5  x indeks kumulatif 
1 1 0 X 1 . 08/ 1 . 1 0 
1 08 . 00 

2 .  Komponen Pendukung alokasi komponen pendukung 
Layanan 2 0 1 6  layanan 2 0  1 5x indeks kumulatif 

50 x 0 (nol karena dinyatakan 
berhentidi tahun 2 0 1 5) 
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Contoh: 

Kegiatan Penyelenggaran Kuasa BUN di daerah (Kegiatan Teknis 
Fungsional) 

Semula kegiatan pada KPPN Jakarta I pada RKA-K/ L  2014 terdiri 
atas: 

1. Kegiatan pengelolaan gaji, tunjangan dan honorarium; 

2 .  Kegiatan penyelenggaraan operasional kantor dan pemeliharaan 
kantor; 

3. Penatausahaan anggaran, penyelenggaraan perbendaharaan; dan 

4 .  Pengelolaan dan pengendalian anggaran 

Berdasarkan hasil restrukturisasi, kegiatan pada KPPN Jakarta 
I menj adi Kegiatail Pelaksanaan Kuasa BUN di daerah. Keluaran 
(output) dari Kegiatan ini adalah layanan penerbitan SP2D sebanyak 
10 . 000 buah. Untuk mencapai Keluaran (output) tersebut dilakukan 
dengan mengidentifikasi komponen-komponen input pendukungnya 
dan asumsi-asumsinya, yaitu: 

1. Komponen Pembayaran gaji, tunjangan dan honorarium; 

Model pembiayaan gaji : indeks gaji  x jumlah pegawai 

Asumsi jumlah pegawai : 50 pegawai 

Indeks gaji : mengikuti ketetapan dalam PP Gaji .  

2.  Komponen Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan 
perkantoran; 

Model pembiayaan : indeks operasional x jumlah pegawai 

operasional : indeks pemeliharaan x j umlah asset 

3. Komponen penyelenggaraan pelayanan pencairan dana sebanyak 
10 . 000 SP2D 

Model penyelenggaran 

SP2D 

Asumsi 

: harga SP2D x volume SP2D diterbitkan 

: harga SP2D Rp 5. 000/buah 

volume SP2D diterbitkan 10 . 000/tahun 

A� 
I 
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Kegiatan 
Pelaksanaan Kuasa 
BUN di daerah 
Pembayaran gaji, 
tunjangan dan 
honorarium 
Penyelenggaraan 
operasional dan 
pemelihararu1 
kantor 
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2. 700 2. 700 2. 700 2. 700 2. 700 

2.600 2.808 3.033 3.276 3.538 

Penyelenggaraan 
pelayanan 

50 54 58 63 68 Ongkos 

dana 
Alokasi Dasar 

1. 3. 5 Penyusunan dan Penetapan Inisiatif Baru 

penerbitan 
10.000 SP2D 

Penyusunan dan penetapan Inisiatif Baru merupakan salah 
satu prinsip dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah untuk 
memfasilitasi K/L mendapatkan tambahan anggaran diluar angka 
dasar yang telah ditetapkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan 
dalam penyusunan dan penetapan inisiatif baru adalah sebagai 
berikut: 

1. Usulan inisiatif baru harus sejalan dengan arah kebijakan dan 
prioritas pembangunan yang ditetapkan Presiden; 

2. Kategori inisiatif baru, sumber pendanaan, dan periode pengajuan 
proposal disesuaikan dengan siklus penganggaran; 

3. Dokumen pendukung yang harus dilengkapi pad a saat pengajuan 
proposal; 

4 .  Ketentuan terkait tata cara penyusunan inisiatif baruagar 
berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru. 

1. 4 Klasifikasi Anggaran 

Klasifikasi anggaran merupakan pengelompokan anggaran 
berdasarkan organisasi, fungsi, dan jenis belanja (ekonomi) yang bertujuan 
untuk melihat besaran alokasi anggaran menurut organisasi K/L, tugas­
fungsi pemerintah, dan belanja K/L. 
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1) Klasifikasi Menurut Organisasi 

Klasifikasi organisasi merupakan pengelompokan alokasi 
anggaran belanja sesuai dengan struktur organisasi K / L .  Yang 
dimaksud organisasi adalah K/ L yang dibentuk untuk melaksanakan 
tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945  dan peraturan 
perundangan yang berlaku . Suatu K/ L dapat terdiri dari unit-unit 
organisasi (Unit Eselon I) yang merupakan bagian dari suatu K/ L .  D an 
suatu unit organisasi bisa didukung oleh satker yang bertanggungjawab 
melaksanakan kegiatan dari program unit eselon I atau kebij akan 
pemerintah dan berfungsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran . 

Klasifikasi anggaran belanja  berdasarkan organisasi menurut K/  L 
disebut Bagian Anggaran (BA) . Dilihat dari apa yang dikelola, BA dapat 
dikelompokkan dalam 2 (dua) j enis .  Pertama, Bagian Anggaran K/ L 
yang selanjutnya disebut BA-K/ L adalah kelompok anggaran yang 
dikuasakan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna 
Anggaran . Kedua,Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, yang 
selanjutnya disebut BA-BUN adalah kelompok anggaran yang dikelola 
oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal . 

Penetapan suatu organisasi sebagai Bagian Anggaran dalam 
hubungannya dengan pengelolaan keuangan negara 
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

1 .  Pengelolaan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (K/ L) :  

a .  Menteri/ Pimpinan Lembaga adalah Pengguna Anggaran j 
Pengguna Barang bagi K/ L yang dipimpinnya (Pasal 4 ayat 1,  UU 
Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara); 

b .  Presiden selaku pemegang kekuasan pengelolaan keuangan 
negara menguasakan pengelolaan keuangan negara tersebut 
kepada menterij pimpinan lembaga selaku Pengguna 
Anggaranj Penggguna Barang K/ L yang dipimpinnya (Pasal 6 ayat 
2 huruf b ,  UU No .17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara) ; 

c. Lembaga adalah Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian Negara (LPNK); 

d. Di lingkungan Lembaga Negara, yang dimaksud dengan 
Pimpinan Lembaga adalah Pej abat yang bertanggung j awab atas 
pengelolaan keuangan lembaga yang bersangkutan (penj elasan 
Pasal 6 ayat 2 huruf b ,  UU No .17 Tahun 2003) ; 

e .  Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran waj ib 
menyusun RKA-K/ L atas Bagian Anggaran yang dikuasainya 
(Pasal 4 Ayat 2 ,  PP No . 90 Tahun 2 0 1 0  tentang Penyusunan RKA­
K/ L) ; 

f. Bagian Anggaran merupakan kelompak anggaran menurut 
namenklatur K/ L, oleh karenanya setiap K/ L mempunyai kode 
bagian anggaran tersendiri . 

Berdasarkan hal tersebut di atas disimpulkan bahwa: 

a. Menteri, Pimpinan LPNK, dan Sekretaris Jenderal Lembaga 
N egara adalah Pengguna Anggaran yang mendapat kuasa dari 
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Presiden untuk mengelola keuangan negara dari K/ L yang 
dipimpinnya; 

b .  Selaku Pengguna Anggaran , para pejabat pada huruf a tersebut 
di atas bertanggungj awab langsung kepada Presiden dan waj ib 
menyusun RKA-K/ L atas bagian anggaran yang dikuasainya. 

2 .  Pengelolaan Keuangan Lembaga Non Struktural (LNS) : 

a .  Lembaga selain LPNK disebut LNS ;  

b .  Pengelolaan keuangan LNS dapat diselenggarakan sebagai bagian 
anggaran yang mandiri atau sebagai satuan kerj a  dari K/ L ;  

c .  Untuk menentukan status pengelolaan keuangan suatu lembaga 
Pemerintah yang baru maka perlu dilakukan : 

1 )  Penelitian landasan hukum pembentukannya, berupa 
Peraturan Pemerintah (PP) a tau Peraturan Presiden (Perpres) . 
PP atau Perpres dimaksud menyatakan bahwa pimpinan 
lembaga bertanggung jawab kepada Presiden ; dan status 
lembaga sebagai LPNK; 

2) Apabila butir 2 . c . 1 diatas terpenuhi maka lembaga tersebut 
termasuk LPNK sehingga berhak diberikan bagian anggaran 
dengan kode tersendiri ; atau Apabila tidak menyebutkan 
sebagai LPNK maka lembaga tersebut dapat diberikan : Kode 
Satuan Kerja, atau Kode Bagian Anggaran sepanj ang pada 
dokumen pembentukannya telah dicantumkan sebagai 
Pengguna Anggaran . 

Selanjutnya yang dimaksud dengan unit organisasi pad a K/ L 
sebagaimana uraian tersebut di atas adalah Unit Eselon I yang 
bertanggung j awab atas pencapaian sasaran program j hasil (outcome) 
dan pengkoordinasian atas pelaksanaan kegiatan oleh satuan kerja .  
Dalam hal ini yang bertanggung jawab terhadap suatu program 
sebagian besar adalah Unit Eselon IA. 

Berkenaan dengan tanggung j awab suatu program teknis , K/ L 
dan Unit Eselon IA-nya dikelompokkan dengan aturan umum sebagai 
berikut: 

1)  Kelompok Lembaga Tinggi Negara dapat menggunakan lebih dari 1 
(satu) program teknis sesuai dengan lingkup kewenangannya; 

2) Kelompok Kementerian untuk setiap 1 (satu) unit Eselon IA yang 
bersifat pelayanan eksternal akan menggunakan 1 ( satu) Program 
Teknis

.
; 

3 )  Kelompok Kementerian Negara dan Kementerian Koordinator 
menggunakan 1 (satu) Program Teknis untuk seluruh unit Eselon IA­
nya; 

4) Kelompok Lembaga Pemerintah Non-Kementerian . (LPNK) dan 
Lembaga Non-Struktural menggunakan 1 (satu) Program Teknis 
untuk Lembaganya. 
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Sedangkan satuan kerj a  (satker) pada unit organisasi K/ L adalah satker 
baik eli kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerj a  yang 
memperoleh penugasan dari unit organisasi K/ L .  Suatu satker 
ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka 
pengelolaan anggaran . 

Dalam rangka efektivitas pengelolaan anggaran , K/ L dapat 
mengusulkan satker baru sebagai KPA untuk melaksanakan 
kewenangan dan tanggung j awab pengelolaan yang berasal dari kantor 
pusat K/ L apabila memenuhi kriteria1 sebagai berikut : 

1 )  Harusj waj ib memiliki unit-unit yang lengkap sebagai suatu entitas 
(unit yang melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan , 
pengawasan , pelaporan dan akuntansi) ; 

2 )  Merupakan bagian dari struktur organisasi K/ L dan /  atau 
melaksanakan tugas fungsi K/ L; 

3 )  Karakteristik tugas j kegiatan yang ditangani bersifat 
kompleks / spesifik dan berbeda dengan kantor induknya; 

4) Adanya penugasan secara khusus dari Pengguna Anggaran / Kuasa 
Pengguna Anggaran Eselon I satker yang bersangkutan ; 

5 )  Lokasi satker yang bersangkutan berada pada 
propinsij kabupatenj kota yang berbeda dengan kantor incluknya. 

Seclangkan usulan j penetapan Bagian Anggaran clan satuan kerj a  
Kj  L dapat dilakukan clengan tata cara sebagai berikut:  

1 .  Direktorat Jencleral Anggaran c.q.  Direktorat Anggaran I ,  Direktorat 
Anggaran II , clan Direktorat Anggaran III menganalisis j menilai 
usulan permintaan Bagian Anggaran atau Satuan Kerj a  sebagai KPA 
dari K/ L berclasarkan kriteria tersebut eli atas . 

2 .  Apabila berclasarkan hasil penilaian usulan tersebut eli anggap 
memenuhi persyaratan clan dapat clipertimbangkan untuk clisetujui ,  
maka Direktorat Anggaran I ,  Direktorat Anggaran II , clan Direktorat 
Anggaran III menyampaikan nota rekomendasi serta meminta kode 
Bagian Anggaran atau Satuan Kerj a  sebagai KPA kepacla Direktorat 
Sistem Penganggaran . 

3 .  Direktorat Jencleral Anggaran c .q .  Direktorat Anggaran I ,  Direktorat 
Anggaran II , clan Direktorat Anggaran III memberitahukan 
persetujuanj penolakan atas usulan climaksucl kepada K/ L yang 
bersangku tan secara tertulis .  

2 )  Klasifikasi Menurut Fungsi 

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan eli biclang 
tertentu yang clilaksanakan clalam rangka mencapai tujuan 
pembangunan nasional ,  seclangkan Subfungsi merupakan penj abaran 
lebih lanjutjlebih detail clari cleskripsi fungsi. 

1Kr�ter�a nomor 1, 2, dan 3 adalah kriteria yang wajib dipenuhi; sedangkan kriteria 4, dan 5 adalah \A� kntena tambahan (boleh salah satu saja dari kriteria tambahan yang terpenuhi). y, rlf J¥u 
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Penggunaan fungsi dan subfungsi disesuaikan dengan tugas 

pokok dan fungsi masing-masing K/ L.  Penggunaannya dikaitkan 
dengan kegiatan (merupakan penjabaran program) yang dilaksanakan 
dan terdiri atas satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan 
sumber daya yang disediakan untuk mencapai basil yang terukur 
sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau partisipasi 
masyarakat dalam koordinasi K/ L yang bersangkutan . 

3)  Klasifikasi Jenis Belanj a (Ekonomi) 

Jenis belanja  atau klasifikasi menurut ekonomi dalam klasifikasi 
belanj a  digunakan dalam dokumen anggaran baik dalam proses 
penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungj awaban j pelaporan 
anggaran . Namun penggunaan jenis belanj a  dalam dokumen tersebut 
mempunyai tujuan berbeda. Berkenaan dengan proses penyusunan 
anggaran dalam dokumen RKA-K/ L, tujuan penggunaan j enis belanj a  
ini dimaksudkan untuk mengetahui pendistribusian alokasi anggaran 
kedalam j enis-j enis belanja.  Dalam pengelolaan keuangan terdapat j enis 
belanj asebagai berikut: 

1. Belanj a  Pegawai 

Kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, 
yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun 
luar negeri baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum 
berstatus PNS dan/ atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerj aan 
yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit 
organisasi pemerintah , kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan 
pembentukan modal danj atau kegiatan yang mempunyai keluaran 
(output) dalam kategori belanja  barang . Belanj a  Pegawai ini terdiri 
dari Belanj a Gaji Dan Tunjangan , Belanj a  
Honorarium j LemburjTunjangan Khusus dan Belanj a  Pegawai 
Transito , serta Belanja  Kontribusi Sosial . 

2. Belanj a  Barang dan Jasa 

Pengeluaran untuk pembelian barang dan / atau j asa yang habis 
pakai untuk memproduksi barang dan / atau j asa yang dipasarkan 
maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang 
dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada 
masyarakatj pemerintah daerah (pemda) termasuk transfer uang 
diluar kriteria belanja  bantuan sosialserta belanj a  pe1j alanan . Dalam 
pengertian belanja  tersebut termasuk honorarium dan vakasi yang 
diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan 
barang dan/  atau jasa. Belanja  Barang ini terdiri dari Belanj a  Barang 
(Operasional dan Non-Operasional) , Belanj a  Jasa, Belanj a  
Pemeliharaan, Belanj a Perjalanan, Belanj a Badan Layanan Umum 
(BLU) , serta Belanja  Barang Untuk Diserahkan Kepada 
Masyarakat/ Pemda. 



3. Belanj a  Modal 
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Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh 
a tau men am bah nilai a set tetap j aset lainnya yang mem beri manfaat 
lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal 
kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah . 
Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan 
yang dibutuhkan dari perencanaan pengadaan, pelaksanaan hingga 
asset terse but siap untuk digunakan . Aset tetap / aset lainnya 
tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu 
satuan kerj a  atau dipergunakan oleh masyarakatj publik tercatat 
sebagai registrasi aset K/ L terkait dan bukan untuk 
dijualj diserahkan kepada masyarakatjpemda. Belanj a Modal ini 
terdiri dari Belanj a Modal Tanah, Belanj a Modal Peralatan dan 
Mesin , Belanj a  Modal Gedung dan Bangunan, Belanj a  Modal Jalan , 
Irigasi dan Jaringari, Belanja  Modal Lainnya, Belanj a  Penambahan 
Nilai Aset Tetap I A set Lainnya serta Belanj a Modal Badan Layanan 
Umum (BLU) . 

4. Belanj a  Pembayaran Kewajiban Utang 

Pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok 
utang (principal outstanding), baik utang dalam negeri maupun utang 
luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinj aman j angka 
pendek atau j angka panjang termasuk pembayaran denda berupa 
imbalan bunga serta pembayaran biaya-biaya terkait pendapatan 
hibah dalam negeri maupun luar negeri . Jenis belanj a  ini khusus 
digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran BUN.  

5. Belanj a Subsidi 

Pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah 
kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga 
lainnya yang memproduksi,  menjual , mengekspor, atau mengimpor 
barang dan /  atau j asa untuk memenuhi haj at hidup orang banyak 
sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dij angkau oleh 
masyarakat . Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran 
subsidi kepada masyarakat melalui perusahaan negara dan /  atau 
perusahaan swasta. Jenis belanj a  ini khusus digunakan dalam 
kegiatan dari Bagian Anggaran BUN . 

6. Belanj a  Hibah 

Pengeluaran pemerintah berupa transfer yang secara spesifik telah 
ditetapkan peruntukkannya bersifat sukarela, tidak wajib , tidak 
mengikat, tidak perlu dibayar kembali dan tidak terus menerus  yang 
dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan 
penerima hibah kepada pemerintah negara lain , organisasi 
internasional , dan pemerintah daerah dengan pengalihan hak dalam 
bentuk uang, barang, atau jasa. Termasuk dalam belanja hibah 
adalah pinj aman dan/  atau hi bah luar negeri yang diterushibahkan 
ke daerah . 
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7. Belanj a Bantuan Sosial 

Pengeluaran berupa transfer uang, barang atau j asa yang diberikan 
oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi 
masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial ,  meningkatkan 
kemampuan ekonomi dan/  a tau kesejahteraan masyarakat . 

8. Belanj a  Lain-lain 

Pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewaj iban pemerintah 
yang tidak masuk dalam kategori belanj a  pegawai , belanj a barang, 
belanj a modal ,  belanja  pembayaran utang, belanj a  subsidi, belanj a 
hibah, dan belanj a bantuan sosial , serta bersifat mendesak dan tidak 
dapat diprediksi sebelumnya. 

2 .  Instrumen Dalam Penyusunan RKA-K/ L 

2 . 1 Indikator Kinerj a  

, Dalam pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerj a  (PBK) terdapat 
salah satu instrumen yang disebut dengan Indikator kinerja .  Indikator 
Kinerj a  merupakan unit ukur atau istrumenyang digunakan untuk 
mengukur tingkat Kinerja, baik yang direncanakan maupun yang telah 
dicapai dalam pengimplementasian pendekatan . Berdasarkan landasan 
konseptual ,  tujuan penerapan PBK, dan instrumen yang digunakan dalam 
penerapan PBK dapat disimpulkan bahwa secara operasional prinsip 
utama penerapan PBK adalah adanya keterkaitan yang jelas antara target 
kinerj a  kebij akan yang terdapat dalam dokumen perencanaan nasional 
danbesaran alokasi pendanaan anggaran yang akan dikelola K / L  sesuai 
tugas-fungsinya (yang tercermin dalam struktur organisasi K / L) .  

Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Kerj a  Pemerintah 
(RKP) dan Renj a-K/L .  Sedangkan untuk mendanai Rencana Kerj a  tersebut, 
alokasi belanj a anggaran yang dikelola K/ L akan tercermin dalam 
dokumen RKA-K/ L dan DIPA, yang akan mengintegrasikan antara 
perencanaan dan penganggaran dalam jangka waktu 1 tahun anggaran . 
Hubungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut 
digambarkan sebagai berikut: 

Gambar1 .5 Hubungan antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 

RKP 

Pemerintah menentukan prioritas pembangunan beserta kegiatan-kegiatan 
yang akan dilaksanakan dalam dokumen RKP. Ekspektasi dari kebij akan 
tersebut adalah hasil/ kinerja  secara nasional (national outcome) 
sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar.  
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Selanjutnya berdasarkan tugas-fungsi yang diemban dan mengacu 

pada RKP dimaksud,  K/ 1 menyusun : 

a .  Program , Indikator Kinerj a  Utama (IKU) Program, dan hasil pada Unit 
Eselon I sesuai dengan tugas-fungsinya; 

b .  Kegiatan , Indikator Kinerj a  Kegiatan (IKK) , dan keluaran pada Unit 
pengeluaran (spending unit) pada tingkat Satker atau Eselon II 
dilingkungan Unit Eselon I sesuai Program yang menj adi tanggung 
j awabnya. 

K/ 1 merumuskan program dan kegiatan mengacu Surat Edaran B ersama 
antara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan 
tanggal 1 9  Juni 2 009 No . 0 1 42 / MPN / 06 / 2009 dan No .  SE- 1 84 8 / MK/ 2 009  
perihal Pedoman Reformasi Perencanaan dan Pembangunan , khususnya 
mengenai restrukturisasi ·program dan kegiatan pemerintah yang akan 
didanai oleh anggaran . Rumusan program dan kegiatan yang dihasilkan 
mencerminkan tugas-fungsi K/ L atau penugasan tertentu dalam kerangka 
Prioritas Pembangunan Nasional secara konsisten . 

Hasil restrukturisasi tersebut telah diimplementasikan dalam 
dokumen RKP, Renj a  K/ 1, RKA-K/ 1, dan DIPA pada tahun 2 0 1 0 .  H al-hal 
yang telah dilaksanakan pada tahun 20 1 0  (penerapan PBK,  KPJ M ,  dan 
Format Baru RKA-K/ 1 secara penuh) merupakan dasar penerapan PBK 
tahun 2 0 1 1  dan tahun-tahun selanjutnya. Namun demikian terdapat 
beberapa penyesuaian j perubahan yang dilakukan dalam rangka 
pengembangan penerapan PBK. Perumusan Hasil pada program dan 
Keluaran pada kegiatan dalam penerapan PBK merupakan hal penting 
disamping penimusan indikator kinerja  program j kegiatan . Rumusan 
indikator kinerj a  ini menggambarkan tingkat keberhasilan program / 
kegiatan yang telah dilaksanakan beserta Keluaran/ Hasil yang diharapkan . 
Indikator kinerj a  inilah yang akan digunakan sebagai alat ukur setelah 
program j kegiatan tersebut diimplementasikan . Indikator yang digunakan 
baik pada tingkat program atau kegiatan dalam penerapan PBK dapat 
dilihat dari sisi : 

a. Masukan (input) 

Indikator input dimaksudkan untuk melaporkan jumlah sumber daya 
yang dibutuhkan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program ; 

b .  Keluaran (output) 

Indikator keluaran (output) dimaksudkan untuk mengindikasikan 
kuantitas barangjj asa yang dihasilkan suatu kegiatan atau program . 

c .  Hasil (outcome) 

Indikator hasil (outcome) dimaksudkan untuk memproyeksikan dampak 
positif (termasuk kualitas pelayanan) dari suatu program atau kegiatan . 
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Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, perlu pemahaman mendasar 
dalam penyusunan anggaran mengenai alur pemikiran: 

a. Keterkaitan a tau relevan.si an tara kegiatan dengan program yang 
memayung1; 

b. Keterkaitan atau relevansi antara keluaran kegiatan dengan cara atau 
mekanisme pencapaiannya melalui Komponen. 

Keterkaitan antarkomponen sebagai tahapan dalam rangka 
pencapaian keluaran, sehingga tidak ditemukan adanya tahapanjbagian 
kegiatan (komponen) dalam rangka pencapaian keluaran yang tidak 
relevan. 

2.2 Standar Biaya 

Dalam rangka penyusunan RKA-K/L, terkait dengan standar biaya 
agar berpedoman pada peraturan dan/ atau ketentuan yang mengatur 
mengenai Standar Biaya yang berlaku. Dalam penerapan Standar Biaya, 
agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a) Penggunaan Standar Biaya pada penyusunan RKA-K/L menjadi 
tanggung jawab K/L; 

b) Dalam proses reviu RKA-K/L oleh APIP K/L dan penelaahan RKA-K/L, 
untuk keluaran (output) yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan 
sebagai SBK, reviu RKA-K/L dan penelaahan dilakukan dengan 
mencocokkan besaran uang pencapaian keluaran (output) yang 
tercantum dalam RKA Satker dengan SBK; 

c) Dalam rangka penerapan standar struktur biaya, dalam penyusunan 
RKA-K/L diwajibkan untuk mengisi jenis keluaran (output) (barang 
infrastruktur, barang non infrastruktur, jasa regulasi, atau jasa layanan 
non regulasi). 

2.3 Evaluasi Kinerja 

Evaluasi Kinerja, merupakan penilaian terhadap capman Sasaran 
Kinerja, konsistensi perencanan dan implementasi, serta realisasi 
penyerapan anggaran. Evaluasi kinerja sebagai salal1. satu instrumen 
pengm1.ggaran berbasis kinerja dalam penyusunan Rencana Kerja dan 
Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) mempunyai peranan yang 
sangat penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan anggaran 
dan meningkatkan kualitas penganggarm1. program. Untuk itu evaluasi 
kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L harus dilakukan oleh para 
penanggungjawab program pada masing-masing unit eselon 1/unit 
setingkat eselon 1 sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh 
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. 

Keharusan untuk melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja 
diamanatkan dalam Pasal 19 dan Pasal 20 PP Nomor 90 Tal1.un 2010 
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
NegarajLembaga bal1.wa Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan 
pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelal<:sanaan RKA-K/L tahun 
sebelumnya dan tahun anggaran berjalan paling sedikit terdiri atas: 
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a .  tingkat Keluaran (output); 

b .  capaian Hasil (outcome); 

c .  tingkat efisiensi ;  

d .  konsistensi antara perencanaan dan implementasi ;  dan 

e .  realisasi penyerapan anggaran . 

Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja  atas pelaksanaan RKA-K/ L 
tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Kementerian 
Perencanaan sebagai bahan pertimbangan penerapan ganj aran dan sanksi 
dalam penetapan pagu anggaran kementerian/ Lembaga. 

Untuk memudahkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerj a  
atas pelaksanaan RKA-K/ L DIPA, Menteri Keuangan telah menetapkan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 / PMK.02 / 20 1 1 tentang Tata Cara 
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja  Atas Pelaskanaan RKA-K/ L yang 
didukung oleh teknologi informasi berupa aplikasi e-monev anggaran 
berbasis web. Aplikasi tersebut dapat digunakan oleh seluruh Satuan Kerj a  
pengelola anggaran untuk mengukur capaian kinerj a  RKA-DIPA S atker 
setiap saat pada tahun anggaran berjalan , dan sebagai alat pemantauan, 
evaluasi dan laporan capaian kinerja  anggaran (RKA-K/ L DIPA) per 
program oleh seluruh unit eselon 1/unit setingkat eselon I pada masing­
masing Kementerianj Lembaga, serta da:iat digunakan oleh 
Menteri/ Pimpinan Lembaga setiap saat iintuk memantau dan 
mengevaluasi atas capaian kinerja  anggaran (RKA-K/ L-DIPA) per program· 
tahun berj alan yang dilaksanakan oleh para unit eselon 1/unit setingkat 
e selon I selaku penanggung j awab program . 
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3 .  Proses Penyusunan RKA-K/ L 

3 . 1 Alur dan Siklus Penganggaran 

Gambar 1.6 Siklus Penganggaran 
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3 . 2  Tahapan dalam Proses Penetapan Pagu Belanj a  K/ L 

3 . 2 . 1 Pagu Indikatif 

f'enyusnnan 
danPengcsa 

hanlliPA 

Dalam rangka menyusun pagu indikatif untuk tahun yang 
direncanakan, melalui proses sebagai berikut: 

1 .  Presiden menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan 
nasional 

Setiap awal tahun, Presiden menetapkan arah kebij akan yang 
akan dilakukan pada tahun yang direncanakan , disini Presiden 
menetapkan prioritas pembangunan nasional yang akan 
dilakukan pada tahun yang akan direncanakan . Selain itu 
Presiden juga menetapkan prioritas pengalokasian dari anggaran 
yang dimiliki pemerintah . Arah kebijakan dan prioritas anggaran 
ini akan dij adikan dasar pertimbangan dalam penyusunan RKP. 
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2 .  K/ L mengevaluasi angka dasar ( baseline) 

Prakiraan ma.JU yang telah dicantumkan pada dokumen 
perencanaan dan penganggaran tahun sebelumnya akan 
dij adikan angka dasar untuk perencanaan dan penganggaran 
tahun anggaran yang direncanakan . Namun demikian , angka 
yang tercantum dalam prakiraan maju tersebut harus 
disesuaikan / direviu terlebih dahulu untuk mendapatkan angka 
yang betul dan akan digunakan . Dalam proses reviu tersebut, 
fokus pada penetapan berlanjut atau berhenti dari suatu keluaran 
(output), besarnya volume keluaran (output), penetapan sifat dari 
komponen keluaran (output) (utama a tau pendukung) , serta 
evaluasi komponen input dari keluaran (output) yang dibutuhkan 
pada tahun yang direncanakan . 

3 .  K/ L dapat menyusun rencana inisiatif baru 

Apabila terdapat Program j Kegiatanj Keluaran (output) yang akan 
dilakukan dan belum dilakukan pada tahun sebelumnya, K / L 
dapat mengajukan rencana tersebut dengan mekanisme inisiatif 
baru . Inisiatif baru dapat diajukan dalam tiga kali kesempatan , 
yaitu kesempatan pertama sebelum penetapan pagu indikatif, 
kesempatan kedua sebelum penetapan pagu anggaran , dan 
kesempatan ketiga sebelum penetapan alokasi anggaran . Hal-hal 
terkait dengan mekanisme pengajuan usul inisiatif baru 
berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasionalj Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
yang mengatur mengenai Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru . 

4 .  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas dan 
Kementerian Keuangan mengevaluasi baseline dan mengkaj i  
usulan inisiatif baru 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional j B appenas dan 
Kementerian Keuangan akan melakukan evaluasi terhadap hasil 
reviu angka dasar yang telah dilakukan oleh K/ L. Evaluasi ini 
untuk memastikan bahwa angka dasar yang telah direviu sudah 
benar .  Selain itu Kementerian Perencanaan Pembangunan 
Nasional/ Bappenas dan Kementerian Keuangan juga 
mengevaluasi atas usulan inisiatif baru yang diajukan K/ L. 
Evaluasi untuk menentukan apakah suatu inisiatif baru layak 
untuk disetujui untuk dilaksanakan atau tidak. Disamping itu , 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas dan 
Kementerian Keuangan juga melakukan evaluasi pelaksanaan 
Program dan Kegiatan yang sedang berj alan , sebagai 
pertimbangan dalam penyusunan Program dan Kegiatan yang 
akan dilaksanakan pada tahun yang direncanakan yang nantinya 
akan tertuang dalam pagu indikatif yang akan ditetapkan . 

5 .  Kementerian Keuangan menyusun perkiraan kapasitas fiskal 

Kementerian Keuangan menyusun perkiraan kapasitas fiskal 
untuk penyusunan Pagu Indikatif tahun anggaran yang 
direncanakan, termasuk penyesuaian indikasi pagu anggaran 
j angka menengah paling lambat pertengahan bulan Februari . � (A 
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6 .  Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/ Kepala Bappenas menyusun Pagu Indikatif 

Pagu Indikatif untuk tahun yang direncanakan disusun dengan 
memperhatikan kapasitas fiskal dan dalam rangka pemenuhan 
prioritas pembangunan nasional . Pagu Indikatif dimaksud dirinci 
menurut unit organisasi , program , kegiatan , dan indikasi 
pendanaan untuk mendukung Arah Kebij akan yang telah 
ditetapkan oleh Presiden . Pagu Indikatif yang sudah ditetapkan 
beserta prioritas pembangunan nasional yang dituangkan dalam 
rancangan awal Rencana Kerj a  Pemerintah (RKP) disampaikan 
kepada K/ L dengan Surat Edaran Bersama yang ditandatangani 
Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan pada bulan 
Maret .  Pagu indikatif dirinci menurut unit organisasi , Program 
dan Kegiatan . Angka yang tercantum dalam pagu indikatif 
diperoleh dari angka prakiraan maju yang sudah dicantumkan 
tahun sebelumnya yang telah melalui proses penyesuaian 
ditambah dengan inisiatif baru pada kesempatan pertama yang 
diakomodir j disetujui. 

Dalam bentuk gambar, proses sampai dengan penetapan pagu 
indikatif diatas dapat diilustrasikan sebagai berikut: 

Kapasitas 
Fiskal 

.. . 
. 

Gam bar 1. 7 Penyusunan Pagu Indikatif 

1. Mengevaluasi pelaksanaan Program 
dan Kegiatan yang sedang berjalan; 

2. Mengkaji usulan lnisiatif Baru; 

3. Penyesuaian baseline; 

4. Memperhatikan kapasitas fiskal. 

Pagu Indikatif . , . •, , .,- . .  , 11. Unit Organisasi; ] � .,�� ����Gt ·;: 
2. Program; � · • 
3. Kegiatan. 

Catatan: 

1 2 0 -
1. Angka praklraan maju tahun sebelumnya; 
2. Penyesuaian Angka Dasar; 
3. lnisiatlf Baru Kesempatan ke-1 
4. Pagu lndikatlf 
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1 .  Menteri / Pimpinan Lembaga menyusun Renj a  K/ L 

Dalam menyusun Renj aK/ L, K/ L berpedoman pada surat 
mengenai Pagu Indikatif dan hasil kesepakatan trilateral meeting. 
Renj aK/ L dimaksud disusun dengan Pendekatan B erbasis 
Kinerj a, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, dan 
Penganggaran Terpadu yang memuat : 

a .  kebij akan ; 

b .  program ; dan 

c .  kegiatan . 

2. Trilateral Meeting 

Proses penyusunan Renj a  K/ L dilakukan pertemuan 3 (tiga) pihak 
antara K/ L, Kementerian Perencanaan , dan Kementerian 
Keuangan . Pertemuan m1 dilakukan dimulai setelah 
ditetapkannya Pagu Indikatif sampai dengan sebelum batas akhir 
penyampaian Renja-K/ L ke Kementerian Perencanaan dan 
Kementerian Keuangan . Pertemuan ini dilakukan dengan tujuan :  

a .  Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman an tara K /  L,  
Kementerian Perencanaan , dan Kementerian Keuangan , terkait 
dengan pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional 
yang akan dituangkan dalam RKP; 

b .  Menj aga konsistensi kebijakan yang ada dalam dokumen 
perencanaan dengan dokumen penganggaran , yaitu antara 
RPJMN,  RKP, Renja  K/ L dan RKA-K/ L; 

c.  Mendapatkan komitmen bersama atas penyempurnaan yang 
perlu dilakukan terhadap Rancangan Awal RKP, yaitu 
kepastian mengenai : kegiatan prioritas ; jumlah PHLN ; 
dukungan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) ; Anggaran 
Responsif Gender (ARG) ; anggaran pendidikan ; PNB P  / BLU ; 
Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim bagi K/ L terkait;  inisiatif 
baru ; belanj a  operasional ; kebutuhan tambahan rupiah murni ;  
dan pengaliham Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan . 

3 .  K/ L menyampaikan Renj aK/ L kepada Kementerian Perencanaan 
dan Kernen terian Keuangan 

Menteri/ Pimpinan Lembaga menyampaikan Renj aK/ L kepada 
Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan untuk 
bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKP dan penyusunan 
rincian pagu menurut unit organisasi, fungsi , program , dan 
kegiatan sebagai bagian dari bahan pembicaraan pendahuluan 
Rancangan APBN.  

4 .  Pemerintah menetapkan Rencana Kerj a  Pemerintah (RKP) 



MI.::N ILHI I<I:U/\NGAN 
llLYUUI II\ lf\JI)OhH::SI/\ 

- 69 -
5 .  Pemerintah menyampaikan pokok-pokok pembicaraan RAPBN 

Pemerintah menyampaikan pokok-pokok pembicaraan RAPBN 
yang meliputi: 

a. Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebij akan 
Fiskal (PPKF) ; 

b .  RKP; 

c .  Rincian unit organisasi, fungsi , program dan kegiatan . 

6 .  Menteri Keuangan menetapkan Pagu Anggaran K/ L 

Dalam rangka penyusunan RKA-K/ L, Menteri Keuangan 
menetapkan Pagu Anggaran K/ L dengan berpedoman pada 
kapasitas fiskal , besaran Pagu Indikatif, Renj a-K/ L, dan 
memperhatikan basil evaluasi Kinerj a  Kementerian j Lembaga. 
Pagu Anggaran K/ L dimaksud menggambarkan Arah Kebijakan 
yang telah ditetapkan oleh Presiden yang dirinci menurut unit 
organisasi dan program . Angka yang tercantum dalam pagu 
anggaran adalah angka di pagu indikatif, penyesuaian angka 
dasar U ika diperlukan lagi) ditambah dengan inisiatif baru pada 
kesempatan ke-2 yang diakomodir/ disetujui.  Pagu Anggaran K/ L 
disampaikan kepada setiap Kementerian/ Lembaga paling lambat 
pada akhir bulan Juni . 

Dalam bentuk gam bar, proses penetapan pagu anggaran diatas dapat 
diilustrasikan sebagai berikut: 

Gambar 1.8 Penyusunan Pagu Anggaran 

Pembicaraan Pendahuluan Rancangan 
APBN: 
1. KEM dan PPKF; 
2. RKP; 
3. Rincian Pagu menurut Organisaasi, 

Fungsi, Program dan Kegiatan. 

1. Unit Organisasi; 

2. Program. 

Catatan: 
1. Pagu lndikatif; 
2. Penyesuaian Angka Dasar; 

3. lnisiatif Baru Kesempatan ke-2 
4. Pagu Anggaran K/L 

1. Kapasitas fiskal; 
2. Pagu lndikatif; 

3. Renja-K/L; 
4. Hasil evaluasi kinerja K/L; 
5. Direktif Presiden. 
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3 . 2 . 3  Alokasi Anggaran 

1 .  Menteri/ Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/ L 

Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/ L berdasarkan : 

a .  Pagu Anggaran K/ L; 

b. Renj a  K/ L; 

c.  RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan D PR dalam 
pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN ;  dan 

d .  Standar biaya. 

Penyusunan RKA-K/ L dimaksud termasuk menampung usulan 
Inisiatif Baru . RKA-K/ L merupakan bahan penyusunan 
Rancangan Undang-Undang tentang APBN setelah terlebih dahulu 
ditelaah dalam forum penelaahan antara K/ L dengan Kementerian 
Keuangan dan Kementerian Perencanaan . RKA-K/ L menj adi bahan 
penyusunan RUU APBN setelah terlebih dahulu ditelaah dalam 
forum penelaahan antara K/ L dengan Kementerian Keuangan dan 
Kementerian Perencanaan . 

2 .  K/ L melakukan pembahasan RKA-K/ L dengan D PR 

Dalam rangka pembicaraan pendahuluan Rancangan APB N ,  K/ L 
melakukan pembahasan RKA-K/ L dengan DPR.  Pembahasan 
tersebut difokuskan pada konsultasi atas usulan Inisiatif Baru . 

3 .  Penyesuaian atas usulan inisiatif baru 

Dalam pembahasan RKA-K/ L dengan DPR, dapat dilakukan 
penyesuaian atas usulan inisiatif baru sepanj ang: 

a .  Sesuai RKP; 

b .  Pencapaian sasaran kinerja  K/ L; 

c. Tidak melampaui Pagu Anggaran K/ L. 

4. Penelaahan RKA-K/ L 

Penelaahan RKA-K/ L tersebut diselesaikan paling lambat akhir 
bulan Juli . Penelaahan RKA-K/ L dilakukan secara terintegrasi ,  
yang meliputi : 

a .  Kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerj a; 

b .  Konsistensi sasaran kinerja  K/ L dengan RKP. 

5.  Kementerian Keuangan menghimpun RKA-K/ L hasil penelaahan 
untuk digunakan sebagai : 

a .  Bahan penyusunan Nota Keuangan , Rancangan APB N ,  dan 
RUU APBN;  

b. Dokumen pendukung pembahasan RAPBN. 
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Setelah dibahas dalam sidang kabinet, Nota Keuangan, RAPBN 
dan RUU APBN disampaikan pemerintah kepada DPR paling 
lambat bulan Agustus .  Hasil pembahasan RAPBN dan RUU APBN 
dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan 
RAPBN dan RUU APBN dan bersifat final . Berita acara hasil 
kesepakatan pembahasan tersebut disampaikan Menteri Keuangan 
kepada K/ L, untuk dijadikan dasar melakukan penyesuaian RKA­
K/ L.  

6 .  Hasil penyesuaian RKA-K/ L tersebut disampaikan kepada 
Kementerian Keuangan untuk ditelaah dan kemudian dij adikan 
dasar menyusun Keputusan Presiden mengenai Alokasi Anggaran 
K/ L dan BUN.  Alokasi Anggaran K/ L dirinci menurut klasifikasi 
anggaran . Sedangkan Alokasi Anggaran BUN dirinci menurut:  

a .  Kebutuhan Pemerintah Pusat;  dan 

b .  Transfer kepada daerah . 

7 .  Pemerintah menetapkan Alokasi Anggaran K/ L dan Kementerian 
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. 

Angka yang tercan tum dalam Alokasi Anggaran adalah angka yang 
tertuang dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan RUU 
APBN,  penyesuaian angka dasar (jika diperlukan lagi) , ditambah 
dengan inisiatif baru pada kesempatan ke-3 yang 
diakomodir I disetujui. 

Selanjutnya Menterijpimpinan Lembaga menyusun dokumen 
pelaksanaan anggaran dengan berpedoman pada alokasi anggaran 
yang telah ditetapkan dalam Keppres RABPP, dan kemudian 
disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk disahkan . Menteri 
Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran paling 
lambat tanggal 3 1  Desember . Dalam bentuk gambar,  proses penetapan 
alokasi anggaran diatas dapat diilustrasikan sebagai berikut:  

Gam bar 1. 9 Penyusunan Alokasi Anggaran 

Penyusunan lllokasi lliU!2aran K/L (d.lt. Pagu DelinUiO 

1. Be rita Acara HasH Kesepakatan 

Pembahasan RUU APBN, 
2. Penyesuaian Angka Dasar 

3. lnisiatif Baru kesempatan ke-3 
4. Alokasi Anggaran K/L 

····································. Dirinci menurut ; 
Klasifikasi Anggaran � 

························ 
...... . 

r·�;;;��;·�������-;-··----·--:.;·---��� 
: 1. Kebutuhan : 
! Pemerintah Pusat; : ..... . � 2. Transfer ke daerah. :···· • · .... ......... - ........ - ......... � ... . 

Alokasi Anggaran K/L 

1 2 • {� 

Kemenkeu 

Keppres 
Alokast 

Anggaran - p . - .  � . ... . .. . ... .  - .. .. - .. .. . - . .. - ... . .. . - . -- . ,.. . - . .. ... - . .. . - .... - . .. . - . .. . - . - . .. . - - .... . .. . .. . ... . .. ... - . .. . - - . .. - .. . .. . .. . .. .... - . - .... .. .... - . .. . .. . . . .  - . .. .  - .  � 
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Tahap selanjutnya adalah Menteri Keuangan mengesahkan dokumen 
pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga 
paling lambat tanggal 3 1  Desember. 

4. Ketentuan dalam Pengalokasian Anggaran 

4 . 1 Penghitungan Alokasi Belanj a  Pegawai Pada Satker 

Pengalokasian gaji  dan tunjangan pegawai supaya lebih realistis  
dengan kebutuhan maka pengalokasian dilakukan dengan berbasis data, 
menggunakanaplikasi untuk menghitung alokasi Belanj a  Pegawai pada 
Keluaran (output) Layanan Perkantoran . Program aplikasi tersebut berupa 
Aplikasi Gaj i  Pokok Pegawai (GPP) Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
menghasilkan informasi terbaru mengenai pegawai pada suatu Satker dan 
telah divalidasi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) . 
Biaya gaj i  dan tunjangan pegawai tersebut dialokasikan pada Komponen 
001 (pada Keluaran (output) Layanan Perkantoran) . Pengalokasian 
anggarannya dilakukan dengan langkah : 

1 )  Data hasil aplikasi GPP ditransfer ke modul Belanj a  Pegawai dalam 
aplikasi RKA-K/ L; 

2 )  Aplikasi RKA-K/ L akan menghitung secara otomatis kebutuhan biaya 
Gaj i  dan Tunj angan pegawai suatu Satker untuk tahun yang 
direncanakan . 

Dalam hal K/ L tidak menggunakan aplikasi GPP, K/ L dapat langsung 
memasukkan data pegawai yang telah update dalam modul Belanj a  
Pegawai pada aplikasi RKA-K/ L. Dengan penerapan SPAN, perhitungan 
kebutuhan belanj a pegawai , akan difasilitasi oleh aplikasi SAKTI secara 
terin tegrasi . 

Khusus untuk pengalokasian Gaji  Dokter PTT dan Bidan PTT maka 
menggunakan aturan sebagai berikut: 

Untuk Kementerian Kesehatan agar diperhitungkan gaj i  dokter dan bidan 
pegawai tidak tetap dengan berpedoman pada Surat Edaran Direktur 
Jenderal Anggaran tanggal 5 Januari 200 1 No . SE-07 j A/ 2 00 1 perihal 
Pelaksanaan Pembayaran Penghasilan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai 
Tidak Tetap (PTT) selama masa bakti dan Surat Keputusan Bersama(SKB)  
Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan No . 1 53 7  / Menkes­
Kesso s / S KB / X/ 2 000 dan No .4 1 0 / KMK.03 / 2000 tanggal 1 1  Oktober 200 0  
tentang Pelaksanaan Penggajian Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak 
Tetap Selama Masa Bakti . 

Sedangkan pengalokasian akun belanj a  yang termasuk dalam 
Belanj a Pegawai mengikuti aturan sebagai berikut: 

1) Honorarium 

a .  Honorarium mengaj ar Guru Tidak Tetap; 

b .  Honorarium kelebihan jam mengaj ar Guru Tetap dan Guru Tidak 
Tetap ; 

c .  Honorarium ujian dinas; 
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d .  Honorarium mengajar, disediakan antara lain untuk tenaga pengaj ar 

luar biasa di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional atau di 
luar Kementerian Pendidikan Nasional yang tarifnya telah mendapat 
persetujuan Menteri Keuangan . 

2 )  Uang Lembur 

Penyediaan dana untuk uang lembur tahun yang direncanakan 
berdasarkan tarif yang ditetapkan Menteri Keuangan , dengan 
perhitungan maksimal 1 00% dibandingkan dengan alokasi uang lembur 
tahun sebelumnya. Khusus untuk satker baru , dapat mengalokasikan 
uang lembur dengan perhitungan tiap pegawai maksimal 1 6  j am per 
bulan . Alokasi anggaran lembur merupakan batas tertinggi dalam satu 
tahun anggaran . 

3)  Lain-lain 

Yang termasuk dalam belanja  pegawai lain-lain adalah : 

a .  Belanj a  pegawai untuk Tunjangan Ikatan Dinas (TID) ; 

b .  Tunj angan sah lainnya yang besaran tarifnya telah mendapatkan 
persetujuan Menteri Keuangan . 

4) Uang Lauk Pauk TNI / POLRI 

Uang Lauk Pauk bagi anggota TNI / Polri dihitung per hari kalender per 
anggota. 

5 )  Uang Makan PNS 

a .  Pengeluaran untuk uang makan PNS per hari kerj a  per PNS dan 
dihitung maksimal 22 hari setiap bulan ; 

b .  Pembayaran uang makan termasuk untuk PNS 
diperbantukan/ dipekerjakan, sepanjang tidak dibayarkan 
instansi asal . 

6) Uang Duka Wafat/Tewas 

yang 
oleh 

Dibebankan pada akun uang duka wafatj tewas , tanpa memperhatikan 
pagu dana akun yang berkenaan . 

4 . 2  Pengalokasian Anggaran Pembangunan Bangunan j Gedung Negara 

Secara umum pengalokasian anggaran untuk pembangunan / 
renovasi bangunan/ gedung negara, berpedoman pada Peraturan Menteri 
PU yang mengatur mengenai Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan / 
Gedung Negara.  Dasar perhitungan alokasi anggarannya adalah sebagai 
berikut:  

1 )  Untuk pekerjaan pembangunan (baru) bangunan/ gedung negara atau 
pekerj aan renovasi bangunan/ gedung negara yang berlokasi di dalam 
negeri adalah perhitungan kebutuhan biaya pembangunan j renovasi 
bangunan/ gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerj aan 
Umum atau Dinas Pekerjaan Umum setempat; 
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2 )  Untuk pekerj aan renovasi bangunan/ gedung negara yang berlokasi di 

luar negeri (kantor perwakilan) yang merubah struktur bangunan 
adalah perhitungan kebutuhan biaya pembangunanj renovasi 
bangunan / gedung negara atau yang sej enis dari Kementerian Pekerj aan 
Umum . Dokumen analisis perhitungan kebutuhan biaya 
pembangunan j renovasi bangunan j gedung negara atau yang seJ enis 
dari Kementerian Pekerj aan Umum dapat disusun berdasarkan 
perhitungan dari konsultan perencana negara setempat ;  

3 )  Untuk pekerj aan renovasi bangunan/ gedung negara yang b erlokasi d i  
luar negeri (kantor perwakilan) yang tidak merubah struktur bangunan 
adalah perhitungan kebutuhan biaya pembangunan j renovasi 
bangunan j gedung negara atau yang sej enis dari konsultan perencana 
negara setem pat .  

4 . 3  Penerapan Bagan Akun Standar 

Penyelarasan norma anggaran dan norma akuntansi dalam rangka 
sinkronisasi perencanaan anggaran melalui penyusunan RKA- K/ L dan 
pelaksanaan anggaran melalui penyusunan laporan keuangan dengan 
memakai norma Bagan Akun Standar . Penyempurnaan dilakukan secara 
terus menerus dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi 
proses penganggaran . Saat ini ketentuan yang mengatur BAS adalah 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 2 1 4 / PMK. 05 . 2 0 1 3  tentang Bagan 
Akun Standar . Secara umum penerapan Bagan Akun Standar diatur 
sebagai berikut:  

1 )  Belanj a  Barang dan Jasa 

Belanj a  Barang dapat dibedakan menjadi Belanj a  Barang (Operasional 
dan NonOperasional) dan Jasa, Belanj a  Pemeliharaan, serta Belanj a  
Perj alanan Dinas . Akun-akun yang termasuk Belanja Barang terdiri 
dari : 

a .  Belanj a  Barang Operasional , antara lain : 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Keperluan sehari-hari perkantoran ; 

Pengadaan j penggantian inventaris kantor yang nilainya dibawah 
kapitalisasi ; 

Pengadaan bahan makanan ; 

Penambah daya tahan tubuh ; 

Pengadaan pakaian seragam dinas ; 

Honorarium pejabat pembuat komitmen yang dimasukkan dalam 
kelompok akun Belanj a Barang Operasional (52 1 1 ) ,  yaitu honor 
yang terkait dengan operasional satker (akun 52 1 1 1 5) ;  

Belanja barang lainnya yang secara langsung menunj ang 
kelancaran operasional Kementerian Negaraj Lembaga. 
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b .  Belanj a Barang Non-Operasional 

Merupakan pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan 
non -operasional dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan satker . 

Pengeluaran-pengeluaran yang termasuk dalam kriteria ini , antara 
lain : 

• Belanj a  Bahan; 

• Belanj a  Barang transito ; 

• Vakasi , adalah penyediaan dana untuk imbalan bagi penguj i  atau 
pemeriksa kertas jj awaban Ujian .  Pengeluaran ini dibebankan 
pada belanj a  barang non-operasional dan merupakan input dari 
keluaran (output) berkenaan . Alokasi anggarannya merupakan 
batas tertinggi dalam satu tahun anggaran . 

• Honor yang terkait dengan keluaran (output); 

Penggunaan Akun Honor yang Terkait dengan Keluaran (output) 
Kegiatan dimaksud harus benar-benar selektif dan dapat 
dialokasikan untuk kegiatan sepanjang: 

a) Pelaksanaannya memerlukan pembentukan 
j kelompok kerja; 

b) Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; 

panitia/ tim 

c) Sifatnya koordinatif dengan mengikutsertakan satkerj 
organisasi lain ; 

d) Sifatnya temporer sehingga pelaksanaannya perlu 
diprioritaskan atau diluar jam kerj a; 

e) Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada 
PNS disamping tugas pokoknya sehari-hari ; 

f) Bukan operasional yang dapat diselesaikan secara internal 
satker . 

c .  Belanj a  barang lainnya yang secara langsung menunj ang kegiatan 
non -operasional . 

d .  Belanj a  Jasa 

Pengeluaran-pengeluaran untuk langganan daya dan j asa (listrik,  
telepon,  gas , dan air) , jasa pos dan giro , jasa konsultan , sewa , J asa 
profesi dan j asa lainnya. 
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e .  Belanj a Pemeliharaan 

Belanj a  Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksuclkan untuk 
mempertahankan aset tetap atau aset tetap lainnya yang suclah ada 
ke clalam konclisi normal yang nilainya ticlak memenuhi nilai 
kapitalisasi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan . 

Belanja Pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, 
pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas , 
kendaraan bermotor dinas , perbaikan peralatan dan sarana gedung, 
j alan , j aringan irigasi ,  peralatan mesin , dan lain-lain sarana yang 
berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan . Pengeluaran­
pengeluaran untuk pemeliharaan gedung kantor, rumah 
dinas jj abatan , kendaraan bermotor, dan lain-lain yang berhubungan 
dengan penyelenggaraan pemerintahan termasuk perbaikan 
peralatan dan sarana gedung (sesuai standar biaya umum) , yang 
nilainya dibawah kapitalisasi . 

Contoh : 

Suatu instansi merencanakan untuk mengalokasikan anggaran 
sebesar Rp . 2 . 000 . 000 , - untuk biaya ganti oli sebanyak 1 0  mobil 
dinas . Instansi tersebut akan mencantumkan belanj a  pemeliharaan 
pada APBN sebesar Rp . 2 . 00 0 . 000 , - .  Terhadap realisasi pengeluaran 
belanj a  tersebut dicatat dan disajikan sebagai Belanj a  Pemeliharaan , 
karena pengeluaran untuk belanja  pemeliharaan tersebut tidak 
memenuhi persyaratan kapitalisasi aset tetap yaitu karena tidak 
mengakibatkan bertambahnya umur, manfaat, atau kapasitas , serta 
biaya per unitnya dibawah batas nilai kapitalisasi . 

f. Belanj a Perj alanan Dinas 

Pengeluaran-pengeluaran untuk perjalanan dinas . Belanj a 
perj alanan terdiri dari Belanja Perjalanan Biasa, Belanj a  Perj alanan 
Tetap dan Belanja Perjalanan Lainnya. Pengalokasian anggaran di 
dokumen penganggaran untuk keperluan Belanj a  Perj alanan , 
besarannya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Standar Biaya yang berlaku . 

2 )  Penerapan konsep nilai perolehan (full costing) pacta j enis belanj a :  

a .  Belanj a  Barang dan Jasa 

Pada penyusunan RKA-K/ L dengan menggunakan konsep full 
costing, berarti seluruh biaya yang diperlukan untuk p engadaan 
barangjj asa dimasukkan sebagai nilai perolehan barangjj asa 
dimaksud (termasuk antara lain biaya rapat dan perj alanan dinas) . 
Untuk akun belanj a yang digunakan harus sesuai clengan 
peruntukannya sebagaimana diatur dalam PMK mengenai Bagan 
Akun Standar .  
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Suatu keluaran (output} yang dihasilkan kegiatan dalam rangka 
bantuan kepada lembaga pendidikan dan/ atau peribadatan (yang 
berkontribusi pada kegiatan bantuan sosial) pengalokasian 
anggarannya dimasukkan dalam 2 (dua) j enis belanj a  yaitu Belanj a  
Barang (termasuk biaya honorarium pelaksanaan kegiatan dengan 
kode Akun kode 52 1 2 1 3  sebagaimana uraian pada Belanj a  Barang 
tersebut di atas) dan Belanj a Bantuan Sosial untuk menampung 
besaran alokasi bantuan yang diberikan (Akun Belanj a  Bantuan 
Sosial Lembaga Pendidikan atau Akun Belanj a  Bantuan Sosial 
Lembaga Pendidikan) . 

3 )  Penerapan konsep kapitalisasi 

Konsep kapitalisasi dalam penyusunan RKA-K/ L terkait dengan j enis 
Belanj a  Modal .  Untuk mengetahui apakah suatu belanj a  dapat 
dimasukkan sebagai belanja modal atau tidak,  maka perlu diketahui 
definisi aset tetap atau aset tetap lainnya dan kriteria kapitalisasi aset 
tetap . 

Aset tetap mempunyai ciri-ciri/ karakteristik sebagai berikut:  berwujud,  
akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 
satu tahun, nilainya material (di atas nilai kapitalisasi) . Sedangkan ciri­
ciri aset tetap lainnya adalah akan menambah aset pemerintah , 
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material 
(di atas nilai kapitalisasi) . 

Suatu belanj a dapat dikategorikan dalam jenis belanj a  modal j ika : 

a .  Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap 
atau aset tetap lainnya yang demikian menambah aset pemerintah ; 

b .  Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset 
tetap atau aset tetap lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah ; 

c .  Perolehan aset tetap tersebut dimaksudkan untuk dipakai dalam 
operasional pemerintahan, bukan untuk dijual atau diserahkan ke 
masyarakat . 

Dalam kaitan konsep harga perolehan menetapkan bahwa seluruh 
pengeluaran yang mengakibatkan tersedianya aset siap dipakai maka 
seluruh pengeluaran tersebut masuk ke dalam belanj a  modal .  
Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi (relatif 
material) aset tetap I aset tetap lainnya. 

Di samping belanj a  modal untuk perolehan aset tetap dan aset tetap 
lainnya, belanj a  untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan 
aset tetap atau aset tetap lainnya dapat juga dimasukkan sebagai 
Belanj a Modal .  Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai 
belanj a  modal j ika memenuhi persyaratan bahwa pengeluaran tersebut 
mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas , kualitas dan 
volume aset yang telah dimiliki . Termasuk pengeluarah untuk gedung 
yang nilai perbaikannya lebih 2% dari nilai aset, berdasarkan 
perhitungan dari Ditj en Cipta karya. 
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Berikut disampaikan contoh pengeluaran yang masuk dalam kategori 
belanj a  barang dan belanj a  modal terkait konsep kapitalisasi . 

Contohpengeluaran yang masuk kategori Belanj a  Barang: 

NO . URAIAN 

1 .  Pengisian Freon AC , service AC 
2 .  Pembelian ban ,  oli , bensin , service/ tune up 

3 .  Pengecatan , pembuatan partisi non permanen , pembelian qordJJn 

4 .  Perbaikan j alan berlubang/ pemeliharaan berkala 

5 .  Biaya Pengurusan STNK/ BPKB 
6 .  Rumah yang akan diserahkan ke masyarakat 
7 .  Peralatan dan mesin yang akan diserahkan ke pihak III 

8 . Pembayaran satpam dan cleaning service 

9 .  Pembelian accu mobil dinas 
1 0 .  Pembelian lampu · ruangan kantor 
1 1 . Perbaikan atap gedung kantor 
1 2 .  Penggan tian kom presor 
1 3 .  Suku cadang alat laboratorium,bahan cairan kimia,alat suntik 
1 4 .  Pekerjaan infrastruktur penanganan luapan lumpur 
1 5 .  Pengadaan anti virus 

Contoh pengeluaran yang masuk kategori Belanj a  Modal : 

NO URAIAN 
1 .  Pem belian memory PC , upgrade PC 
2 .  Pembelian meubelair , dispenser 
3 .  Pembuatan ialan, irigasi dan jaringan 
4 .  Overhaul kendaraan dinas 
5 .  Biaya lelang pengadaan aset 
6 .  Perbaikan jalan kerikil ke hotmix 
7 .  Pembelian tape mobil dinas 
8 .  Penambahan j aringan dan pesawat telpon 
9 .  Penambahan jaringan listrik 
1 0 .  Perjalanan dinas pengadaaan aset 
1 1 . Pembayaran konsultan perencanaan pembangunan j gedung dan 

bangunan 
1 2 .  Perbaikan atap dari seng ke multiroof 
1 3 .  Pengadaan : peta,jaringan , software, lambang instansi ,alat 

kesehatan 
1 4 .  Pembuatan film 
1 5 .  Pekedaan interpretasi citra satelit 

Dalam proses penyusunan RKA-K/ L-nya, aset yang diperoleh dalam 
pengadaan barangjj asa tersebut dibedakan : 

- Jika menj adi aset K/ L; maka pengalokasian anggarannya 
menggunakan j enis belanj a modal ,  dan nantinya akan tercatat 
dalam LKPP (neraca) , a tau 

- Jika bukan aset K/ L; pengalokasian anggarannya menggunakan 
j enis belanj a  barang atau bantuan sosial . 
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4 . 4  Penyusunan RKA-K/ L pada Satker Perwakilan RI di Luar Negeri 

Berkenaan dengan penyusunan RKA-K/ L pada Satker Perwakilan RI 
di Luar Negeri secara khusus mengikuti aturan sebagai berikut : 

1 )  Penetapan Kurs Valuta Asing 

a. Valuta yang dipergunakan dalam perhitungan RKA-K/ L mengikuti 
peraturan yang berlaku ; 

b .  Nilai Kurs USD terhadap Rupiah yang dipergunakan dalam 
perhitungan alokasi adalah kurs yang dipakai dalam asumsi APBN 
pada tahun yang direncanakan . 

2 )  Pengalokasian menurut Jenis Belanja  

a .  Belanj a  Pegawai 

1 .  Pengaturan mengenai penganggaran belanj a  pegawai bagi pej abat 
dinas LN pada perwakilan RI di LN baik untuk komponen maupun 
besarannya mengikuti peraturan perundangan yang berlaku . 

2 .  Alokasi Belanj a Pegawai pada Perwakilan RI di luar negeri 
termasuk alokasi anggaran untuk gaj i  lokal staf. Penuangan 
alokasi anggaran dalam RKA-K/ L untuk gaj i  lokal staf 
menggunakan Akun belanja  Belanja  Lokal Staf (kode 5 1 1 1 49) . 

3 .  Gaj i  Home Staff pada Perwakilan RI di LN termasuk Atase Teknis 
dan Atase Pertahanan didasarkan pada payroll sekurang­
kurangnya bulan Mei tahun berjalan . Tunj angan Penghidupan 
Luar Negeri (TPLN) terdiri dari tunjangan pokok dan tunj angan 
keluarga. Tunj angan Pokok merupakan perkalian antara Angka 
Dasar Tunjangan Luar Negeri (ADTLN) dengan prosentase Angka 
Pokok Tunj angan Luar Negeri (APTLN) masing-masing Home Staff 
Tunj angan Keluarga terdiri dari tunj angan isteri j suami ( 1 5% kali 
tunj angan pokok) dan tunjangan anak ( 1 0% kali tunj angan pokok) 
yang besarannya mengikuti ketentuan yang berlaku, dengan 
jumlah anak yang dapat diberikan tunjangan anaknya maksimal 
2 (dua) anak sesuai dengan ketentuan pemberian tunj angan anak 
bagi PNS ;  

4 .  Apabila akan dilakukan pengisian alokasi selisih F-B (lowongan 
formasi) maksimal sebanyak rencana penarikan j penempatan 
home staff (termasuk Kepala Perwakilan) dengan dilampiri Daftar 
Rencana Penarikan/ Penempatan Home Staff yang ditandatangani 
Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri dan sekurang­
kurangnya memuat waktu penempatanj penarikan serta gelar 
diplomatik. Untuk tunjangan keluarga maksimal diasumsikan 
untuk 1 istri dan 2 anak; 

5 .  Alokasi anggaran Tunjangan Lain-Lain Home Staff dihitung 
maksimum 40% dari alokasi Gaji Luar Negeri/TPLN Home Staff 
dengan perhitungan Tunjangan Sewa Rumah 2 5% dari TPLN dan 
Tunj angan Restitusi Pengobatan 1 5% dari TPLN kecuali diatur 
lain oleh Menteri Keuangan . 
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b .  Belanj a  Barang dan Jasa 

1.  Alokasi anggaran untuk sewa gedung didasarkan atas kontrak 
sewa gedung yang berlaku . Dalam hal Atase Teknis /  Atase 
Pertahanan menempati gedung yang sama dan dalam dokumen 
kontrak sewa gedung yang sama dengan kontrak sewa gedung 
kantor Perwakilan RI , maka alokasi anggarannya hanya pada 
RKA-K/ L Satker Kantor Perwakilan RI berkenaan; 

2 .  Alokasi Operasional Pendukung Kerj asama Bilateral/ Regional 
terdiri dari Biaya Operasional Kepala Perwakilan dan 
Representasi . Alokasi biaya lainnya yang selama ini dialokasikan 
pada Operasional Pendukung Kerj asama Bilateral/ Regional agar 
dialokasikan sesuai dengan peruntukannya dengan target kinerj a  
dan rincian perhitungan yang j elas dan dapat 
dipertanggungj awabkan; 

3 .  Alokasi anggaran biaya representasi untuk Kepala Perwakilan 
dihitung maksimum 20% dari Tunjangan Pokok x 12 bulan . 
Sedangkan untuk home staff lainnya dihitung maksimum 10% 
dari gaj i  pokok x 12 bulan ; 

4 .  Perj alanan Dinas pada Perwakilan RI di LN termasuk Atase Teknis 
dan Atase Pertahanan maksimum terdiri dari : 

· 
a) . Perj alan an din as wilayah 

b) . Perj alanan dinas multilateral 

c) . Perj alanan dinas akreditasi 

d) . Pe1j alanan dinas kurir 

Anggaran perj alan an din as pad a Perwakilan RI di LN disediakan 
hanya untuk jenis perjalanan dinas yang ada pada Perwakilan RI 
bersangkutan , dan dihitung menurut jumlah pej abat yang 
melakukan perjalanan dinas , serta frekuensi perj alanan yang 
akan dilakukan . Besarnya tarif uang harian perj alanan dinas luar 
negeri diatur oleh Menteri Keuangan . 

5 .  Ban tuan Pendidikan Anak 

Alokasi anggaran bantuan pendidikan anak bagi Pej abat Dinas 
Luar Negeri (PDLN) yang ditempatkan pada perwakilan RI di Luar 
Negeri diberikan untuk: 

a) . Pendidikan formal mulai sekolah dasar sampai dengan 
perguruan tinggi dan tidak termasuk program pasca sarj ana 
(post graduate) ; 

b) . Hanya untuk pembayaran tuition fee dan bersifat at cost. Tidak 
termasuk uang buku, biaya antar j emput , biaya persiapan 
sekolah , uang gedung, uang pendaftaran, uang asrama/ 
pemondokan, dan biaya lain yang sej enis ; 

c) . Hanya untuk anak-anak yang termasuk dalam tunj angan 
keluarga serta bersekolah di lokasi yang sama dengan tempat 
tugas orang tuanya (lokasi perwakilan RI di LN tempat orang 
tuanya bertugas) . �A 
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3)  Ketentuan lain-lain . 

a) . Alokasi anggaran untuk Perwakilan RI di LN termasuk Atase Teknis 
maupun Atase Pertahanan dilakukan sesuai dengan Keputusan 
Presiden Nomor 1 08 Tahun 2003 tanggal 3 1  Desember 2003 tentang 
Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri . Untuk 
Atase teknis dan Atase Pertahanan yang menempati satu gedung 
dengan Perwakilan RI di Luar Negeri maka Biaya langganan listrik, 
gas , dan air , biaya pemeliharaan gedung serta pemeliharaan lain 
yang melekat dengan gedung dimaksud dialokasikan pada anggaran 
Kementerian Luar Negeri ; 

b) . Alokasi Belanja Pegawai pada Perwakilan RI di luar negeri termasuk 
alokasi anggaran untuk penghasilan local staff Besaran alokasi 
untuk pembayaran penghasilan local staff dimaksud mengacu pada 
alokasi anggaran untuk local staffdihitung maksimal 43% dari 
ADTLN , dengan jumlah pegawai maksimal sesuai fonnasi yang 
ditetapkan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi .  Dalam pelaksanaannya, 
pembayaran penghasilan local stafjtetap disesuaikan dengan jumlah 
riil pegawai dan tidak melebihi formasi yang ditetapkan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi . Alokasi 
anggaran sebesar 43% tersebut di atas sudah termasuk gaj i  dan 
tunj angan-tunjangan, social security, asuransi · kecelakaan serta 
lembur . 

c) . Be ban Pusat Persekot Resmi (BPPR) terdiri dari : 

• Persekot rumah untuk deposit sewa rumah dengan jumlah 
maksimal 2 (dua) bulan sewa rumah (termasuk dalam J enis 
B�lanj a Barang) ; 

• Persekot mobil maksimal US$ 5 , 000 (termasuk dalam j enis 
Belanj a  Barang) ; 

• Persekot TPLN dengan jumlah maksimal 2 (dua) bulan TPLN 
(termasuk dalam j enis Belanj a Pegawai) . 

Perhitungan BPPR didasarkan atas rencana mutasi penempatan 
pada perwakilan RI di luar negeri . 

d) . Pengaturan anggaran Perwakilan RI di luar negeri termasuk Atase 
Teknis dan Atase Pertahanan yang tidak diatur atau menyimpang 
dari peraturan Menteri Keuangan ini mengikuti ketentuan yang 
ditetapkan Menteri Luar Negeri setelah terlebih dahulu mendapat 
persetujuan dari Menteri Keuangan . Apabila terdapat alokasi 
anggaran yang didasarkan atas penetapan Menteri Luar Negeri yang 
belum mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan tetapi telah 
dialokasikan pada tahun-tahun sebelumnya, maka penetapan 
tersebut akan dipersamakan sebagai RAB dan sebelum Tahun 
Anggaran yang direncanakan dimulai , harus sudah dimintakan 
persetujuannya kepada Menteri Keuangan; 
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e) . Pengaturan pengalokasian perwakilan RI yang berlokasi di dalam 

negeri tidak mengikuti ketentuan di atas tetapi mengikuti ketentuan 
yang berlaku secara umum dalam Petunjuk Penyusunan dan 
Penelaahan RKA-K/ L. 

Hal-hal lain yang tidak diatur secara khusus ,  pengalokasian 
anggarannya mengikuti ketentuan yang berlaku secara umum dalam 
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/ L.  

4 . 5  Penyusunan RKA-K/ L pada Kementerian Pertahanan 

Berkenaan dengan penyusunan RKA-K/ L pada Kementerian 
Pertahanan RI secara umum mengikuti Peraturan Pemerintah nomor 9 0  
tahun 2 0 1 0  tentang Penyusunan RKA-K/ L dan ketentuan mengenai 
petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/ L.  Secara khusus 
penyusunan RKA-K/ L pada Kementerian Pertahanan RI mengikuti aturan 
sebagai berikut:  

1 )  Pengalokasian anggaran untuk keperluan belanj a  pegawai dan sebagian 
belanj a  barang operasional , mulai dilakukan langsung sampai dengan 
tingkat satker, selain lima satker (UO) yang sudah ada;  

2 )  Sedangkan pengalokasian anggaran selain untuk keperluan belanj a 
pegawai dan sebagian belanja  barang operasional , dilakukan secara 
terpusat (pada tingkat unit organisasi) ; 

3 )  Untuk keperluan pengalokasian anggaran sampai dengan tingkat 
satker, Kementerian Pertahanan membentuk satker-satker dimaksud;  

4) Untuk pembebanan belanj a, berpedoman pacta Peraturan Pemerintah 
nomor 7 1  tahun 20 1 0  tentang Sistem Akuntansi Pemerintah , Peraturan 
Menteri Keuangan nomor 2 1 4 / PMK. OS/ 20 1 3  tentang Bagan Akun 
Stan dar .  

4 .6  Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana Pinj aman Hibah Luar 
Negeri (PHLN) 

Pengalokasian anggaran kegiatan yang bersumber dari dana 
Pinj aman-Hibah Luar Negeri (PHLN) secara umum mengacu PP Nomor 1 0  
Tahun 2 0 1 1  tentang Tata Cara Pengadaan Pinj aman Luar Negeri dan 
Penerimaan Hibah . Secara khusus pengalokasian tersebut mengacu 
kepada ketentuan yang tercantum dalam Naskah Perj anj ian Pinj aman 
Hibah Luar Negeri (NPPHLN) masing-masing. Ketentuan umum dan 
khusus pengalokasian anggaran kegiatan dimaksud dalam rangka 
penyusunan RKA-K/ L diintegrasikan dan diatur dengan mekanisme di 
bawah ini . 

Pengalokasian PHLN dan Rupiah Murni Pendamping (RMP) dalam 
RKA-K/ L mengikuti ketentuan sebagai berikut: 

1 )  Mencantumkan akun belanja  sesuai dengan transaksi-transaksi yang 
dibiayai dengan NPPHLN yaitu disesuaikan dengan kategori-kategori 
pembiayaan yang diperbolehkan oleh lender. 
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2 )  Mencantumkan kode kantor bayar sebagai berikut: 

a) Mencantumkan kode KPPN Khusus Jakarta VI ( 1 40) untuk 
transaksi-transaksi PHLN dalam valuta asing dan tata cara 
penarikannya menggunakan mekanisme pembayaran langsung 
(direct payment) dan letter of credit. 

b) Mencantumkan kode KPPN sesuai dengan lokasi kegiatan dimana 
proyek-proyek yang dibiayai dengan PHLN dilaksanakan dan tata 
cara penarikannya menggunakan mekanisme rekening khusus .  

3 )  Mencantumkan sumber dana sesuai dengan NPPHLN yaitu sumber 
dana berupa pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri . 

4) Mencantumkan tata cara penarikan PHLN sesuai dengan tata cara 
penarikan PHLN yang diatur dalam NPPHLN atau dokumen lain yang 
telah disetujui oleh lender, misalnya dokumen Project Administration 
Memorandum (PAM). · Tata cara penarikan PHLN yang masih 
diperbolehkan adalah : 

a) Mekanisme Rekening Khusus (Special Account) yaitu tata cara 
penarikan PHLN dengan menggunakan dana initial deposit yang 
bersifat revolving fund yang ditempatkan pada Bank Indonesia atau 
Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan . Tata cara 
ini dapat dipergunakan bagi proyek-proyek yang dibiayai dengan 
PHLN yang berlokasi di daerah . 

b) Mekanisme Pembayaran Langsung (Direct Payment) yaitu tata cara 
penarikan PHLN dengan cara mangajukan aplikasi penarikan dana 
secara lang sung melalui KPPN Khusus Jakarta VI . 

c) Mekanisme Letter of Credit yaitu tata cara penarikan PHLN dengan 
menggunakan LC Bank Indonesia. Khusus PHLN yang penarikannya 
melalui tata cara L/ C,  perlu diperhatikan nilai kontrak pekerj aan 
secara keseluruhan . Hal ini berkaitan dengan pembukaan rekening 
L/ C oleh Bank Indonesia. 

5 )  Mencantumkan kode register PHLN sesuai dengan kode register yang 
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Dalam hal 
alokasi anggaran belum ada registrasi , alokasi anggaran tersebut 
menggunakan kode register sementara sebagai berikut: 

Nomor Register 
Keterangan NPPHLN 

Semen tara 
9999 1 1 02 Pinjaman Program IBRD 
9999 1 1 03 Pinj aman Program Japan 
9999 1 109 Pinjaman Program Other 
99992 1 0 1  Pinjaman Proyek Reguler Pledge-ADB 
99992 1 02 Pinjaman Proyek Reguler Pledge-World Bank 
99992 1 03 Pinj aman Proyek Reguler Pledge-Japan 
99992 1 04 Pinj aman Proyek Reguler Pledge-Export Credit 
99992 1 05 Pinjaman Proyek Reguler Pledge-Other Multilateral 
99992 1 06 Pinj aman Proyek Reguler Pledge-Other Bilateral 
999922 0 1 Pinjaman Proyek Tsunami Pledge-ADB 
99992202 Pinjaman Proyek Tsunami Pledge-World Bank 
99992203 Pinj aman Proyek Tsunami Pledge-Other 
99993 1 0 1  Hi bah 
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6 )  Mencantumkan persentasej porsi pembiayaan yang dibiayai lender 

sesuai dengan NPPHLN atau dokumen lain yang telah disetujui oleh 
lender. Misalnya: 

a) Kategori civil work 60% artinya persentase yang dibiayai oleh PHLN 
adalah sebesar 60% dikalikan besaran nilai kegiatanj proyek,  
sedangkan sisanya sebesar 40%merupakan beban rupiah murni 
pendamping ditambah dengan be saran pajak (PPN) . 

b)  Khusus untuk PLN komersial j fasilitas kredit ekspor pengalokasian 
dalam RKA-KL dicantumkan maksimal sebesar 8 5% dari nilai 
kontrak ( contract agreement) . Sementara sisanya sebesar 1 5% 
dialokasikan sebagai rupiah murni pendamping (RMP) sebagai uang 
muka. 

7) Mencantumkan cara menghitung besarnya porsi PHLN yang dibiayai 
oleh lender dengan mengacu . pada buku petunjuk pengadaan barang 
j asa (procurement guidelines) masing-masing lender dan ketentuan 
mengenai perpajakan dan kepabeanan yang berlaku . 

Rumusan umum perhitungan nilai kontrak adalah sebagai berikut:  

Nilai kontrak (NK) = Nilai fisik + PPN 

Sedangkan metode untuk memperhitungkan besaran nilai kontrak yang 
akan dituangkan dalam RKA-K/ L menggunakan metode-metode sebagai 
berikut :  

a )  Metode Non PPN 

Metode ini hanya menghitung besaran 
memperhitungkan pajak karena PPN 
ditanggung oleh pemerintah . Metode 
pembiayaan proyek-proyek PHLN dengan 
sebesar 1 00% . 

Contoh : 

nilai fisik proyek tanpa 
tidak dikenakan dan 
1n1 digunakan un tuk 
persen tase pem biayaan 

r:t? Nilai Kontrak untuk konsultan : Rp. 2 5.000.000 ,00 
qr Kategori : Consulting Services 
qr Persentase : 100% 
(ir Cara perhitungannya dan penuangannya dalam RKA-K/L: 

+ PHLN = persentase PHLN X nilai kontrak = 100% X Rp. 2 5 . 000 . 000 ,00 = Rp. 2 5 . 000 . 000,00 

+ RMP tidak dialokasikan dalam RKA-K/ L karena 100% dibiayai 
oleh Lender 

+ PPN tidak dialokasikan dalam RKA-K / L  karena ditanggung oleh 
pemerintah. 
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b) Metode Netto 

Metode ini digunakan untuk menghitung besaran alokasi pengadaan 
barang dan jasa yang sebagian dananya bersumber dari pinj aman 
luar negeri dan pajak tidak dikenakan terhadap porsi pinj amannya. 
Sedangkan bagi RMP dikenakan sebesar nilai sharingnya dikalikan 
besaran nilai paj aknya. Metode m1 dapat digunakan untuk 
pinj aman-pinj aman yang berasal dari Bank Dunia (IBRD) dengan 
porsi :?::: 9 1 %,  ADB ,  JBIC,  dan lain-lain , kecuali ditentukan lain oleh 
NPPHLN (loan agrement) bersangkutan . 

Contoh : 

r::ir Loan ADB : 1383-INO 
r::ir Nilai kontrak barang 
r::ir Kategori 

: Rp. 1 10.000.000 
: Civil Work 
: 60% r::ir Persentase 

c:rr Nilai kontrak 
c:rr N ilai Fisik 

: RP. 1 10.000.000 
: RP. 100.000.000 

r::ir Terdiri dari : 
• Porsi PHLN : Rp.60.000.000 
• Porsi Pendamping : Rp.40.000.000 

c:rr PPN terdiri : 
• PPN PHLN : Rp. 6.000.000 (tidak dipungut) 
• PPN Porsi Pend : Rp. 4.000.000 (dipungut) 

c:rr Pencantuman dalam RKA-K/ L: Nilai fisik + PPN dipungut 
• PHLN : Rp. 60.000.000 
• RMP : Rp. 44.000.000 

c:rr Cara perhitungannya 
Nilai Fisik : 100 / 1 10 X 1 10.000.000 = Rp. 100.000.000 , -

• Porsi PHLN=60% X 100.000.000 = Rp.60.000.000 , -
• Porsi Pend = 40% X 100.000.000 = Rp.40.000.000 , -

PPN 10% X 100.000.000 = Rp. 10.000.000 , -
• Porsi PHLN= 10% X 60.000.000 = Rp. 6.000 .000 , -
• Porsi Pend = 10% X 40.000.000 = Rp.4.000.000 , -

c) Metode Bruto 

Metode ini digunakan untuk menghitung besaran alokasi pengadaan 
barang dan jasa yang bersumber dari pinj aman luar negeri yang 
berasal dari World Bank dengan persen tase / porsi pem biayaan 
sebesar 90% ke bawah maupun pinjaman lainnya sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam NPPHLN (loan agreement) yang 
bersangkutan . 

Contoh:  

r::ir Loan IBRD : 4075-IND 
r::ir Nilai kontrak barang : Rp. 1 10.000.000 
qr Kategori : Civil Work 
r::ir Persentase : 60% 
qr Nilai Kontrak : Rp. 1 10.000.000 
r::ir Nilai Fisik : Rp. 100.000.000 
qr Terdiri dari : 

• Porsi PHLN : Rp.66.000.000 
• Porsi Pendamping : Rp.34.000.000 
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<Jft" PPN terdiri dari : 

• PPN PHLN : Rp . 6 . 600 . 000 (tidak dipungut) 
• PPN Porsi Pend : Rp . 3 .400 .000 

(jft" Pencantuman dalam RKA-K/ L : Nilai fisik + PPN dipungut 
• PHLN : Rp. 6 6 . 000 .000 
• RMP : Rp.37 .400 . 000 

rJr Cara perhitungannya 
Nilai Fisik : ( 100/ 1 10) X 1 10 . 000 . 000= Rp . 10 0 . 0 00 . 00 0 , -

• Porsi PHLN=60% X 1 10 . 000 . 000 = Rp . 6 6 . 00 0 . 00 0 , -
• Porsi Pend= (40% X 1 10 . 000 . 000) - PPN == Rp. 34 . 00 0 . 0 0 0 , -

PPN 10% X 100 . 000 .000 = Rp . 10 . 000 .000 , -
• Porsi PHLN== 10% X 6 6 . 000 . 000== Rp . 6 . 60 0 . 00 0 , -
• Porsi Pend == 10% X 34 . 000 . 000 = Rp . 3 .400 .000 , -

d)  Metode Nonsharing 

Metode ini digunakan untuk menghitung besaran alokasi dalam 
RKA-K/ L bagi pinj aman luar negeri yang tidak mempersyaratkan 
persentase namun langsung menentukan besaran sumber dana.  
Penggunaan metode ini langsung menuliskan besaran dana PHLN 
dan rupiah murni pendampingnya. 

Pengalokasian anggaran kegiatan yang bersumber dana dari PHLN juga 
harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

� Mencantumkan dana pendamping yang bersumber dari luar APB N ,  
antara lain dari APB D ,  anggaran BUMN atau dari kontribusi 
masyarakat, dengan didukung dokumen yang sah dari pemberi dana 
pendamping, maka setelah rriencantumkan dana pendamping 
dimaksud dalam RKA-K/ L selanjutnya pada KK Satker diberi kode "E" 
sehingga besaran dana pendamping tidak menambah pagu . 

� Dalam hal terdapat kegiatan yang belum terselesaikan dalam tahun 
anggaran yang bersangkutan dan dilanjutkan pada tahun berikutnya, 
maka penyediaan dana PHLN dan pendampingnya menj adi prioritas 
sesuai dengan Annual Work Plan yang ditandatangani oleh 
donor I lender. 

� Dalam hal pemanfaatan suatu pinjaman luar negeri yang dialokasikan 
dalam beberapa tahun anggaran maka penyediaan pagu pinj aman luar 
negeri pada setiap tahun anggaran dan dana pendampingnya menj adi 
prioritas .  

� Untuk menghindari terjadinya penolakan oleh lender pada saat 
pengajuan aplikasi penarikan dana, maka dalam mengalokasikan PHLN 
dalam RKA-K/ L harus memperhatikan closing date, fully paid/fully 
disbursement sisa pagu pmJaman,  kategori dan persentasej porsi 
pembiayaan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan PHLN .  
Misalnya: 

Loan : IP  5 3 5  Proffesional Human Resource Development Project III 

Closing date : 26 Juli 20 1 5  
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Kategori dan Persentase : 

Kategori 

1 .  Overseas Program (96%) 
2. Domestic Program (58%) 
3. Planner Development Center Enhancement(84%) 
4.  Incremental Training_ Cost _(_1 00%) 
5. Contingencies 

Pagu 
Pinzaman 

5. 782 
2. 2 76 

44 7 
92 1 
2 9 1  

Contoh kasus d i  bawah ini menggambarkan penerapan butir 4 )  d i  atas 
mengenai alokasi anggaran beasiswa luar negeri dalam RKA-K/ L : 

a .  Contoh Pengalokasian dalam RKA-K/ L yang benar : 

1 )  Harus menggunakan Kategori Overseas Program; 

2) Menggunakan Persentase I porsi sebesar 96%; 

3) Memperhatikan tanggal closing date original loan atau yang telah 
diperpanj ang (extension loan) ; 

4) Memperhatikan kategori dan persentasej porsi j ika telah 
dilakukan perubahan oleh lender (amandemen loan) . 

b .  Contoh Pengalokasian dalam RKA-K/ L yang salah : 

1 )  Menggunakan kategori Domestic Program; 

2) Menggunakan persentasej porsi sebesar 96%; 

3)  Tanggal Closing date terlampaui . 

� Standar Biaya 

Pembiayaan keluaran (output) kegiatan yang bersumber dari PHLN 
mengacu pada Standar Biaya dan billing rate. 

� Kartu Pengawasan Alokasi Pagu PHLN 

Untuk menghindari terjadinya overdrawnj kelebihan penarikan pada 
satu kategori maka pengalokasian dana PHLN untuk masing-masing 
kategori harus memperhatikan sisa pagu perkategori berdasarkan data 
pada kartu pengawasan PHLN atau data sisa pagu perkategori dari 
lender/ donor. 

Di sam ping itu , untuk lebih meningkatkan tertib administrasi PHLN , 
Kementerian Negaraj Lembaga serta Direktorat Jenderal Anggaran 
mencatat setiap PHLN dalam Kartu Pengawasan PHLN . Kartu 
pengawasan alokasi dana PHLN merupakan bahan bagi Kementerian 
Negaraj Lembaga serta Direktorat Jenderal Anggaran dalam melakukan 
monitoring terhadap ketersediaan dana/ pelaksanaan PHLN dimaksud . 

Model / format kartu pengawasan alokasi dana PHLN dimaksud adalah 
seperti contoh di bawah . 
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JP - 535 

Loan Project Proffesional Human Resource Develop ment 
Project III 

Dated 29 Maret 2006 
Lender JBIC 

Executing Agency Kementerian Kesehatan 

Nomor Register 2 1 5 72601 

Effective Date 26 Juli 2006 

Closing_ Date 26 Juli 201 5 
Jumlah PHLN JPY 9. 71 7. 000. 000 
Melcanisme Penarilcan Relcening Khusus 

Pagu Pagu Realisasi Sis a 
Total Tahun Ice . .  Tahun 

Kategori dan persentase Ice . .  

(million japanese yen) 

11 ) (2) _(3 ) (4)= ( 1 -2) 
1). Overseas Program (96%) 5. 782 5. 782 

2). Domestic Program (58%) 2. 2 76 2. 2 76 

3). Planner Development Center 44 7 44 7 
Enhancementj84%) 

4). Incremental Training Cost (1 00%) 92 1 92 1 

5). Contingencies 291  2 9 1  

---+ Pemahaman NPPHLN 

Untuk menghindari terj adinya pengalokasian dana yang mengakibatkan 
pembayaran ineligible, perlu dipahami hal-hal sebagai berikut : 

a .  I si j materi dari NPPHLN; 

b .  Staff Appraisal Report (SAR) ; 

c .  Project Administration Memorandum (PAM); 

d .  Butir-butir pada angka e l  sampai dengan e9 ; 

e .  Ketentuan lainnya yang terkait dengan NPPHLN dan pelaksanaan 
kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN . 

4 . 7  Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana Pinj aman Dalam Negeri 
(PDN) 

Dalam rangka pengalokasian kegiatan-kegiatan yang dananya 
bersumber dari pmJ aman dalam negeri mengacu pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan 
Penerusan Pinj aman Dalam Negeri Oleh Pemerintah . Ketentuan penuangan 
dalam RKA-K/ L untuk kegiatan yang bersumber dari PDN yang digunakan 
untuk kegiatan tertentu K/ L adalah sebagai berikut: 

1 )  Pinj aman Dalam Negeri dilakukan melalui mekanisme APBN dan 
dialokasikan untuk membiayai Kegiatan dalam rangka pemberdayaan 
industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur; 

2 )  K/ L menyusun RKA-K/ L rencana kegiatan yang dapat dibiayai dari PDN 
dengan berpedoman pada daftar prioritas Kegiatan yang dapat dibiayai 
dari PDN ;  �A 
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3)  Nomenklatur Program/ Kegiatan yang dipakai adalah nomenklatur hasil 

restrukturisasi program j kegiatan ; 

4) Mencantumkan akun belanja  sesuai dengan ketentuan BAS ; 

5)  Mencantumkan sumber dana sesuai dengan NPPDN yaitu sumber dana 
berupa pinj aman dalam negeri ; 

6 )  Mencantumkan kode register PDN sesuai dengan kode register yang 
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 

7)  Dokumen pelengkap RKA-K/ L-nya adalah sebagai berikut:  

a)  Naskah Perjanjian Penerusan PDN,  yang ditandatangani oleh 
Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Penerima Penerusan 
PDN .  

b )  Naskah Perjanjian Penerusan PDN tersebut memuat paling sedikit : 

( 1 )  Jumlah pinjaman;  

(2)  Peruntukan pinjaman;  dan 

(3) Ketentuan dan persyaratan pinjaman .  

c )  Naskah Perj anjian Penerusan PDN tersebut juga memuat sanksi 
kepada Penerima Penerusan PDN yang tidak memenuhi kewajiban 
pembayaran cicilan pokok, bunga, dan kewaj iban lainnya. 

4 . 8  Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana Hibah Dalam Negeri (HDN) 

Dalam rangka pengalokasian kegiatan-kegiatan yang dananya 
bersumber dari Hibah Dalam Negeri maka tata cara penuangan dalam 
RKA-K/ L mengikuti ketentuan dalam peraturan perundangan tentang 
Hibah Dalam Negeri yang berlaku mengenai Hibah Dalam Negeri . 
Ketentuan penuangan dalam RKA-K/ L adalah sebagai berikut:  

1 )  Dana yang berasal dari Hibah digunakan untuk: 

a .  Mendukung program pembangunan nasional , dan /  atau 

b .  Mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan 
kemanusiaan ; 

2 )  K/ L menyusun Rencana Kerja  dan Anggaran Hibah sebagai bagian dari 
RKA-K/ L untuk dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran ; 

3)  Perencanaan penerimaan untuk hibah yang direncanakan , disusun 
oleh Menteri Perencanaan melalui Rencana Kegiatan Jangka Menengah 
dan Tahunan yang bersumber dari hibah dengan berpedoman pada 
RPJM.  Rencana Kegiatan Jangka Menengah dan Tahunan tersebut 
mencakup rencana pemanfaatan hibah (yang memuat arah kebij akan 
dan strategi sesuai prioritas pembangunan nasional) , serta Daftar 
Rencana Kegiatan Hibah (DRKH) yang dij adikan sebagai salah satu 
bahan penyusunan RKP dan RKA-K/ L; 

4) Berdasarkan DRKH tersebut, K/ L mengalokasikan . kegiatan yang 
berada dalam kewenangannya dalam dokumen RKA-K/ L; 

5)  Nomenklatur Program / Kegiatan yang dipakai adalah nomenklatur hasil 
restrukturisasi program j kegiatan; 
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6 )  Untuk Hibah langsung, Menteri/ Pimpinan Lembaga dapat menerima 

hibah langsung dari pemberi hibah , bertanggung j awab dan 
mengkonsultasikan rencana penerimaan hibah langsung pacta Menteri 
Keuangan, Menteri Perencanaan, dan Menteri/ Pimpinan Lembaga 
lainnya sebelum dilakukan penandatanganan Perj anj ian Hibah . 

4 . 9  Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PNBP 

Penyusunan RKA-K/ L untuk kegiatan yang alokasi dananya 
bersumber dari PNBP (bukan BLU) diatur sebagai berikut :  

1 )  Nomenklatur kegiatan yang anggarannya bersumber dari PNBP 
menggunakan nomenklatur kegiatan sesuai dengan tabel referensi pacta 
Aplikasi RKA-K/ L; 

2 )  Penuangan kegiatan dan besaran anggarannya dalam RKA-K/ L 
mengacu pacta: 

a .  Peraturan Pemerintah mengenai tata cara penggunaan PNB P  yang 
bersumber dari kegiatan tertentu ; 

b .  Keputusan Menteri Keuanganj Surat Menteri Keuangan mengenai 
Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana yang berasal dari PNBP;  

c .  Angka Pagu penggunaan PNBP dari Direktorat PNBP.  

3 )  Penggunaan dana yang bersumber dari PNBP difokuskan untuk 
kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat 
dan / atau sesuai ketentuan ten tang Persetujuan Penggunaan Sebagian 
Dana yang berasal dari PNBP; 

4) Pembayaran honor pengelola kegiatan PNBP (honor atasan langsung 
bendahara, bendahara dan anggota sekretariat) menggunakan akun 
belanj a  barang operasional yaitu honor yang terkait dengan operasional 
satker (akun 52 1 1 1 5) ,  sedangkan honor kegiatan non-operasional yang 
bersumber dari PNBP masuk dalam akun honor yang terkait dengan 
keluaran (output) kegiatan (akun 52 1 2 1 3) .  

4 . 1 0  Penyusunan RKA-K/ L untuk Badan Layanan Umum (BLU) 

Penyusunan RKA-K/ L untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 
oleh B LU ,  mengacu pacta Peraturan yang mengatur Rencana Bisnis dan 
Anggaran (RBA) serta Pelaksanaan Anggaran BLU .  Penyusunan RKA-K/ L 
untuk satker BLU dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :  

1 )  Penyusunan RBA 

Penyusunan RBA tersebut memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  

a .  Satker BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada 
rencana strategis bisnis BLUyang disertai prakiraan RBA tahun 
beriku tnya; 

b .  RBA BLU memuat seluruh program , kegiatan , anggaran 
penerimaanj pendapatan , anggaran pengeluaran j belanj a, e stimasi 
sal do awal kas dan estimasi sal do akhir kas BLU ;  
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c .  RBA disusun berdasarkan : 

( 1 )  Basis kine1ja dan perhitungan akuntansi biaya menurut j enis 
layanannya; 

(2) Kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan 
diterima dari layanan yang diberikan kepada masyarakat , hibah , 
hasil kerj asama dengan pihak lain dan /  atau hasil usaha 
lainnya,penerimaan lainnya yang sah dan penerimaan anggaran 
dari APBN;  dan 

(3)  Basis akrual . 

d .  RBA disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel dengan 
suatu persentase ambang batas tertentu . Pola anggaran fleksibel ini 
tidak berlaku hanya untuk pendapatan yang diterima dari APB N .  

e .  Persentase ambang batas tertentu dihitung tanpa memperhitungkan 
saldo awal kas . Persentase ini harus tercantum dalam RKA-K/ 1 dan 
DIPA B1U yang dapat berupa keterangan atau catatan yang 
memberikan informasi besarannya. 

2 )  Penyusunan Ikhtisar RBA 

Ikhtisar RBA adalah ringkasan RBA yang berisikan program , kegiatan 
dan sumber pendapatan , dan jenis belanj a  serta pembiayaan sesuai 
dengan format RKA-K/ 1 dan format DIPA B1U .  Ikhtisar ini digunakan 
sebagai bahan untuk menggabungkan RBA ke dalam RKA-K/ 1 .  

Pagu dana pada ikhtisar RBA dengan sumber dana berasal dari PNBP 
dan Rupiah Murni (RM) harus sama dengan alokasi anggaran pada 
pagu anggaran . 

3)  Memindahkan informasi alokasi anggaran biaya dalam KK Satker 
menggunakan program aplikasi RKA-K/ 1. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKA-K/ 1 B 1U :  

1 )  Program dan kegiatan yang digunakan dalam penyusunan RKA-K/ 1 
B1U merupakan bagian dari program dan kegiatan hasil restrukturisasi 
program dan kegiatan K/ 1 induk; 

2) Keluaran-keluaran (outputs) yang dibiayai dari PNBP / B 1U dicantumkan 
ke dalam keluaran-keluaran (outputs) yang sesuai , yang sudah disusun 
dan tercantum dalam aplikasi RKA-K/ 1. PNBP / B 1U hanya merupakan 
sumber pembiayaan layaknya RM atau PH1N . 

3 )  Perlunya pencantuman mengenai saldo awal dan penetapan ambang 
batas pada KK Satker untuk B1U.  
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4 . 1 1  Kegiatan Dekonsentrasi ,  Tugas Pembantuan, dan Drusan Bersama 

Pengalokasian anggaran dalam RKA-K/ L untuk kegiatan-kegiatan 
K/ L yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja  Perangkat Daerah (SKPD) 

· melalui mekanisme Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) , 
berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman 
Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan . D alam 
pengalokasiannya juga harus memperhatikan kemampuan keuangan 
Negara,  keseimbangan pendanaan didaerah , dan kebutuhan pembangunan 
daerah . Dalam hal keseimbangan pendanaan didaerah , K/ L perlu 
mempertimbangkan rekomendasi tentang keseimbangan pendanaan 
didaerah dalam rangka perencanaan pengalokasian dana dekonsentrasi 
dan tugas pembantuan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan . 
Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan K/ L yang dilaksanakan secara 
bersama dengan SKPD dilakukan melalui mekanisme urusan bersama (UB) 
dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman 
Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk penanggulangan 
kemiskinan . 

Ketentuan-ketentuan dalam pengalokasian anggara melalui 
mekanisme DK,  TP, dan UB sebagaimana tersebut di atas diatur sebagai 
berikut:  

1 .  Prinsip Dasar 

a .  Urusan pemerintahan yang dapat di-Dekonsentrasikan atau di-Tugas 
Pembantuankan dan didanai dari APBN merupakan urusan 
pemerintah pusat .  

b .  Pendanaan Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan nonfisik, 
seperti koordinasi , perencanaan , fasilitasi ,  pelatihan , pembinaan , 
pengawasan , dan pengendalian . Sebagian kecil dapat digunakan 
untuk kegiatan penunjang berupa pengadaan barangjj asa dan 
penunj ang lainnya. 

c .  Pendanaan Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan fisik, 
seperti kegiatan pembangunan sarana dan prasarana,  pengadaan 
peralatan dan mesin , gedung dan bangunan, j aringan dan kegiatan 
fisik lain yang menghasilkan keluaran dan menambah nilai aset 
pemerintah . Sebagian kecil dapat digunakan sebagai belanj a 
penunj ang pengadaan barangjj asa dan penunj ang lainnya. 

d. Urusan Bersama Pusat dan Daerah adalah urusan pemerintahan 
diluar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya 
Pemerintah , yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah , 
pemerintahan Daerah Provinsi,  dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kota. 

2 .  Pengalokasian anggaran dengan menggunakan mekanisme DK/TP perlu 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a .  Program dan kegiatan yang didanai tertuang dalam RKA-K/ L 
merupakan kegiatan dari eselon I dan sesuai dengan rumusan hasil 
restrukturisasi program j kegiatan, dan sepenuhnya didanai dari 
APB N ;  

b .  Kegiatan yang didanai merupakan urusan pemerintah pusat ;  
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c .  Target Kinerja  Uenis ,  volume,  dan satuan keluaran (output)) dan 

besarnya alokasi anggaran yang menj adi tanggung j awab masing­
masing SKPD dituangkan dengan j elas dalam RKA-K/ L; 

d .  K/ L tidak diperkenankan mensyaratkan dana pendamping; 

e .  Pembebanan APBD hanya digunakan untuk mendanai urusan 
daerah yang disinergikan dengan program dan kegiatan yang akan 
didekonsentrasikan dan/ atau ditugaskan ; 

f. Dana DK dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang 
Pemerintah melalui K/ L kepada Gubernur; 

g .  Dana TP dilaksanakan setelah adanya penugasan wewenang 
Pemerintah melalui K/ L kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota; 

h. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan , K/ L juga 
harus memperhitungkan kebutuhan anggaran : 

1 )  Biaya penyusunan dan pengiriman laporan oleh SKPD ; 

2 )  Biaya operasional dan pemeliharaan atas hasil pelaksanaan 
kegiatan yang belum dihibahkan; 

3) Honorarium pejabat pengelola keuangan dana dekonsentrasi 
danj atau dana tugas pembantuan;dan 

4) Biaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan 
kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan . 

1 .  Pengalokasian Dana DK dan Dana TP memperhatikan kemampuan 
keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah (besarnya 
transfer ke daerah dan kemampuan keuangan daerah) , dan 
kebutuhan pembangunan di daerah ; 

J .  Karakteristik D K 

Sifat kegiatan non-fisik yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran 
(output) yang tidak menambah aset tetap . Kegiatan non-fisik, antm·a 
lain berupa: sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi , 
bimbingan teknis , pelatihan , penyuluhan, supervisi ,  penelitian dan 
survei ,  pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian . 

Penuangan alokasi anggaran kegiatan DK diatur sebagai berikut:  

1 )  Komponen Utama; yang bersifat non-fisik, antara lain : 
sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi , bimbingan 
teknis ,  pelatihan, penyuluhan, supervisi ,  penelitian dan survei ,  
pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian . Alokasi 
anggarannya menggunakan akun Belanja Barang sesum 
peruntukannya. 

2)  Komponen Penunjang; untuk pelaksanaan tugas administrative 
dan/  atau pengadaan input berupa pengadaan barangjj asa dan 
penunj ang lainnya, dialokasikan dengan menggunakan akun 
belanj a  barang sesuai peruntukannya. 
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3)  Dalam hal Komponen Penunjang digunakan untuk pengadaan 

barang berupa aset tetap , pengalokasian anggarannya 
menggunakan akun Belanj a  Barang Penunj ang Kegiatan 
Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Ke Pemerintah Daerah 
(5262 1 1 ) .  

k .  Karakteristik TP 

Sifat kegiatan fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran 
(output) yang menambah aset tetap . Kegiatan fisik, antara lain 
pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin , j alan , irigasi dan 
j aringan , serta dapat berupa kegiatan yang bersifat fisik lainnya. 
Sedangkan kegiatan bersifat fisik lainnya, antara lain pengadaan 
barang habis pakai , seperti obat-obatan, vaksin , pengadaan bibit dan 
pupuk, atau sej enisnya, termasuk barang yang diserahkan kepada 
masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat . 

Penuangan alokasi anggaran kegiatan Tugas Pembantuan diatur 
sebagai berikut: 

1 )  Komponen Utama; yang bersifat fisik, antara lain : pengadaan · 
tanah, bangunan , peralatan dan mesin , j alan , irigasi dan j aringan . 
Alokasi anggarannya menggunakan akun Belanj a  Modal sesuai 
peruntukannya. 

2 )  Komponen Utama; yang bersifat fisik lain , antara lain : obat­
obatan , vaksin , pengadaan bibit dan pupuk yang akan diserahkan 
kepada masyarakatj pemda. Alokasi anggarannya menggunakan 
akun Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada 
Masyarakat/ Pemda (526 1 1 5) .  

3 )  Komponen Penunjang; untuk pelaksanaan tugas administratif 
dan / atau pengadaan input berupa pengadaan barangjj asa dan 
penunj ang lainnya, dialokasikan dengan menggunakan akun 
Belanja Barang sesuai peruntukannya. 

4) Dalam hal Komponen Penunj ang digunakan untuk pengadaan 
barang berupa aset tetap , pengalokasian anggarannya 
menggunakan akun Belanja Barang Penunj ang Kegiatan Tugas 
Pembantuan Untuk Diserahkan Ke Pemerintah Daerah (5262 1 2) .  

1 .  Pengalokasian Dana Penunjang 

1 )  Sebagian kecil dana DK/TP dapat dialokasikan sebagai dana 
penunj ang untuk pelaksanaan tugas administratif dan / atau 
pengadaan input berupa barang habis pakai dan / atau aset tetap ; 

2 )  Penentuan besarnya alokasi dana penunjang harus 
memperhatikan asas kepatutan , kewaj aran , ekonomis , dan 
efisiensi serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing­
masing K/ L.  
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m .  Dalam rangka penataan pengelolaan aset-aset yang dihasilkan dari 

pelaksanaan kegiatan DK/TP, maka dilakukan penyempurnaan yang 
difokuskan pada penggunaan akun dalam pengalokasian 
anggarannya. Penyempurnaan dimaksud bertujuan agar 
memudahkan proses penghibahan aset dari Pemerintah Pusat 
kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD . Rincian penggunaan j enis 
belanj a  dalam kegiatan DK/TP diatur sebagai berikut:  

1 )  Kegiatan dalam rangka DK 

Alokasi anggaran yang disediakan untuk komponen biaya 
penunj ang, apabila digunakan untuk pengadaan barang yang 
menghasilkan aset tetap , maka pengalokasiannya bukan 
menggunakan jenis Belanj a Modal namun menggunakan j enis 
Belanj a  Barang (Belanj a Barang Penunj ang Kegiatan 
Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Ke Pemerintah Daerah , kode 
akun 5262 1 1 ) .  

2 )  Kegiatan dalam rangka TP 

Alokasi anggaran yang disediakan untuk komponen utama (yang 
bersifat fisik) , apabila digunakan untuk hal-hal yang 
menghasilkan aset tetap , pengalokasiannya menggunakan j enis 
Belanj a  Modal .  Apabila digunakan untuk hal-hal yang tidak 
menghasilkan aset tetap atau habis pakai (seperti untuk 
pengadaan obat-obatan , vaksin , atau bibit) , pengalokasiannya 
menggunakan j enis Belanj a Barang (Belanj a  Barang Fisik Lainnya 
Untuk Diserahkan Kepada Masyarakatj Pemda, kode akun 
526 1 1 5) .  

Sedangkan alokasi anggaran yang disediakan untuk komponen 
biaya penunjang, apabila digunakan untuk pengadaan barang 
yang menghasilkan aset tetap maka pengalokasiannya 
menggunakan jenis Belanja  Barang yaitu Belanj a  Barang 
Penunj ang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada 
Pemerintah Daerah , kode akun 5262 1 2 .  

n .  Dokumen pendukung yang harus dilampirkan oleh SKPD harus 
sudah dilengkapi pada saat penelaahan RKA-K/ L;  

3 .  Pengalokasian anggaran dengan mekanisme Urusan Bersama (UB) , 
berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman 
Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk penanggulangan 
kemiskinan . Dalam penyusunan RKA-K/ L diatur sebagai berikut:  

a .  Pendanaan Urusan Bersama untuk Penanggulangan Kemiskinan 
dapat didanai dari APBN,  APBD,  danj atau didanai bersama APBN 
dan APB D .  

b .  Dalam hal Program Penanggulangan Kemiskinan didanai bersama, 
pendanaan yang bersumber dari APBN dialokasikan melalui BA 
Kementerian j Lembaga dalam bentuk DUB dan pendanaan yang 
bersumber dari APBD dialokasikan melalui SKPD dalam bentuk 
DDUB . 
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c .  Pendanaan dilakukan setelah adanya kesepakatan kedua belah 

pihak yang dituangkan dalam naskah perj anj ian antara Pemerintah 
dan Pemerintahan Daerah . 

d .  Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk 
Penanggulangan Kemiskinan ditujukan untuk kelompok Program 
Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat 
yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk 
mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok 
masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang 
didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat . 
Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan dimaksud,  dirinci 
dalam bentuk kegiatan yang komponen bantuan langsung 
masyarakatnya adalah belanja  bantuan sosial . 

e .  Pengelolaan DUB dan DDUB dilakukan dengan prinsip tertib , taat 
pada peraturan perundang-undangan, efisien , ekonomis ,  efektif, 
transparan , dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa 
keadilan dan kepatutan . 

f. Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk 
penanggulangan kemiskinan dalam bentuk Dana Urusan Bersama 
(DUB) dan Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) hanya 
berlaku untuk program PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Mandiri 
Perkotaan yang disalurkan berupa Bantuan Langsung Masyarakat 
(BLM) dalam j enis belanja  bantuan sosial ; 

g .  Program/ Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang akan didanai 
dari APB N waj ib mengacu pada RKP dan dituangkan dalam Renj a­

K/L;  

h .  Menteri / Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah menandatangani 
naskah perj anj ian penyelenggaraan Urusan Bersama Pusat dan 
Daerah untuk Program Penanggulangan Kemiskinan paling lambat 
minggu pertama bulan Desember atau setelah ditetapkannya 
Keputusan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanj a  Pemerintah 
Pusat . 

4 .  1 2  Pengalokasian Anggaran Swakelola 

Langkah penyajian informasi terkait cara pelaksanaan suatu 
kegiatan secara swakelola adalah sebagai berikut: 

4 . 1 2 . 1 Swakelola 

Swakelola adalah kegiatan pengadaan barangjj asa dimana 
pekerj aannya direncanakan, dikerjakan dan /  atau diawasi sendiri 
oleh K/ L sebagai penanggung j awab anggaran, instansi pemerintah 
lain dan / atau kelompok masyarakat . 

Pekerj aan yang dapat diswakelolakan meliputi : 

1 )  Pekerj aan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 
dan j atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya 
man usia serta sesuai dengan tugas pokok K/ L; 

2) Peketj aan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan 
partisipasi langsung masyarakat setempat; �J\f 
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3) Pekerj aan yang dilihat dari sisi besaran , sifat, lokasi atau 

pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barangjj asa; 

4) Pekerjaan yang secara rinci / detail tidak dapat 
dihitung/ ditentukan terlebih dahulu sehingga apabila 
dilaksanakan oleh penyedia barangjj asa akan menimbulkan 
ketidakpastian dan resiko yang besar; 

5) Penyelenggaraan diklat, kursus ,  penataran , seminar, lokakarya 
atau penyuluhan; 

6)  Pekerj aan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survey 
yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi j m etode 
kerj a  yang belum dapat dilaksanakan olen penyedia 
barangjj asa; 

7) Pekerj aan survey, pemrosesan data, perumusan kebij akan 
pemerintah , penguj ian dilaboratorium dan pengembangan 
sistem tertentu; 

8) Pekerj aan yang bersifat rahasia bagi K/ L bersangkutan ; 

9) Pekerj aan industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri ; 

1 0) Penelitian dan pengembangan dalam negeri ; dan j atau 

1 1 ) Pekerj aan pengembangan industri pertahanan , industri alutsista 
dan industri almatsus dalam negeri . 

Tata Cara Pelaksanaan Swakelola adalah sebagai berikut : 

1 )  Dilaksanakan oleh Instansi Sendiri . 

Adalah pekerj aan direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri 
oleh K/ L penanggung jawab anggaran . Mempergunakan 
pegawai sendiri , pegawai K/ L lain danj atau menggunakan 
tenaga ahli . Dalam hal menggunakan tenaga ahli , tenaga ahli 
dimaksud tidak boleh melebihi 50% dari jumlah keseluruhan 
pegawai K/ L yang terlibat dalam kegiatan swakelola dimaksud.  
Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang direncanakan 
akan dilakukan secm·a swakelola, dirinci menurut j enis belanj a  
yang sesuai .  

a .  Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang sifatnya non 
fisik menggunakan jenis Belanja Barang. Contoh Kegiatan 
Diklat Teknis PNS ,  dengan rincian akun belanj a  sebagai 
berikut: 

1 )  Honorarium untuk narasumberjpakarj praktisi 
dimasukkan dalam Akun Belanj a  Jasa Profesi (522 1 5 1 ) ;  

2 )  Honorarium untuk Tim Teknis Pelaksana Kegiatan yang 
menunjang secara langsung dalam pencapaian keluaran 
(output) dimasukkan dalam Akun Belanj a  Barang Non­
Operasional (kelompok akun 52 1 2) ,  belanj a  honor yang 
terkait dengan keluaran (output) kegiatan (akun 
52 1 2 1 3) ;  



rvJ F-: nn:=: H I  I< FJJJ\ I'J G /\ f\] 
R U> lJ IJ LI I< I N DO f\J E S I /\ - 98 -

3) Bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan meliputi 
Alat Tulis Kantor (ATK) , Konsumsi/ Bahan Makanan, 
Bahan Cetakan, Spanduk, dan Fotokopi dimasukkan 
dalam Akun Belanja Bahan (akun 52 1 2 1 1 ) ;  dan 

4) Perjalanan Dinas memanggil/ memulangkan peserta 
diklat masuk dalam Akun Belanj a  Perj alanan Biasa 
(akun 524 1 1 1 ) .  

b .  Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang sifatnya non 
fisik menggunakan j enis belanj a  Bantuan Sosial dan /  atau 
Belanj a Barang. Contoh Kegiatan Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS) , dengan rincian akun belanj a  berikut :  

1 )  Honorarium untuk Tim Teknis Pelaksana Kegiatan yang 
menunjang secara langsung dalam pencapaian keluaran 
(output) dimasukkan dalam kelompok akun Belanj a  
Barang Non-Operasional (kelompok akun 52 1 2) ;  

2 )  Bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan meliputi 
Alat Tulis Kantor (ATK) , Konsumsi/ bahan makanan , 
bahan cetakan, spanduk, dan fotokopi dimasukkan 
dalam Akun Belanj a Bahan (akun 52 1 2 1 1 ) ;  

3)  Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka pembinaan dan 
pengawasan masuk dalam Akun Belanj a  Perj alanan 
Biasa (akun 524 1 1 1 ) ;  dan 

4) Pemberian bantuan operasional sekolah dimasukkan 
dalam Akun Belanja  Bantuan Sosial Untuk Jaminan 
Sosial Dalam Bentuk Uang (akun 572 1 1 1 ) .  

Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang sifatnya fisik 
dimasukkan dalam belanj a  modal .  Guna menyesuaikan 
dengan norma akuntansi yaitu azas full disclosure untuk 
masing-masing Jenis Belanja  modal dirinci lebih lanjut 
sesuai peruntukannya. Misalnya Belanj a  Modal Tanah 
dibagi menj adi Belanja Modal Tanah , Belanja Modal 
Pembebasan Tanah , Belanj a  Modal Pembayaran Honor Tim 
Tanah , Belanja  Modal Pembuatan Sertifikat Tanah , Belanj a  
Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah, Belanja Modal 
Biaya Pengukuran Tanah,  Belanj a  Modal Perj alanan 
Pengadaan Tanah . Rincian tersebut sama untuk semua 
Belanj a  Modal sesuai ketentuan pada Bagan Akun Standar . 

2 )  Dilaksanakan oleh Instansi Lain 

Adalah pekerj aan yang direncanakan dan diawasi oleh K/ L ,  
sedangkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh instansi 
pemerintah lain bukan penanggung j awab anggaran . 

Dalam hal terdapat komponen/ keluaran (output) yang 
dilaksanakan oleh instansi lain maka · pengalokasian 
anggarannya dapat menggunakan 1 (satu) akun belanj a  
(Belanj a j asa lainnya (522 1 9 1 ) ) .  
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3)  Dilaksanakan oleh kelornpok rnasyarakat 

Adalah pekerjaan yang direncanakan, dilaksanakan dan 
diawasi oleh kelornpok rnasyarakat . Sedangkan K/ L 
penanggung jawab anggaran adalah rnenentukan sasaran yang 
akan dicapai . Dalarn kriteria ini , pekerj aan utarna dilarang 
untuk dialihkan kepada pihak lain (disubkontrakkan) dari 
kelornpok rnasyarakat pelaksana peke1j aan . 

Dalarn hal terdapat kornponenj keluaran (output) yang 
dilaksanakan oleh kelornpok rnasyarakat, rnaka pengalokasian 
anggarannya dapat rnenggunakan 1 (satu) akun belanj a  
(Belanj a  jasa lainnya (522 1 9 1  ) )  . 

4 . 1 2 . 2  Pengalokasian Kontrak 

Sesuai dengan arnanat Perpres No .  54 Tahun 2 0 1 0  tentang 
Pengadaan BarangjJasa Pernerintah dan aturan-aturan 
perubahannya, dalarn rangka rnelaksanakan prinsip good 
governance dan clean government, rnaka K/ L harus rnenerapakan 
prinsip-prinsip akuntabiltas dan pengelolaan SDM secara efisien , 
tidak rnernihak dan rnenjarnin terjadinya interaksi sosial dan 
ekonorni antara pernerintah dan stakeholder dan pengadaan 
barangjj asa untuk kebutuhan pernerintah . 

Pencanturnan dalarn RKA-K/ L harus rnenj elaskan rnekanisrne 
pelaksanaannya, bahwa pengadaan barangjj asa tersebut dilakukan 
dengan cara kontraktual ataupun swakelola. 

4 . 1 3  Pengalokasian Anggaran Terkait Kontrak Tahun Jarnak 

Dalarn Pasal 52 ayat (2) Perpres nornor 54 Tahun 2 0 1 0  ten tang 
Pengadaan Barangjjasa Pernerintah dan aturan-aturan perubahannya, 
kontrak tahun jarnak rnerupakan kontrak yang pelaksanaan pekerj aannya 
untuk rnasa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran , yang 
dilakukan setelah rnendapatkan persetujuan :  

a .  Menteri/ Pirnpinan Lernbaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang 
nilai kontraknya sarnpai dengan Rp . 1 0 . 000 . 000 . 000 ,00  (sepuluh rniliar 
rupiah) bagi kegiatan :penanarnan benih / bibit , penghij auan ,  pelayanan 
perintis lautj udara, rnakanan dan obat di rurnah sakit, rnakanan untuk 
narapidana di Lernbaga Pernasyarakatan , pengadaan pita cukai , laym"Ian 
pernbuangan sarnpah dan pengadaan j asa cleaning service . 

b .  Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya di atas 
Rp . 1 0 . 00 0 . 000 . 000,00 (sepuluh rniliar rupiah) dan kegiatan yang 
nilainya sarnpai dengan Rp . 1 0 . 000 . 000 . 000 ,00 (sepuluh rniliar rupiah) 
untuk kegiatan yang tidak terrnasuk sebagairnana dirnaksud pada huruf 
a .  

Tata cara . pengajuanjpersetujuan kontrak tahun j arnak pengadaan 
barangjj asa Pernerintah berpedornan pada Peraturan Menteri Keuangan 
rnengenai Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jarnak (multi 
years contract) dalarn pengadaan barang dan j asa pernerintah . Secara 
urnurn , dalarn pengajuan usul persetujuan kontrak tahun j arnak oleh K/ L 
kepada Kernenterian Keuangan disarnpaikan bersarnaan dengan 
penyarnpaian RKA-K/ L.  

�4fl 
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Dalam proses penyusunan RKA-K/ L, pengalokasian anggaran 
pekerj aan yang termasuk kategori tahun jamak, diatur sebagai berikut:  

a .  Pada tahun pertama pengalokasian , dilakukan melalui mekanisme 
inisiatif baru , dan pengalokasian anggarannya dilakukan dengan 
mencantumkan kebutuhan dana untuk membiayai paketj kegiatan yang 
akan dilakukan pada tahun pertama beserta prakiraan majunya.  

b .  Pengalokasian pada tahun kedua dan selanjutnya, dilakukan melalui 
mekanisme perbaikan angka dasar (baseline) terhadap prakiraan maj u  
yang dicantumkan pada tahun sebelumnya. Perbaikan ini dapat meliputi 
perbaikan volume keluaran (output) dan/  atau komponen . Perbaikan 
angka dasar ini dibatasi oleh alokasi anggaran yang telah ditetapkan . 

4 . 1 4  H al-hal yang Dibatasi 

Dalam penyusunan . RKA-K/ L terdapat rincian biaya dalam rangka 
pencapaian keluaran (output) kegiatan yang dibatasi , meliputi : 

1 ) .  Penyelenggaraan rapat, rapat dinas , seminar, pertemuan , lokakarya, 
peresmian kantor j proyek dan sej enisnya, dibatasi pada hal-hal yang 
sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin . 

2 ) . Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunj ang 
untuk pelaksanaan tugas dan fungsi satker (antara lain : mess ,  wisma, 
rumah dinas j rumah j abatan , gedung pertemuan) , kecuali untuk gedung 
yang bersifat pelayanan umum (seperti rumah sakit, rumah tahanan , 
pos  penj agaan) dan gedung/ bangunan khusus (antara lain : 
laboratorium , gudang) . 

3 ) . Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali : 

a) Kendaraan fungsional seperti : 

� Ambulan untuk rumah sakit; 

� Cell wagon untuk rumah tahanan ; dan 

� Kendaraan roda dua untuk petugas lapangan . 

b) Pengadaan kendaraan bermotor untuk Satker baru yang sudah ada 
ketetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi dan dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia; 

c) Penggantian kendaraan operasional yang benar-benar rusak b erat 
sehingga secara teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi ; 

d) Kendaraan roda 4 dan atau roda 6 untuk keperluan antar j emput 
pegawai dapat dialokasikan secara san gat selektif. U sulan 
pengadaan kendaraan bermotor memperhatikan azas efisiensi dan 
kepatutan ; dan 

e) Penggantian kendaraan yang rusak berat yang secara ekonomis 
memerlukan biaya pemeliharaan yang besar untuk selanjutnya 
harus dihapuskan dari daftar inventaris dan tidak diperbolehkan 
dialokasikan biaya pemeliharaannya (didukung oleh berita acara 
penghapusan / pelelangan) . 
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Kendaraan yang diadakan yang merupakan penggantian kendaraan 
yang dihapuskan harus sama jenis maupun fungsinya dengan 
kendaraan yang dihapuskan . 

4 . 1 5  Anggaran Tematik APBN 

4 . 1 5 . 1 Anggaran Responsif Gender (ARG) 

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 
Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional , 
mengamanatkan kepada seluruh Kementerian Negaraj Lembaga 
untuk mengintegrasikan gender pada setiap tahapan proses 
pembangunan yaitu mulai dari perencanaan, penyusunan , 
pelaksanaan, pemantauan , dan evaluasi pada seluruh bidang 
pembangunan . Pada tahun 20 1 3  telah diterbitkan Surat Edaran 
Bersama empat menteri mengenai Percepatan Penerapan PUG 
melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) . 
Penerbitan SEB dimaksud bertujuan agar pelaksanaan PUG 
menj adi lebih terarah, sistematis ,  sinergis ,  dan berkelanjutan , baik 
di tingkat nasional maupun di daerah . 

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi terkait 
dengan pelaksanaan pengarusutamaan gender adalah bahwa 
pengambil keputusan tidak menyadari bahwa keputusan j kebij akan 
yang diambil dan/ atau proses pengambilan keputusan j kebij akan 
seringkali bersifat netral gender, yaitu hanya memperhatikan dari 
sudut pandang tugas dan fungsi dari instansi tersebut atau 
prioritas nasional semata, tanpa melihat adanya kelompok yang 
terlibat dan pengguna manfaat (kelompok sasaran) yang berbeda. 
Oleh sebab itu , diperlukan upaya untuk memperkecil kesenj angan 
partisipasi dan pemanfaatan hasil pembangunan antara laki-laki 
dan perempuan, yaitu dengan melaksanakan PPRG . 

Penerapan PUG dalam mekanisme penganggaran dikenal 
dengan Anggaran Responsif Gender (ARG) . Melalui pen era pan ARG 
diharapkan perencanaan dan penganggaran akan : 

a. Lebih efektif dan efisien . 

Pada analisis situasi/ analisis gender dilakukan pemetaan peran 
laki-laki dan perempuan, kondisi laki-laki dan perempuan , 
kebutuhan laki-laki dan perempuan serta permasalahan 
perempuan dan laki-laki . Dengan demikian analisis gender akan 
mendiagnosa dan memberikan j awaban yang lebih tepat untuk 
memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam 
penetapan programj kegiatan dan anggaran , menetapkan 
kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi 
kesenj angan gender, dan siapa yang sebaiknya dij adikan target 
sasaran dari sebuah program j kegiatan , kapan dan bagaimana 
program j kegiatan akan dilakukan . 
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b .  Mengurangi kesenjangan 

pembangunan . 
tingkat penerima manfaat 

Dengan analisis situasi/ analisis gender akan dapat 
mengidentifikasikan adanya perbedaan permasalahan dan 
kebutuhan antara perempuan dan laki-laki , sehingga dapat 
membantu para perencana maupun pelaksana untuk 
menemukan solusi yang tepat untuk menj awab permasalahan 
dan kebutuhan yang berbeda tersebut . Sehingga dengan 
menerapkan analisis situasi/ analisis gender dalam perencanaan 
dan penganggaran pembangunan , kesenj angan gender yang 
terj adi pada tingkat penerima manfaat pembangunan dapat 
diminimalisir . 

4 . 1 5 . 1 . 1  Konsep Gender dan Pengertian 

Gender adalah perbedaan sifat , peran , fungsi , dan 
status antara laki-laki dan perempuan yang bukan 
berdasarkan pada perbedaan biologis ,  tetapi berdasarkan 
relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur 
masyarakat yang lebih luas . Dengan demikian , gender 
merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah 
sesuai perkembangan zaman, dan berbeda antar 
kelompok etnik, umur, pendidikan dan tingkat 
pendapatan . Gender menentukan apa yang diharapkan , 
diperbolehkan dan dinilai dari peran laki-laki dan 
perempuan dalam kehidupan sehari-hari . 

Kesetaraan gendennerupakan kesamaan hak,  
tanggung j awab dan kesempatan bagi laki-laki dan 
perempuan, untuk berperan dan berpartisipasi dalam 
berbagai kegiatan seperti kegiatan politik, ekonomi,  sosial 
budaya, pendidikan , pertahanan , dan keamanan nasional ,  
serta kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya 
seimbang. Kesetaraan gender bukan berarti bahwa 
perempuan dan laki-laki harus sama, melainkan 
memastikan bahwa meskipun berbeda, namun keinginan, 
kebutuhan dan prioritas laki-laki dan perempuan harus 
sama-sama diperhatikan . Dengan demikian isu gender 
tidak semata-mata permasalahan perempuan , melainkan 
isu laki-laki dan perempuan . Permasalahan kesetaraan ini 
juga seringkali dikaitkan dengan masalah hak asasi 
manusia serta dianggap sebagai pra-kondisi dan indikator 
untuk pembangunan berbasis masyarakat yang 
berkelanjutan . 

Berdasarkan konsep tersebut di atas , maka yang 
disebut dengan ARG adalah anggaran yang 
memberi j mengakomodasi terhadap 2 (dua) hal :  

1 . Keadilan bagi perem puan dan laki -laki dalam 
memperoleh akses,  manfaat (dari program 
pembangunan) , berpartisipasi dalam proses  
pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol 
terhadap sumber-sumber daya; 



M L� N TlTl i i< L�: U MK:! /\ N 
1-l [ F' lJ H I ! 1\ I N DO I\W S I/\ 

- 1 03 -

2 .  Kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki terhadap 
kesempatanjpeluang dalam memilih dan menikmati 
hasil pembangunan . 

4 . 1 5 . 1 . 2 Kerangka Logis 

ARG bukan suatu pendekatan yang berfokus pada 
klasifikasi anggaran . ARG lebih menekankan pada 
masalah kesetaraan dalam penganggaran . Kesetaraan 
tersebut berupa proses maupun dampak alokasi anggaran 
dalam program j kegiatan yang bertujuan menurunkan 
tingkat kesenjangan gender. ARG bekerj a  dengan cara 
menelaah dampak dari belanj a  suatu kegiatan terhadap 
perempuan dan laki-laki , dan kemudian menganalisis 
apakah alokasi anggaran tersebut telah menj awab 
kebutuhan perempuan serta kebutuhan laki-laki . 

Dalam penerapannya ARG melekat pada struktur 
anggaran (program , kegiatan , dan keluaran (output)) yang 
ada dalam RKA-K/ L. ARG berada pada level keluaran 
(output) Kegiatan . Keluaran (output) yang dihasilkan oleh 
suatu Kegiatan hendaknya telah melalui analisis gender 
sebelumnya. Untuk keluaran (output) yang terdapat isu 
gender-nya, terdapat perbedaan dalam tata cara 
pendokumentasiannya. 

4 . 1 5 . 1 . 3 Mekanisme Pengalokasian ARG dalam RKA-K/ L 

ARG bekerja dengan cara menelaah dampak dari 
belanja  suatu kegiatan terhadap perempuan dan laki-laki , 
dan kemudian menganalisa apakah alokasi anggaran 
tersebut telah menjawab kebutuhan perempuan serta 
kebutuhan laki-laki . Oleh karena itu ARG melekat pada 
struktur anggaran (program , kegiatan , dan keluaran 
(output)) yang ada dalam RKA-K/ L. Suatu keluaran (output) 
yang dihasilkan oleh kegiatan akan mendukung 
pencapaian hasil (outcome) program . Hanya saja muatan 
substansi/ materi keluaran (output) yang dihasilkan 
tersebut dilihat dari sudut pandang (perspektif} gender. 

Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan dalam penyusunan RKA-K/ L berkenaan 
dengan anggaran responsif gender yaitu : 

1 .  Pada sistem penganggaran ARG berada pada level 
keluaran (output). 

2 .  K/ L yang telah mendapatkan pendampingan PPRG oleh 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (KPP dan PA) , waj ib menerapkan 
ARG. 

3 .  Pen era pan ARG fokus pada kegiatan dan keluaran 
(output) kegiatan dalam rangka: 
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a. penugasan prioritas pembangunan nasional ; 

b .  pelayanan kepada masyarakat (service delivery) ; 
danj atau 

c .  pelembagaan pengarusutamaan gender/ PU G  
(termasuk didalamnya capacity building, advokasi 
gender, kaj ian , sosialisasi , diseminasi dan / atau 
pengumpulan data terpilah) . 

4 .  ARG merupakan penyusunan anggaran guna 
menj awab secara adil kebutuhan setiap warga negara, 
baik laki-laki maupun perempuan (keadilan dan 
kesetaraan gender) . 

5 .  ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran dengan 
jumlah tertentu untuk pengarusutamaan gender, tapi 
bagaimana anggaran keseluruhan dapat mem berikan 
manfaat yang adil untuk laki-laki dan perempuan . 
Prinsip tersebut mempunyai arti : 

a. ARG bukanlah anggaran yang terpisah untuk laki­
laki dan perempuan ; 

b .  ARG sebagai pola anggaran yang akan 
menj embatani kesenjangan status ,  peran , 
kebutuhan dan tanggung j awab antara laki-laki dan 
perempuan; 

c .  ARG bukanlah dasar yang ((valid)) untuk meminta 
tambahan alokasi anggaran ; 

d .  Bukan berarti bahwa alokasi ARG hanya berada 
dalam program khusus pemberdayaan perempuan ; 

e .  ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki -
50% perempuan untuk setiap kegiatan ; 

f. Tidak harus semua kebij akan/ keluaran (output) 
mendapat koreksi agar menj adi responsif gender, 
namun ada juga yang netral gender. 

Secara garis besar,  teknik penyusunan penganggaran 
yang responsif gender dapat dilakukan melalui 2 (dua) 
tahap , yaitu : 

1 . Tahap Analisis Gender 

Bertujuan untuk menganalisis adanya isu j kesenj angan 
gender dalam keluaran (output). Pada proses  ini 
diperlukan piranti/ alat untuk menganalisis gender, 
seperti model : Harvard , Moser, SWOT, PROBA, GAP,  
dan lain sebagainya, Dalam melakukan tahap analisis 
gender ini , pendampingan yang dilakukan oleh KPP 
dan PA menggunakan alat analisis Gender A nalysis 
Pathway (GAP) . 
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Dengan telah teridentifikasinya isu j kesenj angan 
gender yang ada pada level keluaran (output) melalui 
analisis gender, maka informasi yang ada kemudian 
dimasukkan ke dokumen GB S .  

2 .  Penyusunan Gender Budget Statement (GB S) 

Merupakan dokumen yang menginfonnasikan suatu 
keluaran (output) kegiatan telah responsif terhadap isu 
gender yang ada, dan/ atau suatu biaya telah 
dialokasikan pada keluaran (output) kegiatan untuk 
menangani pennasalahan kesenj angan gender. 

Pada intinya, GBS terdiri atas komponen sebagai 
berikut: 

a .  Program , Kegiatan , Indikator Kinerj a  Kegiatan (IKK) 
dan Keluaran (output); rumusannya sesum hasil 
restrukturisasi program j kegiatan ; 

b .  Tujuan Keluaran (output) Kegiatan ; merupakan 
rumusan dicapainya keluaran (output); 

c. Analisis situasi; berisi tentang uraian ringkas yang 
menggambarkan persoalan yang dihadapi oleh 
kegiatan yang menghasilkan keluaran (output), yang 
dapat berupa: data pembuka wawasan , faktor 
kesenjangan, penyebab kesenjangan gender, serta 
menerangkan bahwa keluaran (output)/ subkeluaran 
(output) kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai 
pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu . Disini 
juga menj elaskan isu gender pada subkeluaran 
(output)j komponen yang merupakan 
bagianj tahapan dalam pencapaian keluaran 
(output). Isu gender dilihat dengan menggunakan 4 
(empat) aspek yaitu : akses , partisipasi , kontrol dan 
manfaat pada level subkeluaran (output)j komponen; 

d .  Rencana aksi; menerangkan tentang rencana aksi 
yang akan dilakukan untuk memperkecil atau 

menghilangkan kesenjangan gender yang telah 
teridentifikasi pada analisis situasi diatas . Jika 
keluaran (output) tersebut mempunyai subkeluaran 
(output), bagian 1111 menerangkan tentang 
subkeluaran (output) yang terdapat isu gender-nya. 
Namun j ika tidak mempunyai subkeluaran (output), 
maka bagian ini menerangkan komponen yang 
terdapat isu gender-nya; 

e .  Besar alokasi 
(output)nya; 

untuk pencapman keluaran 
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f. Dampakj hasil keluaran (output) kegiatan ; 

merupakan dampakj hasil dari pencapaian keluaran 
(output) dalam rangka kesetaraan gender, dikaitkan 
dengan isu gender serta perbaikan j rencana aksi 
yang dilakukan ; 

g .  Penanda tangan GBS adalah penanggung j awab 
Kegiatan . 

Format GBS dan cara pengisiannya, seperti tercantum 
pada bagian akhir Lampiran II ini . 

4 . 1 5 . 2  Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim ( Climate Change) 

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi 
gas rumah kaca (GRK) sebesar 26 persen dari skenario Business as 
Usual pada tahun 2020 .  Dengan dukungan internasional 
diharapkan penurunannya dapat mencapai 4 1  persen . Komitmen 
ini ditindaklanjuti dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional 
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang dituangkan 
menj adi Perpres No . 6 1  Tahun 20 1 1 .  

Pelaksanaan RAN-GRK diharapkan terwujud melalui 
kegiatan-kegiatan pemerintah melalui berbagai program dan 
kegiatan K/ L yang dibiayai oleh APBN maupun melalui peran serta 
masyarakat dan dunia usaha. Khusus kegiatan-kegiatan yang 
dibiayai oleh APBN,  pemerintah membutuhkan suatu mekanisme 
untuk menginventarisasi kegiatan-kegiatan tersebut, termasuk 
mengenai anggaran dan realisasinya. Untuk itu diharapkan K / L 
dapat menginventarisasi semua kegiatan yang menghasilkan 
keluaran (output) yang berkaitan dengan mitigasi perubahan iklim . 

Inventarisasi kegiatan-kegiatan mitigasi perubahan iklim 
menj adi sangat penting mengingat pemerintah berkewaj iban untuk 
melaporkan kegiatan-kegiatan tersebut dalam bentuk Komunikasi 
Nasional (National Communication)dan Laporan Pemutakhiran Dua 
Tahunan (Biennual Report)kepada the United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC) . Oleh karena itu , 
penandaan Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim ini diwaj ibkan 
kepada tujuh Kementerian j Lembaga (K/ L) ,  yaitu : 

1 .  Kementerian Pertanian , 

2 .  Kementerian Kehutanan, 

3 .  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESD M) , 

4 .  Kementerian Perhubungan , 

5 .  Kementerian Perindustrian , 

6 .  Kementerian Lingkungan Hidup , dan 

7 . Kementerian Pekerjaan Umum . 

Peran aktif K/ L untuk melakukan penandaan Anggaran 
Mitigasi Perubahan Iklim ini bermanfaat untuk: 

a .  Menentukan alokasi anggaran pemerintah secara efektif dan 
efisien . '1N 
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b .  Memprioritaskan aksi-aksi penurunan emisi GRK sesuai amanat 

Perpres No . 6 1  Tahun 20 1 1 . 

c .  Menarik minat masyarakat maupun pihak swasta untuk 
berperan serta secara aktif dalam berbagai kegiatan K/ L yang 
terkait dengan penurunan emisi GRK. 

4 . 1 5 . 2 . 1 Konsep Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim 

RAN-GRK adalah dokumen rencana aksi nasional 
untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara 
langsung dan tidak langsung berupaya menurunkan emisi 
GRK sesuai dengan target pembangunan nasional . Di 
tingkat pemerintah daerah, RAN-GRK ini dij abarkan 
dalam RAD-GRK (Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi 
Gas Rumah Kaca) . 

Dalam Perpres No . 6 1  Tahun 20 1 1  dij elaskan bahwa 
Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung 
dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang 
menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah . 
Sedangkan, emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer 
pada suatu area tertentu dalam j angka waktu tertentu . 
Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang 
diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas 
manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi 
atmosfer secm·a global dan selain itu berupa perubahan 
variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu 
yang dapat dibandingkan . Mitigasi Perubahan Iklim 
adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko 
akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat 
menurunkan emisijmeningkatkan penyerapan GRK dari 
berbagai sumber emisi . 

Perpres tersebut juga mengklasifikasikan kegiatan 
yang berkaitan dengan Mitigasi Perubahan Iklim , yaitu : 

1 .  Kegiatan inti , yaitu kegiatan yang dapat langsung 
mengurangi emisij meningkatkan serapan GRK; 

2 .  Kegiatan pendukung, yaitu kegiatan yang tidak 
berdampak langsung terhadap penurunan emisi tetapi 
penting untuk mendukung pelaksanaan kegiatan inti . 

Penandaan Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim 
adalah sebuah sistem yang dirancang untuk 
mengidentifikasi jenis pengeluaran yang digunakan untuk 
membiayai kegiatan yang berkaitan dengan mitigasi 
perubahan iklim . Penandaan anggaran ini dilakukan oleh 
K/ L.  Cakupan pengaturan mengenai penandaan anggaran 
yang hendak dilakukan adalah meliputi seluruh anggaran 
K/ L yang terkait dengan Mitigasi Perubahan Iklim . 
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4 . 1 5 . 2 . 2  Tata Cara Penandaan Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim 

Anggaran Mitigasi Perubahan Iklimadalah anggaran 
pemerintah untuk mendanai kegiatan-kegiatan dan 
menghasilkan keluaran (output) yang mendorong 
tercapainya: 

1 .  Penurunan emisi GRK 

2 .  Peningkatan kapasitas untuk menyerap emisi GRK 

3 .  Stabilisasij konservasi stok karbon 

Dengan mengacu kepada Perpres No .  6 1  Tahun 
2 0 1 1 , Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim dapat 
diklasifikasikan menjadi : 

1 .  Anggaran untuk membiayai kegiatan dengan dampak 
langsung terhadap penurunan emisi GRK, peningkatan 
kapasitas penyerapan emisi GRK, dan stabilisasi/ 
konservasi stok karbon . 

2 .  Anggaran untuk membiayai kegiatan dengan dampak 
tidak langsung terhadap penurunan em1s1 GRK, 
peningkatan kapasitas penyerapan emisi  GRK, dan 
stabilisasij konservasi stok karbon,  namun penting 
dalam pelaksanaan kegiatan yang berdam pak lang sung 
terhadap Mitigasi Perubahan Iklim . 

K/ L harus dapat mengidentifikasi apakah suatu 
anggaran berdampak langsung atau tidak terhadap 
Mitigasi Perubahan Iklim . Hal ini penting mengingat pada 
tahap berikutnya akan dilakukan sistem pembobotan 
(scoring) terhadap Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim 
sehingga pemerintah dapat melihat dampak pengeluaran 
pemerintah terhadap penurunan emisi GRK. Untuk 
mengetahui apakah suatu kegiatan yang keluaran 
(output)nya berdampak langsung atau tidak terhadap 
Mitigasi Perubahan Iklim , K/ L dapat melakukan self­
assesment dengan menj awab pertanyaan-pertanyaan 
berikut dalam proses penandaan Anggaran Mitigasi 
Perubahan Iklim : 

1 .  Apakah kegiatan dan keluaran (output)nya sesuai 
dengan definisi j kriteria Anggaran Mitigasi Perubahan 
Iklim? 

Jika ya, maka anggaran untuk membiayai kegiatan 
tersebut dapat dikategorikan sebagai Anggaran Mitigasi 
Perubahan Iklim . Jika tidak, maka diklasifikasikan 
sebagai anggaran non-mitigasi . Untuk kepentingan ini , 
K/ L dapat mengembangkan daftar kegiatan yang 
dikategorikan sebagai aksi-aksi mitigasi perubahan 
iklim . Daftar ini perlu ditinj au kembali dari waktu ke 
waktu karena kegiatan baru pun dapat diusulkan dan 
dilaksanakan . 
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2 .  Jika suatu jenis pengeluaran diklasifikasikan sebagai 
Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim, apakah keluaran 
(output)/ subkeluaran (output) dari kegiatan itu 
berdampak langsung terhadap penurunan emisi GRK, 
meningkatkan kapasitas penyerapan GRK, dan / atau 
stabilisasi stok karbon? 

Jika ya, maka pengeluaran tersebut dapat 
diklasifikasikan sebagai AnggaranMitigasi Perubahan 
Iklim dengan dampak langsung. Bila sebaliknya, maka 
pengeluaran tersebut akan dikategorikan sebagai 
pengeluaran mitigasi iklim dengan dampak tidak 
langsung. 

Dibawah ini merupakan contoh kegiatan yang 
berdampak langsung dan tidak langsung terhadap 
penurunan emisi atau penyerapan GRK. 

Kegiatan Satuan Faktor Emisi Dampak 
1 . Pengembangan Ha +34,99 tC02 j ha Langsung 

hu tan tanaman 
2. Pemanfaatan biogas Liter 2 ,58 kg C02/ liter Lang sung 

untuk menggantikan 
bahan bakar 
memasak 
konvensional 
(minyak tanah) 

3 .  Penetapan batas km2 Tidak dapat Tidak 
hutan dikonversi secara langsung 

lang sung 

Tata cara menginventarisasi dan melakukan penandaan 
Anggaran Mitigasi Perubahan lklim adalah sebagai 
berikut: 

1 .  Periksa apakah kegiatan dan keluaran (output)nya 
sesuai dengan definisi Anggaran Mitigasi Perubahan 
Iklim? Cek dokumen terkait, seperti Perpres No .  6 1  
Tahun 20 1 1 .  

2 .  Jika kegiatan dan keluaran (output)nya tersebut 
sesuai dengan definisi Anggaran Mitigasi Perubahan 
Iklim , baik berdampak langsung maupun tidak, maka 
keluaran (output) tersebut waj ib ditandai sebagai 
Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim (pada tematik 
yang sesuai) . 
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4 . 1 5 . 3  Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 

Indonesia (MP3EI) 

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 
Ekonomi Indonesia (Masterplan for Acceleration and Expansion of 
Indonesia 's Economic Development) dengan singkatan 
MP3 Elmerupakan arahan strategis dalam percepatan dan 
perluasan pembangunan ekonomi Indonesia dalam periode tahun 
2 0 1 1  s . d  2025 U angka waktu 1 5  tahun) . Dasar kebij akan 
pelaksanaan MP3EI adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 2  
tahun 20 1 1  ten tang Masterplan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia 20 1 1 -202 5 .  Pelaksanaan MP3EI 
diharapkan dapat terwujud melalui kegiatan-kegiatan perilerintah 
yang dibiayai oleh APBN dengan fokus program dalam bidang 
berikut:  

1 )  Pertanian ; 

2 )  Pertambangan ; 

3 )  Energi ; 

4) Industri ; 

5)  Pariwisata; 

6 )  Telematika; dan 

7)  Pengembangan Kawasan Strategis .  

Untuk itu diharapkan K/ L dapat menginventarisasikegiatan­
kegiatan yang menghasilkan keluaran (output) berkaitan dengan 
MP3EI . 

Sesuai dengan amanat Perpres 32 / 20 1 1 ,  implementasi 
MP3EI dikoordinir oleh Komite Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) . KP3 EI menj adi acuan 
bagi menterij pimpinan lembaga pemerintah , non-kementerian 
untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka percepatan 
dan perluasan pembangunan Indonesia. 

4 . 1 5 . 4  Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan 
Indonesia (MP3KI) 

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan 
Kemiskinan Indonesia dengan singkatan MP3 KI merupakan 
affirmative action agar pembangunan yang terwujud tidak hanya 
pro-growth tetapi juga pro -poor, pro-job, dan pro-environment, 
termasuk penyediaan lapangan kerj a  bagi masyarakat miskin . 
Pelaksanaan MP3KI sebagai gerakan nasional dalam kurun waktu 
tahun 2 0 1 3  s . d  2025 dilakukan melalui pendekatan pemenuhan 
kebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan melalui 
integrasij sinergi kemiskinan sesuai kondisi wilayah dengan 
melibatkan Pemerintah , BUMN , Swasta, dan Masyarakat atau 
disingkat "4 P" (Public-Private-People-Partnership) . M P3KI merupakan 
sinergi dari berbagai program kemiskinan , termasuk 4 (empat) 
ldaster Program Penanggulangan Kemiskinan sebagai berikut :  
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l\Iaster 1 I\Iaster 2 Klaster 3 

1 0  Program Program Kredi t U saha 
Keluarga Nasional Rakyat (KUR) 
Harapan (PKH) Pemberdayaan 

2 0 Program beras Masyarakat 
untuk rakyat (PNPM) 
miskin (Raskin) 

3 o  Program 
Jaminan 
Kesehatan 
Masyarakat 
(Jamkesmas) 

40 Program 
Bantuan Siswa 
Miskin (BSM) 

1\Iaster 4 
10 Program rumah 

sangat murah; 
2 0  Program kendaraan 

angkutan umum 
murah 

3 0 Program air bersih 
unntuk rakyat 

4 o  Program listrik murah 
dan hemat 

5 0  Program peningkatan 
kehidupan nelayan 

60 Program peningkatan 
kehidupan masyaraka 
miskin perkotaan 

Selaras dengan MP3KI yang disiapkan untuk mendorong 
percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi , MP3 KI 
dilakukan dalam rangka memaksimalkan manfaat MP3EI 0 Melalui 
sinergitas antara MP3KI dan MP3EI diharapkan dapat 
mempercepat upaya pengurangan kemiskinan , menghindarkan dan 
mengurangi kesenj angan pendapatan antar penduduko 

40 1 50 5  Millenium Development Goals (MDGs) 

Millennium Development Goals atau disingkat dalam bahasa 
Inggris MDGs adalah hasil kesepakatan kepala negara dan 
perwakilan dari 1 89 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang 
mulai dijalankan pada September 2000 ,  berupa delapan butir 
tujuan untuk dicapai pada tahun 20 1 5 0 Target dari MDGs adalah 
tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat 
pada tahun 20 1 5 0 Target ini merupakan tantangan utama dalam 
pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam MDGs, dan 
diadopsi oleh 1 89 negara serta ditandatangani oleh 1 4  7 kepala 
pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat 
Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000  
tersebut o Pemerintah Indonesia turut menghadiri KTT Milenium di 
New York tersebut dan menandatangani MDGs itu o Deklarasi berisi 
komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional 
untuk mencapai 8 buah tujuan pembangunan dalam Milenium ini 
(MDG) , sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk 
pembangunan dan pengentasan kemiskinan o Penandatanganan 
deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia 
untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita 
akibat kelaparan , menjamin semua anak untuk menyelesaikan 
pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenj angan gender pada 
semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita 
hingga 2 I 3 ,  dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang 
tidak memiliki akses air bersih pada tahun 20 1 5 0 
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DeklarasiMillennium PBB yang ditandatangani 

September 2000 menyetujui 8 (delapan) fokus MDGs, yakni : 

1 . Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan 

• Pendapatan populasi dunia sehari $ 1 00 0 0 .  

• Menurunkan angka kemiskinan . 

pad a 

Dalam hal ini Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat 
kemiskinan, sebagaimana diukur oleh indikator U S D  1 ,0 0  per 
kapita per hari , menjadi setengahnya. Prioritas kedepan untuk 
menurunkan kemiskinan dan kelaparan adalah dengan 
memperluas kesempatan kerja, meningkatkan infrastruktur 
pendukung, dan memperkuat sektor pertanian . Perhatian 
khusus yang perlu diberikan adalah pada: 

a) perluasan fasilitas kredit untuk usaha mikro , kecil , dan 
menengah (UMKM) ; 

b)  pemberdayaan masyarakat miskin dengan meningkatkan 
akses dan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan 
kesej ah teraannya; 

c) peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan 
sosial ;  dan 

d) perbaikan penyediaan proteksi sosial bagi kelompok 
termiskin di antara yang miskin . 

2 .  Mencapai pendidikan dasar untuk semua 

Upaya Indonesia untuk mencapai target MDGs di sektor 
pendidikan dasar dan melek huruf sudah menuj u  pada 
pencapaian target 20 1 5 .  Bahkan Indonesia menetapkan 
pendidikan dasar melebihi target MDGs dengan menambahkan 
sekolah menengah pertama sebagai sasaran pendidikan dasar 
universal . 

Tantangan utama dalam percepatan pencapaian sasaran 
MDGs pendidikan adalah meningkatkan pemerataan akses  
secara adil bagi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan , 
untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas di 
semua daerah . Berbagai kebijakan dan program pemerintah 
untuk menjawab tantangan tersebut adalah berupa:  (i) 
perluasan akses yang merata pada pendidikan dasar khususnya 
bagi masyarakat miskin ; (ii )  peningkatan kualitas dan relevansi 
pendidikan ; (iii) penguatan tatakelola dan akuntabilitas 
pelayanan pendidikan . Disamping itu kebij akan alokasi dana 
pemerintah bagi sektor pendidikan minimal sebesar 2 0  persen 
dari jumlah anggaran nasional akan diteruskan untuk 
mengakselerasi pencapaian pendidikan dasar universal p ada 
tahun 2 0 1 5 . 
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3 .  Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 

Target pada 2005 dan 20 1 5  adalahmengurangi perbedaan 
dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah 
terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada 
tahun 20 1 5 .Berbagai kemajuan telah dicapai dalam upaya 
meningkatkan kesetaraan gender di semua j enj ang dan j enis 
pendidikan . Rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan · 
terhadap laki-laki di sekolah dasar dan sekolah menengah 
pertama berturut-turut sebesar 99 ,73  dan 1 0 1 ,9 9  pada tahun 
2009 , dan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada 
kelompok usia 1 5  sampai 24 tahun telah mencapai 9 9 , 8 5 .  Oleh 
sebab itu , Indonesia sudah secara efektif menuju pencapaian 
kesetaraan gender yang terkait dengan pendidikan tahun 2 0 1 5 .  

Di bidang ketenagakerjaan , terlihat adanya peningkatan 
kontribusi perempuan dalam pekerj aan upahan di sektor 
nonpertanian . Di samping itu , proporsi kursi yang diduduki oleh 
perempuan di DPR pada Pemilu 20 1 4  menj adi 1 7 , 3  persen . 
Prioritas ke depan dalam mewujudkan kesetaraan gender 
meliputi : 

a) peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam 
pembangunan; 

b) perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak 
kekerasan; dan 

c) peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan 
perempuan . 

4 .  Menurunkan angka kematian anak 

Target untuk 20 1 5  adalah mengurangi dua per tiga 
tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun .Angka 
kematian bayi di Indonesia menunjukkan penurunan yang 
cukup signifikan dari 68 pada tahun 1 99 1  menj adi 34 per 1 . 000 
kelahiran hidup pada tahun 2007 ,  sehingga target sebesar 2 3  
per 1 . 000 kelahiran hidup pada tahun 20 1 5  diperkirakan dapat 
tercapai . Demikian pula dengan target kematian anak 
diperkirakan akan dapat tercapai . Namun demikian , masih 
terj adi disparitas regional pencapaian target ,  yang 
mencerminkan adanya perbedaan akses atas pelayanan 
kesehatan , terutama di daerah-daerah miskin dan terpencil . 
Prioritas kedepan adalah memperkuat sistem kesehatan dan 
meningkatkan akses pada pelayanan kesehatan terutama bagi 
masyarakat miskin dan daerah terpencil . 

5 .  Meningkatkan kesehatan ibu 

Target untuk 20 1 5  adalah Mengurangi dua per tiga rasio 
kematian ibu dalam proses melahirkan . Dari semua target 
MDGs,  kinerja penurunan angka kematian ibu secara global 
masih rendah . Di Indonesia, angka kematian ibu melahirkan 
(MMR/ Maten1al Mortality Rate) menurun dari 390 pada tahun 
1 99 1  menj adi 228  per 1 00 . 000 kelahiran hidup pada tahun 
2007 .  ��t61 
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Target pencapaian MDGs pada tahun 2 0 1 5  adalah sebesar 1 02 
per 1 00 . 000 kelahiran hidup , sehingga diperlukan kerj a  keras 
untuk mencapai target tersebut . Walaupun pelayanan antenatal 
dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih 
cukup tinggi , beberapa faktor seperti risiko tinggi pada saat 
kehamilan dan aborsi perlu mendapat perhatian . Upaya 
menurunkan angka kematian ibu didukung pula dengan 
meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi dan menurunkan 
unmet need yang dilakukan melalui peningkatan akses dan 
kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi . 

Ke depan , upaya peningkatan kesehatan ibu 
diprioritaskan pada perluasan pelayanan kesehatan berkualitas , 
pelayanan obstetrik yang komprehensif, peningkatan pelayanan 
keluarga berencana dan penyebarluasan komunikasi , informasi 
dan edukasi kepada masyarakat . 

6 .  Memerangi HIV I AIDS ,  malaria, dan penyakit menular lainnya 

Target untuk 20 1 5  adalah menghentikan dan memulai 
pencegahan penyebaran HIV I AID S ,  malaria dan penyakit berat 
lainnya.Tingkat prevalensi HIV I AIDS cenderung meningkat di 
Indonesia, terutama pada kelompok risiko tinggi , yaitu pengguna 
narkoba suntik dan pekerja  seks .  Jumlah kasus HIV I AID S  yang 
dilaporkan di Indonesia meningkat dua kali lipat antara tahun 
2 0 04 dan 2005 .  Angka kejadian malaria per 1 . 0 0 0  penduduk 
menurun dari 4 ,68  pada tahun 1 990 menj adi 1 , 8 5  pada tahun 
2009 . 

. 

Sementara itu , pengendalian penyakit Tuberkulosis yang 
meliputi penemuan kasus dan pengobatan telah mencapai 
target .  Pendekatan untuk mengendalikan penyebaran penyakit 
ini terutama diarahkan pada upaya pencegahan dan 
pengarusutamaan ke dalam sistem pelayanan kesehatan 
nasional . Selain itu , pengendalian penyakit harus melibatkan 
semua pemangku kepentingan dan memperkuat kegiatan 
promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat . 

7 .  Memastikan kelestarian lingkungan hid up 

• Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang 
berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program 
serta mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan . 

• Pada tahun 20 1 5  mendatang diharapkan mengurangi 
setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses  air 
minum yang sehat .  

• Pada tahun 2020 mendatang diharapkan dapat mencapai 
pengembangan yang signifikan dalam kehidupan untuk 
sedikitnya 1 00 juta orang yang tinggal di daerah kumuh . 
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Tingkat emisi gas rumah kaca di Indonesia cukup tinggi , 
walaupun upaya peningkatan luas hutan , pemberantasan 
pembalakan hutan , dan komitmen . untuk melaksanakan 
kerangka kebijakan penurunan emisi karbon dioksida dalam 2 0  
tahun kedepan telah dilakukan o Proporsi rumah tangga dengan 
akses air minum layak meningkat dari 3 7 , 73 persen pada tahun 
1 993 menjadi 4 7 ,  7 1  persen pada tahun 2009 0 

Sementara itu,  proporsi rumah tangga dengan akses 
sanitasi layak meningkat dari 24 , 8 1 persen ( 1 993)  menj adi 
5 1 ,  1 9  persen (2009) 0 Upaya untuk mengakselerasi pencapaian 
target air minum dan sanitasi yang layak terus dilakukan 
melalui investasi penyediaan air minum dan sanitasi , terutama 
untuk melayani jumlah penduduk perkotaan yang terus 
meningkat o Untuk daerah perdesaan, penyediaan air minum dan 
sanitasi dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat 
agar memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur 
dan pembangunan saranao 

Di samping itu , perlu dilakukan upaya untuk memperj elas 
peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam 
pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan sistem air minum 
dan sanitasi yang layak. Proporsi rumah tangga kumuh 
perkotaan menurun dari 20 ,75  persen pada tahun 1 993 menj adi 
1 2 , 1 2  persen pada tahun 2009 0 Upaya untuk penurunan 
proporsi rumah tangga kumuh dilakukan melalui penanganan 
pemukimano 

8 0 Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan 

• Mengembangkan lebih jauh lagi perdagangan terbuka dan 
sistem keuangan yang berdasarkan aturan dan tidak ada 
diskriminasi o Termasuk komitmen terhadap pemerintahan 
yang baik, pembangunan dan pengurangan tingkat 
kemiskinan secara nasional dan internasional . 

• Membantu kebutuhan-kebutuhan khusus negara-negara 
kurang berkembang, dan kebutuhan khusus dari negara­
negara terpencil dan kepulauan-kepulauan kecil o Ini termasuk 
pembebasan tarif dan kuota untuk ekspor mereka; 
meningkatkan pembebasan hutang untuk negara miskin yang 
berhutang besar; pembatalan hutang bilateral resmi; dan 
menambah bantuan pembangunan resmi untuk negara yang 
berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan o 

• Secara komprehensif mengusahakan persetujuan mengenai 
masalah utang negara-negara berkembango 

• Menghadapi secara komprehensif dengan negara berkembang 
dengan masalah hutang melalui pertimbangan nasional dan 
internasional untuk membuat hutang lebih dapat ditanggung 
dalam j angka panjango 

• Mengembangkan usaha produktif yang layak dij alankan 
untuk kaum mudao 
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• Dalam kerja  sama dengan pihak 

menyediakan akses obat penting yang 
negara berkembang 

"_pharmaceutical " , 
t�rj angkau dalam 

< r  

• Dalam ke1j asama dengan pihak swasta, membangun adanya 
penyerapan keuntungan dari teknologi-teknologi baru , 
terutama teknologi informasi dan komunikasi .  

Indonesia telah mendapat manfaat dari mitra 
pembangunan internasional . Untuk meningkatkan efektifitas 
kerj asama dan pengelolaan bantuan pembangunan di Indonesia, 
Jakarta Commitment telah ditandatangani bersama 26 mitra 
pembangunan pada tahun 2009 . Bersamaan dengan 1n1, 
Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan pinjaman luar 
negeri pemerintah terhadap PDB . Hal ini ditunjukkan dengan 
menurunnya rasio pinjam;;:�.n luar negeri pemerintah terhadap 
PDB dari 24 ,6  persen pada tahun 1 996 menj adi 1 0 , 9  persen 
pada tahun 2009 . Sementara itu , Debt Service Ratio Indonesia 
juga telah menurun dari 5 1  persen pada tahun 1 996 menj adi 2 2  
persen pada tahun 2009 . 

Untuk meningkatkan akses komunikasi dan informasi ,  
sektor swasta telah membuat investasi besar ke dalam teknologi 
informasi dan komunikasi , dan akses pada telepon genggam , 
j aringan PSTN, dan komunikasi internet telah meningkat sangat 
pesat selama lima tahun terakhir. 

4. 1 5 . 6  Anggaran Infrastruktur 

Anggaran infrastruktur merupakan anggaran yang 
dialokasikan untuk mencapai keluaran (output) yang merupakan 
barang berwujud dan/  atau berupa j aringan . Alokasi anggaran 
infrastruktur dapat berada pada semua K/ L .  Dalam 
pengalokasiannya, anggaran infrastruktur umumnya termasuk 
dalam j enis belanja  modal .  Contoh keluaran (output) infrastruktur 
adalahgedungj bangunan, jalan , j embatan , bangunan, j aringan 
irigasi ,  j aringan listrik, rei kereta api ,  bandara, pelabuhan , dan lain­
lain . 

4 . 1 5 . 7  Kerj asama Selatan-Selatan 

Kerj asama Selatan Selatan (KSS) merupakan manifestasi 
kerj asama antar negara berkembang yang didasarkan pada prinsip­
prinsip : solidaritas , non-kondisionalitas , kemanfaatan bersama dan 
kebebasan . Sebagai negara berkembang yang memiliki potensi 
sumber daya alam , sumber daya manusia, serta berbagai 
keunggulan dalam ekonomi dan politik internasional ,  Indonesia 
telah menj adi bagian penting dalam Kerj asama S elatan­
Selatan . Kerj asama Selatan-Selatan (KS S) nantinya akan lebih 
difokuskan pada Kerj asama Ekonomi Negara Berkembang (KENB) . 
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KS S dalam implementasinya diwujudkan melalui bentuk 
Kerj asama Teknik Negara Berkembang (KTNB) dan Kerj asama 
Ekonomi Negara Berkembang (KENB) . Berdasarkan 
karakteristiknya, KTNB meliputi bantuan proyek, bantuan 
peralatan , . magang, seminar /workshop , studi banding,  pelatihan 
dan pengiriman tenaga ahli , sedangkan untuk KENB meliputi 
perdagangan, keuangan, investasi dan jasa. 

Kerangka dasar Grand Design Kerj asama Selatan-Selatan 
(GD KSS) yang sedang disusun meliputi : memasukkan pendekatan 
yang holistik dari aspek KSS yang ada dan lingkungan strategis 
pada tingkat nasional serta internasional ,  peran Indonesia pada 
masa lalu , saat ini dan ke depan , landasan hukum pelaksanaan 
KSS dan kerangka hukum yang perlu disiapkan , posisi dan peran 
kelembagaan, pembiayaan KSS ,  program dan kapasitas KSS ,  dan 
informasi serta data KSS Indonesia. 

5 .  Hal-hal Yang Mengalami Perubahan danj atau Penyempurnaan 

5 . 1 Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) 

Salah satu tindak lanjut dari proses reformasi di bidang keuangan 
yang telah menj adi komitmen pemerintah yaitu mewujudkan suatu sistem 
yang terintegrasi dan dapat mendukung pengelolaan anggaran yang 
transparan dan akuntabel berdasarkan penganggaran berbasis kinerj a . 
Pembangunan sistem yang terintegrasi tersebut sej alan dengan amanat 
pasal 2 0  Peraturan Pemerintah nomor 90 Tahun 2 0 1 0  tentang Penyusunan 
RKA-K/ L yang menyatakan Menteri Keuangan menyelenggarakan sistem 
informasi perencanaan, penganggaran , dan pelaksanaan anggaran negara 
yang terintegrasi . 

Dalam rangka membangun sistem informasi manaj emen keuangan 
negara yang terintegrasi ,  Kementerian Keuangan memperkenalkan Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) . Sebagai suatu sistem 
berbasis teknologi informasi , SPAN ditujukan untuk mendukung 
pencapaian prinsip-prinsip pengelolaan perbendaharaan dan anggaran . 
Dalam proses SPAN yang terkait anggaran meliputi ; penyusunan APB N ,  
perhitungan PNBP, persetujuan revisi RKA-KL dan DIPA,  pencetakan 
dokumen anggaran , proses monitoring dan evaluasi , dan pelaporan . 

Mulai tahun 20 1 4  ini , SPAN akan diujicobakan kepada Kementerian 
Negaraj Lembaga dalam rangka proses revisi TA. 20 1 4  dan penyusunan 
RKA-K/ L dan DIPA TA. 20 1 5 . Mengingat pembangunan dan implementasi 
S PAN melibatkan banyak pihak baik lingkungan internal Kementerian 
Keuangan maupun pihak eksternal seperti Kementerian / Lembaga, Bank 
Indonesia dan Perbankan Umum , maka dibutuhkan persamaan persepsi 
dan dukungan yang kuat dari seluruh stakeholders. Penerapan SPAN 
menuntut perubahan pola pikir para pihak yang terlibat pada proses bisnis 
tersebut, baik pengguna langsung dari Kementerian Keuangan (internal) , 
maupun dari Kementerian Negaraj Lembaga (eksternal) . 
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Penerapan SPAN pada Direktorat Jenderal Anggaran merupakan satu 

bagian dari SPAN keseluruhan yang terdiri dari 7 (tujuh) modul S PAN . 
Untuk memfasilitasi kebutuhan fungsi penganggaran sebagaimana dalam 
modul Budget Preparation didifasilitasi dengan 2 jenis program yaitu 
Hyperion dan Custom Web. Aplikasi SPAN yang tercakup dalam program 
Hyperion dij abarkan dalam 4 (empat) sub-Modul Oracle Hyperion dan 2 
(dua) Custom Web. Sub-modul Hyperion yang akan mulai digunakan pada 
pertengahan tahun 20 1 4  ini adalah : 

1 )  Aplikasi Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara; 

2 )  Aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ; 

3 )  Aplikasi BFLOW; dan 

4) Aplikasi Monitoring dan Evaluasi . 

Dan untuk fungsi penyusunan anggaran yang berbasis Custom Web 
akan digunakan aplikasi Pencetakan DIPA awal dan Revisi . Program 
berbasis web ( custom web) yang dipergunakan untuk menj alankan fungsi 
penyusunan RKA-KL DIPA, manajemen DHP RKA-K/ L, fungsi revisi 
anggaran ( virement) , fungsi pelaporan , dan Audit Trail serta pencetakan 
DIPA .  

5 . 2  Penataan Arsitektur Dan Informasi Kinerja (ADIK) dalam RKA-K/ L 

Sehubungan dinamika perkembangan sosial , ekonomi,  dan politik 
nasional ,  regional , dan global terakhir ini serta semakin tingginya tuntutan 
masyarakat atas transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program , 
maka pengambilan kebijakan dibidang anggaran negara mutlak 
memerlukan informasi yang komprehensif dan valid ,  dengan demikian 
pengambilan kebijakan tidak lagi cukup hanya di-supply dengan informasi 
as usual yang terfokus sebatas tingkat penyerapan anggaran saj a, namun 
lebih berorientasi pada hasil (outcome) sehingga berbagai informasi penting 
yang dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan dibidang anggaran dapat 
tersedia secara utuh , akan tetapi saat ini RKA-K/ L sebagai bentuk 
dokumen perencanaan dan penganggaran program yang akan dilaksanakan 
oleh masing-masing unit penanggungj awab program pada Kementerian/ 
Lembaga belum bisa menggambarkan informasi kinerj a  program yang logis 
untuk dapat diukur dan evaluasi sebagai bentuk pertanggungj awaban 
kepada masyarakat . 

Ketiadaan informasi kinerja  tersebut juga menj adikan kendala bagi 
para penanggungjawab program atau para analis untuk melakukan 
evaluasi kinerj a  atas pelaksanaan RKA-K/ L sebagaimana diamanatkan 
dalam PMK No . 249 / 20 1 1 , yang meliputi 3 (tiga) aspek : 

a .  aspek implementasi yaitu evaluasi dalam rangka menghasilkan informasi 
capaian kinerj a  dalam rangka menghasilkan keluaran dari suatu 
program ; 

b .  aspek manfaat yaitu evalusi dalam rangka menghasilkan informasi 
perubahan yang terjadi di masyakarat dan/ atau pemangku kepentingan 
sebagai penerima manfaat atas hasil dari suatu program ; dan 
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c. aspek konteks yaitu evaluasi dalam rangka menghasilkan informasi 

mengenai relevansi program yang dilaksanakan dengan dinamika sosial 

dan ekonomi. 

Karena RKA-K/L belum dapat menyajikan informasi relevansi program 

dengan permasalahan/ situasi yang dihadapi masyarakat, hasil (outcome) 
maupun keluaran (output) yang terukur, serta relevansi antara keluaran 
(output) dengan hasil (outcome), maka untuk membantu proses 

perencanaan, penganggaran, dan evaluasi diperlukan adanya penataan 
arsitektur dan informasi kinerja (ADIK) dalam RKA-K/L dan ketepatan 

pemilihan indikator kinerja yang akan dituangkan dalam RKA-K/L agar 
memudahkan dalam pengukuranya baik secara kualitatif maupun 

kuan ti ta tif. 

ADIK dalam RKA-K/L adalah gambaran ringkas mengenai suatu 

program sebagai respon/tanggapan terhadap suatu situasi/permasalahan/ 

kebutuhan pemangku kepentingan dengan menunjukan hubungan logis 

antara sumber daya (input) yang digunakan, kegiatan yang dilaksanakan, 

keluaran (output) yang dihasilkan dan manfaat atau perubahan yang 
diinginkan atau dihasilkan hasil (outcome) dengan adanya program tersebut. 
Penataan ADIK dalam RKA-K/L bukanlah membuat suatu jenis dokumen 
baru, atau menambah berbagai dokumen perencanaan, penganggaran, dan 
evaluasi yang selama ini sudah ada, melainkan merupakan penajaman isi 

RKA-K/L guna menghasilkan cara pandang yang ringkas atas suatu 
program agar dapat terlihat dari perspektif yang utuh, terlihat jelas 
relevansinya, dan mudah dimengerti oleh semua pemangku kepentingan. 
Penataan ADIK dalam RKA-K/L diharapkan sudah dimulai dalam 
penyusunan RKA-K/L dan pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR) 

atas inistiaf baru pada tahun anggaran 2016. 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
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PERATURAN MENTER! KEUANGAN REP U B L!K INDON ESIA· 

NOMOR 136/PMK. 02 I 2014 
TENTANG 

PETUNJUK P ENYUSUNAN DAN P E N E LAAHAN RENCANA 

KERJA DAN ANGGARAN K E M E NTER!AN N EGARA/ LEMBAGA 

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-K/L 

RKA-K/ L merupakan dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/ 
Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/ Lembaga. Sebagai 
dokumen perencanaan dan penganggaran, dokumen RKA-K/ L berisi program dan 
kegiatan suatu K/ L yang merupakan penjabaran dari Renja  K/ L beserta 
anggarannya pada tahun yang direncanakan . Dalam implementasinya, penyusunan 
RKA-K/ L berpedoman kepada kaidah-kaidah penganggaran sebagaimana diatur 
dalam lam pi ran I .  

1 .  Pihak yang Terlibat dalam Penyusunan RKA-K/ L 

1 . 1  Unit eselon I 
Dalam proses penyusunan RKA-K/L, unit eselon I bertugas : 
a .  meneliti dan memastikan pagu anggaran per progam per j enis belanja  

berdasarkan Pagu Anggaran K/ L; 
b. menetapkan sasaran kinerja  untuk masing-masing Satker mengacu 

pada Dokumen RKP dan Renja K/ L tahun berkenaan untuk: 
1 )  volume keluaran (output) kegiatan dalam kerangka Angka Dasar ;  dan 
2) volume keluaran (output) kegiatan dalam kerangka Inisiatif Baru . 

c .  menetapkan alokasi anggaran masing-masing satker untuk: 
1 ) alokasi anggaran dalam kerangka Angka Dasar; dan 
2)  alokasi anggaran dalam kerangka Inisiatif Baru . 

d .  menyiapkan Daftar Pagu Rincian per satker yang berfungsi sebagai batas 
tertinggi pagu satker; 

e. menyusun dokumen pendukung, antara lain Kerangka Acuan Kerj aj 
Term Of Reference (TOR) , Rincian Anggaran Biaya (RAB),  dan Gender 
Budget Statement (GBS) ; dan 

f. mengumpulkan dan menyatukan dokumen pendukung teknis dari 
satker, antara lain Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU ,  
perhitungan kebutuhan biaya pembangunanj renovasi bangunan gedung 
negara atau yang sejenis, data dukung teknis lainnya. 

1.2 Satker 

Dalam proses penyusunan RKA-K/L,  satker bertugas: 
a. menyiapkan dokumen sebagai acuan maupun sebagai dasar 

pencantuman. sasaran kinerja  kegiatan dan alokasi anggarannya pada 
tingkat keluaran (output) kegiatan dalam RKA satker, meliputi : 
1) informasi mengenai sasaran kinerja  (sampai dengan tingkat keluaran 

(output) ) dan alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan 
(termasuk sumber dana) sesuai kebijakan unit eselon I .  Informasi 
kinerj a  tersebut terbagi dalam alokasi anggaran jenis Angka Dasar 
dan/  atau Inisiatif Baru; 
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2 )  peraturan perundang-undangan mengenai struktur organisasi K/ L 

dan tugas-fungsinya; 
3) dokumen Renja  K/ L dan RKP tahun berkenaan; 
4) petunjuk penyusunan RKA-K/ L; dan 
5) standar biaya tahun yang direncanakan . 

b .  meneliti dan memastikan kesesuaian dengan kebijakan unit eselon I 
dalam hal: 
1 )  be saran alokasi anggaran satker; dan 
2 )  besaran Angka Dasar dan/ atau Inisiatif Baru . 

c .  menyusun Kertas Kerja  Satker (KK satker) dan RKA satker serta 
menyimpan data dalam Arsip Data Komputer (ADK) ; 

d .  menyusun dokumen pendukung, seperti KAK/TOR, RAB, GBS, dan 
khusus Satker BLU dokumen RBA BLU;  

e .  menyampaikan dokumen pendukung teknis berupa: 
1 )  perhitungan kebutuhan biaya pembangunanj renovasi bangunan 

gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerj aan Umum 
atau Dinas Pekerjaan Umum setempat untuk pekerj aan 
pembangunanjrenovasi bangunan gedung negara yang berlokasi di 
dalam negeri dan pekerjaan renovasi bangunan gedung negara yang 
berlokasi di luar negeri (kantor perwakilan) yang mengubah struktur 
bangunan ; atau 

2 )  perhitungan kebutuhan biaya renovasi bangunan gedung Negara 
atau yang sejenis dari konsultan perencana setempat untuk 
pekerjaan renovasi bangunan gedung negara yang berlokasi di luar 
negeri (kantor perwakilan) yang tidak merubah struktur bangunan . 
Informasi mengubah atau tidak struktur bangunan dij elaskan dalam 
dokumen tersebut; 

3) data dukung teknis dalam suatu kasus tertentu antara lain: 
peraturan perundanganjkeputusan pimpinan K/ L yang mendasari 
adanya kegiatanjkeluaran (output) , surat persetujuan dari Menteri 
PAN dan RB untuk alokasi dana satker baru, dan sej enisnya; dan 

4) data dukung teknis terkait lainnya sehubungan dengan alokasi 
suatu keluaran (output). 

2 .  Penyusunan RKA-K/ L 
Dalam proses penyusunan RKA-K/ L oleh K/ L (satker, unit eselon I, dan 

K/ L) dilakukan dengan menggunakan aplikasi RKA-K/ L-DIPA. Dalam proses 
mengisi data yang dilakukan, tidak terdapat pengulangan pengisian antar level 
yang ada. 
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Pada tingkat satker, perencana memasukkan segala hal yang diperlukan 

-dalam penyusunan KK satker dan RKA satker (informasi kinerja, rincian belanja, 
target pendapatan, dan hal-hal yang berhubungan dengan keperluan KPJM) . 
Pada tingkat unit eselon I ,  melakukan restore data dari ADK yang disampaikan 
o•leh satker dan melakukan pengisian-pengisian yang diperlukan pada level 
e selon I. Pada tingkat K/L, juga melakukan restore data dari ADK yang 
d isampaikan unit eselon I yang ada dan melakukan pengisian -pengisian yang 
diperlukan pada level K/L. Hasil dari pengisian-pengisian yang dilakukan akan 
m•enghasilkan KK satker dan RKA satker pada level satker, RKA-K/L eselon I 
pa.da level unit eselon I ,  dan RKA-K/L. 

2. 1 Penyusunan RKA-K/L Berdasarkan Pagu Anggaran K/L 

2 . 1 . 1  Mekanisme Penyusunan Kertas Kerja Satker 

Penyusunan rincian anggaran belanja kegiatan yang direncanakan 
pada Satker dituangkan kedalam dokumen KK Satker dengan 
menggunakan Aplikasi RKA-K/L-DIPA. Informasi yang dituangkan 
pada KK Satker merupakan informasi rincian anggaran belanja  
keluaran (output) sampai dengan tingkat detil biaya. Penyusunan KK 
Satker pada suatu Satker melalui langkah-langkah sebagai berikut: 
a. satker melakukan login aplikasi RKA-K/L-DIPA; 
b .  dalam peng1smnnya mengikuti petunjuk peng1s1an yang 

dijelaskan dalam buku manual aplikasi RKA-K/L-DIPA; 
c. penyusunan rincian anggaran belanja keluaran (output) dilakukan 

dengan dua cara: 
1 )  Menuangkan Alokasi Anggaran Angka Dasar 

Satker menuangkan rencana belanja jenis alokasi anggaran 
Angka Dasar pada suatu kegiatan sampai dengan detil biaya. 
Data yang digunakan adalah prakiraan maju yang 
dicantumkan pada dokumen RKA-K/L tahun anggaran 
sebelumnya atau data hasil reviu angka dasar. 

2) Menuangkan Alokasi Anggaran Inisiatif Baru 
a) Berkenaan dengan jenis alokasi anggaran Inisiatif Baru, 

Satker menuangkan alokasi anggaran satker secara rinci 
sampai dengan detil biaya; 

b) Penuangan jenis alokasi anggaran Inisiatif Baru mengacu 
pada Proposal Inisiatif Baru yang telah disetujui untuk 
tahun yang direncanakan. 

d. setelah meyakini kebenaran semua isian yang ada, kemudian 
mencetak KK satker berkenaan; dan 

e. melengkapi data dukung yang diperlukan, untuk kemudian 
disampaikan bersamaan dengan KK Satker yang telah 
ditandatangani oleh KPA kepada unlt eselon. I sebagai bahan 
penyusunan RKA-K/L. 
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2 . 1 . 2 Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Satker 

RKA Satker merupakan penjelasan mengenai rencana kinerja satker, 
rincian belanja satker sampai dengan level Komponen, target 
pendapatan satker, serta prakiraan maju rencana belanja dan target 
pendapatannya. Pembuatan RKA Satl<:er dilakukan menggunakan 
Aplikasi RKA-K/L-DIPA, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
a. satker melakukan login aplikasi RKA-K/L-DIPA; 
b .  proses pengisian yang dilakukan sesuai dengan petunjuk dalam 

buku manual aplikasi RKA-K/L-DIPA, pada saat mengisi dalam 
rangka menyusun KK Satker, akan digunakan juga dalam 
penyusunan RKA Satker; 

c. untuk mencetak RKA satker, pada aplikasi RKA-K/L-DIPA 
memilih menu cetak RKA satker (bagian A, B, C, dan D); 

d .  menyampaikan RKA satker (bagian A, B, C, dan D) yang telah 
ditandatangani oleh KPA bersamaan dengan KK satker yang te1ah 
ditandatangani oleh KPA dan data dukung terkait kepada unit 
eselon I .  

2. 1 . 3 Mekanisme Penyusunan RKA-K/L Unit eselon I 

a. Menghimpunjmengkompilasi KK satker dan RKA satker dalam 
lingkup unit eselon I berkenaan. 

b .  Me-restore ADK yang disampaikan satker-satker yang ada dalam 
aplikasi RKA-K/L DIPA. . 

c. Memvalidasi kinerja dan anggaran program yang menjadi 
tanggung jawab unit eselon I berkenaan dengan: 
1 )  total pagu anggaran; 
2)  sumber dana, yang terdiri atas Rupiah Murni, Pinjaman Luar 

Negeri , Rupiah Murni Pendamping, PNBP, Pinjaman dalam 
Negeri, BLU, Hibah Dalam Negeri, Hibah Luar Negeri, Hibah 
Valas Langsung, Hibah Luar Langsung dan Surat Berharga 
Syariah N egara; dan 

3) sasaran kinerja Uenis barangjjasa serta volume dan satuan 
keluaran (output)). 

d .  Meneliti dan menyaring relevansi Komponen dengan keluaran 
(output) kegiatan pada masing-masing KK Satker. 

e. Apabila terdapat ketidaksesuaian atas program sebagaimana 
dimaksud dalam butir 2. 1 3  angka 3) dan relevansi komponen­
keluaran (output) sebagaimana dimaksud dalam butir 2 . 1 3  angka 
4), unit eselon I melakukan koordinasi dengan Satker untuk 
perbaikan pada KK Satker dan RKA Satker. 
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f. Mengisi informasi pada bagian L, Formulir 2 RKA-K/L, tentang 
Strategi Pencapaian Hasil . Isinya menguraikan mengenai langkah­
langkah yang ditempuh untuk mencapai Sasaran Hasil 
(pada tingkat program) , antara lain berupa: 

1) strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis 
(mengacu Renstra unit eselon I) ; 

2) uraian deskripsi masing-masing kegiatan; 

3)  jumlah satker pelaksana kegiatan; dan 

4) penj elasan mengenai perubahan alokasi program antara yang 
sedang berjalan dan yang diusulkan. 

g .  Selain mengisi pada Formulir 2 RKA-K/L, unit eselon I juga 
mengisi Bagian I ,  Formulir 3 RKA-K/L, tentang Operasionalisasi 
Kegiatan yang berisikan antara lain : 

1 )  identifikasi faktor-faktor pendukung (faktor pegawai, sarana, 
dan prasarana) dan penghambat (faktor lingkunganjkultur 
kerja) ;  

2) identifikasi satker pelaksana kegiatan; dan 

3) penjelasan mengenai perubahan alokasi anggaran belanj a  
kegiatan dari yang sedang berjalan dengan yang diusulkan .  

h .  Setelah meyakini kebenarannya, mencetak RKA-K/L Unit eselon I 
(Formulir 2 dan 3) dengan memilih menu cetak RKA-K/L pada 
aplikasi RKA-K/L-DIPA. 

i .  RKA-K/L unit eselon I ditandatangani oleh pejabat eselon I atau 
pejabat setingkat Eselon I sebagai penanggung j awab program. 

J. Menyampaikan RKA-K/L, RKA satker beserta data dukung terkait 
kepada Sekretariat Jenderal/Sekretariat UtamajSekretariat c . q  
Biro Perencanaan K/L/unit perencanaan K/L untuk cliteliti ,untuk 
kemuclian diteruskan kepacla Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah Kementerian NegarajLembaga (APIP K/L) untuk 
clireviu . 

2. 1 . 4 Mekanisme Penyusunan RKA-K/L lingkup K/L 

a. Menghimpunjmengkompilasi RKA-K/L unit eselon I lingkup K/L. 

b .  Menyusun RKA-K/L secara utuh untuk lingkup K/L berdasarkan 
RKA-K/L unit eselon I .  

c .  Memvaliclasi alokasi anggaran K/L meliputi : 

1 )  total pagu anggaran; 

2) sumber dana; dan 

3)  sasaran kinerja.  

d .  Apabila terdapat ketidaksesuaian atas alokasi anggaran K/L 
sebagaimana dimaksud clalam butir 2 . 1 . 4 angka 3 ) ,  K/L 

� AW 
/ 
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melakukan koordinasi dengan unit eselon I untuk perbaikan pada 
RKA-K/L unit eselon I berkenaan. 

e .  Mengisi informasi pada bagian J, Formulir 1 RKA-K/L, tentang 
Strategi Pencapaian Sasaran Strategis Yang berisi urman 
mengenai langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai 
Sasaran Strategis,  antara lain berupa: 

1 )  strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis 
(mengacu Renstra K/L) ; dm� 

2 )  uraian tentang deskripsi masing-masing program dan unit 
organisasi penanggung jawab. 

f. RKA-K/L (yang telah disusun) diteliti kembali kesesuaiannya 
dengan Pagu Anggaran K/L agar tidak mengakibatkan: 

1 )  pergeseran anggaran antar program dan fungsi Uumlah alokasi 
dana pada masing-masing program harus sesuai dengan yang 
tercantum dalam Pagu Anggaran K/L) ; 

2 )  pengurangan belanja operasional ;  

3)  perubahan pagu sumber pendanaanjsumber pembiayaan 
(sumber pendanaan/ sumber pembiayam� dalam menghasilkan 
keluaran (output) tidak diperbolehkan berubahjbergeser) ; 

4) memastikan RKA-K/L beserta dokumen pendukung telah 
memuat hal-hal sebagai berikut: 

a) konsistensi pencantuman sasaran kinerj a  meliputi volume 
keluaran dan Indikator Kinerja Keluaran dalam RKA-K/L 
dengan Renja  K/L dan RKP; 

b) kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu 
Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; 

c) kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber 
dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/ L; 

d) kelayakan anggaran dan kepatuhan dalam penerapm� 
kaidah-kaidah penganggaran antara lain penerapan 
standar biaya masukan (SBM) dan standar biaya keluaran 
(SBK) , kesesuaian jenis belanj a, hal-hal yang dibatasi atau 
dilarang, pengalokasim� anggaran untuk kegiatan yang 
didanai dari Penerimaan Negara Bukan Paj ak (PNBP) , 
Pinjamm�/Hibah Luar Negeri (PHLN) , Pinjaman/Hibah 
Dalam Negeri (PHDN) , Surat Berharga Syariah Negara 
(SBSN) , Badan Layanan Umum (BLU) , kontrak tahun 
j amak, dan pengalokasian anggaran yang akan diserahkan 
menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) ; 

e) kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN. 

5)  dalam hal hasil penelitian danjatau reviu RKA-K/L terdapat 
hal-hal yang memerlukan perbaikanjpenyesuaian, RKA-K/L 
disampaikan kembali kepada unit eselon I bersangkutan. 
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6) RKA-K/ L yang telah dilakukan perbaikanj penyesuaian 

disampaikan kembali kepada unit Sekretariat 
Jenderalj Sekretariat Utamaj Sekretariat c . q. Biro 
Perencanaan/ Unit Perencanaan Kementerianj Lembaga pada 
kesempatan pertama. 

7) menyampaikan RKA-K/ L kepada Kementerian Keuangan c . q  
Ditj en Anggaran sebagai bahan penelaahan . 

2.2 Penyesuaian RKA-K/ L Berdasarkan Alokasi Anggaran 

Berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan dengan Komisi terkait di 
DPR-RI dan Alokasi Anggaran, K/ L menyesuaikan RKA-K/ L .  Penyesuaian 
dimaksud adalah : 
a .  penyesuaian terhadap angka dasar apabila terdapat perubahan 

parameter ekonomi (indeks inflasi untuk tahun yang direncanakan) 
dan /  atau penyesuaian parameter non ekonomi . apabila terdapat 
perubahan kebijakan sehingga berpengaruh terhadap besaran alokasi 
anggaran K/ L; dan 

b .  adanya progam baru sebagai hasil kesepakatan pembahasan dengan 
DPR. 

Dalam rangka penyusunan RKA-K/ L berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran 
K/ L, terdapat beberapa kemungkinan sebagai berikut: 
a .  apabila tidak terdapat perubahan parameter ekonomi, parameter non 

ekonomi, dan usulan programjkegiatanjkeluaran (output) baru maka 
RKA-K/ L  berdasarkan Pagu Anggaran K/ L secara langsung ditetapkan 
dalam DHP RKA-K/ L; 

b .  apabila terdapat perubahan parameter baik ekonomi maupun non 
ekonomi maka penuangan dalam KK Satker dilakukan melalui 
penyesuaian dengan parameter ekonomi dan non ekonomi pada tingkat 
komponen . Penyesuaian pada komponen pendukung dilakukan dengan 
melakukan perkalian dengan parameter ekonomi . Sedangkan 
penyesuaian komponen utama dapat dilakukan dengan mengalikan 
dengan parameter ekonomi atau sesuai dengan kebijakan yang 
ditetapkan; 

c .  apabila terdapat program baru sebagai hasil kesepakatan pembahasan 
dengan Komisi terka:it di DPR-RI maka K/ L menyesuaikan RKA-K/ L 
dengan: 
1) mengusulkan rumusan programjkegiatanjkeluaran (output) kepada 

Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan sesuai dengan 
kewenangan masing-masing terlebih dahulu . Usulan program dan 
kegiatan (non keluaranj output) diajukan kepada Kementerian 
Perencanaan . Sedangkan usulan keluaran (output) diajukan kepada 
Kementerian Keuangan . Usulan tersebut selanjutnya ditetapkan 
sebagai referensi pada program aplikasi RKA-K/ L; 
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2) entry data biaya pada masing-masing komponen dengan mengacu 

pada standar biaya yang berlaku pada tahun yang direncanakan atau 
satuan harga diluar SBM; 

3) meneliti kembali jumlah alokasi anggaran tersebut apakah sesuai 
dengan jumlah alokasi anggaran hasil kesepakatan pembahasan 
dengan Komisi terkait di DPR-RI ; dan 

4) hasil penuangan alokasi anggaran tersebut akan tercantum dalam 
formulir B, KK satker .  

2 .2 .1 Mekanisme Penyesuaian Kertas Kerja  Satker 

Berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan dengan komisi terkait di 
DPR dan Alokasi Anggaran, satker menyesuaikan KK satker dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
a. melakukan login kedalam aplikasi RKA-K/ L untuk selanjutnya 

melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan; 
b .  mengidentifikasi dan meneliti perubahan-perubahan belanja  

sesuai dengan alokasi anggaran K/  L; 
c . menyesuaikan alokasi anggaran angka dasar sampai dengan 

tingkat detil dan menuangkan alokasi anggaran inisiatif baru 
mengacu pada proposal yang telah disetujui kedalam anggaran ; 

d .  melengkapi perubahan data dukung atas penyesuaian terhadap 
alokasi anggaran; dan 

e .  menyampaikan KK satker hasil penyesuaian yang telah 
ditandatangani oleh KPA dan data dukung kepada unit eselon I. 

2 .2 .2 Mekanisme Penyesuaian Rencana Kerja  Dan Anggaran Satker 

Berdasarkan KK satker yang telah disesuaikan, satker juga 
menyesuaikan RKA satker dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
a .  melakukan login kedalam aplikasi RKA-K/ L-DIPA untuk 

melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan; 
b .  mengidentifikasi dan meneliti perubahan-perubahan informasi 

rencana kinerja, target pendapatan, dan hal-hal yang terkait 
dengan KPJM, sesuai dengan alokasi anggaran K/ L;  

c .  meneliti kembali kesesuaian rincian belanja  satker yang tertera 
pada RKA satker dengan KK satker hasil penyesuaian ; 

d .  setelah diyakini kebenarannya, mencetak RKA Satker yang telah 
disesuaikan ; dan 

e .  menyampaikan RKA satker (Bagian A, B, C, dan D) yang telah 
disesuaikan dan ditandatangani oleh KPA bersamaan dengan KK 
satker yang telah disesuaikan beserta data dukung terkait kepada 
unit eselon I. 

2 .2 .3  Mekanisme Penyesuaian RKA-K/ L Unit Eselon I 
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a. Menghimpunjmengkompilasi KK satker dan RKA satker yang telah 

disesuaikan dalam lingkup unit eselon I berkenaan. 

b .  Menyesuaikan RKA-K/L unit eselon I (Formulir 2 dan 3)  
berdasarkan KK satker dan RKA satker yang difasilitasi oleh 
aplikasi RKA.-K/L-DIPA. 

c. Memvalidasi kinerja  dan anggaran program yang menjadi tanggung 
j awab Unit eselon I berkenaan dengan: 

1 )  total alokasi anggaran; 

2 )  sumber dana, yang terdiri atas Rupiah Murni, Pinj aman Luar 
Negeri, Rupiah Murni Pendamping, PNBP, Pinjaman dalam 
Negeri, BLU, Hibah Dalam Negeri, Hibah Luar Negeri , Hibah 
Valas Langsung, Hibah Luar Langsung dan Surat Berharga 
Syariah Negara (sumber dana yang berasal dari SBSN ada pada 
penyusunan RKA.-K/L TA 20 1 4  dengan kode PBS) ;  dan 

3) sasaran kinerja  (jenis barangjjasa serta volume dan satuan 
keluaran (output)). 

d .  Meneliti dan menyaring relevansi Komponen dengan keluaran 
(output) kegiatan pada masing-masing KK satker dan RKA satker. 

e .  Apabila terdapat ketidaksesuaian atas : program sebagaimana 
dimalcsud dalam butir 2 . 2 . 3  huruf c dan relevansi komponen­
keluaran (output) sebagaimana dimaksud dalam butir 2 . 2 . 3  huruf 
d, unit eselon I melakukan koordinasi dengan satker untuk 
perbaikan pada KK satker dan RKA satker. 

f. RKA-K/L unit eselon I ditandatangani oleh pejabat eselon I atau 
pejabat setingkat eselon I, selaku KPA sebagai penanggung j awab 
program. 

g. Menyampaikan RKA-K/L Unit eselon I yang telah disesuaikan dan 
data dukung kepada unit perencanaan K/L. 

2 . 2 . 4  Mekanisme Penyesuaian RKA.-K/L lingkup K/L 

a. Menghimpunjmengkompilasi RKA-K/L unit eselon I yang telah 
disesuaikan dalam lingkup K/L. 

b .  Menyusun RKA-K/L secara utuh untuk lingkup K/L berdasarkan 
RKA-K/L Unit eselon I. 

c. Memvalidasi alokasi anggaran K/L meliputi : 

1 )  total alokasi anggaran K/L; 

2 )  sumber dana; dan 

3) sasaran kinerja. 

d. Apabila terdapat ketidaksesuaian atas alokasi anggaran K/L 
sebagaimana dimaksud dalam butir 2 . 2 .4 huruf c ,  K/L melakukan 
koordinasi dengan Unit eselon I untuk perbaikan pada RKA-K/L 
unit eselon I berkenaan. 
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e. RKA-K/ L (yang telah disesuaikan) diteliti kembali kesesuaiannya 

dengan Alokasi Anggaran K/ L agar tidak mengakibatkan: 

1 )  pergeseran anggaran antar program dan fungsi Uumlah alokasi 
dana pada masing-masing program harus sesuai dengan yang 
tercantum dalam Alokasi Anggaran K/ L) ;  

2 )  pengurangan belanja operasional (Komponen 00 1 dan 002) ; dan 

3) perubahan pagu sumber pendanaan/ sumber pembiayaan 
(sumber pendanaanjsumber pembiayaan dalam menghasilkan 
keluaran (output) tidak diperbolehkan berubahjbergeser) . 

f. Memastikan RKA-K/ L beserta dokumen pendukung telah memuat 
hal-hal sebagai berikut: 

1 )  konsistensi pencantuman sasaran kinerja  meliputi volume 
keluaran dan Indikator Kine1ja Keluaran dalam RKA-K/L 
dengan Renj a K/ L dan RKP; 

2) kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran 
K/ L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; 

3) kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana 
yang ditetapkan dalam Alokasi Anggaran K/L; 

4) kelayakan anggaran dan kepatuhan dalam penerapan kaidah­
kaidah penganggaran antara lain penerapan SBM dan SBK, 
kesesuaian jenis belanja, hal-hal yang dibatasi atau dilarang, 
pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari 
PNBP, PHLN, PHDN, SBSN, BLU, kontrak tahun jamak, dan 
pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menj adi PMN 
pada BUMN; dan 

5) kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN. 

g. Menyampaikan RKA-K/ L, RKA Satker, KK RKA-K/ L, beserta data 
dukung terkait kepada APIP K/ L untuk direviu . 

h . Menyampaikan RKA-K/L dan RKA satker yang telah disesuaikan 
kepada Kementerian Keuangan c.q Ditjen Anggaran sebagai bahan 
penelaahan / penyesuaian. 

3. Dokumen Pendukung 

3 . 1 Kerangka Acuan Kerja  (KAK)/Term Of Reference (TOR) 

KAK/TOR untuk tiap keluaran (output) kegiatan disusun mengacu pada 
format sebagaimana tercantum di bagian akhir lampiran II ini . Ada 
beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan TOR 
sebagai berikut: 

a. TOR berada pada level keluaran (output) Kegiatan. TOR disusun hanya 
untuk keluaran (output) inisiatif baru (apabila terdapat perbedaan yang 
signifikan dengan proposal inisiatif baru) dan angka dasar yang 
terdapat perubahan dalam level komponen; 
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b .  TOR dalam kerangka inisiatif baru disusun dan diajukan sebagai dasar 

alokasi anggaran keluaran (output) kegiatan inisiatif baru . TOR ini 
adalah yang sudah disesuaikan dengan persetujuan anggaran dari 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan 
Kementerian Keuangan c .q. Ditjen Anggaran; dan 

c .  TOR dalam kerangka angka dasar yang berubah komponennya disusun 
dan diajukan sebagai dasar alokasi anggaran keluaran (output) kegiatan 
angka dasar .  TOR ini adalah yang sudah disesuaikan dengan 
bagianjtahapan sebagai komponen keluaran (output) pada tahun yang 
direncanakan. 

3 . 2  Rincian Anggaran Biaya (RAB) 

RAB (untuk keluaran (output) kategori inisiatif baru) disusun RAB mengacu 
pada format sebagaimaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . Ada beberapa hal 
yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RAB: 

a. dokumen RAB merupakan dokumen pendukung TOR; dan 

b. dokumen ini menjelaskan besaran total biaya tiap komponen yang 
merupakan tahapan pencapaian keluaran (output) kegiatan. 

3 . 3  Gender Budget Statement (GBS) 

Gender Budget Statement (GBS) berada pada tingkat keluaran (output) 
(berkenaan dengan keluaran (output) yang responsif gender j ARG) . 
Penyusunan GBS mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini . 

3 . 4  Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum (RBA BLU) dari BLU 
merupakan rencana kerja  dan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan oleh BLU. Kaidah-kaidah penganggaran dalam menyusun 
RBA BLU berpedoman pada penjelasan sebagaimana tercantum dalam 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini . 

3 . 5  Dokumen Pendukung Teknis Lainnya 

Beberapa dokumen pendukung teknis lainnya yang disusun oleh satker, 
antara lain : 

a. perhitungan kebutuhan biaya pembangunanj renovasi bangunan 
gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerj aan Umum 
atau Dinas Pekerjaan Umum setempat untuk pekerj aan 
pembangunanjrenovasi bangunan gedung negara yang berlokasi di 
dalam negeri dan pekerjaan renovasi bangunan gedung negara yang 
berlokasi di luar negeri (kantor perwakilan) yang mengubah struktur 
bangunan; atau 
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b .  perhitungan kebutuhan biaya renovasi bangunan gedung negara atau 
yang sejenis dari konsultan perencana setempat untuk pekerj aan 
renovasi bangunan gedung negara yang berlokasi di luar negeri 
(kantor perwakilan) yang tidak merubah struktur bangunan .  Informasi 
mengubah atau tidak struktur bangunan dijelaskan dalam dokumen 
terse but; 

c .  data dukung teknis dalam suatu kasus tertentu antara lain peraturan 
perundanganj keputusan pimpinan K/ L yang mendasari adanya 
kegiatanj keluaran (output), surat persetujuan dari Menpan dan RB 
untuk alokasi dana satker baru, dan sejenisnya; dan 

d .  data dukung terkait teknis lainnya sehubungan dengan alokasi suatu 
keluaran (output). 

3 . 6  Surat Pengantar Usulan RKA-K/ L 

Penyusunan Surat Pengantar Usulan RKA-K/ L mengacu pada format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . 

3 .  7 Surat Pernyataan Eselon I 

Penyusunan Surat Pernyataan Eselon I mengacu pada format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . 
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Gambar 2 . 1 Gambaran Penyusunan TOR dan RAB 

Unit eselon 1 menetapkan target dan sasaran kinerja  program dan kegiatan beserta 

be saran anggarannya, termasuk volume keluaran (output) kegiatan. Oleh karena itu 

wajar bahwa dokumen TOR disusunoleh Unit eselon 1 (Bagian Perencanaan) . Hal 

ini sej alan dengan kerangka berpikir top down, yaitu instansi pusat diwakili unit 

eselon 1 yang menetapkan target kinerja  dan unit operasional (satker) sebagai 

pelaksana pencapaian target kinerja  dimaksud. 

Informasi keberadaan satker dalam TOR hanyalah informasi, berapa jumlah satker 

yang turut serta menghasilkan suatu keluaran (output) kegiatan. Substansi dalam 

TOR tersebut bukan terfokus pada bekerjanya keluaran (output) kegiatan pada 

suatu satker tertentu tetapi bekerjanya output kegiatan sebagai satu kesatuan utuh 

dalam proses pencapaian target dan kinerja  program . 

Tabel berikut ini adalah ilustrasi perbandingan sekaligus gambaran jumlah TOR 

yang disusun oleh 2 (dua) unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan. 

Keduanya ialah Ditj en Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan yang mempunyai 

karakteristik berbeda dari aspek struktur organisasi dan kinerjanya. 

No. Karakteristik Ditjen Anggaran Ditjen Perbendaharaan 
1. Tipe Unit eselon 1, Unit eselon 1 yang mempunyai 211 satker 

Organisasi sekaligus satker. terdiri dari: 
Hanya ada 1 satker • 4 instansi pusat 
yaitu Ditjen • 27 Kanwil 
Anggaran. • 180 KPPN 

2. Rumusan Terdiri dari: Terdiri dari: Program 1, Kegiatan 10, dan 
Kinerja Program 1, Keluaran (output) 52 (termasuk 4 Keluaran 

Kegiatan 7, dan (output) layanan perkan to ran). 
Keluaran (output) Catatan: 
22 (termasuk 1 Rincian Keluaran (output) setelah dipilah dan 
Keluaran layanan dikelompokkan terdiri dari Keluaran (output) 
perkantoran). yang dilaksanakan oleh berbagai satker (di 
Catatan: luar Keluaran (output) Layanan Perkantoran) 
Tiap kegiatan dan adalah: 
output yang • 10 Keluaran/ output (instansi pusat) 
dihasilkan tidak • 16 Keluaran/ output (Kanwil) 
sam a • 22 Keluaran/ output (KPPN) 

3. Jenis output Angka dasar: Angka dasar : 34 Keluaran (output) 
12 Keluaran Inisiatif baru : 18 Keluaran (output) 

Inisiatif baru: 
10 Keluaran 

4. Kewajiban Unit eselon I • Unit eselon I menyusun 18 dokumen TOR 
menyusun menyusun 10 beserta RAB-nya. 
dokumen dokumen TOR • Satker menyusun dokumen pendukung 
penduk:ung beserta RAB-nya. berupa Rencana Bisnis dan Anggaran 
berupa TOR BLU, dan menyampaikan Perhitungan 
dan RAB kebutuhan biaya pembangunanjrenovasi 

bangunan gedung Negara atau yang 
sejenis, dan data dukung teknis lainnya 
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FORM U L I R  1 :  

RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS PADA KEMENTE RIAN N E GARA/L E MBAGA 
TAH UN ANGGARAN 20XX 

A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ... . .. . ... . . .. . . .... . .. .. (Berisikan Nama KIL beserta kodenya) 

B. VISI ... . .. . .... . . . . . .. . . . . . . .  (Berisikan uraian Visi dari KIL sesuai dengan di Renstra K!L) 
C. MISI .. . . . . . . . .. . . . ... . . . .  (Berisikan uraian Misi dari KIL sesuai dengan di Renstra KIL) 
D. SASARAN STRATEGIS 1· ························· } (Berisikan Sasaran-sasaran Strateqis KIL) 

2. . ........................ , dst 
E. FUNGSI 1 ·  ························· } (Berisikan Funqsi- Funqsi yanq dijalankan K!L) 

2. . ........................ , dst 
F. PRIORITAS NASIONAL 1 .  

2. 
························· } (Berisikan Prioritas Nasional KIL) 
. . . ............... ....... dst 

G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS 

KODE I. SASARAN STRATEGISt 
DASARIINISIATIF BARU 

ANGKA ALOKASI ANGGARAN 
(RIBUAN RUPIAH) 

( 1 ) 

II. PROGRAM/ ESELON 1/ HASIL/ INDIKATOR 
KINERJA UTAMA PROGRAM/ ANGKA DASARI 
INISIATIF BARU 

(2) 

TA 
20XX-1 

(3) 

TA 
20XX 

(4) 
Sasaran Strategis 1 .... . . (Berisikan Uraian Sasaran Strategis 1 9.999.999 9.999.999 

__ S!'§!l!.l! f?_e_n_sj�a_ 15[�)-_________________________________________________________ _ 
Jumlah Angka Dasar 9.999.999 

Jumlah lnisiatif Baru 
Program .... (Berisikan uraian Nama Program) 

Eselon I 
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Nama Esefon f) 

Hasil 
........... . . . . . . . . .... . .  (Berisikan uraian Hasif) 

lndikator Kinerja Utama Program 

9.999.999 

9.999.999 9.999.999 

1 ·  ························· } (Berisikan fKU Program) 
__ 2, __ :·:·:·:cc·:c·:ccc·c�-d_s_t _____________________________________________________ _ 

Angka Dasar 
lnisiatif Baru 
Dst... 

9.999.999 

9.999.999 

Sasaran Strategis 2 .. . ... (Berisikan Uraian Sasaran Strategis 2 9.999.999 9.999.999 

__ s_e_S!l!.J! f?_e_n_sj�a_ 15[0 ____________________________ -------------------- -----------
Jumlah Angka Dasar 9.999.999 

Jumlah lnisiatif Baru 

Program .... (Berisikan uraian Nama Program) 

Eselon I 
. ........ ... . . .... . . . . ... (Berisikan uraian Nama Esefon f) 

Hasil 
. .... . . . . . . . ....... . . .... (Berisikan uraian Hasif) 

lndikator Kinerja Utama Program 

9.999.999 

9.999.999 9.999.999 

1 ·  ························· } (Berisikan fKU Program) 
-_2,-- : ·: ·:·: ·:·:·: ·:·: cc c·c � _d_s_t------------- - ------------------ ----------- ----- ------

Angka Dasar 
lnisiatif Baru 
... ,dst 

Total Angka Dasar 
Total lnisiatif Baru 

T O T A L  

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

TA TA 
20XX+1 20XX+2 

(5) (6) 
9.999.999 9.999.999 

----------- -----------

9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 

TA 
20XX+3 

(7) 
9.999.999 

---------- -

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 
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H. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI 

KODE FUNGSI/ PROGRAM TA 
20XX-1 

( 1 ) (2) (3) 
Fungsi 1 . ... (Berisikan uraian Fungsi 1 yang jadi tanggung 9.999.999 

jawab KIL) 

Program ... (Berisikan nama Program yang mendukung Fungsi 9.999.999 

1) I 
. . .  ,dst 

Fungsi 2 .... (Berisikan uraian Fungsi 2 yang jadi tanggung 9.999.999 

jawab KIL) 

Program ... (Berisikan nama Program yang mendukung Fungsi 9.999.999 

1) I 
. . .  ,dst 

. . .  ,dst 

I. ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL 

KODE PRIORITAS NASIONALI PROGRAM TA 
20XX-1 

{1) (2) (3) 
Prioritas Nasional 1 ..... . (Berisikan Priori/as Nasion a! 1 yang 9.999.999 

jadi tanggungjawab KILf 

Program ... ... . . (Berisikan nama Program yang mendukung 9.999.999 

ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH 
TA TA TA 

20XX 20XX+1 20XX+2 

(4) (5) (6) 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Alokasi oaau oroaram untuk Funasi 1 

9.999.999 9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.g99 9.999.999 

Alokasi panu pronram untuk Funnsi 2 

ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH 
TA TA TA 

20XX 20XX+1 20XX+2 

(4) (5} (6) 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Prioritas Nasiona/ 1) 
I Alokasi oaau omaram untuk Priori/as Nasional 1 

... ,dst 

Prioritas Nasional 2 ...... (Berisikan Prioritas Nasional 2 yang 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

jadi tanggungjawab KIL) 

Program .. . ..... (Berisikan nama Program yang mendukung 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Priori/as Nasiona/ 1) I Alokasi panu prowam untuk Priori/as Nasion a/ 2 
. . .  ,dst 

. . .  ,dst 

J. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS: 

Diuraikan lan9kah-langkah yang ditempuh untuk mencapai sasaran strategis, dimulai dari : 
( 1 )  Strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis ( berasal dari Renstra K/L); 
(2) Uraian deskriptif masing-masing program dan Unit Organisasi Penanggung jawab. 

K. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN: 

(RIBUAN RUPIAH) 
KODE PROGRAM URAIAN PENDAPATAN TA TA TA TA 

20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 

( 1 )  (2) (3) (4) (4) (5) (6) 
Program 1 Perpajakan 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

PNBP 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

... ,dst 

TOTAL a.  Perpajakan 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

b. PNBP 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

PENJELASAN: 
Diisi penjelasan perubahan target TA 20XX dibandingkan dengan target TA 20XX-1 

Lokasi, Tanggal 
Pengguna Anggaran 

TA 
20XX+3 

(7) 
9.999.999 

9.999.999 

I 

9.99g.999 

9.999.999 

I 

TA 
20XX+3 

(7) 
9.999.999 

9.999.999 

I 

9.999.999 

9.999.999 

I 

TA 
20XX+3 

(7)) 
9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

Nama Menteri/Pimpinan Lembaga 
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FORMULIR 2: 
RENCANA PENCAPAIAN HAS I L  UNIT ORGAN I SASI 

TAHUN ANGGARAN 20XX 

KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA ......................... (Berisikan Nama KIL beserta kodenya) 

B. UNIT ORGANISASI : ......................... (Berisikan Nama Unit eselon I beserta kodenya) 

C. MIS I UNIT ORGANISASI : ......................... (Berisikan uraian Misi Eselon l) 

D .  SASARAN STRATEGIS : ......................... (Berisikan uraian Sasaran Strategis yang didukung) 

E. PROGRAM : ..................... ... (Berisikan uraian Nama Program beserta kodenya) 

F. HASIL ......................... (Berisikan uraian Hasil Eselon l nya) 

G .  INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM 1. ..... ................ .... } 2 . ......................... • dst 

H. RINCIAN PROGRAM : 

I. KEGIATAN I (ESELON 11/SATKER)/ FUNGSI/ 
SUB FUNGSI/ PRIORITAS/ FOKUS PRIORITAS 

KODE 
II. OUTPUT(VOL-SAT)IINDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN/ ANGKA DASARIINISIATIF BARU 

(1) (2) 
Kegiatan ......... (Berisikan uraian Nama Kegiatan) 
Eselon II/ Satker 
......................... (Berisikan uraian Nama Eselon ll) 
Fungsi 
......................... (Berisikan uraian Fungsi) 
Sub Fungsi 
......................... (Berisikan uraian Sub Fungsi) 
Prioritas Nasional 
............ ......... ... (Berisikan uraian Priori/as) 
Fokus Prioritas 
.......... .............. (Berisikan uraian Fokus Prioritas) 

_QI}_TP()_T_-------------------------------------------
Outpu/1.. .. (Berisikan uraian jenis Output 1) 

_(Y.olll�.!"-�§1\u_a_n. 9_u_tp1JD ________________________________ 

Output2 .. .. (Berisikan uraian jenis Output 2) 

_(Y.Ol':l�.!"-�<l\u_a_n. 9_u_lp1JD ________________________________ 

dst 
lndikator Kinerja Kegiatan 
1. . ... ............. .... ... . } (Berisikan indikator-indikator 
2. ......................... dst Kinerja Kegiatan) 

Angka Dasar 
lnisatif Baru 
... ,dst 

T O T A L  
Total Angka Dasar 
Total lnisiatif Baru 

I .  ALOKASI ANGGARAN FUNGSI 

KODE FUNGSI/ SUB FUNGSI 

(1) (2) 
Fun9si 1 ... ( Berisikan uraian Fungsi 1 sesuai formulir 1 )  

Sub Fungsi1 .... (Berisikan uraian Sub Fungsi 1) 

Sub Fungsi2 .... (Berisikan uraian Sub Fungsi 2) 

... ,dst 

TA 
20XX-1 

(3) 
9.999.999 

------- ---- -
9.999.999 

_ _ _ _ l �� _s_a_t) 
9.999.999 

____ l �� _s_a_t) 

9.999.999 

TA 
20XX-1 

(3) 

9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 

(Berisikan IKU Proqram Unit eselon I) 

ALOKASI ANGGARAN 
(RIBUAN RUPIAH) 

TA TA TA 
20XX 20XX+1 20XX+2 

(4) (5) (6) 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 

----------- ----- ---- -- -----------
9.999.999 9.999.999 9.999.999 

-- -_(_ �� 351!.) ___ H9_�§1\·l ___ L9_9_ �<lU 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 

- - - _(_ �� 351!·) ---_(_9_9_ �<l\·l ---L9_9_ �<lU 

9.999.999 
9.999.999 

9.999.999 9.999.999 9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 

ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) 
TA TA TA 

20XX 20XX+1 20XX+2 

(4) (5) (6) 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 

TA 
20XX+3 

(7) 
9.999.999 

-- -- ------
9.999.999 

--_(_ �� 351!·) 
9.999.999 

-- _(_�� 351!·) 

9.999.999 

TA 
20XX+3 

(7) 
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 
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ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL 

KODE PRIORITAS NASIONALIFOKUS PRIORITAS ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH 
TA TA TA TA 

20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 

(1 ) (2) (3) (4) (5) (6) 
Prioritas Nasional 1 .... ( Berisikan uraian Priori/as Nas. 1 )  9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Fokus Prioritas .... (Berisikan uraian Fokus Priori/as 1 )  9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Fokus Prioritas .... (Berisikan uraian Fokus Priori/as 2) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

. . .  ,dst 

K. BIAYA PROGRAM 

BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, 
(RIBUAN RUPIAH) 

TA TA TA TA 
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA 20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1. KELOMPOK BIAYA 

a .  Operasional 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

b.  Non Operasional 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

2. JENIS BELANJA 
a .  Belanja Pegawai 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

b.  Belanja Barang 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

c .  Belanja Modal 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

e. Belanja Subsidi 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

f. Belanja Hibah 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

g. Belanja Bantuan Sosial 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

h .  Belanja Lain-Lain 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

3. SUMBER DANA 
a .  Rupiah Murni (RM) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

b. Rupiah Murni Pendamping (RMP) . 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

c. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

d. Badan Layanan Umum (BLU) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

e. Pinjaman Luar Negeri (PLN) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

f. Hibah Luar Negeri (HLN) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

g. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

h .  Hibah Dalam Negeri (HDN) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

L.  STRATEGI PENCAPAIAN HASIL: 

Diuraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai hasil yang diinginkan, dimulai dari: 
( 1 )  Strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis (berasal dari Renstra Unit eselon I); 
(2) uraian I deskripsi masing-masing kegiatan; 

m Jumlah Satker Pelaksana Kegiatan; 
Penielasan mengenai perubahan alokasi proqram dari vanq sedang berjalan dengan yang diusulkan. 

M .  RINCIAN RENCANA PENDAPATAN : 

(RIBUAN RUPIAH� 
KODE KEGIATAN URAIAN PENDAPATAN TA TA TA TA 

20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 

(1 ) (2) (3) (4) ill (6) (7)) 
Kegiatan 1 a .  Perpajakan 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

b. PNBP 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Kegiatan 2 a .  Perpajakan 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

b. PNBP 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

. . .  ,dst 

TOTAL 
a. Perpajakan 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

b. PNBP 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

PENJELASAN:Diisi penjelasan perubahan target TA 20XX dibandingkan dengan target TA 20XX-1  

Lokasi ,  Tanggal  

TA 
20XX+3 

{7) 
9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

TA 
20XX+3 

(6) 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

TA 
20XX+3 

{8 ) 
9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

Eselon 1/Penanggung jawab 
Nama 
N I P .  



A. 

B. 

c .  

D .  

E. 

F. 

G. 

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

M E NTE R I I< EUANGAN 
R E P U B L I I< I N DO N E S I A  

- 137 -

FORMULIR 3 :  
RINCIAN B I AYA PENCAPAIAN HAS I L  UNIT ORGAN I SASI 

TAH UN ANGGARAN 20XX 

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA . .... .... . . . .... . . . . . . ... (Berisikan Nama KIL beserta kodenya) 

UNIT ORGANISASI : . . . . . . . . . .. . . .. .... . . . . . .  (Berisikan Nama Unit eselon I beserta kodenya) 

MIS I UNIT ORGANISASI : . .... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Misi Eselon I) 

SASARAN STRATEGIS : . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  (Berisikan uraian Sasaran Strafegis yang didukung) 

PROGRAM : .. . . . . . .. ..... . . .... . . . . .  (Berisikan uraian Nama Program beserta kodenya) 

HASIL : .. . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . .  (Berisikan uraian Hasil Eselon l nya) 

INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM : 1 .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  } 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , dst (Berisikan IKU Proqram Unit eselon I) 

H. RINCIAN BIAYA PROGRAM : 

I .  KEGIATANI OUTPUT ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) 

KODE II. RINCIAN BIAYA MENURUT TA 20XX- 1 TA 20XX 
KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA VOLUME VOLUME ANGKA IN ISIATIF DAN SUMBER DANA SATUAN JUMLAH SATUAN DASAR BARU 

(1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Kegiatan .... ... (Berisikan uraian Nama 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
Kegiatan) 

OUTPUT 

OutpulL . .  (Berisikan uraian jenis Output 1) 99 sat. 9.999.999 99 sat. 9.999.999 9.999.999 
Outpu/2 . . . .  (Berisikan uraian jenis Output 2) 99 sat. 9.999.999 99 sat. 9.999.999 9.999.999 
Output3 . . . .  (Berisikan uraian jenis Output 3) 99 sat. 9.999.999 99 sat. 9.999.999 9.999.999 
dst 
RINCIAN BIAYA KEGIATAN MENURUT : 
1 .  KELOMPOK BIAYA 

a. Operasional 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
b. Non Operasional 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

2. JENIS BELANJA 
a. Belanja Pegawai : 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
b. Belanja Barang : 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
c. Belanja Modal : 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
d. Belanja Pembayaran Kewajiban 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Utang : 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
e. Belanja Subsid i: 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
f. Belanja Hibah : 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
g. Belanja Bantuan Sosial : 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
h .  Belanja Lain-Lain : 

3 .  SUMBER DANA 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
a. Rupiah Murni (RM) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
b.  Rupiah Murni Pendamping (RMP) 9.999.999 9.999.999 9 .999.999 
c. Pendapatan Negara Bukan Pajak 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

(PNBP) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
d. Badan Layanan Umum (BLU) 

Pinjaman Luar Negeri (PLN) 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 

e. 
f. Hibah Luar Negeri (HLN) 

9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 g. 

h . Hibah Dalam Negeri (HDN) 

. . .  ,dst 

JUMLAH 

(8) 
9.999.999 

9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 

9.999.999 
9 .999.999 

9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 
9 .999.999 
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 

9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 
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JUMLAH B IAYA PROGRAM MENURUT : 

1 .  KELOMPOK B IAYA 

a .  Operasional  9.999.999 
b. Non Operasional  9.999.999 

2. JENIS BELANJA 

a .  Belanja Pegawai : 9.999.999 
b. Belanja Barang : 9.999.999 
c. Belanja  Modal : 9.999.999 
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang : 9.999.999 
e. Belanja  Subsid i: 9.999.999 
f. Belanja Hibah : 9.999.999 
g .  Belanja Bantuan Sosial  : 9.999.999 
h .  Belanja Lain-Lain : 9.999.999 

3 . SUMBER DANA 

a. Rupiah Murn i  (RM) 9.999.999 
b.  Rupiah Murn i  Pendamping (RMP) 9.999.999 
c.  Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 9.999.999 
d .  Badan Layanan Umum (BLU) 9.999.999 
e. Pinjaman Luar Negeri (PLN) 9.999.999 
f. Hibah Luar Negeri (HLN)  9.999.999 
g. Pinjaman Dalam Negeri (PPN) 9.999.999 
h. Hibah Dalam Negeri (HDN) 9.999.999 

I .  OPERASIONALISASI  KEG IATAN (PROGRAM IMPLEMENTATION): 

9.999.999 9.999.999 
9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 
9.999.999 9.999.999 
9.999.999 9.999.999 
9.999.999 9 .999.999 
9.999.999 9.999.999 
9.999.999 9.999.999 
9.999.999 9.999.999 
9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 
9.999.999 9 .999.999 
9.999.999 9.999.999 
9.999.999 9.999.999 
9.999.999 9.999.999 
9.999.999 9.999.999 
9.999.999 9.999.999 
9.999.999 9.999.999 

Diuraikan langkah- langkah yang ditempuh untuk mengimplementasikan program melalui operasional isasi kegiatan-kegiatan ,d imula i  dar i :  

( 1 )  ldentifikasi faktor-faktor pendukung {faktor pegawai ,  sarana dan prasarana kerja)  dan penghambat ( l ingkungan/kultur kerja) ;  

(2)  ldentifikasi Satker- Satker Pelaksana Kegiatan ;  

(3 ) Merumuskan strategi perumusan kegiatan (misalnya melalul  stadarisasi kegiatan/biaya , evaluasi dan monitoring) ;  

(4) Penielasan menqenai oerubahan alokasi kegiatan dari yang sedang berjalan dengan yang diusulkan.  

J. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN 

SUMBER {R IBUAN RUPIAH) 
KODE KEGIATAN 

9.999.999 
9.999.999 

9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 

9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 

PENDAPATAN TA 20XX-1 TA 20XX 

( 1)  (2) (3) (4) (5) 
0000 Kegiatan 1 a .  Perpajakan 9.999.999 9.999.999 

b. PNBP : 9.999.999 9.999.999 
1 .  Umum 9.999.999 9.999.999 
2.  Fungsional 9.999.999 9.999.999 

0000 Kegiatan 2 a .  Perpajakan 9.999.999 9.999.999 
b. PNBP : 9 .999.999 9.999.999 

1 .  Umum 9.999.999 9.999.999 
2.  Fungsional 9.999.999 9.999.999 

. . .  ,dst 

a .  Perpajakan: 9.999.999 9.999.999 
TOTAL b. PNBP: 9.999.999 9.999.999 

1 .  Umum 9.999.999 9.999.999 
2.  Fungsional 9.999.999 9.999.999 
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4 .2  Format Persetujuan RKA-K/ L oleh DPR 

KODE 

PE RSETUJUAN RKA-K/L 
(KEMENTERIAN NE GARA/LEMBAGA) 

URAIAN BAG IAN ANGGARAN, UNIT ESELON I ,  FUNGS I ,  PROGRAM ALOKAS I ANGGARAN (R IBUAN RUPIAH) 

Menyetujui :  

Ketua Komisi 

Wakil Ketua 1 

Waki l  Ketua 2 

Waki l  Ketua 3 

2 3 

Lokasi ,  tanggal bulan tahun 

. . . . . . . . . . . . . . .  ( Nama) . . . . . . . . . . . .  (ltd) . . . . . . . . . . . . . . .  (Nama Kementerian Negara!Lembaga) 

. . . . . . . . . . . . . . .  ( Nama) . . . . . . . . . . . .  (ltd) 

. . . . . . . . . . . . . . .  ( Nama) . . . . . . . . . . . .  (ltd) 

. . . . . . . . . . . . . . .  ( Nama) . . . . . . . . . . . .  (ltd) . . . . . . . . . . . . . . .  (Nama Menteri!Pimpinan Lembaga) 



4 . 3  Format RKA Satker 

A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

B. UNIT ORGANISAS I 

C. SATUAN KERJA 

D. PROPINSI  

E. KABUPATEN/KOTA 
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RE NCANA KERJA ANGGARAN SATKER 
RE NCANA KI NERJA SATUAN KERJA 

TAH U N  ANGGARAN 20XX 

(xxx) 

(xx) 

(xxxxxx) 

(xx) 

. ..... . . . .. ..... . ... . .  (Berisikan Nama K/L beserta kodenya) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. (Berisikan Nama Unit  eselon I beserta kodenya) 

(xx) 

. .. . . ...... .. . . . . ..... (Berisikan Nama Satuan Kerja beserta kodenya) 

. . . .... . . . . . .. . . . . . . . .  (Berisikan Propinsi Satker berada beserta kodenya) 

. . . .. .. ..... . .. . ...... (Berisikan /okasi Satker berada beserta kodenya) 

Halaman : 

PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ ALOKASI  ANGGARAN TA 20XX 

KODE HAS ILl KEGIATAN/ VOLUME IN IS IATIF 
INDIKATOR KINERJA KEG IATAN/ OUTPUT SATUAN ANGKA DASAR BARU 

( 1 ) (2) (3 )  (4) (5) 
xxx.xx.xx Pro9ram . . .  (Berisikan uraian nama Program) 9.999.999 9.999.999 

l nd ikator Kinerja Utama Program 

1 .  

2 .  

BAGIAN A 

JUMLAH 

(6) 
9.999.999 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hasi l  

Hasi/ . . . . .  (Berisikan uraian Hasil Program) 

xxxx Kegiatan 1 . . .  (Berisikan uraian nama Kegiatan) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
lnd ikator Kinerja Keqiatan 

1 .  

2 .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Output 1 . . . . .  (Berisikan uraian Output Kegiatan) 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
Output 2 . . . . .  (Berisikan uraian Output Kegiatan) 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
Output 3 . . . .. (Berisikan uraian Output Kegiatan) 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
. . .  ,dst 

xxxx Kegiatan 2 . . . . . .  (Berisikan uraian nama Kegiatan) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
lnd ikator Kinerja Kegiatan 

1 .  
2 .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Output 1 . . . . . (Berisikan uraian Output Kegiatan) 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
Output 2 . . . .. (Berisikan uraian Output Kegiatan) 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
Output 3 . . . .  (Berisikan uraian Output Kegiatan) 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
. . .  ,dst 
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BAGIAN B 

RE NCANA KE RJA ANGGARAN SATKE R 
R I NCIAN B E LANJA SATUAN KERJA 

TAH U N  ANGGARAN 20XX 

A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

B. UNIT ORGAN ISAS I 

C. SATUAN KERJA 

D. PROPINSI  

E. KABUPATEN/KOTA 

(xxx) 

(xx) 

(xxxxxx) 

(xx) 

(xx) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Nama KIL beserta kodenya) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Nama Unit eselon I beserta kodenya) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Nama Satuan Kerja beset1a kodenya) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Propinsi Satker berada beset1a kodenya) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan lokasi Satker berada beset1a kodenya) 

Halaman : 

KODE 
PROGRAM/ KEGIATAN/OUTPUT/ 

SUBOUTPUTI KOMPONEN 

(1) (2) 

xxx.xx.xx Program . . .  (Berisikan uraian nama Program) 

lnd ikator Kinerja Utama Program 

1. 
2 .  

xxxx Kegiatan 1 . . . . . . . .  (Berisikan uraian nama Keg. ) 

lnd ikator Kinerja Kegiatan 
1. 
2. 

xxxx.xx Output 1. (Berisikan uraian Komponen Keg. ) 

xxx Suboutput 1 . . .  (berisikan uraian Suboutput) 

xxx Komponen 1 . . .  (berisikan uraian komponen) 

Jumlah Komponen . . .  (Utama/Pendukung) 

xxx Komponen 2 . . .  (berisikan uraian komponen) 

. . .  ,dst 

xxx Suboutput 2 . . . .  (berisikan uraian Suboutput) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. . .  ,dst 

xxxx.xx Output 2 . (Berisikan uraian Output Keg. ) 

Xxx Suboutput 1 . . . .  (berisikan uraian Suboutput) 

. . .  ,dst 

xxxx Kegiatan 2 . . . . . . .  (Berisikan uraian nama Keg. ) 

PAGU 

RM 
RMP 
PNBP 
BLU 
PLN 
HLN 
PDN 
HLN 
PBS 

TOTAL 

. . .  ,dst. 

T.A 20XX 
Angka Dasar ln isiatif Baru Jumlah 

VOLUME 
SATUAN 

(3) 

99 sat. 

99 sat. 

ALOKAS I ANGGARAN TA 20XX 

ANGKA 
DASAR 

(4) 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

IN IS IATIF JUMLAH BARU 

(5) (6) 
9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

SD/ 
CP 

(7) 

KP/ 
KD/ 
DKI 
TP/ 

(8 ) 



A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

B. UNIT ORGANISASI 

C. SATUAN KERJA 

D. P ROP INSI  

E. KABUPATEN/KOTA 
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RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER 
TARGET PE NDAPATAN SATUAN K E RJA 

TAH U N  ANGGARAN 20XX 

BAGIAN C 

(xxx) 

(xx) 

(xxxxxx) 

(xx) 

(xx) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Nama KJL beserta kodenya) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Nama Unit eselon I beserta kodenya) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Nama Satuan Kerja beserta kodenya) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Propinsi Satker berada beserta kodenya) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan /okasi Satker berada beserta kodenya) 

Halaman : 

PROGRAM/ KEGIATAN/ TARGET 
KODE 

SUMBER PENDAPATAN/ AKUN PENDAPATAN 20XX-1 20XX 

( 1 ) (2) (3)  (4)  

Program . .. (Berisikan uraian nama Program) 9.999.999 9.999.999 

Kegiatan 1 . . .. . .. (Berisikan uraian Nama Kegiatan) 9.999.999 9.999.999 

PERPAJAKAN 9.999.999 9.999.999 

Uraian akun pendapatan 9.999.999 9.999.999 

Uraian akun pendapatan 9.999.999 9.999.999 

PNBP 9.999.999 9.999.999 

Umum 9.999.999 9.999.999 

Uraian akun pendapatan 9.999.999 9.999.999 

Uraian akun pendapatan 9.999.999 9.999.999 

Funqsional 9.999.999 9.999.999 

Uraian akun pendapatan 9.999.999 9 .999.999 

Uraian akun pendapatan 9.999.999 9.999.999 

Kegiatan 2 . . .. . . . (Berisikan uraian Nama Kegiatan) 9.999.999 9.999.999 

. . .  ,dst 

TOTAL TARGET TARGET 
T.A 20XX-1 T.A 20XX 

PERPAJAKAN 

PNBP 

1 . Umum 

2 .Fungsional  
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RE NCANA KE RJA ANGGARAN SATKE R 
PRAKI RAAN MAJ U B E LANJA DAN TARGET PE NDAPATAN SATUAN KE RJA 

TAH U N  ANGGARAN 20XX+ 1 , 20XX+2 , 20XX+3 

BAGIAN D 

A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

B. UNIT ORGANISAS I 

C. SATUAN KERJA 

(xxx) 
(xx) 
(xxxxxx) 
(xx) 

...... . . . . . . . . . ..... . .  (Berisikan Nama KIL beserta kodenya) 

...... . . .... . ... . . . . . .  (Berisikan Nama Unit  eselon I beserta kodenya) 

. . ...... .. . . . . ........ (Berisikan Nama Satuan Kerja bese1ta kodenya) 

D. PROPINSI  

E. KABUPATEN/KOTA (xx) 

Halaman : 
PRAKIRAAN MAJU BELANJA 

KODE 
PROGRAM/ KEGIATAN/ 

OUTPUT (VOL-SAT) 

(1) (2) 

Program (Berisikan nama Prog.) 
Kegiatan 1 (Berisikan nama Keg.) 

Output 1 (Berisikan Output Keg.) 

- - - - - - - - - - - _(_'{ql�!'!� �_
a

_
t���  _QI}tp_u! ) __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Output 2 (Berisikan Output Keg.) 

- - - - - - - - - - - _(_'{qi!J!'!� �_
a_t��� _Q!flp_U! ) _ _ __ _ ____ _ ______ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Output 3 (Berisikan Output Keg. ) 

- - - - - - - - - -.- _(_'{qi!J!'!� �_a_l��[l _QI}Ip_u! ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ ___ _ 

. . .  ,dst 

Kegiatan 2 (Berisikan nama Keg.) 

. . .  ,dst 

I I  PRAKIRAAN MAJU TARGET PENDAPATAN 

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ SUMBER PENDAPATAN 

(1) (2) 

Program ... (Berisikan uraian nama Program) 

Kegiatan 1 . . . . . . .  (Berisikan uraian nama l<egiatan) 

PERPAJAKAN 

PNBP 

1.  Umum 

2 .  Funasional 

Kegiatan 2 . . . . . . .  (Berisikan uraian Nama Kegiatan) 

. . .  ,dst 

PAGU SATKER BELANJA TARGET PENDAPATAN 

T.A 20XX 
T.A 20XX 
T.A 20XX+1 
T.A 20XX+2 
T.A 20XX+3 

....... (Berisikan Propinsi Satker berada beserta kodenya) 

. ...... (Berisikan /okasi Satker berada beserta kodenya) 

TA TA TA TA TA 
20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3 

(3) (4) (5) (6) (7) 
9 .999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9 .999.999 
9.999.999 9.999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 
9.999.999 9 .999.999 9.999.999 9 .999.999 9.999.999 

( �� _s_a_t��� )_ _(_f!f! �?!l!a.'! ) L9_9_ �<l�u_a_n_ l ( ��_s_a_l�?!lJ _ _ (_ �� _s�!ll�r1 ) 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

( �� _s_at��r1 )_ _(_ !!!! �?!l!a.'! ) 1
_
9_9_ 

�<l�u_a_n_ l ( ��_s_a_lt,J?!lJ _ _ ( �� _S�!li<Jf1 ) 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9 .999.999 

( �� _s_a_t��r1 )_ _(_f!� �?!l!.a.n. ) 1 _9_9_ �<l�u_a_n_ l ( ��_s_a_lt,J?!lJ _ _ ( �� _S�!ll<lf1 ) 

TA TA TA TA TA 
20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3 

(3) (3) (4) (5) (6 )  
9.999 .999 9.999.999 9 .999.999 9.999.999 9 .999.999 
9.999.999 9.999 .999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
9.999.999 9.999.999 9.999 .999 9.999.999 9.999.999 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 9 .999.999 9 .999.999 
9.999.999 9.999 .999 9.999.999 9 .999.999 9.999.999 
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4 . 4  Format Kertas Kerja  Satker (KK Satker) 

KE RTAS KERJA SATKER 
R I NCIAN B E LANJA SATUAN KERJA 

TAH U N  ANGGARAN 20XX 

A. KEMENTERIAN N EGARA/LEMBAGA (xxx) . . . . . ..... . . . . . . . . .... (Berisikan Nama K/L beserta kodenya) 

B .  U N I T  ORGAN ISAS I : (xx) . . .. . ..... . . . ..... . . . .  (Berisikan Nama Unit eselon I beserta kodenya) 

c.  SATUAN KE RJA (xxxxxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Nama Satuan Kerja beserta kodenya) 

D .  P ROP INS I : (xx) · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . .  (Berisikan Propinsi S atker berada beserta kodenya) 

E. KAB U PATEN/KOTA : (xx) . . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . (Berisikan lokasi Satker berada beserta kodenya) 

Halaman : 

PROGRAM/ KEG IATAN/OUTPUT/ 
ALOKAS I ANGGARAN TA 20XX 

KOOE S U B  OUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMPON EN/ 
SO/ 

VOLUME ANGKA IN IS IAT I F  
JU MLAH CP 

AI<UN BELANJA/ OETIL BELANJA SATUAN OASAR BARU 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
xxx.xx.xx Program . . .  (Berisikan uraian nama Program) 9.999.999 9.999.999 9 .999.999 

lnd ikator Kinerja Utama Program 

1. 
2. 

xxxx Kegiatan 1 .. .. .... (Berisikan uraian nama Keg.) 9.999.999 9 .999.999 9 .999.999 
lnd ikator Kinerja Kegiatan 

1. 
2. 

xxxx.xx Outpui 1.(Berisikan uraian Komponen Keg.) 99 sat. 9.999.999 9.999 .999 9.999.999 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
XXX Suboutput 1 ... (berisikan uraian Suboutput) 9.999.999 9.999.999 9 .999.999 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
XXX Komponen 1 .. . (berisikan uraian komponen) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jumlah Komponen . . .  ( Utama/Pendukung) 9.999.999 9.999.999 9.999 .999 
XX Subkomponen 1 (berisikan uraiansubkomponen) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

xxxxxx Uraian akun belania 9 .999.999 9.999.999 9.999.999 
Oeti l  belanja 

xxxxxx Uraian akun belania 9.999.999 9.999.999 9 .999.999 
. . .  ,dst 

XX Subkomponen 2(berisikan uraiansubkomponen) 9.999 .999 9 .999.999 9.999.999 
Uraian akun be/ania 9.999.999 9 .999.999 9.999.999 
. . .  ,dst  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

XXX Komponen 2 ... (berisikan uraian komponen) 9.999 .999 9.999.999 9.999 .999 
. . .  ,dst - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - -

XXX Suboutput 2 .... (berisikan uraian Suboutput) 9.999.999 9.999 .999 9 .999.999 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. . .  ,dst 

xxxx.xx Output 2 . (8erisikan uraian Output Keg. ) 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9 .999.999 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Xxx Suboutput 1 . .. . (berisikan uraian Suboutput) 9.999 .999 9.999 .999 9.999.999 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. . .  ,dst 9.999.999 9 .999.999 9.999.999 
xxxx Kegiatan 2 ... . . .  (Berisikan uraian nama Keg.) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

. . .  ,dst  9.999.999 9.999.999 9.999.999 

PAGU T.A.  20XX Lokasi, tanggal  

Angka Oasar l n isiatif Baru Jumlah KPA 

RM 

RMP 

PNBP 

B L U  
N a m a  

PLN 
N I P .  

HLN 

PON 

HLN 

PBS 

TOTAL 

KP/ 

KO/ 

OK/ 

TP/ 

(8 ) 

r 
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KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE 

KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA 2 0XX 

Kementerian Negaraj Lembaga ( 1 )  

Unit eselon I / II ( 2 )  

Program ( 3 )  

Hasil ( Outcome) ( 4) 

Kegiatan ( 5) 

Indikator Kinerja Kegiatan ( 6)  

Jenis Keluaran ( Output) ( 7)  

Volume Keluaran ( Output) ( 8) 

Satuan Ukur Keluaran ( Output) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (9) 

A. Latar Belakang 

1 .  Dasar Hukum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 0) 

2. Gambaran Umum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 1 )  

B .  Penerima Manfaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 2 ) 

C .  Strategi Pencapaian Keluaran 

1 .  Metode Pelaksanaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 3) 

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan . . . . . . . . . . . .  ( 1 4) 

D .  Kurun Waktu Pencapaian Keluaran . . . . . . . . . . . . .  ( 1 5) 

E .  Biaya Yang Diperlukan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 6) 

Penanggung jawab Kegiatan 

Nama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 7) 

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 8) 



No 

( 1 )  

(2) 

(3)  

(4 ) 
(5)  
(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

( 1 0) 

( 1 1 ) 

( 1 2) 

I ( 1 3 l 
( 1 4 )  

( 1 5) 
( 1 6) 

( 1 7) 
[ ( 18) 
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PETUNJUK PENGISIAN KAK/TOR 

Uraian 

Diisi nama Kementerian Negaraj Lembaga. 

Diisi nama unit eselon I/ II sebagai penanggung jawab Program. 

Disi nama program sesuai dengan dokurnen Renj a  K/ L. 

Diisi dengan hasil (outcome) yang akan dicapai dalam Program. 

Diisi nama Kegiatan sesuai dengan dokurnen Renja  K/ L. 

Diisi uraian indikator kinerja  kegiatan. 

Diisi nama/ nomenklatur keluaran (output) secara spesifik. 

Diisi mengenai jumlah/banyaknya kuantitas keluaran (output) 
dihasilkan 

Diisi uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam 

yang 

rangka 
pengukuran kuantitas keluaran (output) sesuai dengan karakteristiknya 

Diisi dengan dasar hukurn tugas fungsi dan/ atau ketentuan yang terkait 
langsung dengan keluaran (output) kegiatan yang akan dilaksanakan. 

Diisi gambaran umum mengenai keluaran (output) kegiatan dan volumenya 
yang akan dilaksanakan dan dicapai . 

Diisi dengan penerima manfaat baik internal dan j atau eksternal 
Kementerian Negaraj Lernbaga. 

Diisi dengan cara pelaksanaannya berupa kontraktual atau swakelola. 

Diisi dengan komponen/ tahapan yang digunakan dalam pencapaian 
keluaran kegiatan, terrnasuk jadwal waktu (time table) pelaksanaan dan 
keterangan sifat komponenjtahapan tersebut termasuk biaya utama atau 
biaya penunj ang. 

Diisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan. 
Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran 
(output) dan penj elasan bahwa rincian biaya sesuai dengan RAB terlampir. 
Diisi dengan nama penanggung jawab Kegiatan. 

Diisi dengan NIP penanggung jawab Kegiatan. 
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4 . 6  Format Rincian Anggaran Belanja (RAB) 

Kernen terian N egara/ Lem bag a 

Unit eselon I I / Satker 

Kegiatan 

Keluaran (Output) 
Volume 

Satuan Uku r  

Alokasi Dana 

RINCIAN ANGGARAN BELANJA 
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN T.A.  20XX 

. . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 )  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 2 )  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 3 )  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 4) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (5) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 6) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 7) 

Kocle �raian Subou tpu tj Komponen Volume Jenis Komponen Rincian Perhitungan Harga 

Subkomponen/ detil 
Sub Output (Utama/ Pendukung) 

jml 
Satuan 

1 2 3 4 5 6 

xxxx.xxxx SubOu tpu t 1 99 - - -

XXX Kompol!ell 1 - Utmua - -

A Sub komponen A - - - -

- Detil belanja 1 - - 99 sat. x 99 sat. x . . . .  99 999 
- Detil belanja 2 - - 99 sat. x 99 sat. x . . . .  99 999 
- . . .  , dst 

- . . .  , dst 

B Sub komponen B - - - -

- dst 

xxxx.xxxx SubOutput  2 99 - - -

XXX Komponell 1 - Uta111a - -

A Sub komponen A - - - -

- Detil belanja 1 - - 99 sat. x 99 sat. x . . . .  99 999 
- Detil belanja 2 - - 99 sat. x 99 sat. x . . . .  99 999 
- . . .  , dst 

- . . .  , dst 

B Sub komponen B - - - -

- . . .  , dst 

Jumlah 

7 

999.999 

999.999 

999.999 

999.999 

999.999 

999.999 

999.999 

999.999 

999.999 

999.999 

999.999 

999. 999 

Penanggung jawab Kegiatan 

Nama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) 
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) 

Catatan : 
Jumlah total alokasi anggaran keluaran (output) adalah jumlah keseluruhan 
alokasi anggaran keluaran (output) yang dilaksanakan oleh seluruh Satker, untuk 
keluaran (output) yang sam a. 



No 

( 1 )  
(2) 
(3)  

(4)  

(5)  
(6) 

(7) 

(8) 

(9) 
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PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN ANGGARAN BIAYA 

.. Uraian 

Diisi nama Kementerian Negaraj Lembaga. 

Diisi nama unit eselon II/ Satker sebagai penanggung jawab / pelaksana Kegiatan. 

Diisi nama Kegiatan sesuai dengan dokumen Renja K/ L. 

Diisi nama/ uraian mengenai identitas dari setiap keluaran ( output) secara spesifik. 

Diisi mengenai jumlahj banyalmya kuantitas keluaran (output) yang dihasilkan . 

Diisi uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam rangka pengukuran kuantitas 
keluaran ( output) sesuai dengan karakteristiknya. 

Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran ( output) . 

Diisi dengan nama penanggung jawab Kegiatan. 

Diisi dengan NIP penanggung jawab Kegiatan. 

Kolom 1 Kode Diisi kode Suboutput, Komponen, Sub komponen 

Kolom 2 Uraian 
Sub output/ Komponen/ 
Subkomponen/ detil 

Kolom 3 Volume Sub Output 

Kolom 4 Jenis Komponen 
(U tama/ Pend ukung) 

Kolom 5 Rincian Perhitungan 

Kolom 6 Harga Satuan 

Kolom 7 Jumlah 

Diisi uraian nama Suboutput, Komponen, sub komponen, 
dan detil belanja 
Keterangan : 
Suboutput dan subkomponen bersifat opsional 

Diisi jumlahj banyaknya kuantitas Sub Output yang 
dihasilkan. 
Diisikan sebaris dengan uraian Suboutput. 

Keterangan : 
Jumlah total volume-volume Sub Output harus sama 
dengan jumlah volume Keluaran ( Output) 

Diisi utama atau pendukung. 
Diisikan sebaris dengan uraian Komponen, yang 
menyatakan bahwa komponen tersebut sebagai 
komponen utama atau komponen pendukung. 

Diisi formula perhitungan satuan- satuan pendanaan 
Diisikan sebaris dengan uraian detil belanj a  

Contoh : 
2 org x 2 hari x 2 frek 
Jumlah perhitungan tesebut diisikan pacta Sub kolom 5 
(jml) sebesar 8 

Diisi nominal harga satuan yang berpedoman pacta SBM. 
Diisikan sebaris dengan uraian detil belanj a  
Keterangan : 
Dalam hal biaya satuan ukur tidak terdapat dalam SBM 
dapat menggunakan data dukung lainnya yang dapat 
dipertanggungjawabkan 

Diisi nominal hasil - hasil perhitungan pacta tingkat detil 
belanja, Sub komponen, Komponen, Sub output. 
Keterangan : 
Jumlah total alokasi anggaran Sub-sub Output harus 
sama dengan jumlah total anggaran pacta Keluaran 
(Output) 
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4 . 7 Format Gender Budget Statement (GBS) 

Nama K/ L 
Unit Organisasi 
Unit eselon II/ Satker 

Program 

Kegiatan 

Indikator Kinerja  Kegiatan 

Keluaran ( Output) Kegiatan 

Analisa Situasi 

Rencana Aksi 

GENDER BUDGET STATEMENT 
(Pernyataan Anggaran Gender) 

: (Nama Kementerian Negara/ Lembaga) 
: (Nama Unit eselon I sebagai KPA) 
: (Nama Unit eselon II di Kantor Pusat yang bulcan sebagai Satker/ 
Nama Satker bailc di Pusat atau Daerah) 

Nama Program hasil restrulcturisasi/penyempumaannya 

Nama Kegiatan hasil restrulcturisasi/ penyempumaannya 

Nama Indilcator· Kinerja Kegiatan hasil 
restrulcturisasi/ penyempumaannya 

Jenis, volume, dan satuan suatu keluaran ( Output) lcegiatan 
hasil restrulcturisasi/ penyempumaannya 

• Uraian ring/cas yang menggambarlcan persoalan yang 
alcan ditangani/ dilalcsanalcan, meliputi: data pembulca 
wawasan, falctor lcesenjangan, dan penyebab 
permasalahan lcesenjangan gender. 

• Dalam hal data pembulca wawasan (berupa data terpilah) 
untulc lcelompolc sasaran bailc lalci-lalci/ perempuantidalc 
tersedia data lcuantatif, dapat menggunalcan data 
lcualitatif. 

• Keluaran (Output)! suboutput lcegiatan yang alcan 
dihasillcan mempunyai pengaruh lcepada lcelompolc 
sasaran tertentu 

Isu gender pacta komponen . . .  

• (isu/ lcesenjangan gender yang ada pada lcomponen 
inputnya) 

• (hanya lcomponen yang terdapat isu/ lcesenjangan 
gendemya) 

Komponen Tahapan dari suatu Keluaran (Output) . 
(Dipilih hanya Komponen yang Komponen ini harus relevan dengan Keluaran 
secara langsung mengubah (Output) Kegiatan yang dihasillcan. 
lcandisi lcearah lcesetaraan gender] 

Komponen . . . . . . . . . . . .  

Alokasi Anggaran Keluaran (Jumlah anggaran (Rp) yang dialolcasilcan untulc mencapai 
( Output) kegiatan Keluaran (Output) lcegiatan) 

Dampak/ hasil Keluaran ( Output) Damp ale/ hasil secara luas dari Keluaran ( Output) Kegiatan 
Kegiatan yang dihasillcan dan dilcaitlcan dengan isu gender serta 

perbailcan Ice arah lcesetaraan gender. 

PenanggungjawabKegiatan 

Nama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

NIP/ NRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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4 . 8  Format Daftar Pagu Anggaran Per Satker 

KEM E NTERIAN K EUANGAN R E P U B L I K  I N DONESIA 

D I R E KTORAT J E N D E RAL ANG GARAN 

DAFTAR PAG U  ANGGARAN PER SATKER 
TAH U N  ANGGARAN 20XX 

K E M E NTERIAN N EGARA/ LE MBAGA 

U NI T  O RGANISASI 

P R O G RA M  

P A G U  PROGRAM 

Alokasi anggaran tersebut , dirinci menurut lokasi sebagai berikut : 

SATUAN KERJA JENIS BELANJA 
BELANJA BELANJA BELANJA BANTUAN 
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL 

1 2 3 4 5 

XXX NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

XXX NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

XXX NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

XXX NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

XXX NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

XXX NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

XXX NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

XXX NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

XXX NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

XXX NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

XXX NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

XXX NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

XXX NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

XXX NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

XXX NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

XXX NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

XXX NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

XXX NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

XXX NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

XXX NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

XXX NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

XXX NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

XXX NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

LAIN-LA IN RM 

6 7 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

SUMBER DANA 
PNBP/BLU 

8 

99.999.999 

99.999.999 

99.999.999 

99.999.999 

99.999.999 

99.999.999 

99.999.999 

99.999.999 

99.999.999 

99.999.999 

99.999.999 

99.999.999 

99.999.999 

99.999.999 

99.999.999 

99.999.999 

99.999.999 

99.999.999 

99.999.999 

99.999.999 

99.999.999 

99.999.999 

99.999.999 

(Eselon I K/L) 

(Ribuan Rupiah) 

PDN/PHLN JUMLAH 

9 10 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

99.999.999 99.999.999 

NIP/NRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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4 . 9  Format Surat Pernyataan dan Tanggung Jawab Eselon I 

LOGO ( 1 ) KEMENTERIAN/ LEMBAGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (2)} 
UNIT ESELON I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (3) {QP Kementerian/ Lembaga 

Alamat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (5) 

SURAT PERNYATAAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) 

NOMOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) 

Yang bertanda tang an di bawah ini : · 

Nama : . . . . . . . . . . . . . . . (8) 

NIP/ NRP : . . . . . . . . . . . . . . .  (9) 

Jabatan : . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 0) 

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai 

berikut: 

1 .  Rencana Kerja  dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-K/ L) . . . . . . . . . . . . . . . (11) 
telah disusun sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L.  

2.  RKA-K/ L beserta dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah disusun dengan 

lengkap dan benar, direviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian 

Negara/ Lembaga (APIP K/ L) ,  disimpan oleh Satuan Kerja  dan Unit eselon I, serta siap 

untuk diaudit sewaktu-waktu . 

3. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan 

kerugian negara, saya bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, 

dan tidak dibawah tekanan. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 2) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 3)  

Matera i  
6000 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 4) 

NIP / NRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 



Keterangan: 
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( 1 ) Diisi logo Kementerianj Lembaga. 

(2)  Diisi uraian nama Kementerianj Lembaga. 

(3) Diisi uraian nama unit eselon I .  

(4) Diisi uraian nama unit eselon I .  

(5)  Diisi alamat Eselon I .  

(6 )  Diisi nama Sekretaris Jenderalj Sekretaris 
selakupenanggung jawab RKA-K/ L. 

(7) Diisi nomor Surat Pernyataan. 

(8) Diisi nama pej abat penanda tangan Surat Pernyataan. 

(9)  Diisi NIP / NRP. 

( 1 0) Diisi uraian j abatan penanda tangan Surat Pernyataan. 

( 1 1 ) Diisi nama Eselon I dan Kementerianj Lembaga. 

( 1 2 )  Diisi Tempat dan Tanggal . 

Utamaj Sekretaris K / L  

( 1 3) Diisi j abatan penandatangan surat pernyataan (pejabat eselon I atau pej abat lain 

yang memiliki alokasi angaran (portofolio) dan sebagai penanggung j awab 

program) . 

( 1 4) Diisi nama penandatangan surat pernyataan. 
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4 . 1 0  Format Surat Pengantar Usulan RKA-K/ L 

UNIT ESELON 1 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (3)  OP Kementerianj Lembaga 
LOGO . . . ( 1 )  KEMENTERIAN/ LEMBAGA . . . . . . . . . . . . . . (2)} 

SATKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) 
Alamat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (5) 

: S- I /20XX (tanggal-bulan) 20XX 
: Segera 
: Satu Berkas 

Nom or 
Sifat 
Lamp iran 
Hal : Usulan Rencana Kerja  Dan Anggaran Kementerian Negaraj Lembaga 

Yth Direktur Jenderal Anggaran 

Di Jakarta 

Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor . . . . . .  / KMK . 02 / 2 0XX tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, 
dengan m1 disampaikan Rencana Kerja  dan Anggaran Kementerian 
Negaraj Lembaga (RKA-K/ L) Kementerian . . . . . . . . . . . . . . (6) 

Sebagai kelengkapan dokumen, dengan ini dilampirkan dokumen penelaahan 
berupa: 

a . Rencana Kerja  dan Anggaran Satuan Kerja (RKA Satker) . 

b .  ADK RKA-K/ L-DIPA. 

c .  Surat Pernyataan Eselon I .  

d .  Daftar Rincian Pagu Anggaran per Satker / Eselon I .  

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih . 

Menteri/ Pimpinan Lembaga atau 
Pejabat Yang Ditunjuk 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (7)  
NIP/ NRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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Keterangan : 
1 .  Diisi logo Kementerian/ Lembaga. 
2 .  Diisi nomenklatur Kementerianj Lembaga. 
3 .  Diisi unit eselon I pengusul RKA-K/ L .  
4 . Diisi satker pengusul RKA-K/ L. 
5. Diisi alamat Kementerianj Lembaga. 
6 . Diisi nomenklatur Kementerian/ Lembaga. 
7 .  Diisi nama dan NIP/ NRP Menteri / Pimpinan Lembaga atau Pejabat Yang 

Ditunjuk. 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

MUHAMAD CHATIB BASRI 
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LAM PI RAN Ill 

PERATURAN M ENTER! KEUANOAN REPU BLI K I N D O N ES I A  
NOMOR 1 3 6 / PMK . 0 2 / 2 0 1 4 
TENTANO 

PETUNJ U K  PENYU S U NAN DAN PENELAAHAN RENCANA 

KERJA DAN ANOOARAN KEM ENTERIAN N EOARA/ LEMBAOA 

PEDO MAN PENELITIAN DAN REVIU RKA-K/ L 

A .  Pedoman Penelitian RKA-K/ L oleh Sekretariat Jencleral/ Sekretariat Utama/ 
S ekretariat c . q. Biro Perencanaan / Unit Perencanaan K/ L 

Penelitian RKA-K/ L bertujuan untuk memastikan kelengkapan dan 
kebenaran RKA-K/ L yang disusun sebelum disampaikan kepacla Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negaraj Lembaga (APIP K/ L) clan 
Kementerian Keuangan c . q  DJA untuk dilakukan penelaahan bersama clengan 
B appenas . Penelitian RKA-K/ L dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan 
dan kebenaran dokumen yang clipersyaratkan serta kepatuhan clalam 
p enerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan clari Peraturan 
Menteri ini . 

Penelitian RKA-K/ L dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal / Sekretariat 
Utam_aj Sekretariat c . q . Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan K/ L dan hal-hal 
yang perlu clipersiapkan sebelum melakukan penelitian RKA-K/ L aclalah : 

1 .  Dokumen dalam rangka meneliti RKA-K/ L, meliputi : 

a .  Renj a  K/ L dan RKP tahun anggaran yang clirencanakan; 

b .  H asil kesepakatan trilateral meetings; 

c. H asil reviu angka dasar (baseline) dan basil pembahasan proposal 
anggaran Inisiatif Baru (j ika ada) ; 

d .  D aftar Rincian Pagu Anggaran per Satker/ Eselon I ;  

e .  K K  S atker clan RKA Satker; 

f. ADK RKA-K/ L; 

g .  Target dan Pagu PNBP (j ika ada) ; 

h .  Gender Budget Statement/ GBS (j ika ada) ; 

1 .  D okumen teknis lainnya yang clisusun oleh Satker,  seperti : Rencana 
Bisnis clan Anggaran Badan Laym�an Umum (RBA B LU) , perhitungan 
kebutuhan biaya pembangunanj renovasi bangunan geclung Negara atau 
yang sej enis , dan data dukung teknis lainnya; dan 

J .  Peraturan -peraturan terkait clengan penganggaran ; 

2 . Penelitian RKA-K/ L clifokuskan untuk meneliti hal-hal sebagai berikut:  

a .  konsistensi pencantuman sasaran kinerj a  meliputi Volume Keluaran clan 
Indikator Kine1-j a  Kegiatan dalam RKA-K/ L sesuai clengan sasaran 
kine1-j a  dalam Renj a  K/ L dan RKP; 

b .  kesesuaian total pagu dalam RKA-K/ L dengan Pagu Anggaran K / L yang 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan ; 

c .  kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/ L clengan sumber dana yang 
ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/ L; 
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d .  kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN pada level keluaran ; dan 
e .  kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/ L antara lain RKA Satker, 

TOR/ RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya. 
Hasil penelitian RKA-)\:j L yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal/ 

Sekretariat Utamaj Sekretariat c .q .  Biro Perencanaanj Unit Perencanaan K/ L 
selanjutnya disampaikan kepada unit eselon I K/ L untuk dilakukan 
penyesuaian atau perbaikan U ika ada) dan secara paralel disampaikan kepada 
APIP K/L untuk dilakukan reviu RKA-K/L. 

B. Pedoman Reviu RKA-K/L oleh APIP K/L 

1 .  Pendahuluan 

1 . 1 Latar Belaka.ng 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa penyusunan 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara (RAPBN) 
berpedoman kepada Rencana Kerja  Pemerintah (RKP) dengan 
memperhitungkan ketersediaan anggaran . Pemerintah menentukan 
prioritas pembangunan beserta kegiatan-kegiatan yang akan 
dilaksanakan dalam dokumen RKP. Hasil yang diharapkan adalah hasil 
secara nasional (national outcomes) sebagaimana amanat Undang­
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .  RKP merupakan 
dokumen perencanaan tahunari dan merupakan penjabaran dari 
Rencana Pem bangunan J angka Menengah N asional (RPJMN) yang 
memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro , 
program Kementerian Negara/ Lembaga (K/ L) ,  lintas K/ L ,  dan 
kewilayahan , dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan 
yang bersifat indikatif . RKP kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 
Rencana Kerja  Kementerianj Lembaga (Renja  K/L) . Untuk selanjutnya 
Renja  K/L dijabarkan ke dalam Rencana Kerja  dan Anggaran 
Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) berdasarkan pagu anggaran . 

Penyusunan RKA-K/ L merupakan bagian dari perencanaan 
penganggaran . Permasalahan dalam perencanaan penganggaran antara 
lain RKA-K/ L belum disusun dengan baik dan tepat sesuai dengan 
kaidah-perencanaan penganggaran , sehingga penuangan informasi 
dalam dokumen RKA-K/L sering tidak terukur. Disamping itu , adanya 
kendala atas dokumen DIPA yang belum siap untuk dilaksanakan awal 
tahun anggaran direncanakan (bulan Januari) meskipun DIPA K/ L 
sudah ditetapkan saat sebelum tahun anggaran (bulan Desember) . 
Adanya perencanaan penganggaran belanja  yang belum optimal juga 
berdampak kepada penyerapan anggaran yang tidak maksimal dan 
cenderung terjadi penyerapan pada akhir tahun, kualitas belanja  negara 
masih belum optimal dalam mendukung sasaran . pembangunan 
(peningkatan pertumbuhan , serta pengurangan pengangguran dan 
kemiskinan) , kebijakan fiskal (APBN) menjadi tidak dapat maksimal 
dalam memacu pembangunan . Oleh karena itu , dalam proses 
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perencanaan penganggaran dituntut untuk menghasilkan RKA-K/ L yang 
berkualitas dan sesuai dengan kaidah perencanaan penganggaran . 

Sesuai dengan arahan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 
lokakarya APIP K/ L tanggal 22 Februari 2012, dsebutkan bahwa APIP 
K/ L tidak hanya terkait dengan masalah ex post tetapi juga diharapkan 
dapat mendukung kinerj a  dari instansi .  Dengan demikian , APIP  K/ L 
harus sudah mulai berperan sejak tahap perencanaan p enganggaran . 
Peran ini semakin diperkuat dengan adanya surat Surat Edaran Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 
Tahun 2012 ten tang Peningkatan Pengawasan dalam rangka 
Penghematan Penggunaan Belanj a Barang dan Belanja Pegawai di 
Lingkungan Aparatur Negara, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan 
Instansi memberi tugas APIP K/ L untuk melakukan peningkatan 
pengawasan dalam rangka penyusunan rencana kerj a  anggaran . 

Seiring hal tersebut di atas , dalam proses perencanaan 
penganggaran , akan semakin dipertegas pemisahan tugas dan p eran 
antara Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO) dan K/ L 
sebagai Chief Operational Officer (COO) . Dengan demikian , dap at 
disimpulkan bahwa adanya peran APIP K/ L dalam proses  p erencanaan 
penganggaran adalah untuk mendorong K/ L guna meningkatkan 
kualitas perencanaan penganggaran melalui pelaksanaan reviu RKA­
K/ L.  

1 .  2 Definisi 

Reviu RKA-K/ L adalah penelaahan atas penyusunan dokumen 
rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/ L oleh auditor 
APIP K/ L yang kompeten, untuk memberikan keyakinan terbatas ( limited 
assurance) bahwa RKA-K/ L telah disusun berdasarkan Pagu Anggaran 
K/ L dan /  atau Alokasi Anggaran K/ L yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan, Renj a  K/ L, RKP hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR 
dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APB N ,  stan dar biaya, dan 
kebij akan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan 
penganggaran , dalam upaya membantu menterij pimpinan lembaga 
untuk menghasilkan RKA-K/ L yang berkualitas . 

APIP K/ L adalah Inspektorat Jenderal / Inspektorat 
Utamaj lnspektorat atau nama lain yang secara fungsional 
m elaksanakan pengawasan intern yang bertanggung j awab langsung 
kepada menteri/ pimpinan lembaga. 

1 .3  Tujuan Reviu RKA-K/ L 

Tujuan reviu RKA-K/ L oleh APIP K/ L adalah untuk memberi 
keyakinan terbatas ( limited assurance) bahwa informasi dalam RKA-K/ L 
sesuai dengan Pagu Anggaran K/ L danj atau Alokasi Anggaran K/ L yang 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan , Renj a  K/ L,  RKP hasil kesepakatan 
pemerintah dengan DPR dalam pembicaraan pendahuluan rancangan 
APB N ,  standar biaya, kebijakan pemerintah lainnya, dan memenuhi 
kaidah perencanaan penganggaran serta dilengkapi dokumen 
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pendukung. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat 
sebagaimana dalam audit karena reviu tidak mencakup pengujian atas 
pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian atas 
dokumen sumber dan pengujian atas respon terhadap permintaan 
keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan 
melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu 
lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit . 

Reviu dapat menjadikan perhatian auditor tertuju kepada hal-hal 
penting yang mempengaruhi RKA-K/ L, namun tidak memberikan 
keyakinan bahwa auditor akan mengetahui semua hal penting yang 
akan terungkap melalui suatu audit . Berdasarkan hasil reviu , APIP K/ L 
akan memberikan simpulan atas penyusunan RKA-K/ L. Apabila auditor 
menemukan kelemahan dan/ atau kesalahan dalam penyusunan 
RKA-K/ L, maka auditor berkewajiban menyampaikan permasalahan 
beserta rekomendasi · perbaikannya kepada unit penyu sun RKA-K/ L 
untuk segera dilakukan. perbaikanjpenyesuaian dan berkoordinasi 
dengan Sekretariat Jenderalj Sekretariat Utama/ Sekretariat c . q. Biro 
Perencanaan/ Unit Perencanaan K/ L. 

Penyusunan RKA-K/L merupakan tanggung j awab unit penyusun 
RKA-K/ L (Menteri/ Pimpinan Lembaga c . q. Pejabat Eselon I yang 
memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung j awab 
program) . Oleh karena itu, unit penyusun bertanggung j awab untuk 
melaksanakan perbaikanjpenyesuaian RKA-K/ L. 

1 .4 Ruang Lingkup, Sasaran, dan Waktu Pelaksanaan Reviu RKA-K/ L 

Ruang lingkup reviu RKA-K/ L oleh APIP K/ L adalah penelaahan 
atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan 
berupa RKA-K/ L unit eselon I dan penelusuran RKA-K/ L unit eselon I ke 
dokumen sumber yang dilakukan secara terbatas pada TOR, RAB,  dan 
dokumen pendukung terkait lainnya. Ruang lingkup reviu RKA-K/ L 
tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern dan 
pengujian atas respon permintaan keterangan yang biasanya 
dilaksanalcan dalam suatu audit. 

Sasaran reviu RKA-K/ L oleh APIP K/ L adalah menteri/ pimpinan 
lembaga memperoleh keyakinan bahwa penyusunan dokumen 
perencanaan keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/ L unit 
eselon I dan data pendukung telah disusun berdasarkan Pagu Anggaran 
K/ L dan/ atau Alokasi Anggaran K/ L yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan, Renja  K/ L, RKP hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR 
dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN, standar biaya, dan 
kebij akan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan 
penganggaran. 
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Reviu RKA-K/L oleh APIP K/ L dilaksanakan pada saat 

penyusunan RKA-K/ L oleh unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran 
(portofolio) dan sebagai penanggung jawab program setelah 
ditetapkannya pagu anggaran K/ L, dan penyesuaian RKA-K/ L oleh unit 
eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) setelah diperolehnya 
alokasi anggaran K/ L. Dengan demikian lokasi reviu dilakukan pada 
kantor unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) . 

Pada prinsipnya, pelaksanaan reviu RKA-K/ L oleh APIP K/ L tidak 
menambah layer proses perencanaan dan penganggaran. Untuk itu ,  
reviu RKA-K/ L dapat dilaksanakan secara paralel bersamaan dengan 
pembahasan RKA-K/ L antara unit eselon I dan Sekretariat Jenderal/ 
Sekretariat Utama/ Sekretariat c .q. Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan 
K/ L. Hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaan reviu RKA-K/ L dapat 
berj alan dengan efesien dan efektif mengingat keterbatasan waktu mulai 
penyusunan RKA-K/ L oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga c .q. Pej abat 
Eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan se bagai 
penanggung jawab program sampai dengan RKA-K/ L lingkup K/ L 
disampaikan kepada Kementerian Keuangan c .q. Direktorat Jenderal 
Anggaran . 

1 . 5 Referensi Peraturan Pelaksanaan Reviu RKA-K/ L 

Referensi peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan reviu 
RKA-K/ L adalah semua peraturan yang terkait dengan pengelolaan 
keuangan Negara pada tahap perencanaan dan penganggaran, antara 
lain meliputi : 

a. Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

b .  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pem bangunan N asional; 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah; 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah; 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 20 1 0  tentang Penyusunan 
Rencana Kerja  Dan Angaran Kementerian Negaraj Lembaga; 

g.  Peraturan Pemerintah Nomor 1 0  Tahun 20 1 1  tentang Tata Cara 
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah; 

h. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20 1 0  tentang Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diu bah teral\:hir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 20 1 2 ;  

1 .  Peraturan Presiden Nomor yang mengatur tentang Rencana Kerja  
Pemerintah Tahun 20 1 5; 

J .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 1 4 / PMK. OS/ 20 1 3  tentang 
Bagan Akun Standar; 
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k .  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/ PRT/ M / 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 
1 .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 / PMK.02 / 2013 tentang Tata 

Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jarnak (Multi Years 
Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; 

m .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 / PMK.02 / 2011 tentang 
Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja  Atas Pelaksanaan Rencana Kerj a  
Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga; 

n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 / PMK. 05 /2012 tentang 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,  Pegawai Negeri , 
Dan Pegawai Tidak Tetap ; 

o .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 / PMK.05 /2010 tentang 
Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri , 
dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
97 / PMK.05/ 2010 ; 

p .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/ PMK.02 / 2013 tentang 
Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi 
Dalam Penyusunan Rencana Kerja  Dan Anggaran Kementerian 
Negaraj Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Keuagan Nomor 51/ PMK.02 /2013 ; 

q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/ PMK.02 / 2014 tentang 
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 ; 

r .  Peraturan Menteri Keuangan mengenai Petunjuk Penyusunan Dan 
Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian 
Negaraj Lembaga; 

s. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133 / PMK.02 / 2014 mengenai 
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2015 ; 

t .  Keputusan Menteri Keuangan mengenai Penetapan Pagu Anggaran 
Kementerian Negaraj Lembaga Dan Langkah-Langkah Penyelesaian 
Rencana Kerja  Anggaran Kementerian Negaraj Lembaga Tahun 
Anggaran 2015 ; 

u .  Keputusan Menteri Keuangan mengenai Penetapan Pagu Alokasi 
Anggaran Kementerian Negaraj Lembaga Tahun Anggaran 2015 . 

1 . 6  Obyektivitas dan Kompetensi Tim Reviu RKA-K/ L 

Pereviu harus objektif dalam melaksanakan kegiatan reviu . Prinsip 
obyektivitas mensyaratkan agar Tim Reviu RKA-K/ L melaksanakan reviu 
terhadap RKA-K/ L dengan jujur, integritas , dan tidak 
mengkompromikan kualitas . 
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Untuk mendukung dan menjamin efektivitas reviu atas RKA-K/ L,  

perlu dipertimbangkan kompetensi pereviu Tim Reviu RKA-K/ L yang 
akan ditugaskan . Sesuai dengan tujuan reviu RKA-K/ L,  m aka Tim Reviu 
RKA-K/ L secara kolektif seharusnya memenuhi kompetensi sebagai 
berikut: 

a. memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;  

b .  memahami tata cara penyusunan RKA-K/ L; 

c .  memahami perencanaan pengadaan barangjj asa pemerintah 
di lingkungan K/ L; 

d .  memahami bagan akun standar; 

e .  memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi unit yang direviu ; 

f. menguasai teknik komunikasi ; 

g .  memahami analisis basis data; dan 

h .  menguasai dasar-dasar reviu . 

2.  Tata Cara Reviu RKA-K/ L 

Pedoman pelaksanaan reviu RKA-K/ L ini dimaksudkan sebagai acuan 
untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan basil reviu RKA-K/ L.  
Pedoman pelaksanaan reviu RKA-K/ L ini menguraikan kegiatan-kegiatan yang 
p erlu dilakukan pada tiap tahapan reviu RKA-K/ L, termasuk di dalamnya 
prosedur reviu RKA-K/ L yang berisi serangkaian langkahj program yang akan 
dilaksanakan oleh APIP K/ L dalam . mereviu dokumen perencanaan 
penganggaran . 

2 . 1 Tahapan Reviu RKA-K/ L 

Dalam melakukan revm RKA-K/ L, terdapat 3 (tiga) tahapan rev1u 
RKA-K/ L, meliputi : 

a .  tahap perencanaan reviu RKA-K/ L; 

b .  tahap pelaksanaan reviu RKA-K/ L; dan 

c .  tahap pelaporan basil reviu RKA-K/ L.  

Tahap perencanaan reviu RKA-K/ L meliputi antara lain koordinasi 
dengan Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan, kegiatan untuk menentukan 
skala prioritas berdasarkan analisis risiko , melakukan usulan penugasan 
reviu , dan mempersiapkan bahan penyusunan Program Kerj a  Reviu . Tahap 
pelaksanaan reviu RKA-K/ L mencakup kegiatan penelaahan dokumen 
perencanaan keuangan dan penyusunan kertas kerj a  reviu . Tahap 
pelaporan basil reviu RKA-K/ L mencakup kegiatan penyusunan Catatan 
H asil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR) . 
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2 . 2  Tahap Perencanaan Reviu RKA-K/ L 

2 . 2 . 1 Hal-hal Yang Harus Dipersiapkan 

Sebelum melaksanakan reviu RKA-K/ L, beberapa hal yang perlu 
dipersiapkan oleh APIP K/ L adalah sebagai berikut: 

a.  APIP K/ L melakukan rapat koordinasi dengan Biro 
Perencanaanjunit Perencanaan untuk mendapatkan hasil 
dokumen perencanaan yaitu RKP dan Renj a  K/ L (hasil trilateral 
meeting), kebijakan menterijpimpinan lembaga terkait 
perencanaan dan penganggaran K/L.  Koordinasi bertujuan untuk 
mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan 
penyusunan RKA-K/L.  Melalui koordinasi tersebut diharapkan 
akan menghasilkan pelaksanaan reviu RKA-K/ L yang efisien dan 
efektif. 

b .  APIP K/ L dapat mempersiapkan data yang dapat mendukung 
pelaksanaan reviu RKA-K/ L antara lain renja  K/ L (hasil trilateral 
meeting) , pagu indikatif dan rancangan awal RKP Tahun 2 0 1 5  
sesuai surat Kepala Bappenas Nomor 009 1 / M . PPN/ 03 / 2 0 1 4  
tanggal 1 9  Maret 20 1 4, hasil temuan BPK d an  compliance audit 
atas realisasi DIPA (bila ada) , Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
53/ PMK.02/20 1 4  tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2 0 1 5 , 
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Standar Biaya 
Keluaran (SBK) , data SIMAK-BMN, kebijakan pemerintah, serta 
peraturan menteri/pimpinan lembaga terkait tugas dan fungsi 
Eselon I dan K/ L. 

c. APIP K/ L menerima dokumen-dokumen dari unit eselon I untuk 
direviu , meliputi : 

1 )  Surat pengantar yang ditandatangani oleh pej abat eselon 
I jpenanggung jawab portofolio ; 

2 )  Daftar Rincian Pagu Anggaran per satker j eselon I ;  

3 )  RKA-K/ L unit eselon I ;  

4)  Rencana Kerja  Anggaran Satker (RKA Satker) ; 

5 )  Kertas Kerja  Satker (KK Satker) ; 

6 )  Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/ L; 

7) Data SIMAK-BMN; 

8 )  TOR/ RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya. 

d. APIP K/ L menyusun Program Kerj a  Reviu RKA-K/ L untuk 
digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan reviu 
RKA-K/ L  unit eselon I .  
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2 . 2 . 2  Pelaksanaan Tahap Perencanaan Reviu RKA-K/ L 

Pada tahap perencanaan reviu RKA-K/ L unit eselon I ,  kegiatan 
yang dilakukan antara lain sebagai berikut: 

a. APIP K/ L menyusun Tim Reviu RKA-K/ L 

Hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah persyaratan 
kompetensi teknis yang secara kolektif harus dipenuhi. Tim 
Pereviu RKA-K/ L disusun paling sedikit terdiri dari 1 (satu) 
Pengendali Mutu, 1 (satu) Pengendali Teknis ,  beberapa Ketua Tim, 
dan beberapa jumlah Anggota Tim disesuaikan dengan kebutuhan . 
Sebagai dasar pelaksanaan reviu RKA-K/ L, pimpinan APIP K/ L 
menerbitkan surat tugas reviu RKA-K/ L. Surat tugas tersebut 
paling sedikit menjelaskan mengenai pemberi tugas, susunan tim, 
ruang lingkup reviu, lokasi, serta waktu pelaksanaan reviu 
RKA-K/ L unit eselon I .  

b .  Pemahaman objek reviu RKA-K/ L dan peraturan/ kebijal<an 
perencanaan penganggaran 

Sebelum melal<:ukan reviu RKA-K/ L, pereviu harus memahami 
tugas dan fungsi objek reviu dan peraturan terkait penyusunan 
RKA-K/ L (seperti yang telah disebutkan dalam angka 1 . 5 hal 
Referensi Peraturan Pelaksanaan Reviu RKA-K/ L) .  Obj ek reviu 
adalah unit penyusun RKA-K/ L tingkat eselon I atau pej abat lain 
yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai 
penanggung jawab program . 

c .  Penyusunan prosedur bertujuan untuk menentukan langkah­
langkah reviu RKA-K/ L yang tepat dengan mempertimbangkan 
faldor risiko , materialitas, signifikansi, ketersediaan auditor, dan 
ketersediaan waktu . 

2 . 3  Tahap Pelaksanaan Reviu RKA-K/ L unit eselon I 

2 . 3 . 1 APIP K/ L dapat melakukan reviu secm·a paralel dengan pelaksanaan 
penelitian oleh Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan atas RKA-K/ L 
unit eselon I .  

2 . 3 . 2  Jika dilakukan bersama, APIP K / L  bersama-sama Biro Perencanaan/ 
Unit Perencanaan dan unit eselon I penyusun RKA-K/ L melakukan 
Kick of Meeting Reviu dan Penelitian RKA-K/ L unit eselon I .  

2 . 3 . 3  Hal-hal Yang Harus Diperhatikan 

2 . 3 . 3 . 1 Rum1.g Lingkup Reviu RKA-K/ L 

Ruang lingkup reviu RKA-K/ L unit eselon I oleh APIP K/ L 
difokuskan pada: 

a. kelayakan anggaran untuk menghasilkan 
keluaran; 

suatu 
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b .  kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah 

penganggaran, antara lain : 

1 )  penerapan SBM dan SBK 

Untuk keluaran (output) yang telah ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan sebagai SBK, reviu RKA-K/ L 
dilakukan hanya untuk mencocokkan besaran uang 
pencapaian keluaran (output) yang tercantum dalam 
RKA Satker dengan SBK. Untuk keluaran (output) yang 
non SBK, reviu RKA-K/ L dilakukan sampai dengan 
level detil ; 

2 )  penggunaan akun; 

3) hal-hal yang dibatasi; 

4) pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai 
dar( penerimaan negara bukan pajak, pinj aman/ hibah 
luar negeri, pinjaman/hibah dalam negeri, dan surat 
berharga syariah negara; 

5) penganggaran badan layanan umum; 

6 )  kontrak tahun jamak (multiyears contract); dan 

7) pengalokasian anggaran yang akan diserahkan 
menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) pada badan 
usaha milik negara. 

c. kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/ L antara lain 
RKA Satker, TOR/RAB danj atau dokumen pendukung 
terkait lainnya; dan 

d .  rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai 
inisiatif baru dan/ atau rincian anggaran angka dasar 
yang mengalami perubahan pada level komponen; 

disamping fokus pada ruang lingkup di atas, pereviu dapat 
melakukan reviu atas ruang lingkup RKA K/ L unit eselon I 
sebagai berikut untuk memastikan: 

a. konsistensi pencantuman sasaran kinerj a  meliputi 
volume keluaran dan indikator kinerj a  kegiatan dalam 
RKA-K/ L sesuai dengan sasaran kinerj a  dalam Renj a  K/ L 
dan RKP; 

b. kesesuaian total pagu dalam RKA-K/ L dengan Pagu 
Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;  

c .  kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/ L dengan sumber 
dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/ L; dan 

kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN pada level 
keluaran . 

, L 
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2 . 3 . 3 . 2  Tim Reviu RKA-K/ L harus mendapatkan Keputusan Menteri 
Keuangan atau Surat Menteri Keuangan tentang Penetapan 
Pagu Anggaran K/ L dan per program, dan Penetapan Pagu 
Alokasi Anggaran K/ L dan per program . 

2 . 3 . 3 . 3  Untuk reviu penyesuaian RKA-K/ L, Tim Reviu RKA-K/ L 
harus meminta hasil pembahasan antara K/ L dengan DPR 
antara lain laporan singkat (lapsing) dan catatan hasil 
pembahasan . 

2 . 3 . 3 . 4 Tim Reviu RKA-K/ L harus meminta hasil penelitian RKA-K/ L 
yang dilakukan oleh Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan 
K/ L sebagai bahan masukan dan sinkronisasi hasil reviu . 

2 . 3 . 4 Pelaksanaan Program Kerja Reviu RKA-K/ L 

Reviu RKA-K/ L unit eselon I dilaksanakan sesuai dengan 
program kerja reviu RKA-K/ L yang telah disusun pada tahap 
perencanaan reviu RKA-K/ L unit eselon I .  Pelaksanaan reviu 
RKA-K/ L unit eselon I dikoordinasikan dengan unit penyusun RKA­
K/ L tingkat eselon I atau pejabat lain yang memiliki alokasi anggaran 
(portofolio) dan sebagai penanggung jawab program bersama Biro 
Perencanaan/ Unit Perencanaan K/ L. Pengembangan prosedur reviu 
RKA-K/ L dapat dilakukan oleh Tim Reviu RKA-K/ L sepanjang 
diperlukan sesuai dengan kondisi di lapangan . 

Hasil pelaksanaan prosedur reviu dituangkan dalam Kertas 
Kerja  Reviu (KKR) dan dilakukan harus direviu secara berj enjang oleh 
Ketua Tim dan Pengendali Teknis . 

Berdasarkan KKR, Tim Reviu RKA-K/ L harus menyusun 
Catatan Hasil Reviu (CHR) untuk menyampaikan hasil reviu RKA-K/ L 
unit eselon I yang berisi kesalahan atau kelemahan yang ditemui 
serta rekomendasi perbaikan . Catatan hasil reviu dibahas dan 
disampaikan kepada unit eselon I c .q. Sekretaris unit eselon I untuk 
segera ditindaklanjuti dengan perbaikan atau penyesuaian RKA-K/ L 
dan Biro Perencanaan/Unit Perencanaan K/ L. Biro Perencanaan/ Unit 
Perencanaan memastikan penyelesaian tindak lanjut atas CHR terkait 
RKA-K/ L unit eselon I. Catatan hasil reviu harus ditandatangani 
bersama antara Tim Pereviu dengan Sekretaris unit eselon I yang 
menyusun RKA-K/ L. 

RKA-K/ L unit eselon I yang telah diperbaiki atau disesuaikan 
disampaikan kepada Sekretariat J enderal/ Sekretariat 
Utamaj Sekretariat c .q. Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan K/ L 
untuk dapat dihimpun menjadi RKA-K/ L lingkup K/ L dengan 
tembusan APIP K/ L untuk selanjutnya disampaikan kepada 
Kementerian Keuangan c .q. Direktorat Jenderal Anggaran . 

Tim Pereviu RKA-K/ L wajib mendokumentasikan seluruh KKR 
dan dokumen RKA-K/ L unit eselon I beserta TOR/ RAB/ dokumen 
pendukung lainnya dengan baik dan aman . 
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2 . 4 Tahap Pelaporan Hasil Reviu RKA-K/ L 

Pelaporan hasil reviu RKA-K/ L unit eselon I pada intinya 
mengungkapkan tujuan dan alasan pelaksanaan reviu , prosedur reviu yang 
dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui , langkah perbaikan 
yang disepakati , langkah perbaikan yang telah dilakukan , dan saran 
perbaikan yang belum atau tidak dilaksanakan . Laporan hasil reviu 
disusun dalam bentuk Laporan Hasil Reviu (LHR) . Laporan hasil rev1u 
disampaikan oleh pimpinan APIP K/ L kepada pimpinan unit eselon I .  
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3 .  FORMAT SURAT TUGAS 
LOGO . . .  (1) ������I�����-

-
�����-�/������� - ·

.
·
.
·
.
·
.
·
.
\�) } 

Alamat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (4) 

KOP Kementerian 

N egara/ Lem bag a 

SURAT TUGAS 
Nomor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) 

Dalam rangka Kebijakan Pengawasan dan Program Kerj a  Pengawasan Tahunan 
Inspektorat Jenderal Kementerian Negaraj Lembaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (6) Tahun 20XX, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (7) menugaskan: 

No.  Nama Per an 

1 .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  : .  (8) 
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (9) 

Pengendali M u tu 

2 .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 0) 
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 1 ) 

Pengendali Teknis 

3 .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 2) 
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 3) 

Ketua Tim 

4 . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 14) 
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 5) 

Anggota Tim 

. . .  , dst. Anggota Tim 
5 .  

untuk melaksanakan Reviu Rencana Kerja  Anggaran Kementerian Negaraj Lembaga (RKA­
K/1) Tahun Anggaran 20 1 5  pada: 
1 .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  ( 1 6) ; 
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 7) . 

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Jakarta selama . . . . .  ( 1 8 ) hari ke1ja mulai tanggal 
. . . . .  ( 1 9 )  s . d  . . . . . .  (20) 20XX, di bawah tanggung jawab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (2 1 ) .  

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Surat Tugas ini menj adi 
beban anggaran Inspektorat Jenderal . 

Demikian untuk dilaksanakan dan segera melaporkan hasil pelaksanaan tugas . 

Tembusan :  
1 .  . . . . . . (25 ) 
2 . . . . . . .  (26) 
3 .  [ . . .  , dst. )  

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (22) 20XX 
Inspektur Jenderal 

[ttd] 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (23) 
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (24 ) 
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3 . Berisi nomenklatur APIP K/ L. 
4 .  Berisi alamat APIP K/ L. 
5 .  Berisi nomor surat tugas . 
6 .  Berisi nomenklatur K/ L .  
7 .  Berisi nomenklatur pejabat yang memberikan penugasan . 
8 .  Berisi nama pejabat yang berperan sebagai pengendali mutu . 
9 .  Berisi NIP pejabat yang berperan sebagai pengendali mutu . 
1 0 .  Berisi nama pejabat yang berperan sebagai pengendali teknis .  
1 1 . Berisi NIP pejabat yang berperan sebagai pengendali teknis .  
12 .  Berisi nama pegawai yang berperan sebagai ketua tim . 
1 3 .  Berisi NIP pegawai yang berperan sebagai ketua tim . 
1 4 .  Berisi nama pegawai yang berperan sebagai anggota tim . 
1 5 .  Berisi NIP pegawai yang berperan sebagai anggota tim . 
1 6 .  Berisi unit eselon I K/ L yang direviu . 
1 7 .  Berisi unit eselon I K/ L yang direviu . 
1 8 . Berisi jumlah hari penugasan . 
1 9 .  Berisi tanggal mulai penugasan . 
2 0 .  Berisi tanggal akhir penugasan . 
2 1 . Berisi nomenklatur pejabat yang bertanggung jawab terhadap penugasan 

terkait . 
22 . Berisi tanggal dan bulan surat tugas ditetapkan . 
23 . Berisi nama pej abat yang memberikan penugasan . 
24 .  Berisi NIP pejabat yang memberikan penugasan . 
2 5 .  Berisi pimpinan unit eselon I K/ L yang direviu . 
26 .  Berisi pimpinan Biro Perencanaanjunit Perencanaan pada Sekretariat 

Jenderal j Sekretariat Utamaj Sekretariat . 
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4 FORMAT PROGRAM KERJA REVIU RKA-K/L unit eselon I 

NO. 
LANGKAH-LANGKAH KERJA 

REVIU RKA-K/ L 

WAKTU (JAM) 
DILAKS . NO. 

OLEH RENCANA REALISASI KKR KET 

Dapatkan dokumen-dokumen 
tyang diperlukan sebagai 
lberikut: 
1 .  RKP, Renja K/L (hasil 

trilateral meeting) , 
Keputusan Menteri 
Keuangan terkait Pagu 
Anggaran dan Pagu Alokasi 
Anggaran K/L, Surat 
Sekretaris Jenderal/ 
Sekretaris Utama/ Sekretaris 
c.q. Kepala Biro 
Perencanaanj Kepala Unit 
Perencanaan K/L terkait 
Pagu Anggaran dan Pagu 
Alokasi Anggaran tiap 
program; 

12 .  Term of References (TOR) ,  
Rencana Anggaran Biaya 
(RAB) , dan dokumen 
pendukung lainnya; 

13 .  ADK Rencana Kerja dan 
Anggaran K/L unit eselon I ;  

f4 .  Laporan singkat hasil 
pembahasan antara K/L 
dengan DPR (lapsing) ; 

5 .  Data SIMAK-BMN; 
�. Dokumen -dokumen lainnya 

yang dibutuhkan dalam 
pelaksanaan reviu. 

� Untuk Pengadaan Tanah 
1 )  Data/ dokumen Rencana 

Kebutuhan Tahunan BMN; 
2) Status Kepemilikan Tanah; 
3) Informasi kewajaran harga 

tanah berpedoman pada 
ketentuan mengencu 
pengadaan tanah; 

4) Khusus untuk pengadaan 
kontrak tahun jamak, 
permohonan persetujuan 
kontrak tahun jamak yang 
diajukan oleh menteri/ 
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LANGKAH-LANGKAH I<:ERJA .
· . OILAKS, · 

REVJU RKA- K/L · 

OLEH 

p1mpman lem bag a kepada 
Menteri Keuangan yang 
dilengkapi dengan SPTJM 
dan surat penyertaan dari 
Pengguna Anggaran . 

Kecuali untuk kondisi 
tertentu (keadaan kahar,  
dll . )  dapat diajukan permo-
honan tidak bersamaan 
dengan penyampaian RKA-
K/ L .  

5) Hasil Audit BPKP 
(optionan , untuk sis a 
pekerjaan yang 
dimohonkan persetujuan 
perpanjangan kontrak 
tahun jamak. 

Untuk Pem ban gun an 
Bangunan/ Gedung Negara 
1 )  Data/ dokumen Rencana 

Kebutuhan Tahunan BMN 
untuk bangunan; 

2 )  Surat penghapusan 
bangunan/ gedung (bila 
dibangun di tanah yang 
sudah ada bangunanj 
gedung lama; 

3) Izin Prinsip pembangunan 
gedung dari Pemerintah 
Daerah (IMB) ; 

4) Status kepemilikan tanah; 
5) Surat dari kementerian 

teknis ,  seperti Surat dari 
Kementerian Pekerjaan 
Umum/ Dinas Pekerjaan 
Umum setempat terkait 
perhitungan kebutuhan 
biaya pem bangunan 
gedung negara a tau seje-
nisnya un tuk Pengadaaan 
Bangunanj Gedung; 

· WAKTU (JAM) 

'· 

RENCANA REALISASI 

. .  

' 
NO. 

. ' ; '  

KKR . KET 



NO. 

' 
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LANGKAH-LANGKAH KERJA 

-REVIl} RKA-K/ L 

: .�AKTV (JAM) 
NO. 

· ' ' 
· .:. '. : , ' 

. 

· OLEH . RENCANA REALISASI KKR KET 

6) Izin Menteri Keuangan 
(untuk kontrak tahun 
jamak) ; 

7) Khusus untuk kontrak 
tahun jamak, pennohonan 
persetujuan kontrak tahun 
jamak yang diajukan 
oleh menteri/pimpinan 
lembaga kepada Menteri 
Keuangan yang dilengkapi 
dengan SPT JM dari sur at 
pernyataan dari Pengguna 
Anggaran . 
Kecuali untuk kondisi 
tertentu (keadaan kahar, 
dll . )  dapat diajukan 
permohonan tidak 
bersamaan dengan 
penyampaian RKA-K/ L. 

8) Hasil Audit BPKP ( opti­
ona� , untuk sisa pekerjaan 
yang dimohonkan 
persetujuan perpanjangan 
kontrak tahun jamak. 

� U n tuk Pengadaan Kapal 
Patroli 
1) Surat dari Kementerian 

Teknis ,  antara lain : 
Kementerian 
Perhubungan , atau 
Kementerian Pertahanan 
(khusus untuk yang 
dilengkapi dengan 
senjata) ; 

2 )  Khusus untuk kontrak 
tahun jamak, permohonan 
persetujuan kontrak tahun 
jamak yang diajukan 
oleh menterijpimpinan 
lembaga kepada Menteri 
Keuangan yang dilengkapi 
dengan SPTJM dan surat 
pernyataan dari Pengguna 
Anggaran . 
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LANGKAH -LANQKAH ·KERJA DILAKS . . 

REVIU RKA-K/L 
· · OLEH . 

Kecuali untuk kondisi 
tertentu (keadaan kahar, 
dll . )  dapat diajukan 
permohonan tidak 
bersamaan dengan 
penyampaian RKA-K/ L. 

3) Hasil Audit BPKP (opti-
onan , untuk sisa pekerjaan 
yang dimohonkan perse-
tujuan perpanjangan 
kontrak tahun jamak. 

Untuk Pengadaan Kendaraan 
Bermotor adalah Sur at 
persetujuan dari menteri/ 
pimpinan lembaga, kecuali : 
1 ) pengadaan kendaraan 

fungsional (ambulance 
untuk rumah sakit, 
ceel wagon untuk rumah 
tahanan) , 

2 ) pengadaan kendaraan 
untuk satker baru harus 
ada SK Penetapan Menteri 
PAN-RB ;  

3) Berita Acara Penghapusan 
Kendaraan untuk peng-
gantian kendaraan yang 
rusak berat yang secara 
ekonomis memerlukan 
biaya penghapusan dari 
daftar inventaris .  

Untuk Renovasi Bangunan 
1 )  Surat dari Kementerian 

PU/ Dinas PU setempat 
terkait perhitungan 
kebutuhan biaya renovasi 
gedung negaraj sejenisnya. 

2 ) Khusus untuk renovasi 
bangunan/ gedung Negara 
yang berlokasi di luar 
negeri (Kantor Perwakilan) 
yang tidak meru bah hasil 
bangunan , perhitungan 

.WAKTU (JAM) . 
NO. 

· .  

· · KET RENCANA . REALISASI KKR 
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DILAKS . 
. WAKTU (JAM) 

NO. LANGKAH-LANGK.AH KERJA · 

REVIU RKA� �/L 
OLEH .

. 
· · RENCANA REALISASI KKR KET 

ke bu tuhan biaya renovasi 
dari konsultan 
perencanaan setempat. 

;... Untuk Pemeliharaan BMN 
Data SIMAK BMN untuk 
mengetahui luas , jumlah, 
dan kondisi BMN. 

Penguj ian Umum: 
Tujuan :  Untuk memastikan b_ahwa kertas l(etja RKk-K/ L s�spai dengan ADK­
nya 
1 .  Dapatkan kertas kerja  RKA-K/ L 

dan ADK-nya. 
2 .  Pastikan bahwa kertas kerja  

RKA-K/ L yang diterima sudah 
sesuai dengan ADK-nya. 

3 .  IBuat Kesimpulan . 

PENGUJIAN ATAS KELAYAKAN ANGGARAN . . 
Tujuan:  untuk menguji kelayakan ang:raran atas suatu komponen . 
1 .  Dapatkan ADK RKA-K/ L 

danj atau TOR/ RAB/dokumen 
pendukung lainnya dan Kertas 
Kerja RKA-K/L Satker. 

2 .  Lakukan pengujian kelayakan 
anggaran atas suatu kom ponen 
berdasarkan professional 
iudgement dan benchmark (bila 
ada) serta memperhatikan azas 
lkepatutan dalam pengalokasian 
�nggaran . 

3 .  iBuat kesimpulan . 

PENGUJIAN ATAS · KEPATUHAN . . PENERAPAN . STANDAR BIAYA 
MASUKAN / STANDAR BIAYA KELUARAN' 
Tujuan : untuk menguji kepp,tuhan . · penerapan . Standar Biaya 
Masukan/ Keluaran dalam RKA-K/ L dengan Pe,raturan Menteri Keuangan 
teritang Standar Biaya: Masukan dan Peraturan . Menteri Keuangan terkait 
Standar Biaya Keluaran yang berlaku . 

. 
··· · · 

1 .  Dapatkan ADK RKA-K/ L dan 
!kertas kerja  RKA-K/ L, PMK 
entang SBM dan PMK SBK 

2 .  Pastikan harga satuan pada 
rincian kertas kerja  RKA-K/ L 
telah mengacu pada SBM atau 
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LANGKAH:.LANGKAH KERJA · 
· · DILAKS , · .  

WAKTU (JAM) · 
NO,  

..�  · · · .  ' 
. 

' REVIU RKA-K/ L . 
RENCANA REALISASI KKR : ·.· KET 

SBK. 
PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN AKUN 
Tujuan:  untuk meniastikan- bahwa pengguriaan akun: belarija · dalam ;:RKA_:K/ L 
telah sesuai dengan bag an akun stan dar. ' 

1 .  Dapatkan ADK RKA-K/ L dan 
PMK mengenm Bagan Akun 
Standar serta PerDirjen 
Perbendaharaan mengenm 
penambahanjperubahan akun . 

2 .  Pastikan akun belanja  pada 
rincian kertas kerja  RKA-K/ L 
berdasarkan pagu anggaran dan 
pagu alokasi anggaran telah 
sesuai dengan Bagan Akun 
Standar (BAS) . 

3 .  Buat kesimpulan . 

PENGUJIAN ATAS HAL-HAL .YANG DIBATASI · 

Tujuan :  untuk memastikari bahwa alokasL anggaran · i:mtuk keluai'Eui· ( output) 
kegiatan yang dibatasi telah sesuai dengan Tata. Cara Penyusuuan RKA:: Kj.L, 

. 

: . . . ' . 

ALO KASI ANGGARAN KENDARAAN BERMOTOR 
· .. 

1 .  Dapatkan ADK, TOR,  RAB , dan 
ldokumen pendukung lainnya 
( seperti pnce l ist) , Kertas Kerj a 
RKA-K/L Satker . 

2 .  Lakukan Penelaahan atas TOR, 
RAB , dan Kertas Kerj a Satker 
serta identifikasi apakah 
terdapat alokasi anggaran untuk 
kendaraan bermotor 

3 .  Teliti apakah alokasi anggaran 
kendaraan bermotor telah 
disertai dengan surat 
persetujuan dari Menteri/ 
pimpinan lembaga, kecuali : 
a .  Untuk satker baru , pastikan 

terdapat Surat Keputusan 
Menpan-RB tentang 
pem ben tukan satker. 

b .  U n tuk penggan tian 
kendaraan yang rusak berat 
yang secara ekonomis 
memerlukan biaya pemeli-

. . ·  .· 
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NO. 
LANGKAH-LANGKAH KERJA 

REVIU RKA-K/ 1 

haraan yang besar untuk 
selanjutnya harus diha­
puskan dari daftar inventaris 
dan tidak diusulkan biaya 
pemeliharaannya, pastikan 
terdapat Surat Keterangan 
berupa Berita Acara Pengha­
pusan/ Pelelangan 
kendaraan . 

4 .  h'eliti pula apakah satker telah 
lmembuat perhitungan sewa 
!kendaraan sebagai salah satu 
jalternatif penyediaan kendaraan 
pperasional . 

5 . !Buat kesimpulan . 

DILAKS. 

OLEH 

WAKTU (JAM) 
NO. 

RENCANA REALISASI KKR KET 

ALOKASI ANGGARAN HONORARIUM · ATAS KEIKUTSERTAAN PEJABAT / 
PEGAWAI DALAM TIM PELAKSANMN KEGIATAN/TUvi SEKRETARIAT 

< I ; , :  ' ' • 

1 .  Dapatkan ADK/ Kertas Kerja  
RKA-K/ L Satker dan draft SK 
trim . 

2 .  Lakukan penelaahan atas Kertas 
Ke�ja RKA-K/ L dan draft SK Tim . 

3 .  Pastikan bahwa alokasi 
janggaran untuk pembentukan 
bm telah memenuhi kriteria: 
a . Pelaksanaannya memerlukan 

pembentukan panitiaj tim ; 
b .  Mempunyai keluaran yang 

j elas dan terukur; 
c. Bersifat koordinatif yang 

mengharuskan; · mengikut­
sertakan eselon I lainnya; 

d .  Bersifat temporer yang perlu 
diprioritaskan ; 

e .  Merupakan perangkapan 
tug as fungsi terten tu di­
samping tusinya sehari-hari ; 

f. Bukan operasional yang 
dapat diselesaikan secara 
internal satker; 

g .  Pembayaran honor tim , 
berpedoman pada peraturan 
j ketentuan mengenai 



NO, 

4 . 

M ENT ERI K E UANG AN 

R E P U B L i f< INDONE SIA 

- 1 76 -

LANGKAH-LANGKAH KERJA . . · DILAKS. 

REVIU RKA�K/ L 
OLEH 

standar biaya masukan . 
!Buat Kesimpulan . 

WAKTU (JAM) 

,. 

. .  ' 

RENCANA REALISASI 
. . 

. . . 

' '  

NO. 
, .  

· · . :· . 
KKR KET 

. ALOKASI ANGGARAN PERJALANAN DINAS DAN RAPAT DI LUAR ' KANTOR 

1 .  Dapatkan ADK/ Kertas Kerja  
RKA-K/ L Satker . 

2 .  Lakukan pengUJian kelayakan 
anggaran atas suatu kom ponen 
berdasarkan professional 
iudgement dan benchmark (bila 
ada) serta memperhatikan 
efisiensi (misal lebih 
1mengutamakan rapat di luar jam 
[kantorj RDK) dan azas kepatutan 
kJ.alam pengalokasian anggaran . 

3 .  IBuat Kesimpulan . 
ALO KASI ANGGARAN PEMASANGAN TELEPON BARU . .  

1 .  Dapatkan ADK, TOR,  RAB , dan 
Clokumen pendukung lainnya, 
Kertas Kerja RKA-K/L Satker. 

2 .  Dapatkan data terkait dengan 
adanya satker baru pad a unit 
eselon I yang telah mendapat 
penetapan dari Kemenpan-RB . 

3 .  Lakukan penelaahan atas Kertas 
Kerja RKA-K/ L. 

4 .  Pastikan bahwa tidak terdapat 
alokasi anggaran untuk 
pemasangan telepon kecuali bagi 
Satker Baru . 

5 . Buat Kesimpulan . 

ALO KASI ANGGARAN PERAYAAN / PERINGATAN HAR.l . BESAR/ RAYA, HARI 
ULANG TAHUN K/ L 

1 .  Dapatkan ADK, TOR,  RAB , dan 
dokumen pendukung lainnya, 
Kertas Kerja RKA-K/L Satker. 

2 .  Lakukan penelaahan atas TOR,  
RAB , dan Kertas Kerj a RKA-K / L. 

3 .  Pastikan bahwa alokasi 
anggaran perayaan a tau 
peringatan hari besar, hari raya 
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LANGKAH-LANGI<AH KERJA 

REVIU RKA�K/ 1 

. .  DILAKS. 
WAKTU (JAM) 

NO. 

OLEH REN'CANA REALISASI KKR KET 

klan hari ulang tahun 
Kementerian Negaraj Lembaga 
klalam jumlah yang dibatasi 
lmenurut profesional judgement 
klan memperhatikan azas 
lkepatutan . 

4 . IBuat kesimpulan . 
PENGUJIAN PENGALOKASIAN ANGQARAN UNT,UK KEGIATAN YANG DIDANAI 
DARI PINJAMAN/ HIBAH LUAR NEGERl · . .. . . . 

Tujuan :  Untuk memastikan bahwp. rencana kerja  dan anggaran untuk kegiatan 
yang didanai dari pinjamari./hibah luatnegeri : 

· · · 

• Telah sesuai deqgan renc;ana kebutuhan; 
• Telah mempertirhbangkan J:<:etersediaan anggarah rupiah tm.trni 

pendai:nping; · · · · · 

• Telah dilengkapi dengan dokumen pendukurig. 
1 .  Dapatkan ADK RKA-K/ L, 

frOR/ RAB dan dokumen 
ipendukung lainnya (Naskah 
Perjanj ian Pinjaman Hibah Luar 
N egeri (NPPHLN) . 

2 .  Pastikan bahwa dalam RKA-K/ L 
telah dicantumkan antara lain : 
Ia. akun belanja  sesuai dengan 

transaksi-transaksi yang 
dibiayai dengan Naskah 
Perjanjian Pinjaman Hibah 
Luar N egeri (NPPHLN) yang 
disesuaikan dengan katagori 
pem biayaan yang 
diperbolehkan lender. 

b .  kode kantor bayar yaitu kode 
KPPN Khusus Jakarta VI ( 1 40) 
untuk transaksi PHLN dalan 
valas dan tata cara 
penarikannya direct payment 
dan letter of credit atau kode 
KPPN sesuai lokasi kegiatan . 

jc .  sumber dana sesuai NPPHLN ; 
lei .  tata cara penarikan PHLN 

sesum dengan tata cara 
penarikan PHLN yang diatur 
dalam NPPHLN atau dokumen 
lain yang disetujui lender, 
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I· .. ·., ·.. . .. ... DJLAKS; 
·· .. .  WAKTU•(JAM) 

No:. LANGKAH-LANGKAH KERJA 
REVIU RKA-K)L 

OLEH RENCANA'' REALISASI KKR ·'. KET 
•, 

fe. kode register PHLN; 
f. persentasejporsi pembiayaan 

yang dibiayai lender sesum 
dengan NPPHLN atau 
dokumen lain yang disetujui 
lender, 

g. Pastikan effective date PHLN 
a tau closing date PHLN. 

Dalam hal terdapat kegiatan 
tyang belum terselesaikari dalam 
tahun anggaran ybs dan 
klilanjutkan pada tahun 
[berikutnya maka penyediaan 
�ana PHLN dan pendampingnya 
!menjadi prioritas sesuai denagn 
!Annual Work Plan (AWP) yang 
�itandatangani lender. 

3 .  Buat kesimpulan. 

PENGUJIAN PENGALOKASIAN. ANGGARAN UNTUK KEGIATAN YANG DIDANAI 
DARI PINJAMAN DALAM NEGERI 

. . . 
. . 

Tujuan: Untuk memastikat). bahwarenca.nakt:+Jadan anggatan untuk,kegic
i
tEm 

yang didanai dari pirijamaridalam negeri: 
· · · .  . 

. · 
, 

· 

. 

· 

• Telah sesuaiderigan rencana b�bu(uhan; . ,. , ., 
.. 

· 

• · Telah dilengkapi dengan dokumen pendukung, 
· ·· ' 

1 .  Dapatkan ADK RKA-K/L, 
lfOR/RAB dan dokumen 
!Pendukung lainnya Naskah 
Perjanjian Penerusan Pinjaman 
Dalam Negeri (NPPDN) yang 
ditandatangani Menteri 
Keuangan atau pejabat yang 
�iberi kuasa dan penenma 
lpenerusan PDN. 

2 .  Pastikan bahwa dalam RKA-K/L 
telah dicantumkan antara lain: 
a. akun belanja sesuai dengan 

BAS; 
b. sumber dana sesuai NPPDN; 
�- kode register PDN sesuai 

dengan kode register yang 
diterbitkan oleh Direktorat 

• 
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;/ . 

LANGKAH-LANGKAH KERJA ..DILAKS. 

REVIL! RKA•K/L 
OLEH 

Jenderal Pengelolaan Utang. 

3.  Buat kesimpulan. 

WAKTU (JAM) 

RENCANA ''REALISASI KKR KET ' 

· PENGUJIAN PENGALOKASIAN ANGGARAN. UNTUK KEGIATAN YANG DIDANAI 
'DARI HIBAH DALAM NEGERI 

. ·. . '' . . . . . 
' 

. · .  . . 

TUjuan: Untuk memastikan bahwa renc:ana kerja, .ctan .. i:tl)ggarari untuk kegiatan 
yang. didanai dar(hibah dalam: neg�ri tel8.h s'esL,l.ai DRKlL . . ' 

1. Dapatkan ADK RKA-K/L, 
TOR/RAB dan dokumen _pendu­
kung lainnya Daftar Rencana 
Kegiatan Hibah (DRKH), rencana 
kegiatan jangka menengah dan 
1 •• .ahunan (mencakup rencana 
tpemanfaatan hi bah). 

2 .  Pastikan bahwa dalam peng­
alokasian kegiatan pada RKA­
K/L telah berdasarkan DRKH. 

3.  Pastikan nomenklatur program/ 
kegiatan yang dipakai adalah 
nomenklatur hasil restruk­
urisasi program/kegiatan. 

4 .  Buat kesimpulan. 

PENGUJIAN PENGALOKA�IAN ANGG:t;\.;RA,N D,BJ'>l'GAN . SUMBER DANA PNBP 
'(bukari BLU) .· . . .. . . . . 

. -

.· . . . . .. " . ·.· . .  

Tlljuan: Untuk memastik�n bah:wa · rencapa ' ketja dan �nggaran den.gan 
sumber dana' PNBP telah s.esuai dengan keterttua�,: · · 

1. Dapatkan ADK RKA-K/L dan 
dokumen pendukung lainnya 

2 .  Teliti apakah nomenklatur 
kegiatan telah menggunakan 
nomenklatur kegiatan sesuai 
dengan table referensi pada 
aplikasi RKA-K/L; 

3.  lfeliti apakah penuangan 
lkegiatan dan besaran anggaran 
kialam RKA-K/L telah 
berpedoman pacta: 
a. PP mengena1 tata cara 

penggunaan PNBP yang 
bersum ber dari kegiatan 
tertentu, 

b. KMK mengenai persetujuan 
penggunaan sebagian dana 

' . 
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NO. 
LANGKAH-LANGKAH KERJA ' 

REVIU RKA-K/L 

,. 

yang berasal dari PNBP; 
c . Angka pagu penggunaan 

PNB P  dari Direktorat PNBP 
DJA. 

4. Teliti apakah dana yang 
bersumber dari PNBP difokuskan 
tuntuk kegiatan dalam rangka 
tpeningkatan pelayanan kepada 
lmasyarakat dan/ atau sesuai 
lketentuan tentang persetujuan 
tpenggunaan se bagian dana yang 
[berasal dari PNBP.  

5 . Pastikan kebenaran penggunaan 
lakun honor pengelola kegiatan 
PNBP menggunakan akun 
[belanj a  barang operasional 
(521115) dan honor kegiatan non 
loperasional yang bersumber 
PNB P  menggunakan akun honor 
tyang terkait dengan keluaran 
output) kegiatan (521213) . 

6 .  Lakukan pengujian atas 
<:epatuhan penerapan standar 

[biaya, baik untuk keluaran 
(output)jsuboutput yang SBK 
lmaupun non SBK.  

7 . [Buat kesimpulan . 

· .biLAKS., 
WAKTU (JAM)" · · ·  

,. . ··· . " 

NO. 

RENCANA: REALISASI KKR ,'KET 

PENGUJIAN PENYUSUNAN RKA.cKjL UNTUK BADAN LAYANANUMUM (BLU) . 

Tujuan: Untuk ·memastikan bahwa .renc:;ma kerja dan Ei.nggarB.n untuk BLU 
telah sesuai derigari ketentuan: · 

· · · · · 

1.  Dapatkan ADK RKA-K/L, 
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) 
beserta Ikhtisar RBA, Rencana 
Strategis B LU ,  dan dokumen 
pendukung lainnya. 

2. Pastikan penyusunan Rene ana 
Bisnis Anggaran (RBA) telah 
mengacu kepada Rencana 
Strategis bisnis BLU yang 
kiisertai prakiraan RBA tahun 
lberikutnya. 
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NO. 
LANGKAH-LANGKAH KERJA 

REVIU RKA-K/L 

3. Pastikan RBA telah memuat 
seluruh program, kegiatan, ang­
�aran penerimaan / pendapatan, 
fanggaran pengeluaranjbelanja, 
�stimasi saldo awal kas dan 
�stimasi saldo akhir kas BLU. 

4. Pastikan bahwa RBA telah 
disusun berdasarkan basis 
kinerja dan perhitungan 
fakuntansi biaya menurut jenis 
ayanannya dan kebutuhan dan 

!kemampuan pendapatan yang 
�iperkirakan akan diterima dari 
ayanan yang diberikan kepada 

masyarakat, hibah, hasil kerja 
sana, penerimaan lain yang sah. 

5. Teliti apakah RBA disusun 
berdasarkan basis kinerja 
�engan memperhatikan efisiensi 
fjalam pencapaian kinerja 
(kuantitas dan kualitas yang 
erukur) yaitu dari: 

fa. Pengalokasian anggaran 
berorientasi pada kinerja; 

[b. Alokasi didasarkan pada tusi 
Unit Kerja; 

c. Fleksibilitas, efisiensi, trans-
paran.si dan akuntabilitas; 

IPenggunaan indikator kinerja, 
�an standar biaya (SBM, SBK, 
SB Lainnya), dan melakukan 
�valuasi kinerja. 

6. IPastikan pagu dana pad a 
"khtisar RBA dengan sumber 
dana berasal dari PNBP dan 
Rupiah Murni telah sama 
kfengan alokasi anggaran pada 
tpagu anggaran. 

7 .  IPastikan bahwa setiap 
tperubahan RBA/DIPA BLU yang 
mengakibatkan perubahan pagu 
!belanja harus mendapat 
persetujuan Dewan Pengawas 
Dewas). 

DILAKS. 

OLEH 

WAKTU(JAM) 
NO. 

RENCANA REALISASI KKR KET 
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DILAKS. 
WAKTU (JAM) 

NO. 

OLEH RENCANA REALISASI KKR K�T 

8. ILakukan pengujian atas 
!kepatuhan penerapan standar 
lbiaya, baik untuk keluaran 
(output)/ su boutput yang SBK 
trP-au pun non SBK. 

9. Buat kesimpulan. 
PROGRAM KERJA REVIU RKA-K/L ATAS PENGALOKASIAN ANGGARAN 
TERKAIT PENGADMN BANGUNAN/GEDUNG 
Tujuan : untuk memastikan bahwa rencana pengadaan gedungjbangunan : 
• Telah sesuai derigan rencana kebutuhan dan telah memperhatikan 

ketersediaan bangunan/ gedung (idle) yang ada pada K/L; 
• Telah ada persetujuan .kontrak tahun jamak (multi years contract)· .untuk 

pembangunan yang m:embeba:ni dana anggarim lebih dari 1 tahun 
anggaran; 

• Telah sesuai dengan Pedoman Teknis Pemba:ngunan Bangunan/Gedung 
Negara; dan 

• Telah dilengkapi dengan dokumen peridukung (persetujuan dari 
Kementerian PU atau dinas PU, surat keputusan perighapusan gedung. 

1. Dapatkan ADK RKA-K/L dan 
kertas kerja RKA-K/L satker 
lfOR, RAB, dan dokumen 
!pendukung lainnya. 

2. Pastikan kesesuaian TOR dan 
RAB dengan RKA-K/L. 

3 .  Pastikan bahwa gedung yang 
dibangun gedung baru yang 
akan dibangun bukan 
merupakan gedung yang 
sifatnya tidalc langsung 
menunjang pelalcsanaan tugas 
dan fungsi satlcer (antara lain: 
mess, wrsma, gedung perte­
muan) , kecuali untuk gedung 
yang bersifat pelayanan umum 
(seperti rumah sakit, rumah 
tahanan, pos penjagaan) dan 
gedungjbangunan khusus 
seperti : laboratorium, gudang). 

4. Teliti apakah pengalokasian 
�nggaran untuk pem bangunan 
!bangunanjgedung Negara telah 
didasarkan atas kebutuhan riil 
dan memperhatikan bangunan/ 
gedung Negara yang telah ada 
idle). 
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DILAKS. 
WAKTU (JAM) 

NO. 

OLEH RENCANA REALISASI KKR KET 

5. Teliti apakah pengalokasian 
�nggaran untuk pembangunan 
[bangunanjgedung Negara telah 
[berpedoman pada Peraturan 
IMenteri PU yang mengatur 
mengenai Pedoman Teknis 
Pembangunan Bangunan/ 
Gedung Negara. 

6 .  Untuk kontrak tahun jamak, 
eliti apakah atas kontrak 
ah un j amak telah disertai 

[permohonan kontrak tahun 
amak (termasuk SPTJM da11 

surat pernyataan dari Pengguna 
�nggaran) kepada Menteri 
Keuangan dalam penyampaian 
RKA-K/ L tahun angggaran yang 
bersangku tan. 

7 .  Untuk pembangunan 
bangunanjgedung dengan 
penahapan, pastikan bahwa 
seluruh pembangunan 
[bangunanj gedung dapat 
tersedia anggarannya dan 
�iprioritaskan penyelesaiannya. 

8 .  :Suat kesimpulan. 

PROGRAM KERJA REVIU RKA-K/ L ATAS PENGALOKASIAN ANGGARAN 
TERKAIT PENGADAAN BARANG MILIK NEGARA UNTUK TANAH 
Tujuan: untuk memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran pengadaan 
tanah: 
• Telah sesuai dengan rencana kebutuhan dan telah memperhatikan 

ketersediaan tanah yang ada pada K/L; · 

• Telah ada persetujuan kontrak tahun jamak (multi years contract) untuk 
pembangunan yang membebani dana· anggaran lebih dari 1 tahun 
anggaran; dan 

• Telah dilengkapi dengan dokumen Jendukung. 
1 .  Dapatkan ADK RKA-K/ L dan 

kertas kerja RKA-K/ L satker 
TOR, RAB, dan dokumen 
[pendukung lainnya. 

2.  Pastikan kesesuaian anggaran 
(Rp) dalam RKA-K/ L dengan nilai 
kebutuhan dalam TOR, RAB. 
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LANGKAH-LANGKAH KERJA 

REVIU RKA-K/L 
DILAKS. NO. 

NO. 

3 .  Pastikan apakah rene ana 
pengadaan tanah tersebut telah 
berdasarkan kebutuhan dan 
lmem perhatikan ketersediaan 
tanah (idle) yang ada pada K/ L. 

4. Pastikan kesesuaian biaya 
loperasional dan biaya pendu­
kung serta honorarium dengan 
standar biaya sesuai dengan 
;ketentuan yang tercantum dalam 
PMK 13/PMK.02/2013 tentang 
Biaya Operasional Dan Biaya 
Pendukung Penyelenggaraan 
Pengadaan Tanah Bagi Pemba­
ngunan untuk Kepentingan 
Umum Yang Bersumber Dari 
IAPBN.  

5. Untuk kontrak tahun jamak, 
teliti apakah atas kontrak tahun 
· amak telah disertai permohonan 
kontrak tahun j amak (termasuk 
SPT JM dan surat pernyataan 
dari Pengguna Anggaran) kepada 
Menteri Keuangan dalam 
IPenyampaian RKA-K/ L tahun 
angggaran _yan_g bersangkutan 

6 .  Buat kesimpulan . 

OLEH RENCANA REALISASI , KKR KET 

PROGRAM KERJA REVIU RKA-K/L ATAS- PENGALOKASIAN ANGGARAN 
TERKAIT PENGADAAN KAPAL 
Tujuan: untuk memastikan apakah pengalokasian anggaran: 
• Telah sesuai dengan rencana kebutuhan; 
• Telah ada persetujuan kon trak tahun Jarnak · (multi_ years contract) untuk 

pembangunan yang membebani dana anggarcm lebih dari - 1 tahun 
anggaran; dan 

• Telah dilengkapi dokumen pendukun_g. 
1. Dapatkan ADK RKA-K/ L dan 

lkertas kerja RKA-K/ L satker TOR, 
RAB, dan dokumen pendukung 
lainnya ( surat rekomendasi dari 
Kementerian TeknisJ 

2 .  Lakukan penelaahan atas 
!kesesuaian alokasi anggaran 
�alam RKA-K/ L dengan dokumen 
�OR dan RAB. 
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DILAKS. 
WAKTU (JAM) 

NO. 

OLEH RENCANA REALISASI KKR KET 

3 .  �eliti apakah pengadaan kapal 
1Lersebut telah didukung dengan 
IPendapat teknis dari kementerian 
terkait (misal: Kementerian 
Perhubungan). 

4. luntuk kontrak tahun jamak, teliti 
lapakah atas kontrak tahun jamak 
telah disertai permohonan 
lk:ontral<: tahun jamak (termasuk 
SPT JM dan sur at pernyataan dari 
Pengguna Anggaran) kepada 
Menteri Keuangan dalam 
lpenyampaian RKA-K/L tahun 
langggaran yang bersangkutan. 

5. IBuat Kesimpulan. 
PROGRAM KERJA REVIU RKA-K/ L  ATAS RENOVASI GEDUNG 
Tujuan: uhtuk memastikan · apakah Biaya Renovasi Gedung dan Bangtinart 
telah sesuai dengan. Peraturan .Menteri PU mengertai . Pedoman Tekrtis 
Pembangunan Bangunan/ Gedung N egara. 

1. Dapatkan ADK RKA-K/L dan 
jkertas kerja RKA-K/L satker serta 
frOR, RAB dan data dukung 
ainnya (persetujuan teknis dari 
Kementerian PU /Dinas PU 
setempat). 

2 .  Lakukan penelaahan kesesuaian 
lalokasi anggaran dalam TOR/ RAB 
kiengan alokasi anggaran dalam 
RKA-K/L renovasi gedung. 

3 .  �. Pastikan renovas1 bangunan/ 
gedung negara telah dilengkapi 
dengan perhitungan kebutuhan 
biaya renovasi bangunan 
gedung negara atau yang 
seJems dari Kementerian 
Pekerjaan Umum atau Dinas 
Pekerjaan Umum setempat 
untuk bangunan/ gedung 
negara yang berlokasi di dalam 
negeri dan pekerjaan renovasi 
bangunan gedung negara yang 
berlokasi di luar negeri (kantor 
perwakilan) yang mengubah 
struktur bangunan; atau 

v 



NO. 

MENTERI f<EUANGAN 

FlEPUBLIK INDONESIA 

- 18 6 -

LANGKAH-LAN.GKAH KERJA 
REVJU RKA-K/L 

•. '.DJLAKS, 

. .  

�· Pastikan renovasi bangunan/ 
gedung negara telah dilengkapi 
perhitungan kebutuhan biaya 
renovasi bangunan gedung 
negara atau yang sej enis dari 
konsultan perencana setempat 
dan S PTJM KPA kantor 
perwakilan setempat untuk 
pekerj aan renovasi bangunan 
gedung negara yang berlokasi 
di luar negen (kantor 
perwakilan) yang tidak 
merubah struktur bangunan 
(Informasi mengubah atau tidak 
struktur ban gun an dij elaskan 
dalam dokumen tersebut) .  

:·OLEH 

4. Buat kesimpulan 

WAKTU, (JAM) .. 
�NO,, 

RENGANA REALISASI . KKR KET . '· . 

· -

'

· 

··· . 

PROGRAM KERJA REVIU RKA�K/L ATAS J'ENGALOK,ASIAN .ANGGARAN·BIAYA 
PEMELlHARAAN KENDARAAN BERMOTOR/SARANA · KANTOR i '; . . . , 

Tujuan: untuk memastikan apakah . bi�ya 'p¢rnelil).ar'aan ., . ,keridaraan' 

dinasjsarana kantor telah sesuai· 'denga:ri:jl.linJah· ketidaraan -diriasjsar�n·� 
kantor (inventaris kantor, PC, pdnter, ac �plif/ genset) dalam SiMAK i3MN diin 
standar biaya, . 

, 

. 

1. Dapatkan ADK RKA-K/ L dan 
kertas kerja RKA-K/L satker . 

2 .  Lakukan pengujian kesesuaian 
tvolume biaya pemeliharaan 
<:endaraan/ sarana kantor dalam 
RKA-K/ L dengan jumlah 
kendaraan din as/ saran a kan tor 
yang kondisinya tidak rusak 
berat sesuai SIMAK-BMN. 

3 .  Lakukan penguj ian kesesuaian 
�lokasi anggaran biaya 
lpemeliharaan kendaraanj sarana 
lkantor dengan PMK standar biaya 
!masukan . 

4. Buat kesim pulan . 
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LANGKAH-LANGKAH KERJA DILAKS. 

REVIU RKA-K/L 
OLEH 

WAKTU (JAM) 
NO. 

RENCANA REALISASI KKR KET 

PROGRAM KERJA REVIU RKA-K/L ATAS PENGALOKASIAN ANGGARAN BIAYA 
PEMELIHARAAN GEDUNG YANG DITEMPATI BERSAMA 
Tujuan: untuk memastikan bahwa alokasi anggaran biaya pemeliharaan gedung 
yang dipergunakan bersama tidak terjadi duplikasi penganggaran biaya dan 
sesuai standar biaya masukan. 

1. Dapatkan ADK RKA-K/ L dan 
kertas kerja RKA-K/ L satker. 

2 .  Lakukan pengujian kesesuaian 
dengan membandingkan volume 
uas bangunan (dipergunakan 

[bersama) untuk alokasi biaya 
tpemeliharaan RKA-K/L dengan 
tvolume luas bangunan dalam data 
SIMAK-BMN. 

3 .  Lakukan penguJian kesesuaian 
alokasi harga satuan biaya 
pemeliharaan gedung/ bangunan 
dalam RKA-K/L dengan PMK 
Standar Biaya Masukan. 

4. Lakukan analisis apakah terdapat 
�uplikasi biaya pemeliharaan 
tpada gedung yang dipergunakan 
bersama dan ketidaksesuaian 
kiengan standar biaya masukan. 

5. isuat kesimpulan. 

PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DATA PENDUKUNG RKA-K/ L  (TOR, RAB, 
DAN DATA DUKUNG LAINNYA) 
Tujuan: untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA-K/L (TOR, RAB, dan 
data dukung lainnya) dan kesesuaian data an tara TOR, RAB, dan data dukung 
lainnya dengan RKA-K/L.  
1. !Dapatkan TOR, RAB, dan data 

kiukung lainnya (misalnya 
tpersetujuan dari Kementerian PU, 
!price list1 dll.) 

2 .  IPastikan inisiatif baru dan rincian 
�nggaran angka dasar yang 
mengalami peru bahan pad a level 
komponen telah didukung oleh 
TOR, RAB, dan data dukung 
ainnya. 

3 .  Pastikan nilai yang tercantum 
�alam TOR, RAB, data dukung 
ainnya, dan RKA-K/ L terdapat 

!kesesuaian nilai (Rp). 
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DILAKS. 
WAKTU (JAM) 

NO. 

OLEH RENCANA REALISASI KKR KET 

4. Buat kesimpulan. 
PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN RKA-K/L DENGAN RENJA, DAN RKP 
Tujuan: untuk menguji kesesuaian program, kegiatan , dan keluaran (output) 
dalam RKA-K/L unit eselon I denga,n RKP, dan, RenjaKjL . 

1. IDapatkan RKP dan Renja K/L. 

2 .  Pastikan konsistensi pencan­
tuman program, kegiatan, dan 
�eluaran (output) dalam RKA-K/L 
�engan Renja K/L dan RKP. 

3 .  Pastikan nilai (Rp) keluaran 
(output) kegiatan yang menjadi 
prioritas nasional dalam RKA-K/L 
tidak lebih rendah daripada nilai 
(Rp) kegiatan berdasarkan Renja 
K/L. 

4. Buat Kesimpulan. 

. . 

PENGUJIAN KESESUAIAN TOTAL PAGU DAN . RINCIAN · SUMBER DANA 
RKA-K/L 
Tujuan: untuk menguji kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana 
dalam RKA:..KjL (per program· dan per kegiatan) sesuai dengan total pagu dan 
rincian sumber dana yang tercantum dalani Keputusan Menteri Keuangan 
(pagu anggaran K/L dan pagu alokasi K 'L),. 

NO, 
LANGKAH-LANGKAH KERJA 

REVIU RKA-K/L 

1. Dapatkan Keputusan Menteri 
Keuangan terkait pagu anggaran 
�an rincian sumber dana. 

2 .  iPastikan total pagu anggaran dan 
rincian sumber dana dalam RKA­
(/L telah sesuai dengan pagu 

anggaran dan rincian sumber 
�ana berdasarkan Keputusan 
Menteri Keuangan. 

3 .  Untuk RKA-K/L (penyesuaian), 
pastikan penyesuaian RKA-K/L 
dengan hasil pembahasan yang 
telah mendapat persetujuan DPR 
(berdasarkan laporan singkat/ 
apsing) dan sesuai Keputusan 

Menteri Keuangan terkait pagu 

WAKTU (JAM) 
DILAKS. NO. 

OLEH . RENCANA REALISASI KKR KET 
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WAKTU (JAM) 
LANGKAH-LANGKAH KERJA DILAI{S. 

NO. 
REVIU RKA-K/L 

OLEH RENCANA REALISASI 

ialokasi anggaran. 
4. IBuat kesimpulan. 

CATATAN: 
Program kerja rev1u lnl merupakan langkah minimal yang 

NO. 

KKR KET 

dapat 
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan proses bisnis organisasi masing-
masing K/L. 
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5. FORMAT CATATAN HASIL REVIU RKA-K/L 

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (1) 
APIP . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (2) 

CATATAN HASIL REVIU 
ATAS RKA-K/L ESELON I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (3) 

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (4)  
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2015 
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CATATAN HASIL REVIU ATAS RKA-K/L ESELON I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (5) 

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (6)  
··-

Kementerian Negara/Lembaga . . . . . . . .  (7) Disusun . . . . . . . . . . . . . . . .  (9) 

APIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (8) 
oleh/Tanggal 

Diteliti oleh/Tanggal . . . . . . . . . . . . . .  (1 0) 

Disetujui . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 1 ) 
oleh I Tanggal 

Uraian Catatan Hasil Reviu 

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal 
Kementerian NegarajLembaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 2) Nomor . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 3) 
tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (14) 2015 untuk melaksanakan reviu atas RKA-K/L eselon I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (15) Kementerian Negara/Lembaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (16) 
TA 20 15,  bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut: 

DATA UMUM 

Pagu Indikatif TA 20 15 pad a unit eselon I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 7) sebesar 
RpXXX dengan nncmn alokasi per sumber dana dan j enis belanj a sebagai 
berikut: 

Jenis Belanj a  (dalam ribuan rupiah) Jumlah 
Sumber Belanj a  Belanj a  Belanj a  (dalam 

Dana Pegawai Barang Modal ribuan 
rupiah) 

Rupiah 
Murni 

PNBP 

BLU I ( 1 8) I 
PLN 

HLN 

PDN 

SBSN 

Jumlah XXX 

Berdasarkan KMK Nom or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 19) ten tang Penetapan Pagu 
Anggaran TA 20 15,  dapat dis am paikan Pagu Anggaran unit eselon I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (20) TA 2015 sebesar RpXXX dengan . rincian sebagai 
berikut: 



,--· 

1 .  

2 .  

3 .  

4 .  

5. 

--

Sumber 
Dana 

Rupiah 
Murni 
PNBP 
BLU 
PLN 
HLN 
PDN 
SBSN 
Jumlah 
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Jenis Belanja (dalam ribuan rupiah) 
Belanj a  Belanj a  Belanj a  
Pegawai Barang Modal 

Jumlah , , 
(dalam 
ribuan 
rupiah) 

I (2 1 )  

XXX I..J --
Kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (22) . 
Kesimpulan: 

Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (23) . 

Kesimpulan: 

Kelengkapan Dokumen Pendukung 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  (24) . 
Kesimpulan: 
Berdasarkan hasil reviu , dokumen pendukung ( telah I bel urn) lengkap . 

Konsistensi kesesuaian dengan RKP dan Renj a  KIL_ 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  (25) .  
Kesimpulan: 
Berdasarkan hasil reviu , sasaran kinerja,  tug as dan fungsi pad a RKA-KI L  
telah (sesuailbelum sesuai) dengan RKP dan Renj a  KIL 

Kesesuaian dengan Pagu Anggaran (untuk rev1u RKA-KIL atas penyusunan 
RKA-KIL) 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

Kesimpulan: 
(26) . 

Berdasarkan hasil reviu, pagu anggaran per program dan fungsi telah 
[ sesuai I tidak sesuai] dengan RKA-KI L. 

I 



6 .  Kesesuaian dengan 
penyesuman RKA-K/L) 
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Alokasi Anggaran (untuk rev1u RKA-K/L atas 

. . ... . . ..... . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . ....... .... . .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . .... .. ... . . ..... . .... . . ... . . .. . .. . . . . . . . 
. ... . ..... . ... . . .. . . . . .. .. ... . .. . . . . . .. .. . .... . . . .. .. . .. .. . . ............ . . . . . . .. . . .. . .... . . . . . . . . . . . . .. (27) . 
Kesimpulan: 
Berdasarkan hasil reVIU, alokasi anggaran per program dan fungsi telah 
[ sesuai I tidak sesuai] dengan RKA-K/L .  

7 .  Kepatuhan Biaya Pemeliharaan Kendaraan/ sarana kantor 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

. . .. .. . . ... . . .. ...... .... ... .... .......... ........... . ...... ........ .. .... .. . .. .. . . . . .... . . . . . . . . . ... . . (28) . 
Kesimpulan: 

8. Kepatuhan biaya pemeliharaan gedungjkantor yang ditempati bersama --
.. . . . . . .... . .. . . . . . . .... . .. . . . ...... ............ . .. ... . ... .. . . . .. . . ..... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (29) . 
Kesimpulan: 

Koreksi / Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disetujui 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • • 4• • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  (30) . 

Rekomendasi 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  (31) . --
Jakarta, . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .  (32) 20XX 

Kepala Bagian Keuangan Eselon I Pengendali Teknis 

. .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. (33) . . .. .. .... . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . .. . . .  (35) 

NIP .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  (34) NIP .. . .. . .. . .. . . .. ..... . ... ...... (36 ) 



Keterangan: 

1 .  Berisi nomenklatur K/ L .  

2 .  Berisi nomenklatur APIP.  
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3. Berisi unit eselon I K/ L yang direviu . 

4 .  Berisi nomenklatur K/ L .  

5 .  Berisi unit eselon I K/ L yang direviu . 

6. Berisi nomenklatur K/ L .  

7 .  Berisi nomenklatur K /  L. 

8. Berisi nomenklatur APIP. 

9 .  Berisi nama singkat pegawai yang menyusun CHR dan tanggal penyusunan. 

10 . Berisi nama singkat pegawai yang meneliti CHR dan tanggal penelitian. 

11. Berisi nama singkat pejabat yang menyetujui CHR dan tanggal persetujuan . 

12. Berisi nomenklatur K/L.  

1 3. Berisi nomor surat tugas . 

14 . Berisi tanggal surat tugas ditetapkan . 

15. B erisi unit eselon I K/ L yang direviu . 

16. Berisi nomenklatur K/ L .  

1 7 .  Berisi unit eselon I K/ L yang direviu . 

1 8. Berisi rincian belanja dan sumber dana berdasarkan pagu indikatif . 

19 . Berisi KMK mengenai penetapan Pagu Anggaran pada tahun terkait . 

20. B erisi unit eselon I K/L yang direviu . 

21 . Berisi rincian belanja dan sumber dana berdasarkan pagu anggaran . 

22 . Berisi uraian hasil reviu RKA-K/ L tentang Kelayakan anggaran untuk 
menghasilkan suatu keluaran . 

23 . Berisi hasil reviu RKA-K/L tentang Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah 
penganggaran . 

24 . Berisi uraian hasil reviu RKA-K/ L tentang Kelengkapan Dokumen Pendukung. 

25. Berisi uraian hasil reviu RKA-K/ L tentang Konsistensi kesesuaian dengan RKP 
dan Renja K/ L .  

26. Berisi uraian hasil reviu RKA-K/ L tentang Kesesuaian dengan Pagu Anggaran 
(untuk reviu RKA-K/ L  atas penyusunan RKA-K/L) . 

27 . Berisi uraian hasil reviu RKA-K/ L tentang Kesesuaian dengan Alokasi Anggaran 
(untuk reviu RKA-K/ L atas penyesuaian RKA-K/ L) .  

28. Berisi uraian hasil reviu RKA-K/ L tentang Kepatuhan Biaya Pemeliharaan 
Kendaraan / sarana kantor 

29. Berisi uraian hasil reviu RKA-K/ L tentang Kepatuhan biaya pemeliharaan 
gedungjkantor yang ditempati bersama. 

30. B erisi uraian hal-hal yang belum dikoreksi/ diperbaiki atau yang tidak disetujui . 

31. Berisi uraian rekomendasi yang diusulkan oleh Tim Reviu RKA-K/ L atas hal-hal 
yang dianggap tidak sesuai berdasarkan reviu yang telah dilakukan . 

32 . B erisi tanggal dan bulan CHR disetujui bersama. 
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33. Berisi nama Kepala Bagian Keuangan unit eselon I K/ L.  

34 .  Berisi NIP Kepala Bagian Keuangan unit eselon I K/L .  

35 .  Berisi nama Pengendali Teknis dalam penugasan . 

36 . Berisi NIP Pengendali Teknis dalam penugasan . 
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6. FORMAT LAPORAN HASIL REVIU RKA-K/L 

LOGO APIP 

[NAMA K/L] 
[NAMA APIP] 

LAPORAN HASIL REVIU 
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ESELON I XXX 

[NAMA K/L] 
TAHUN ANGGARAN [ . . . . .  ] (1) 

NOMOR: LAP- . . . . .  / . . . . .  /20 . . . . .  } (2 ) 
TANGGAL: [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ] 



MENTEI=lii<EUANGAN 

REPUBLII< INDONESIA 

- 197 -
DAFTAR lSI 

Hal am an 

1. Ringkasan Eksekutif (paragraf . . .  (3) - ... (4)) ................................................ [ . . .  (5)] 

2. Dasar Hukum (paragraf ... (3)- . .. (4)) ........................................................... [ . . .  (5)] 

3. Tujuan Reviu (paragraf . . .  (3)- . . .  (4)) ........................................................... [ . . . (5)] 

4. Ruang Lingkup Reviu (paragraf . . .  (3)- . . . (4)) ............................................... [ . . .  (5)] 

5. Metodologi Reviu (paragraf . . .  (3)- . . .  (4)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [ . . .  (5)] 

6. Gambaran Umum (paragraf . . .  (3)- . . .  (4)) ................................................... [ . . . (5)] 

7. Uraian Hasil Reviu (paragraf . . .  (3)- . .. (4)) ................................................... [ . . . (5)] 

8. Apresiasi (paragraf . . .  (3)- . . .  (4)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [ . . .  (5)] 

Lamp iran: 

Catatan Hasil Reviu (CHR) 
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LAPORAN HASIL REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ESELON I XXX 

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (RKA-K/ L) (NAMA K/L] 
TAHUN ANGGARAN 20XX] 

1 .  RINGKASAN EKSEKUTIF (Berisi Ringkasan Umum Laporan Hasil Reviu] 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/ L) 
adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian NegarajLembaga 
(K/ L) yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian NegarajLembaga 
(BA K / L) .  Siklus penyusunan RKA-K/L dimulai dengan penetapan arah 
kebijakan dan prioritas pembangunan nasional oleh Presiden , yang selanj utnya 
akan menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerj a  
Pemerintah (RKP) . Berdasarkan penetapan ini , K/ L mengevaluasi baseline 
(angka dasar) dan mengajukan usulan inisiatif baru . Menteri Keuangan 
selanjutnya menetapkan Pagu Anggaran K/L untuk penyusunan RKA-K/ L .  
Menterijpimpinan lembaga menyusun RKA-K/ L  berdasarkan Pagu Anggaran 
yang telah ditetapkan Menteri Keuangan dan Renja K/ L .  

Sesuai instruksi pimpinan, (Nama }\PIP K/ L] melakukan reviu RKA-K/L 
[Nama eselon I K/ L] Tahun Anggaran 20XX. Adapun reviu dilaksanakan pada 
saat penyusunan RKA-K/L oleh Kementerian NegarajLembaga setelah 
ditetapkannya pagu anggaran K/L (bulan JunijJuli); dan penyesuaian RKA-K/L 
oleh K/L setelah diperolehnya alokasi anggaran (bulan September/Oktober) . 

Berdasarkan hasil reviu RKA-K/ L  yang telah dilakukan, dapat 
disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1) ( . . . .  ]; } 
2) [ . . . .  ]; (6) 
3) [ . . . .  ] .  
4 )  . . .  , dst .  

Dari hasil reviu RKA-K/L tersebut di atas , [nama unit penyusun 
RKA-K/L] telah melakukan perbaikan pada [berisi perbaikan-perbaikan yang 
telah dilakukan atas hasil reviu RKA-K/L] . 

[nama unit penyusun RKA-K/ L] telah disarankan pula untuk melakukan 
perbaikan pada [berisi perbaikan-perbaikan yang belum dilakukan atas hasil 
reviu RKA-K / L] .  

2. DASAR HUKUM [Berisi dasar hukum pelaksanaan reviu RKA-K/L) 

a. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan 
dalam rangka Penghematan Penggunaan Belanja Barang dan Belanj a  Pegawai 
di Lingkungan Aparatur Negara. 

b .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . . .  (7) 
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3 .  TUJUAN REVIU [Berisi tujuan dari kegiatan reviu RKA-K/L) 

Tujuan dari dilaksanakannya reviu RKA-K/L [Nama eselon I K / L] TA 20XX 
adalah untuk memberi keyakinan terbatas ( limited assurance) bahwa informasi 
dalam RKA-K/ L  sesuai dengan Pagu Anggaran K/L danjatau Alokasi Anggaran 
K / L  yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Renj a  K/L, RKP hasil kesepakatan 
pemerintah dengan DPR dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN, 
standar biaya, kebij akan pemerintah lainnya, dan memenuhi kaidah 
perencanaan penganggaran serta dilengkapi dokumen pendukung. 

4. RUANG LINGKUP REVIU [Berisi ruang lingkup dari kegiatan reviu RKA-K/ L) 

Ruang lingkup reviu RKA-K/L adalah penelaahan atas penyusunan dokumen 
rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/ L  unit eselon I dan 
dokumen pendukungnya. Ruang lingkup reviu RKA-K/ L  tidak mencakup 
pengujian atas sistem pengeri.dalian intern yang biasanya dilaksanakan dalam 
suatu audit . 

5 . METODOLOGI REVIU [Berisi metode yang digunakan dalam kegiatan reviu 
RKA-K/ L  dan dasar pelaksanaan kegiatan reviu RKA-K/L] 

a. Reviu RKA-K/L [Nama eselon I K/L] TA 20XX dilaksanakan sesuai dengan 
[Peraturan APIP K/L] No . [ . . . .  (8)] serta mengacu pada Peraturan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No . PER/ 05/M. PAN/03/ 2008 
tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) . 

b .  Reviu RKA-K/L dilaksanakan dengan menggunakan metodologi 
mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen rencana 
keuangan data serta wawancara dengan petugasjpej abat yang terkait proses 
penyusunan RKA-K/L [Nama Eselon I K/L] TA 20XX. 

c .  Reviu RKA-K/L dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas [Nama Jabatan 
Pimpinan APIP K/L] Nomor [ . . . .  (9)] tanggal [ . . . .  (10)], dengan susunan tim 
sebagai berikut: 

Pengendali [ . . . .  ] NIP [ . . . .  ] 
Mutu 
Pengendali [ . . . .  ] NIP [ . . . .  ] 
Teknis 
Ketua Tim [ . . . .  ] NIP[ . . . .  ] 
Anggota Tim 1. [ . . . .  ] NIP[ . . . .  ] 

2 .  [ . . . .  ] NIP [ . . . .  ] 

3 . [ . . . .  ] NIP [ . . . .  ] 

4 .  . . .  , dst 

Rev1u RKA-KL [Nama eselon I K/L] TA 20XX d1laksanakan mulm tanggal [ . . . .  
(12)) S . d .  ( . . . .  (13)) .  
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6 .  GAMBARAN UMUM [Berisi proses penyusunan RKA-K/ L  dan mekanisme 

penyusunan RKA-K/L berdasarkan pagu anggaran K/ L serta nama program ­
program K / L  dan jumlah pagu anggarannya] 

a. DATA UMUM 
Pagu Indikatif TA 20XX pada unit eselon I [ . . . . . . .  (14)) sebesar Rp [ . . . . . . .  (15)] 
dengan rincian alokasi per sumber dana dan j enis belanja sebagai berikut: 

Jenis Belanja (dalam ribuan rupiah) Jumlah 
Sumber 

Belanja Belanja Belanja 
(dalam 

Dana ribuan 
Pegawai Barang Modal rupiah) 

Rupiah . . .  . . .  . . . . . .  
Murni 
PNB P  . . .  . . .  . . . . . .  
BLU . . .  . . .  . . .  . . .  
PLN . . .  . . .  . . .  . . . 
HLN . . .  . . .  . . .  . .  . 

PDN . . .  . . . , . . . . .  . 

SBSN . . .  . . .  . .  . . . .  
Jumlah . . .  . . . . . .  . . .  

B erdasarkan KMK nomor [ . . . . . . . . . . . .  (17)) tentang Penetapan Pagu Anggaran 
TA 20XX, dapat disampaikan Pagu Anggaran unit eselon I [ . . . . . . . . . . . . . .  (18)) 
TA 20XX sebesar Rp [ . . . . . . . . . . . . .  (19)) dengan rincian sebagai berikut: 

Sumber Jenis Belanja (dalam ribuan rupiah) Jumlah \ 

Dana Belanja Belanja Belanja (dalam 
Pegawai Barang Modal ribuan 

rupiah) 
Rupiah . . .  . . .  . . .  . . .  
Murni 
PNB P  . . .  . . .  . . .  . . .  
BLU . . .  . . . . . . . . .  
PLN . . .  . . .  . .  . . . .  
HLN . . . . . .  . . .  . .  . 

PDN . . .  . . .  . . .  . . .  
SBSN . . .  . . .  . . .  . . . 

Jumlah . . .  . . .  . . . . . .  I .J  

b .  [Berisi Proses Penyusunan RKA-K/L) 
c .  [Berisi Mekanisme Penyusunan RKA-K/L Berdasarkan Pagu Anggaran K / L] 
d .  Kegiatan RKA-K/ L  [Nama eselon I K/L] sesuai Renja K/ L,  yaitu: 



Kode Kegiatan 

. . . .  

. . . .  

. . . . 

. . . .  
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Sasaran 
Kegiatan / Indikator 

Kinerja Kegiatan (IKK) 
0 0 0 0  

. . . .  

. . . .  

. . . .  

Prioritas Jumlah 
(N/B/0) Rupiah 

. . . .  . . . .  

. . . .  . . . .  

. . . .  . . . .  

. . . .  . . . .  

7 .  URAIAN HASIL REVIU [Berisi uraian hasil reviu RKA-K/LJ 

1) [ . . . .  ]; 
2) [ . . . .  ] ; 
3) [ . . . .  ] .  
4)  . . .  , dst .  

8. APRESIASI [Berisi apresiasi yang diberikan kepada obyek reviu RKA-K / L) 

[Nama APIP K/L] menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari 
seluruh pejabatjpegawai pada [ . . . . .  (23) ] atas kesediaannya memberikan 
data/ dokumen yang diperlukan , sehingga dapat mendukung terlaksananya 
kegiatan reviu RKA-K/ L  [Nama eselon I K/ L] Tahun Anggaran 20XX. 

Jakarta, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20XX (24) 

[Pejabat APIP K/L] 

Nama [ . . . .  (25)] 
NIP [  . . . .  (26)] 
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1 .  B erisi Tahun Anggaran atas RKA-K/ L yang direviu . 

2 .  B erisi nomor Laporan dan Tanggal Laporan . 

3 .  B erisi nomor p aragraf awal untuk masing-masing uraian LH R .  

4 .  B erisi nomor paragraf akhir untuk masing-masing uraian LH R .  

5 .  B erisi nomor halaman dimana terdapat paragraf awal untuk 
uraian LH R .  

6 .  B erisi kesimpulan atas hasil reviu RKA- K / L .  

. . 
mas1ng-mas1ng 

7 .  B erisi PMK mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA- K / L .  

8 .  B erisi peraturan mengenai Standar Reviu yang berlaku pada masing-masing 
API P K / L .  

9 .  B erisi nomor Surat Tugas untuk melaksanakan reviu RKA- K / L .  

1 0 .  B erisi tanggal dari Surat Tugas . 

1 1 . B erisi su sunan , nama, dan NIP Tim Reviu RKA-K/ L .  

1 2 .  B erisi  tanggal climulainya penugasan reviu RKA- K / L .  

1 3 .  B eri si tanggal berakhirnya penugasan reviu RKA-K/ L .  

1 4 .  B erisi n a m a  e selon I yang direviu . 

1 5 . B erisi j umlah alokasi anggaran berclasarkan pagu indikatif pacla e selon I (clalam 
rupiah) . 

1 6 .  B erisi  rincian belanj a clan sumber dana berclasarkan pagu inclikatif. 

1 7 .  B erisi nom or K M K  mengenai penetapan Pagu Anggaran . 

1 8 .  B erisi nama e selon I yang direviu . 

1 9 .  B erisi j umlah alokasi anggaran berdasarkan pagu anggaran p ada e s elon I 
(dalam rupiah) . 

2 0 .  B erisi rincian belanj a  dan sumber dana berdasarkan pagu anggaran . 

2 1 .  B erisi Kode , rincian Kegiatan , Sasaran Kegiatan , Jenis Prioritas 

( N = Prioritas Nasional ,  B = Prioritas Bidang, O =Bukan Prioritas) , dan jumlah 
rupiah atas masing-masing kegiatan . 

2 2 .  B erisi  rincian atas hasil reviu RKA-K/ L.  

2 3 .  B erisi nama e selon I yang direviu . 

2 4 .  B erisi tanggal dan bulan persetuj uan penyusunan LH R .  

2 5 .  B erisi nama pej ab at API P K/ L yang bertanggung j awab atas h asil reviu 

RKA- K / L .  

26.  B erisi N I P  Pej ab at API P K / L yang bertangggung j awab atas hasil reviu RKA- K / L .  

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK I N D O N E S I A ,  

ttd . 

MUHAMAD CHATIB BASRI 





LAMPIRAN IV 

PERATURAN M E NTER! KEUANGAN R ll:PUBLIK I N D O N ESIA 

NOMO R 1 3 6 / PMK . 0 2 / 2 0 1 4  
TENTANG 

PETUNJ U K  PENYUSUNAN DAN PEN ELAAHAN R ENCANA 

KERJA DAN AN GGARAN K E M ENTERIAN N EGARA / L il:MBAGA 

M EN TE R I I< E U AN G AN 

R E P U B L IK IN DON ES I A  

TATA CARA PENELAAHAN RKA-K/ L 

Penelaahan Rencana Kerja  Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga 
(RKA-K/ L) merupakan forum penelaahan RKA-K/ L antara Kementerian/ Lembaga 
dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan. Dokumen RKA-K/ L 
yang ditelaah dalam forum penelaahan merupakan dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisikan program dan kegiatan suatu Kementerian 
Negara/ Lembaga (K/ L)yang disusun sesuai dengan amanat dalam PP Nomor 90 
tahun 20 1 0  tentang Penyusunan RKA-K/ L. Penelaahan dokumen RKA-K/ L tersebut 
dimal<:sudkan untuk memastikan hal-hal sebagai berikut: 

a .  Rencana kinerj a  yang dituangkan dalam RKA-K/ L konsisten dengan yang 
tertuang dalam RKP; 

b .  Untuk mencapai rencana kinerj a  tersebut dialokasikan dana yang efisien dalam 
tataran perencanaan; 

c .  Dalam pengalokasiannya telah mengikuti ketentuan penerapan penganggaran 
terpadu, penganggaran berbasis kinerj a  dan kerangka pengeluaran j angka 
menengah. 

Dengan demikian, rencana kinerj a  yang tertuang dalam RKA-K/ L merupakan 
rencana kinerj a  K/ L untuk memenuhi tugas dan fungsinya sesuai kebij akan 
pemerintah dan dalam perencanaannya dialokasikan secara efisien . Penelaahan 
RKA-K/ L dilakukan dengan 2 (dua) metode sebagai berikut: 

a. Penelaahan Tatap Muka 

Penelaahan tatap muka merupakan penelaahan yang dilakukan secara 
bersama-sama oleh pihak-pihal<: terkait yang melaksanakan penelaahan pada 
suatu tempat di Kementerian Keuangan c .q  Direktorat Jenderal Anggaran. 

b .  Penelaahan Online 

Penelaahan Online merupakan penelaahan secara virtual dengan menggunakan 
perangkat komputer dan media internet, dimana pihak-pihak terkait yang 
melaksanakan penelaahanberada di tempat tugasnya masing-masing. 

1 .  Ruang Lingkup Penelaahan RKA-K/ L 

Ruang lingkup penelaahan RKA-K/ L untuk Pagu Anggaran K/ L dan Alokasi 
Anggaran K/ L terdiri atas penelitian yang mencakup kriteria administratif dan 
subtantif. 

1.1 Kriteria Administratif 
Kriteria Administratif bertujuan untuk meneliti kelengkapan dari dokumen 
yang digunakan dalam penelaahan RKA-K/ L. Penelaahan kriteria 
administratif terdiri atas penelaahan terhadap : 

a. surat pengantar RKA-K/ L; 

b .  surat pernyataan pejabat eselon I atau pejabat lain yang memiliki alokasi 
anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program; 

c .  RKA-K/ L; 
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d .  daftar rincian pagu anggaran per satker / eselon I ;  

e .  RKA Satker; dan 

f. Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/ L. 

1 . 2 Kriteria Subtantif 
Kriteria subtantif bertujuan untuk meneliti kesesuaian, relevansi, dan/  atau 
konsistensi dari setiap bagian RKA-K/ L. Penelaahan kriteria subtantif 
terdiri atas : 

a. kesesuaian data dalam RKA-K/ L dengan Pagu Anggaran/ Alokasi 
Anggaran K/ L; 

b. kesesuaian antara kegiatan, keluaran dan anggarannya; 

c. relevansi komponenftahapan dengan keluaran (untuk keluaran yang 
belum ditetapkan Menteri Keuangan sebagai SBK) ; 

d .  konsistensi pencantuman sasaran kinerj a  K/ L dengan RKP; dan 

e .  konsistensi pencantuman prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun kedepan . 

2 .  Persiapan Penelaahan RKA-K/ L 

2 . 1 Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum Penelaahan RKA-K/ L 
Dalam penelaahan RKA-K/ L terdapat beberapa hal baru yang harus 
diperhatikan, yaitu : 

a .  ADK RKA-K/ L yang diserahkan terlebih dahulu divalidasi oleh DJA. 

DJA melakukan validasi terhadap ADK RKA-K/ L yang disampaikan oleh 
K/ L untuk memastikan kesesuaian dengan kaidah-kaidah SPAN. Dalam 
hal hasil validasi tidak sesuai dengan kaidah-kaidah SPAN maka ADK 
akan dikembalikan untuk diperbaiki, dan paling lama 2 (dua) hari 
setelah dikembalikan harus disampaikan kembali ke DJA. 

b .  Dokumen penelaahan meliputi : 

1 )  Surat pengantar yang ditandatangani oleh Menteri/ Pimpinan 
Lembaga atau pej abat yang ditunjuk; 

2) Surat Pernyataan pejabat eselon I atau pej abat lain yang memiliki 
alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung j awab 
program; 

3) RKA-K/ L yang telah direviu dan diteliti ; 

4) Daftar Rincian Pagu Anggaran per Satker / Eselon I ;  

5) RKA Satker; dan 

6) Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/ L. 

Kelengkapan dan kebenaran dokumen penelaahan merupakan tanggung 
j awab Eselon I K/ L dan Satker. 
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c .  Kementerian Keuangan c .q  Direktorat Jenderal Anggaran melakukan 

penelaahan yang berfokus pada: 

1 )  kesesuaian data dalam RKA-K/ L dengan Pagu Anggaran K/L  yang 
ditetapkan Menteri Keuangan; 

2 )  kesesuaian antara Kegiatan, Keluaran dan anggarannya; dan 

3) relevansi KomponenjTahapan dengan Keluaran. 

d .  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas 
melakukan penelaahan yang berfokus konsistensi sasaran kinerj a  dalam 
RKP dengan RKA-K/ L, serta meneliti kualitas GBS Uika ada) ; 

e .  Kementerian Keuangan c .q  DJA tidak melakukan penelaahan hingga ke 
level detil atau item biaya, namun hanya sampai level 
komponenjtahapan. Penelaahan difokuskan pada kinerj a  yang akan 
dicapai oleh K/ L; 

f. Alokasi anggaran yang masih belum jelas peruntukkannya akan 
dimasukkan sebagai Keluaran/ Output Cadangan, sedangkan yang belum 
memenuhi persyaratan akan diberikan tanda "@" dan diberikan catatan 
dalam DHP RKA-K/L.  

2 . 2  Pihak-pihal<: Yang Terlibat Dalam Penelaahan RKA-K/ L beserta Tugas dan 
Perannya 
1 )  Kementerian Keuangan 

Kementerian Keuangan c .q  DJA sebagai koordinator dalam proses 
penelaahan memiliki tugas : 

a. Menyusun jadwal penelaahan dan mengirimkan undangan/ 
pemberitahuan waktu penelaahan kepada Kementerian Perencanaan 
dan K/L.  

b .  Mengunggah ADK RKA-K/ L untuk divalidasi (by system). 

c. Dalam proses penelaahan, DJA meneliti : 

1 )  kelengkapan dokumen penelaahan; 

2) kesesuaian data dalam RKA-K/ L dengan Pagu Anggaran K/ L yang 
ditetapkan Menteri Keuangan; 

3) kesesuaian antara Kegiatan, Keluaran dan anggarannya; 

4) relevansi Komponenj tahapan dengan Keluaran; dan 

5)  prakiraan maju untuk tiga tahun ke depan .  

2 )  Kementerian Perencanaan 

Dalam rangka penelaahan, tugas Kementerian Perencanaan adalah: 

a. Menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses 
penelaahan. 

b .  Menj aga konsistensi sasaran Kinerj a  K/L meliputi volume Keluaran 
dan Indikator Kinerja  Kegiatan RKA-K/ L dengan RKP. 

c .  Meneliti kualitas GBS Uika ada) . 
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3) Kementerian Negaraj Lembaga 

Dalam rangka penelaahan, tugas K/ L adalah: 

a .  Mengikuti jadwal penelaahan yang disusun oleh DJA. 

b .  Menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses 
penelaahan. 

c .  Memastikan petugas penelaah yang akan mengikuti penelaahan. 

2 . 3  Dokumen Yang Harus Dipersiapkan Dalam Penelaahan RKA-K/ L 
1 )  Kernen terian Keuangan 

Kementerian Keuangan c .q  DJA sebagai penelaah harus menyiapkan 
instrumen penelaahan yang akan menjadi acuan ketika meneliti 
dokumen RKA-K/ L. Hal-hal yang harus disiapkan adalah : 

a .  Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran K/ L; 

b. Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan 
Penelaahan RKA-K/ L; 

c .  RKA-K/ L yang disampaikan K/ L; 

d. Hasil reviu angka dasar; 

e .  Peraturan-peraturan terkait pengalokasian anggaran; 

f. Renja  K/ L dan RKP tahun yang direncanakan; 

g .  Hasil kesepakatan Trilateral Meeting; 

h .  Standar Biaya Keluaran (SBK) . 

2 )  Kementerian Perencanaan 
a. Renja  K/ L dan RKP tahun yang direncanakan; 

b .  Hasil kesepakatan Trilateral Meeting berkenaan dengan kegiatan 
prioritas nasional dan prioritas bidang yang menginformasikan 
sasaran kinerja  yang akan dicapai; 

c. Hasil pembahasan proposal anggaran Inisiatif Baru yang disetujui 
(j ika ada) ; 

d .  GBS (j ika ada) . 

3) Kementerian Negara/ Lembaga 
K/ L dalam rangka Penelaahan RKA-K/ L dengan Kementerian Keuangan 
menyiapkan: 

a. Surat tugas penelaahan; 

b .  RKA-K/ L yang telah diteliti oleh API K/ L dan Biro Perencanaan K/L; 

c .  RKA Satker; 

d .  Daftar Rincian Pagu Anggaran per Satker / Eselon I ;  

e .  Target dan pagu PNBP (jika ada) ; 

f. GBS (jika ada) ; dan 

g. Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/ L. 
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3 .  Mekanisme Penelaahan RKA-KI L 

3 . 1 Mekanisme Penelaahan RKA-KI L Berdasarkan Pagu Anggaran. 

3 . 1 .  1 Langkah-Langkah Penelaahan 
Pejabat dan petugas penelaah Kementerian Keuangan c . q. DJA dan 
Kementerian PPNIBappenas melakukan penelaahan RKA-KI L 
dengan petugas penelaah dari KIL.  

a. Penelaahan kriteria administratif yaitu : 

1 )  surat pengantar RKA-KI L harus :  

a )  clitanclatangani oleh menterilpimpinan lembaga atau 
pejabat yang clitunjuk (setingkat Eselon I) ; 

b) Dalam hal surat pengantar RKA-KI L  clitanclatangani oleh 
pejabat yang clitunjuk, surat penunjukannya perlu 
dilampirkan 

2 )  surat pernyataan pejabat eselon I harus :  

a )  clitandatangani oleh pejabat eselon I atau pej abat lain 
yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) clan se bagai 
penanggung jawab program; 

b) Dalam hal surat pernyataan tidak clitanclatangani oleh 
pejabat eselon I atau pej abat yang ditunjuk, surat 
pernyataan clikembalikan untuk cliperbaiki . 

3 )  RKA-KI L; 

Kriteria administratif RKA-KI L yang harus cliteliti kelengkapan 
clokumen dan penanclatanganannya yaitu : 

a) Formulir 1 untuk rekapitulasi seluruh unit eselon I 
clitandatangani oleh Menterii Pimpinan Lembaga; clan 

b) Formulir 2 dan Formulir 3 untuk masing-masing unit 
eselon I clitanclatangani oleh pejabat eselon I yang memiliki 
alokasi anggaran (portofolio) clan sebagai penanggung 
j awab program. 

4) Daftar rincian pagu anggaran per satker I eselon I 

Dilakukan dengan meneliti : 

a) jumlah satker dan pagu anggaran untuk masing-masing 
satker clibanclingkan dengan total pagu anggaranl alokasi 
anggaran untuk unit eselon I terkait pacla Formulir 2 
RKA-KI L; clan 

b) penandatangan Daftar Rincian Pagu Anggaran per 
Satker I Eselon I .  

Dalam hal total pagu anggaranl alokasi anggaran berdasarkan 
claftar rincian pagu anggaran per satker I eselon I berbeda 
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dengan total pagu anggaranl alokasi anggaran pada Formulir 
2 RKA-KI L untuk unit eselon I yang bersangkutan, maka 
daftar rincian pagu anggaran per satker I eselon I 
dikembalikan untuk diperbaiki . 

5) RKA Satker; 

Penelaahan RKA Satker dilakukan dengan cara meneliti 
jumlah RKA Satker yang disampaikan dibandingkan dengan 
jumlah satker dalam daftar rincian pagu anggaran per 
satker I eselon I .  

6 )  Arsip Data Komputer (ADK) RKA-KI L; 

ADK secara otomatis divalidasi oleh sistem untuk melihat 
kesesuaiannya dengan kaidah SPAN. Dalam hal ADK tidak 
valid akan clikembalikan untuk cliperbaiki . 

7) Persetujuan Komisi DPR-RI terkait, clilakukan clengan 
memastikan RKA-K/ L clitanclatangani oleh : 

a) Ketua Komisi; clan 

b) tiga orang Wakil Ketua Komisi . 

Dalam hal RKA-KI L yang clisampaikan kepada DJA belum ada 
persetujuan Komisi terkait DPR-RI, penelaahan RKA-KI L tetap 
dapat dilakukan sepanjang dokumen administratifnya lengkap 
dan Informasi terkait belum ada persetujuan Komisi terkait 
DPR-RI dituangkan dalam "Catatan Hasil Penelaahan" . 

b .  Penelaahan kriteria substantif yaitu : 

1 )  kesesuaian data dalam RKA-K/ L dengan Pagu 
Anggaran/ Alokasi Anggaran K/L.  

Penelaahankesesuaian data dalam RKA-KI L 
Anggaranl Alokasi Anggaran KI L dilakukan 
membandingkan dokumen RKA-K/ L 
Anggaran/Alokasi Anggaran KI L meliputi : 

a) Total Pagu K/ L; 

b) Total Pagu per Sum ber Dana; 

c) Pagu per Program; 

d) Pagu per Fungsi; 

e) Rincian Sumber Dana per Program; dan 

dengan Pagu 
dengan cara 
dan Pagu 

f) Daftar Rincian Pagu per Satker dengan RKA Satker.  

Dalam hal terjadi pergeseran pagu antar Program dan sudah 
mendapat persetujuan Komisi terkait DPR-RI , yang harus 
dilakukan adalah memastikan: 

a) Dalam hal pergeseran digunakan untuk menambah Biaya 
Operasional dan tidak mengurangi target kinerj a  prioritas 
nasional,  penelaahan dapat dilanjutkan; atau 
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b) Dalam hal pergeseran digunakan untuk menambah target 

kinerj a  prioritas nasional dan tidak mengurangi Biaya 
Operasional, penelaahan dapat dilanjutkan; atau 

c) Dalam hal pergeseran sebagai akibat adanya reorganisasi, 
perubal1annya sudah dialmmodir dalam data Renj a  K/ L eli 
Bappenas; 

d) Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan 
dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan.  

2) Kesesuaian antara kegiatan, keluaran dan anggarannya; 

Penelaahan kesesuaian antara kegiatan, keluaran dan 
anggarannya dilakukan dengan cara membandingkan antara 
RKA-K/L tahun sebelumnya dengan RKA-K/ L tahun yang 
direncanakan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran 
yang dituangkan dalam RKA-K/ L tahun yang direncanakan 
telah sesuai dengan: 

a) Rumusan tugas fungsi unit eselon I terkait; atau 

b) Dasar hukum atau Kebijakan Pemerintah atau Direktif 
Presiden yang mendasaripengalokasian anggarannya. 

Dalam hal terdapat Kegiatan/ Keluaran yang sama dengan 
RKA-K/ L tahun sebelumnyanamun alokasi anggarannya 
berbeda, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah 
memastikan: 

a) Apakah perbeclaannya disebabkan adanya Komponen baru ; 

b)  Apakah ada perubahan jumlah volume Keluaran; 

c) Dalam hal status quo, selisih lebih anggaran yang 
dialokasikan dapat dialihkan ke Keluaran yang lain atau 
clituangkan dalam Keluaran/ Output Cadangan; 

d) Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan 
dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan. 

Dalam hal terdapat Kegiatan/ Keluaran inisiatif baru alokasi 
anggarannya sangat berbeda dengan Kegiatanj Keluaran 
sejenis yang sudah ada, langkah-langkah yang harus 
dilakukan aclalah memastikan: 

a) Apakah ada Komponen yang berbeda digunakan sebagai 
dasar penghitungan alokasi anggarannya; 

b) Apakah jumlah volume Keluaran berbeda; 

c) Dala:m hal clasar penghitungannya sama, selisih lebih 
anggaran yang dialokasikan dapat dialihkan ke Keluaran 
yang lain a tau dituangkan dalam Keluaran ( Output) 
Cadangan; 

d) Penelaahan clapat dilanjutkan clan hasil penelaahan 
clituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan . 
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3) Relevansi komponenj tahapan dengan keluaran (outcome) . 

Penelaahan relevansi komponenj tahapan dengan keluaran 
dilakukan untuk memastikan: 

a) Apakah terdapat Komponen yang tidak berkaitan 
langsung dengan pencapaian Keluaran. Jika terdapat 
komponen yang tidak berkaitan langsung maka: 

1 )  Alokasi anggaran untuk Komponen dimaksud 
dialihkan dan ditambahkan pada Komponen lain 
dalam Keluaran yang sam a dan men am bah volume 
Keluaran; atau 

2 )  Alokasi anggaran untuk Komponen dimaksud 
dialihkan dan ditambahkan ke Komponen lain dalam 
Keluaran yang berbeda dan menambah volume 
Keluaran; atau 

3) Alokasi anggaran untuk Komponen dimaksud 
dituangkan dalam Keluaran (Output) Cadangan dalam 
Kegiatan yang sama. 

4) Penelaahan dapat dilanjutkan dan basil penelaahan 
dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan. 

Penelaahan relevansi komponenj tahapan dengan 
keluaran dilakukan, dilakukan hanya untuk Keluaran 
(Output) yang belum ditetapkan Menteri Keuangan sebagai 
SBK. Sedangkan untuk Keluaran ( Output) yang telah 
ditetapkan Menteri Keuangan sebagai SBK, penelaah 
hanya mencocokkan besaran uang dalam pencapaian 
Keluaran (Output) antara RKA Satker dengan SBK. 

b)  Apakah terdapat Komponen yang salah penempatan . Jika 
terdapat komponen yang salah penempatan maka: 

i .  Komponen dimal{sud dan alokasi anggarannya 
dikeluarkan dari Keluaran dan dimasukan dalam 
Keluaran sencliri; dan/ a tau 

11 . Alokasi anggaran untuk Komponen dimaksud 
clialihkan clan ditambahkan ke Komponen lain dalam 
Keluaran yang sudah ada clan menambah volume 
Keluaran; 

111 . Penelaahan dapat clilanjutkan clan basil penelaahan 
dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan . 

c) Apakah terdapat Komponen yang alokasi anggarannya 
berlebih (ticlak efisien) . Jika terdapat alokasi anggaran 
yang berlebih pada komponen maka: 

1 .  Ditambahkan pada Komponen lain dalam Keluaran 
yang sama clan menambah volume Keluaran; 

./.. 
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ii . Dialihkan dan ditambahkan ke Komponen lain dalam 

Keluaran yang berbeda dan menambah volume 
Keluaran; dan/ atau 

111.  Dituangkan dalam Keluaran ( Output) Cadangan dalam 
Kegiatan yang sama; 

IV. Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan 
dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan. 

4) Konsistensi pencantuman sasaran kinerj a  K/ L dengan RKP. 

Penelaahan konsistensi pencantuman sasaran kinerj a  K/ L 
dengan RKP dilakukan untuk memastikan: 

a) J enis dan volume Keluaran yang ditetapkan dalam RKP 
dituangkan sama dalam RKA-K/ L, dilakukan dengan 
langkah -langkah: 

1 .  Dalam hal jenis dan volume Keluaran yang berbeda 
merupakan prioritas nasional dan sudah disetujui Komisi 
terkait DPR-RI , pastikan Bappenas dapat menyetujui 
perubahan dimaksud dan sudah diakomodir dalam 
perubal1an Renja K/L dan RKP. 

11 .  Dalam hal volume Keluaran yang berkurang merupakan 
Keluaran yang berlanjut dari tahun sebelumnya, pastikan 
perubahan dimaksud sudah diakomodir dalam perubahan 
Renja  K/ L dan RKP. 

111. Dalam hal volume Keluaran yang berkurang merupakan 
Keluaran yang berlanjut khususnya multiyears contract, 
pastikan perubahan dimaksud sudah ada persetujuan 
rekomposisi dari Meriteri Keuangan. 

IV . Dalam hal pencantuman jenis dan volume Keluaran yang 
berbeda belum mendapat persetujuan Komisi terkait DPR­
RI , alokasi anggaran dalam RKA-K/ L diberi catatan. 

v. Penelaahan dapat dilanjutkan, dan hasil penelaahan 
dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan 

b) Jenis dan volume Keluaran inisiatif baru yang dituangkan 
dalam RKA-K/ L  ada rujukannya dalam RKP, dilakukan 
dengan langkah-langkah: 

1 .  Pastikan dasar hukum atau penugasan sebagai dasar 
pengalokasian anggaran sudah ada. 

n. Pastikan data Keluaran sudah masuk dalam referensi 
RKA-K/ L. 

iii . Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan 
dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan. 

IV. Dalam hal dasar hukum atau penugasan sebagai dasar 
pengalokasian anggaran belum ada, alokasi anggaran 
dalam RKA-K/ L diberi catatan. 
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c) Apakah terdapat perubahan rumusan Hasil ( Outcome) , 

Indikator Kinerja  Utama, dan Indikator Kinerj a  Kegiatan 
dalam RKA-K/ L, dilal<:ukan dengan langkah-langkah: 

1 .  Pastikan perubahannya sudah diakomodir dalam 
perubahan data Renja K/L dan RKP; 

n. Pastikan perubahannya sudah masuk dalam referensi 
RKA-K/ L; 

111 . Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan 
dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan. 

d) Apakah terdapat perubahan rumusan Program dan/ atau 
Kegiatan karena adanya reorganisasi, dilakukan dengan 
langkah -langkah: 

1 .  Pastikan dasar hukum atau persetujuan dari Kementerian 
PAN dan Reformasi Birokrasi sudah ada; 

11 . Pastikan peru bahannya sudah diakomodir dalam 
perubahan data Renja  K/L dan RKP; 

111 . Pastikan peru bahannya sudah masuk dalam referensi 
RKA-K/ L; 

1v . Penelaahan clapat dilanjutkan dan hasil penelaahan 
dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan; 

v. Dalam hal dasar hukum atau persetujuan dari 
Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi belum ada, 
alokasi anggaran dalam RKA-K/ L diberi catatan. 

5)  konsistensi pencantuman pral<:iraan maju urituk 3 (tiga) tahun 
kedepan.  

Penelaahan konsistensi pencantuman prakiraan maju untuk 3 
(tiga) tahun kedepan dilakukan untuk mengetahui : 

a) Apakah angka prakiraan maju sangat berbeda dengan alokasi 
anggaran tahun yang direncanakan, dilakukan clengan 
langkah -langkah: 

1 .  Pastikan pencantuman volume Keluaran tidak ada yang 
salah (terlalu besar) clibanclingkan tahun yang 
clirencanakan; 

ii . Pastikan formula clan indeks penghitungan KPJM sudah 
benar; 

iii. Dalam hal terdapat kesalahan pencantuman volume 
Keluaran atau kesalahan formula dan indeks KPJM, 
dilakukan perbaikan data dalam ADK RKA-K/ L; 

iv. Penelaahan dapat clilanjutkan dan hasil penelaahan 
dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan. 

b)  Memastikan kebutuhan anggaran untuk Biaya Operasional 
dihitung cukup dengan pendekatan flat policy untuk 3 (tiga) 
tahun ke depan, dilakukan dengan langkah-langkah: 

... 
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1 .  Pastikan apakah perbedaan karena adanya perubahan 

database pegawai . 

i i .  Dalam hal tidak ada perubahan database pegawai, angka 
prakiraan maju diperbaiki dengan asumsi :  

• Volume Keluaran sama dengan tahun yang 
direncanakan; 

• Alokasi anggaran 
direncanakan; 

sam a dengan tahun yang 

• Tambahan yang diusulkan untuk TA+ l ,  TA+2 ,  dan 
TA+3 dapat dipertimbangkan dalam reviu angka dasar 
TA+ l .  

iii . Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan 
dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan.  

c) Memastikan alokasi anggaran untuk Biaya Operasional 
terkait pelaksanaan tugas fungsi unit, termasuk yang sudah 
menjadi komitmen seperti multiyears contract masuk dalam 
prakiraan maju, langkah-langkah yang dilakukan: 

i .  Angka prakiraan maju diperbaiki dengan asumsi: 

• Volume Keluaran untuk Kegiatan tugas fungsi unit 
sam a; 

• Alokasi anggaran untuk multiyears contract dihitung 
sesuai kebutuhan rencana tahunan. 

ii . Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan 
dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan . 

d) Memastikan Kegiatan/ Keluaran dan/  atau komponen Kegiatan 
yang tidak berlanjut tidak masuk dalam prakiraan maju ,  
langkah-langkah yang harus dilakukan: 

1 .  Angka prakiraan maju diperbaiki dengan cara 
Kegiatanj Keluaran danj atau komponen Kegiatan yang 
tidak berlanjut volumenya diganti menjadi '0" . 

n .  Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan 
dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan. 

e) Memastikan dasar hukum atau kebij akan yang mendasari 
pengalokasian anggaran yang masih berlanjut, masih efektif 
berlaku . Langkah-langkah yang dilakukan yaitu : 

1 .  Angka prakiraan maju diperbaiki dengan cara volume 
pada Kegiatan/ Keluaran diganti menjadi '0" . 

ii . Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan 
dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan. 
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c .  Kementerian Perencanaan utamanya meneliti kriteria substantif berupa 

konsistensi sasaran kinerja  K/ L dengan Renj a  K/L dan RKP, yaitu : 

1 )  Meneliti Program, Indikator Kinerja  Utama (IKU) serta Hasil ( Outcome) 
K/ L. 

2) Meneliti kategori kegiatan, apakah termasuk kegiatan prioritas 
nasional,  prioritas bidang, atau prioritas K/L.  

3 )  Meneliti konsistensi rumusan Keluaran dalam dokumen RKA-K/ L 
dengan Keluaran yang terdapat dalam dokumen Renj a  K/ L dan RKP. 

4) Meneliti konsistensi Volume Keluaran dalam dokumen RKA-K/ L 
clengan dokumen Renj a  K/ L dan RKP tahun yang direncanakan. 

5)  Meneliti konsistensi Keluaran dengan indikator kinerj a  kegiatannya 
(dalam dokumen RKA-K/ L dengan Renja  K/L dan RKP) . 

d .  Ketentuan Khusus Penelaahan Satker BLU dan ARG 

1 .  Penelaahan BLU 

Penelaahan RKA Satker BLU diutamakan pada hal-hal sebagai 
berikut: 

1 .  Meneliti program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satker 
BLU.  Program dan Kegiatan yang digunakan dalam penyusunan 
RKA Satker BLU merupal{an bagian dari program dan kegiatan 
hasil restrukturisasi program dan kegiatan K/L induk. 

n .  Meneliti kesesuaian pagu dalam RKA Satker BLU dengan pagu 
Kegiatan RKA-KL, khususnya berkenaan dengan sumber dana 
(PNBP dan Rupiah Murni) sebagaimana tertuang dalam Ikhtisar 
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) . 

iii . Meneliti kesesuaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang 
ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dalam rangka 
penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat clengan 
Ikhtisar RBA. 

1v. Keluaran yang tercantum dalam RKA Satker BLU mengacu pada 
tabel referensi program aplikasi RKA-K/L.  

v. Meneliti alokasi anggaran angka dasar sama halnya dengan 
satker non BLU. 

v1 . Dalam proses penelaahan RBA, Direktorat Jencleral Anggaran 
dapat mengikutsertakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

2 .  Penelaahan ARG 

Penelaahan RKA-K/ L dalam rangka kegiatan Anggaran Responsif 
Gender (ARG) , diutamakan pada hal-hal sebagai berikut: 

1 .  Memastikan bahwa alokasi anggaran pada tingkat Keluaran 
kegiatan yang dikategorikan sebagai ARG sudah dilengkapi 
dengan dokumen Gender Budget Statement (GBS). 

ii . Petugas penelaah Bappenas meneliti kualitas clokumen GBS 
(dapat juga dilakukan sebelum proses penelaahan RKA-K/ L) .  
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iii. Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

diatas, petugas penelaah DJA memastikan bahwa pada tema 
Anggaran Responsif Gender pada aplikasi telah dicentang yang 
menandakan bahwa Keluaran kegiatan dimaksud telah responsif 
gender. 

4) Mekanisme Penelaahan RKA-K/ L Berdasarkan Alokasi Anggaran K/ L 

Penelaahan berdasarkan Alokasi Anggaran K/ L eli Kementerian Keuangan 
dilaksanakan setelah internal K/L melakukan reviu dan penelitian yang 
dilakukan oleh APIP K/ L dan Biro Perencanaan . Penelaahan ini bertujuan 
untuk memeriksa kesesuaian data dalam RKA-K/ L dengan alokasi 
Anggaran K/ L. Proses penelaahan .RKA-K/ L setelah penetapan Alokasi 
Anggaran adalah sebagai berikut: 

1 .  Proses penelaahan diawali dengan memeriksa kelengkapan dokumen 
RKA-K/ L seperti halnya pacla penelaahan pacla Pagu Anggaran K/ L 
clitambah Persetujuan Komisi DPR. 

2 .  Dalam hal besaran Alokasi Anggaran K/ L ticlak mengalami perubahan 
(sama clengan Pagu Anggaran K/ L) maka K/ L tetap menyampaikan 
RKA-K/ L clan clokumen penclukung beserta Arsip Data Komputer (ADK) 
RKA-K/ L untuk clilal<:ukan penelaahan. Hasil penelaahan RKA-K/ L 
climaksucl clij adikan sebagai clasar penetapan RKA-K/ L oleh Direktur 
Jencleral Anggaran dan sebagai bahan untuk penyusunan 
KeputusanPresiclen (Keppres) tentang Rincian Anggaran Belanj a  
Pemerintah Pusat (RABPP) beserta lampirannya. 

3 .  Dalam hal besaran Pagu Alokasi Anggaran K/ L mengalami perubahan 
baik penambahan maupun pengurangan maka K/ L menyampaikan 
RKA-K/ L dan clokumen penelaahan beserta Arsip Data Komputer (ADK) 
RKA-K/ L yang terbaru untuk clilakukaTl penelaahan kembali clalam 
rangka penyesuaian RKA-K/ L clengan Pagu Alokasi Anggaran K/ L. 

4. Berkenaan dengan besaran Pagu Alokasi Anggaran K/ L climaksucl lebih 
besar clari Pagu Anggaran K/L malm penelaahan clilakukan clengan 
meneliti RKA Satker clengan kesesuaian tambahan . pagu yang 
clifokuskan pacla: 

a.  Penambahan jenis Keluaran, sehingga · j enis clan volumenya 
bertambah; 

b .  Penambahan Komponen yang relevan untuk menghasilkan 
Keluaran. 

5 .  Berkenaan clengan besaran Pagu Alokasi Anggaran K/ L lebih kecil clari 
Pagu Anggaran K/L maka penelahaan clilakukan clengan meneliti RKA 
Satker clengan kesesuaian pengurangan pagu yang clifokuskan pada: 

a.  Pengurangan Keluaran clalam rangka penugasan, sehingga j enis clan 
volumenya berkurang; 

b. Pengurangan Komponen untuk menghasilkan Keluaran yang sudah 
ada selain Komponen Gaji  clan Komponen Operasional Perkantoran. 
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3 .  1 .  2 Tata car a penelaahan online 

Penelaahan dengan online menggunakan fasilitas komputer dan internet 
yang melibatkan peserta penelaahan untuk berinteraksi dalam sebuah 
forum online. Untuk memfasilitasi penelaahan ini Kementerian Keuangan 
c . q  DJA telah menyediakan aplikasi berbasis web sebagai sarana untuk 
melakukan penelaahan . 

Adapun tahapan-tahapan dalam penelahan online sebagai berikut:  

1 .  Persiapan 

a .  Menyiapkan ADK RKA-K/ L. 

Pada tahap ini K/ L menyiapkan ADK RKA-K/ L DIPA yang telah 
disusun dengan menggunakan aplikasi SPAN atau RKA-K/ L DIPA.  
Data terakhir yang telah disetujui pada tingkat K/ L di backup 
untuk membuat data ADK RKA-K/ L DIPA.  

b .  Menyiapkan undangan dan waktu penelaahan .  

Undangan yang berisikan waktu penelaahan online d1siapkan oleh 
DJA dan dikirim online melalui email K/ L yang terdaftar di DJA. 

c .  Menyiapkan user ID (nama pengguna) 

User ID digunakan sebagai tanda pengenal untuk login di dalam 
aplikasi penelaahan RKA-K/ L DIPA secara online. User ID dimiliki 
oleh K/L (unit) , DJA dan Bappenas . Dalam proses penelaahan user 
ID untuk Satker dapat ditambahkan jika dibutuhkan untuk 
menjelaskan detil RKA-K/ L DIPA. 

2 .  Pelaksanaan 

a. Login ke aplikasi penelaahan online (K/ L, DJA, dan Bappenas) 

Sebelum melakukan penelaahan online terlebih dahulu K/L  dan 
DJA melakukan login dengan user ID masing-masing pada website 
http: / /rkakldipa. anggaran. depkeu .go . id .  

b .  Upload data ADK RKA-K/ L DIPA oleh K/ L 

Eselon I K/ L melakukan upload ADK RKA-K/ L DIPA ke forum 
penelaahan. Sistem secara otomatis akan melakukan validasi 
tehadap ADK RKA-K/ L yang diupload. Upload ADK RKA-K/ L DIPA 
menjadi dasar untuk memulai forum penelaahan online. 

c .  Forum penelaahan antar DJA, Bappenas dan K/ L 

Forum penelaahan terbentuk setelah Unit Eselon I K/ L melakukan 
upload ADK RKA-K/ L DIPA yang secara otomatis memberikan 
notifikasi ke DJA dan Bappenas untuk · melakukan penelaahan 
secara online. ADK RKA-K/ L dapat di download oleh penelaah 
untuk diteliti secara offline atau dapat dilihat secara detil sampai 
level komponen di forum. Penelaahan dari DJA dan Bappenas 
dapat memberikan komentar di panel yang disediakan dan dapat 
ditanggapi langsung oleh unit Eselon I K/ L. Jika penelaahan 
membutuhkan perbaikan ADK RKA-K/ L, Unit Eselon I K/L  dapat 
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melakukan upload kembali ADK RKA-KI L DIPA yang telah 
diperbaiki untuk diteliti kembali oleh penelaah. 

Apabila dalam proses penelaahan dibutuhkan penj elasan dari 
Satker, unit Eselon I KIL dapat mengusulkan ke DJA untuk 
ditambahkan user Satker dalam forum penelaahan. 

4 .  Tindak lanjut Hasil Penelaahan RKA-KI L 

Hasil penelaahan RKA-KI L dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan dan 
ditandatangani oleh pejabat perwaldlan dari KI L, Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional, dan Kementerian Keuangan. Pejabat penandatangan 
Catatan Hasil Penelaahan terdiri atas : 

a .  Perwaldlan KI L: pejabat eselon IV, pejabat eselon III ,  dan pej abat eselon II 
pada Unit Perencanai Biro Perencanaan KI L; 

b .  Perwaldlan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional : Staf, pej abat 
eselon III ,  dan pejabat eselon II pada Deputi Sektoral terkait; 

c. Perwaldlan Kementerian Keuangan : pejabat eselon IV, pejabat eselon III , 
dan pej abat eselon II pada Direktorat Anggaran I I II I III terkait. 

RKA-KI L yang telah ditelaah dan Catatan Hasil Penelaahan yang telah 
ditandatangani menjadi dasar penyusunan dan penetapan DHP RKA-KI L oleh 
Direktur Anggaran I I II I III . 

5 .  Hal-hal Khusus Dalam Penelaahan RKA-KI L 

5 . 1 Perubahan Akibat Penelaahan 

Dalam hal hasil penelaahan RKA-KI L berdasarkan Pagu Anggaran K I L  
atau Pagu Alokasi Anggaran K I L  mengaldbatkan perubahan rumusan 
kinerj a, perubahan dimal<:sud dapat dilakukan dengan kriteria sebagai 
berikut: 

5 . 2  Perubahan yang berkaitan dengan rumusan Keluaran (Jenis dan 
Satuan) , pada prinsipnya dapat dilakukan sepanjang: 
a.  Telah disepakati dalam proses penelaahan; 
b .  Tidak mengubah Keluaran yang merupakan Keluaran Kegiatan 

Prioritas Nasional; 
c. Relevan dengan Kegiatan dan Indikator Kinerj a  Kegiatan yang 

clitetapkan; 

d .  Adanya perubahan tugas dan fungsi pada unit yang bersangkutan; 
e .  Adanya tambahan penugasan. 

5 . 3  Perubahan yang berkaitan dengan rumusan diluar Keluaran (Program, 
Indikator Kinerja  Utama Program, Hasil ( Outcome) , Kegiatan, dan 
Indikator Kinerja) ,  apabila dibutuhkan dapat dilakukan sepanj ang 
telah disepakati dalam proses penelaahan dan merupakan akibat clari : 
a. Adanya reorganisasi yang mengakibatkan perubahan tugas clan 

fungsi serta struktur organisasi ; 
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b .  Reorganisasi tersebut sudah memiliki dasar hukum yang pasti 

(Perpres,  Persetujuan Menteri PAN dan RB, Keputu san 
Menteri/ Pimpinan Lembaga yang bersangkutan) ; 

c .  Perubahan yang diusulkan telah disepakati dalam Trilateral Meeting; 
d .  Telah mendapat persetujuan dari Komisi terkait eli DPR. 

5 . 4  Keluaran/ Output Cadangan 

Berdasarkan hasil penelaahan, apabila terdapat alokasi anggaran yang 
belum jelas peruntukkannyamaka alokasi anggaran tersebut dimasukkan 
dalam Keluaran ( Output) Cadangan pada kegiatanjjenis belanj a  yang 
sama. Keluaran (Output) cadangan digunakan untuk menampung hal-hal 
sebagai berikut: 

a .  Alokasi anggaran untuk Kegiatan/Keluaran yang bukan merupakan 
tugas fungsi unit dan belum ada dasar hukumnya; 

b. Alokasi anggaran untuk Kegiatanj Keluaran yang sama dengan TA- l 
(tahun sebelumnya) namun alokasi anggarannya berlebih; 

c. Alokasi anggaran untuk Kegiatan/Keluaran Inisiatif Baru yang sej enis 
dengan Kegiatanj Keluaran yang sudah ada, namun alokasi 
anggarannya berlebih; 

d. Alokasi anggaran untuk Komponen yang tidak berkaitan langsung 
dengan pencapaian Keluaran; 

e .  Alokasi anggaran untuk Komponen yang alokasinya berlebih; 

f. Alokasi anggaran yang belum jelas peruntukkannya dan/  atau kegiatan 
yang belum pernah dianggarkan sebelumnya (unallocated). 

Alokasi anggaran pada Keluaran (Output) cadangan baru dapat 
dilaksanakan/ dicairkan setelah dilakukan revisi dengan berpedoman pada 
ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran. 

5 . 5  Pencantuman tanda "@" dan Catatan dalam DHP RKA-K/ L 

Pencantuman tanda "@" dan pemberian "Catatan" dilakukan sebagai 
tindak lanjut dari hasil penelaahan berdasarkan Alokasi Anggaran K/ L, 
terhadap alokasi yang sudah jelas pertuntukannya, namun : 

a. Belum ada dasar hukum pengalokasiannya; 

b .  Belum ada naskah perjanjian (PHLN/PHDN) dan nomor register; 

c .  Masih terpusat dan belum didistribusikan ke satker- satker daerah; 

d .  Masih memerlukan hasil reviu clan persetujuan dari Bappenas; 

e .  Masih memerlukan hasil reviu dari BPKP; dan/ atau 

f. Rincian penggunaan anggaran ditolak oleh DPR. 
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7. 1 Format Catatan Penelaahan RKA-K/ L 
CATATAN P E N E LAAHAN 

R E N CANA K E RJA AN G GARAN K E M E NTERIAN N EGARA/ L E M BAGA 

TAH U N  AN GGARAN 2 0 1 4 

KEM E NTERIAN N EGARA/LEM BAGA 

ORGANISASI 

J U M LAH SATKER 

J U M LAH PEGAWAI 

U RAIAN 

A. R I N C IAN PROGRAM 
J u m l a h : 

BELANJA 

51 
BELANJA 

56 

HAS I L  P E N E LAAHAN 

BELANJA B E LANJA B E LANJA 

52 53 54 
BELANJA B E LANJA B E LANJA 

57 . 58 61  

B E LANJA 

55 
B E LANJA 

62 
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HAL-HAL K H U S U S  DAN/ ATAU P E N D I N G : 

P E N I LAIAN/ P E N D APAT PETU GAS : 

A N G GARAN YAN G  D I B E R I  TAN DA 

"@"/ CATATA N :  

PEJABAT/PETUGAS P E N E LAAH : 

N A M A  

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

N A M A  

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

N A M A  

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

K E M  E NTER IAN N EGARA/LEM BAGA 

JA BATAN 

K e p a l a  Seksi/Ese l o n  IV 

Ke p a l a  S u b  D i re kto rat/Ese l o n  I l l 

Ke p a l a  B i ro P e re n ca n a a n  

K E M E NTER IAN K E UANGAN 

JA BATA N 

Kepa l a  Seksi/Ese l o n  IV  

Ke p a l a  S u b  D i re kto rat/Ese l o n  I l l  

D i re kt u r Angga ra n 1/1 1/ 1 1 1  

K E M E NT E R I A N  P E R E N CANAAN 

JABATAN 

Staf 

Kepa la  S u b  D i re kto rat/Ese l o n  I l l  

D i re kt u r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Ta n d a  Ta nga n 

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Ta n d a  Ta nga n 

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Ta n d a  Ta nga n 

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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7 .2 Format Himpunan RKA-K/L 

Form u l i r  I H i m p u n a n  RKA-K/L 
R I N CIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAH U N  ANGGARAN 20XX 

M E N U  RUT BAG IAN ANGGARAN, U N IT ORGANISASI, DAN PROGRAM 
(DALAM RI BUAN RUPIAH) 

KODE DAN U R A I A N  BAG IAN ANGGARAN, UNIT ORGAN ISASI, D A N  PROGRAM J U M LAH 

Form u l i r  I I  H i m p u n a n  RKA-K/L 
R I N CIAN ANGGARAN BELANJA PEMERI NTAH PUSAT TAH U N  ANGGARAN 20XX 

M EN U RUT FU NGSI, DAN SUBFU NGSI  
(DALAM R I BUAN RUPIAH) 

KODE DAN U RAl AN FUNGSI D A N  SUB FUN GSI J U M LAH 

Form u l i r  I l l  H i m p u n a n  RKA-K/L 
R I NCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERI NTAH PUSAT TAH U N  ANGGARAN 20XX 

M EN U RUT FUNGSI, SUB FUNGSI,  DAN BAG IAN ANGGARAN 
(DALAM R IBUAN RUPIAH) 

KODE DAN U RAIAN FU NGSI,  S U B  FUNGSI D A N  B A G  I A N  ANGGARAN J U M LAH 

Form u l i r  I V  H i m p u n a n  RKA-K/L 
R I NCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAH U N  ANGGARAN 20XX 

M E N U  RUT BAG IAN ANGGARAN, FU NGSI, DAN SUB FU NGSI  
( DALAM R IBUAN RUPIAH) 

KODE DAN U R A l  AN B A G I A N  ANGGARAN, F U N G S I  D A N  SUB FUNGSI J U M LAH 

Form u l i r  V H i m p u n a n  RKA-K/L 
R I N CIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAH U N  ANGGARAN 20XX 

M E N U  RUT BAGIAN ANGGARAN, U N IT ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELUARAN DAN S U M B E R  DANA 
( DALAM R IBUAN RUPIAH) 

KODE DAN U R A I A N  B A G I A N  ANGGARAN, UNIT ORGAN I SASI, D A N  PROGRAM RUPIAH M U R N I  P N B P/BLU P D N/PHLN J U M LAH 

Form u l i r  V I  H i m p u n a n  RKA-K/L 
RI NCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAH U N  ANGGARAN 2011 

M E N U  RUT BAG IAN ANGGARAN, U N IT ORGANISASI, PROGRAM, KEG IATAN DAN KPJ M  
(DALAM R IBUAN RUP IAH)  

K O D E  DAN U RAl AN BAG IAN ANGGARAN, UNIT ORGAN ISASI, DAN PROGRAM JUMLAH N·l JUMLAH J U M LAH N+l J U M LAH N+2 J U M LAH N+3 



-- ----
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7 . 3  Format Daftar Hasil Penelaahan 

�K E M E NTERIAN K E U ANGAN REPUBLIK I N DON ESIA 

- D I R E KTO RAT J E N D E RAL AN GGARAN 

DAFTAR HAS I L  P E N E LAAH AN 
R E N C A N A  K E RJA DAN ANG GARAN K E M E NTERIAN N EGARAILEM BAGA ( D H P  R KA-K/L) 

T AH U N  ANG GARAN 20XX 
N O M O R  : D H P- xxx.xx.xx-0/ AG/ 20XX 

B erda sarkan hasil penelaahan RKA-KJL TA 20XX sesuai Alokasi Anggaran TA 20XX, maka dalam rangka penyu s u n a n  
Keputusan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 20XX, dengan in i  d itetapkan D H P  RKA-K/L untuk : 

KEM ENTERIAN N EGARAI LEM BAGA 
UNIT  ORGANISASI 
PAG U U N I T  ORGANISASI 

Pagu u n i t  organisasi tersebut,  d i rinci menurut  Program sebagai berikut : 

KODE UNIT ORGANISASI  J U M LAH 
SATKER 

(1) (2) (3) 

J U M LAH 

R I N CIAN S U M B E R  DANA 

RM 

P N BP/BLU 

P H LN/P D N  

(Ribuan Rupiah\  

J U M LAH DANA YG TARGET P E N DAPATAN 
PAG U DIBERI P E RPAJAKAN P N B P  CAT A TAN 

(4) (5) (6) (7) 

.Rincian alokasi  anggaran untuk m asing-masing Uni t  Organisasi dalam RKA-KJL TA 20XX sebaga i m a n a  tercantum dalam 
lam piran yan g  m erupakan bagian t idak terpisahkan dari Keputusan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja  Pem erintah Pusat  TA 
20XX, dan m enjadi  dasar penyusunan serta pengesahan D I PA TA 20XX. 

Pelaksanaan anggaran yang di tetapkan dalam DHP RKA-K/L TA 20XX sepen uhnya m enjadi  tanggung jawab Pengguna 
Anggara n/Kuasa Pengguna Anggaran 

Jakarta, Nopem ber 20XX 
A . N .  MENTERI  K E UANGAN 
D I R E KTUR ANGGARAN . . .  

AAAAAAAAAAAAAAA 
N I P .  
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7 . 4  Format Rincian Alokasi Anggaran Per Unit Organisasi 

K E M E NT E R IAN KEUAN GAN R E P U B L I K  I N DO N ESIA 
D I R E KTO RAT J E N D E RAL ANGGARAN 

R I N C IAN ALO KAS I ANGGARAN PER U N IT ORGAN ISASI  
TAH U N ANGGARAN 20XX 

KEM ENTERIAN NEGARA/ LEM BAGA 
U N I T  ORGANISASI 
PAG U 

Alokasi anggaran tersebut ,  d irinci menuru t  lokasi sebagai berikut : 

KODE PROPINSI  J U M LAH 
SATKER 

(1) (2) (3) 

TOTAL 

J U M LAH DANA YG 
PAG U DIB ERI 

CAT AT AN 
(4) (5) 

LAM P I RAN D H P  RKA-K/L 

(Ribuan Rupiah) 

TARGET PENDAPATAN 
PERPAJ AKAN P N B P  

(6) (7) 



-- -------
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7.5  Pedoman/ User Manual Penelaahan RKA-K/ L Online 

A. Pendahuluan 

Aplikasi RKA-K/ L-DIPA Online merupakan sebuah sistem informasi 
berbasis web di lingkup Direktorat Jenderal Anggaran yang digunakan oleh 
Direktorat Jenderal Anggaran sendiri dalam hal ini Unit Teknis DJA (Anggaran I ,  
Anggaran I I ,  dan Anggaran III) , KementerianjLembaga, Unit Eselon I dari 
Kementerian /Lembaga,  dan Juga Satuan Kerja (Satker) yang berada di bawah 
sebuah Kementerian j Lembaga untuk mengakses informasi mengenai referensi 
Program , Kegiatan, Keluaran (Output) , Satker yang dimiliki oleh masing-masing 
KementerianjLembaga, mengunduh ADK RKA-K/ L  hasil dari proses revisi RKA­
K / L  yang dilakukan sebuah K/ L, Unit Eselon I K/ L,  ataupun Satuan Kerja ,  dan 
juga untuk melakukan Penelaahan RKA-K/ L secara online antara Unit Eselon I 
K / L dengan Unit Teknis DJA (Anggaran I ,  Anggaran II , dan Anggaran III )  dan 
Bappenas .  Aplikasi RKA-K/ L-DIPA Online ini terdiri dari 5 modul antara lain : 

1 .  Modul Referensi 
2. Modul RKA-K/ L  
3 .  Modul Penelaahan Online 

4 .  Modul Download ADK dan PDF DIPA RKA-K/L 
5 .  Modul Utility 

B. Cakupan dan Tujuan Program 

Aplikasi RKA-K/ L-DIPA Online modul Penelaahan Online ini dibagi menjadi 
4 sub modul utama, yaitu : 

• Beranda 
Menampilkan informasi mengenai daftar Forum Penelaahan Online yang 
berhasil terbentuk beserta tanggal mulai serta tanggal selesai dari Forum 
Penelaahan tersebut, serta tombol untuk melakukan upload ADK RKA-K/ L  
sebagai dasar untuk melakukan penelaahan RKA-K/ L  secara online. 

• Menu Upload ADK RKA-K/ L  
Mengelola proses upload ADK untuk pertama kali yang akan dijadikan dasar 
untuk membentuk sebuah Forum Penelaahan Online dan melakukan 
Penelaahan RKA-K/ L  secara online. 

• Menu Detil Penelaahan Online 

Mengelola proses penelaahan RKA-K/ L secara online baik itu melakukan 
pemberian komentar, melampirkan data dukung penelaahan dengan tipe file 
gambar, pdf, word , dan excel , menampilkan catatan penelaahan , serta 
menutup forum penelaahan . 





• Menu Laporan 
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Terdiri dari Cetak Kertas Kerj a  RKA-K/L untuk menampilkan cetakan kertas 
kerj a  RKA-K/L hasil upload ADK RKA-K/L dan Cetak Forum Penelaahan 
untuk menampilkan cetakan hasil forum penelaahan RKA-K/ L .  Kedua menu 
laporan ini menampilkan laporan dalam format pdf .  

C .  Prasyarat Sistem 

Aplikasi dapat diakses dari komputerjPC yang terhubung ke internet atau 
intranet Kementerian Keuangan dan telah ter-install Internet browser (Mozilla 
Firefox, Internet Explorer, Google Crome, Opera, dan lain-lainnya) . 

D .  Memulai Aplikasi RKA-K/L-DIPA Online 

Untuk memulai aplikasi, buka browser anda dan ketikkan url berikut: 
http:/ / rlcalcldipa. anggaran. deplceu.go. id di kotak alamat browser anda.  Halaman 
login aplikasi RKA-K/L-DIPA Online akan ditampilkan di browser anda.  

E. Login Aplikasi RKA-K/L-DIPA Online 

Tampilan pertama yang muncul adalah pengisian User ID, Password, dan 
Tahun Anggaran . Untuk masuk ke aplikasi diperlukan User ID dan Password 

yang telah dibuatkan oleh Administrator Aplikasi RKA-K/ L-DIPA Online 

sebelumnya. Tampilan halaman login seperti pada gambar dibawah ini: 
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(!) , Ta11un Angoaran ._v� 

Gambar 1 .  User Login 

Jika user lupa dengan User ID dan Password yang telah diberikan oleh 
Administrator, maka user dapat menggunakan menu Lupa Password dengan 
melakukan klik link "Lupa Password" yang ada dibawah tombol Login. 

� rkokldipo , , 
. •-�·:· . · r ->  . . I •  -: _,, . _ , ., , ; � ,. ,: ;  ' 1 :,. .-:: � �-

(r,G,',, - - -

J. • • ··• · • · •  

.. ·· -�-:-· • .  ·:- d 

Gambar 2 .  Link Lupa Password 

Setelah kita melakukan klik pada link Lupa Password tersebut maka 
aplikasi akan mengarahkan kita ke menu Lupa Password. Di dalam menu Lupa 
Password ini kita diminta untuk mengisi User ID yang digunakan untuk login ke 
aplikasi RKA-K/L-DIPA Online, e-mail yang didaftarkan pertama kali oleh user 

ketika melakukan ubah data user ketika login pertama kali di aplikasi RKA-K / L­
DIPA Online, dan konfirmasi Kode Pengaman, User ID dan Password RKA-K/ L­
DIPA Online akan dikirimkan ke alamat e-mail yang dimasukkan seperti pada 
gambar dibawah ini . 





F.  Halaman Utama 
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rkokldipo online 
('lfL, - �· · ---

User 1D 

E-J:1a11 

Konnrma11f Kode Penoarn3n f. :: ·:.::·. J 

Gambar 3 .  Menu Lupa Password 

User yang telah berhasil login akan memasuki halaman utama.  Pada 
halaman utama terlihat semua modul yang ada di Aplikasi RKA-K/ L-DIPA 
Online. Hanya user yang diberikan kewenangan yang dapat mengakses modul­
modul tersebut. 

� rkokldipo c>�>< 
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Selamst Oatang. KOMISI PEMBEnANTASMJ I<ORUPSI l.lltj\11 1 1: 

Gambar 4 .  Halaman Utama Aplikasi RKA- K/ 1- DIPA Online 





G.  Proses Penelaahan Online 
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1 .  Proses Bisnis Penelaahan Online 

·· · ). ". , !, 

1-�-===l· -1 Upload ADK 
Menyu..., RKAKL --1- - RKAKL 

hCI Dab Resume! 
RKAKL I 

( ·
· .  u;;j y,kJibDJA iAI,Ail,� 

r-i Download ADK -f--f-� Rutort Dalt RKAKL 

��� I Add User Sall<erl • lhnelaab ADK 
• Anallsa ADK 
, lltrYmtri Catabn 

• hnWerii.Jhuan Hasil 
Anol�a 

I . 1. 
• lnstrului Ptrtlaikan 

r� 

Ptrbaild Dalt RKAKL 1•.---1--1-----'1' Upload Scrttnshoot ----+----1---- . 
I 

� N Cek Data 

• Konlinnasi Hasi 
Perb�kan ADK 

'-----1----1-� RKAKL Hasil 
Anoloa I Upt .. d ADK \� ' T111fi111M Hasil 

·l ••rf>man � 
r-;:¥J.Ipikasl �DJA 

Ptrteb.ljuan Cabtln 
Ptntlnhan. Umit 

Tanggapan, Tomllol L_j Upltad Catalan L_ I I Si1111an Caltlan 

I '":::�::e;:nu r-J Penelaahan (pcff)j� ---�� Peneluhan 

CaUah OK<>-------1--f----

Tulllp Fo11111 PtMiaahan 
Olth Unit TtkM DJA 

(Ptntlaah) 

Gambar 1 . 1 Proses Bisnis Penelaahan Online 

2 .  Sis tern Penelaahan Online 

f- --� 
I Restore Data RKAKL 

[ Mtntlaalo ADK 
Anallsa ADK 
Mtmlltrl Caltlan 

-··-----___/ 

Sistem Penelaahan Online merupakan salah satu aplikasi atau modul yang 
ada pada Aplikasi RKA-K/ L-DIPA Online. Sistem Penelaahan Online 

merupakan aplikasi yang digunakan sebagai media untuk melakukan 
Penelaahan RKA-K/ L secara Online antara Kementerian Keuangan dalam hal 
ini Direktorat Jenderal Anggaran dengan stakeholder-nya yaitu Kementerian / 
Lembaga (Unit Eselon I dari K/ L) dan juga Bappenas . Diharapkan dengan 
adanya aplikasi ini akan mempermudah proses Penelaahan RKA-K/ L dimana 
sebelumnya Penelaahan dilakukan di DJA, maka setelah adanya aplikasi ini 
maka akan mengurangi intensitas pertemuan langsung antara DJA, Unit 
Eselon I K/ L, dan Bappenas climana penelaahan dapat dilakukan di kantor 
masing-masing atau dimanapun dengan syarat terkoneksi clengan internet 
untuk clapat membuka Aplikasi RKA-K/ L-DIPA Online. 
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Selomat Oatong. KOMISI PEMBEAAI.JTASAN KORUPSI t o!]llltl 

Gambar 2.1 Letak Sistem Penelaahan Online 

G ambar diatas menj elaskan letak Sistem Penelaahan Online yang ada di 

A plikasi RKA -K/ L-DIPA Online. Kita dapat memilih Menu Penelaahan Online 

>> Sub Menu F orum Penelaahan Online. 

Halaman pertama yang akan ditampi lkan pada Sistem Penelaahan Online 

adalah halaman beranda. Halaman beranda ini menampilkan : 

a .  Informasi mengenai daft ar F orum Penelaahan Online yang berhasil 

terbentuk. 

b.  User yang melakukan upload A DK RKA-K/ L untuk Penelaahan Online. 

c .  Tanggal mulai serta tanggal selesai dari F orum Penelaahan . 

d. Tombol untuk melakukan upload A DK RKA-K/ L sebagai dasar untuk 

melakukan penelaahan RKA-K/ L secara online. 
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Tampilan dari halaman beranda adalah sebagai berikut: 

llllnle ' Penelaahan flnlme ' fll!AKl 1 Referenst 1 Oow11foad I Utility , I I I ! , 

-·-2014 '-.:.J ... � 

Selamat Datang, KOMISI PEMBERANTASN� KORUPSI t.ooout 

• unil09301 : 2013-1'1-07 04:·11:06 2014-03-10 13:3913 

t' OSP • OJA 

Gambar 2.2 Halaman Utama Penelaahan Online 

J ika kita klik link nama forum pada kolom Kementerianj Unit Eselon I­

F orum , maka kita akan masuk ke dalam halaman cl etil Penelaahan Online 

dari forum yang terbentuk dari hasil Upload ADK RKA-K/L dimana Upload 

ADK RKA-K/L m 1  merupakan pem1cu terbentuknya sebuah F orum 

Penelaahan Online. 

i lln!lle l Penela"lt•n Online 1 RIU\KI ! llcferensl 1 l>ownloiid l Utlltty , ' , 

Selamat Oatang, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI I.O!J<>ut 

-.;.::.�1 · F .. r..,,· h:; ... r.·-d::<:> ,�;·,!;;�r:.:< ; unlt0930 I . 20'13�·1"1·07 o��.t1:06 : 20 14·0".3·10 '1.3.39.13 

Gambar 2.3 Link nama forum 

3 . Upload ADK RKA-K/L Untuk Penelaahan 

Menu Upload ADK RKA-K/L berfungsi untuk mengelola proses upload ADK 

untuk pertama kali yang akan dijadikan dasar untuk membentuk sebuah 
F orum Penelaahan Online dan melakukan Penelaahan RKAKL secara Online. 
Untuk masuk ke menu ini kita cl apat menekan tombol Upload yang ada el i  
Halaman Utama Penelaahan Onlinej Berancl a  seperti pacl a  gambar dibawah 

l nl :  
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r�'-tt. - ··t·· ''·· · ·-
2014 <.._,�·� 

' I ' 
I Home Penelaahan Onhne JUU\Kl. nr.ferenst I Downfo�d Uttfltv '' ' ' - ' 

Selamat Datang, KOMISI PEMBERNITASAN KORUPSI Lonout 

Gambar 3. 1 Tombol Upload 

Setelah kita meng-klik Tombol Upload, maka kita akan masuk ke dalam 

menu Upload ADK RKA-K/ L seperti pada gambar dibawah ini 

I Horne Penetaahan Online IU!AKL neferen" I Download Uldlty ' 

Kementenan 

Un;t 

Jenis AGir 

Alt�Cil frla ACil{ 

Selamat Datang, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSJ lo�Jout 

Upload ADK Penelaahan 

o93 i<ciMisi PEMBERANTASAN i<oRursi 
.. . �·· . ... -··· 

093.01 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSJ 

·---Pilih--

Upload , 

• t.JJK yar.� dioplc.�tl adalah clata AL\K d�rogan formal D01_DC>DUU_I'P _SS33SS_K 14 
• ADK )'onQ dluplol1d tlerasal ctari oackup menngunakan menu Ulilili - Kirim Data Hasil Valtdasl den nan Parameter 8ac�up Kem-Unlt 

Gambar 3.2 Halaman Upload ADK RKA-K/L untuk penelaahan 

Di dalam menu Upload ADK RKA-K/ L Penelaahan m1 terdapat isian 

Kementerian , Unit , J enis ADK, dan Attach File ADK.  Untuk isian Kementerian 

dan Unit akan terisi secara otomatis oleh sistem sesuai dengan kewenangan 

usernya.  User hanya perlu memilih J enis ADK dan memilih file ADK yang 

akan diupload . Terdapat dua J enis ADK untuk penelaahan online ini , yaitu 

Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran . Untuk ADK RKA-K/ L yang akan 

diupload terdapat beberapa ketentuan, yaitu : 

• ADK yang diupload adalah data ADK dengan format 

DO l_ DDDUU_ PP _ SSSSSS_ K.(2 digit terakhir Tahun Anggaran) dimana 

D D D  adalah Ko de Ke me nte rian , UU adalah Kode Unit Eselon I ,  PP adalah 
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Kocle Program , SSSSSS adalah Kocl e  Satker,  cl an K acl alah Kewenangan . 

Contoh : DO 1_0 1503_00_000000_0 .14 

• ADK yang cl iupload berasal cl ari backup menggunakan menu Utiliti - Kirim 

Data Hasil V alidasi cl engan Parameter Backup Kern-Unit el i  Aplikasi 

RKA-K/ L-DIPA.  

• User yang cl apat melakukan Upload ADK RKA-K/ L Penelaahan ini hanya 

user cl engan kewenangan sebagai Unit Eselon I K/ L .  

Setelah user Unit Eselon I K/ L berhasil melakukan Upload ADK RKA-K/ L ,  

maka sebuah F orum Penelaahan akan terbentuk sesuai cl engan format K/ L­

Unit Eselon I- J enis F orum (Pagu Anggaran atau Pagu Alokasi Anggaran) cl an 

sistem secara otomatis akan mengirimkan e-mail notifikasi yang berisi 

informasi terbentuknya sebuah F orum Penelaahan Online kepacl a  Unit Eselon 

I yang melakukan Upload A DK RKA-K/ L dan juga kepacl a  Unit Teknis DJ A 

yang menangani K/ L cl ari Unit Eselon I terse but . 

4 . Proses Penelaahan RKA-K/ L Secara Online (Detil Penelaahan Online) 

Setelah Unit Eselon I K/ L berhasil melakukan Upload ADK RKA-K/ L cl an 

menerima e-mail notifikasi yang berisi informasi terbentuknya sebuah Fo rum 

Penelaahan Online yang juga clikirimkan kepacl a  Unit Teknis DJ A,  maka 

masing-masing kewenangan user yaitu User Eselon I K/ L,  User Teknis DJ A 

cl an Bappenas cl apat memulai Penelaahan RKA-K/ L secara online, kecuali 

user cl engan kewenangan Satker, user cl engan kewenangan Satker ini baru 

cl apat ikut melakukan Penelaahan Online setelah diajukan oleh Unit Eselon I­

nya cl an cl isetujui oleh Unit Tekn is DJ A. 

Untuk memulai Penelaahan RKAKL secara Online, user cl apat masuk ke 

halaman berancl a  Penelaahan Online cl an meng-klik link nama forum pacl a  

kolom Kementerian/ Unit Eselon I - F orum . Dicl alam halaman berancl a  

Penelaahan Online ini , daftar F orum Penelaahan yang cl itampilkan sesuai 

cl engan kewenangan dari masing-masing user. Berikut ini tampilan cl ari link 

nama forum yang harus cl i-klik oleh user: 

l name Peuela uhan 0Ritnc RKAKl I Refcrensl Oawnload 1· Utthtv 1 t. . ' ' . 

Selamat Oatang, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI I.O!JOUt 

Gambar 4.1 Halaman Utama Penelaahan Online dan linlc 
nama Forum Penelaahan Online 
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Setelah kita melakukan klik pada link nama forum tersebut maka kita akan 

masuk kedalam halaman detil penelaahan online . . Di ha laman detil 

penelaahan online inilah nantinya user akan melakukan penelaahan 

RKA-K/ L secara online. Pada gambar dibawah ini akan dij elaskan fitur-fitur 

yang ada di dalam halaman detil penelaahan online : 

rkokldipo '''"', 
•·f;.•J!;'>lli,><•t�l • /ioh\\l,lNo l'"t:�wi�•r< u.t:.-;;:lr.i�fil 

1 ) List F orum 

Selamat Oalang, OITJEtJ AfiGGARAU J.•i�J•••Jt 

S�f.arnit£ 0�11i:tntJ I 
d! Forum Pagu Anguu .. n- 015.03 untlll\ T,lhun An�m,1ran 2014 dan dala HKA-KJL '}<mn U·leiJ di·Upk,ad, 
d.;-ngml nnciiln PagLI p(·r progric'\nl �bh 

Unlt 015.03 telah ntengupload ADK Kt 1. 

r·AUachment · · · · ·  · ·· ··  · ·· · · · • · ···· 

(,!.<tis� . r;J;, 

Gambar 4.2 Halaman Detil Penelaahan Online 

Berfungsi untuk menampilkan daft ar F orum Penelaahan Online yang ada 

sesuai dengan kewenangan masing-masing user Unit Eselon I 
2) Cetak F orum 

Berfungsi untuk mencetak b asil penelaahan dalam bentuk pdf seperti 

pada gambar dibawah : 
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Forum Penelaahan Online Pagu Alokasi Anggaran 093.01 
Tahun Anggaran 2014 

_ _  - �;��-������-������-----�-:_s_�� -�;��r�;:: .. t::�-�:����:::�_d_i:-�=�::��-�-���-�::��:�-�:�:�:�����io��-k-::�--- ____ ____ _ .• __ _ 
All SAID, AK. ( DJA I 1 15 November 2013 ! oaoat upload 

-----·---iiiis.t.io:iiK.To
JA 

i-----t15 ��������1:�h1 �;;-.--------------------------------------------------------·--

, 13:50:11 WIB 

: ���:����:��·�:���� _:::· _�:-1_��-������t� :e��:·�-����-�:��:������-����-������::��!��-�:�������-y�i��:=�-�:-:·��-����:::::_ .:.: _ _  :· 
AU SAID, AK. ( DJA 1 / 13 November2013 / Ylh. lbu/Bapak dart KPK dan BappanasCataum Penelaahan sudah saya

_
unggah ke fonun 

1 14:49:09 WIB i panelaahan online, sltakan dlrevlusaya tunoou tanggapanya.terlma kas1h 

All SAID,AK.(DJA) j 13November20t3 / 
I 13:38:30 WIB I 
! ! Denoan demikian, 

) penelaahan RKAKL KPK TA 2014 tetah dilaksanakan melalul forum penelaahan on-line 
i denoan user Apllkasl RKA-KIL DIP A on-line an tara KPK, Bappenas, dan Kemenkeu berjalan 

·l tancar. Selanjutnya hasll penelaahan on�lne akan dituangkan dalam Catalan Hasll 
. Ponetaallan yang dllandalanganl oleh pejabat peTWllkllan darl KIL, Bappenas, dan / Kemenkeu. ADK RKA-KIL ltasll penelaahan on-line akan men]a<ll dasar untuk 

i penyusunan dan pengesahan DIP A TA 2014.Dan haslt 

I penelaahan alas RKA-KIL KPK TA 2014 dapat kamlslmpulkan sebagal berlkut:Tolal 
J Pagu Alokasi Anooaran KPK TA 2014 a<lalah sebesar Rp616.870.600.000,00Sumber [ Dana Paou selunohnya berasal dart Rupiah Murnl (RM) sebesar 

1 Rp616.870.600.000,00Paou 

l KPK terdlli dari Program Dukunoan Manajemen dan Pelaksanaan Tuoas Teknls ; 
Gambar 4.3 Cetak Forum Penelaahan 

3 ) Tabel Rincian ADK RKA-K/ L hasil upload 

Berfungsi untuk menampilkan rincian dari ADK RKA-K/ L .  Untuk tabel 

pertama berisi Program dari Unit Eselon I K/ L beserta jumlah pagunya. 

J ika kita klik link nama Program tersebut maka akan menampilkan tabel 

selanjutnya yang berisi Pagu Program , J umlah Satker, J umlah Kegiatan, 

J umlah Keluaran (Output) . Untuk J umlah Satker, J umlah Kegiatan , 

J umlah Keluaran (Output) , masing-masing dapat diperinci lagi dengan 

adanya link di dalam J umlah Satker, J umlah Kegiatan , J umlah Keluaran 

( Output) . J ika kita klik link di J umlah Satker maka akan menampilkan 

tabel yang berisi daft ar Satker dalam program tersebut beserta jumlah 

pagunya. J ika kita klik link J umlah Kegiatan maka akan menampilkan 

tabel yang berisi daft ar Kegiatan dalam program tesebut beserta jumlah 

pagunya. J ika kita klik link J umlah Ke luaran (Output) maka akan 

menampilkan tabel yang berisi daft ar Keluaran (Output) yang ada dalam 

Program tersebut beserta jumlah pagunya. Dari masing-masing rincian 

tersebut merupakan level terakhir dari rincian ADK RKA-K/ L yang j ika 

klik link-nya maka akan langsung menampilkan Kertas Kerj a  RKA-K/ L 

sesuai dengan level Satker, Kegiatan , atau Keluaran ( Output) seperti pada 

gambar dibawah ini : 
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KERTAS KERJA RI(A-KL T.A 2014 

093.01.01 Pto[Jicllll Duki•IIJ•lll Man<�t�emen dru1 Pel.lkSiltlthlll Tu�.l� Te5mlslilluuya KPK 
383-1 Pelo"MICIVI{J.WI Uukum, UI{Jas� doll I Si\Uitlilll Hukum 

3BJ4.Dtlf Ptt.1f/Cc1t!!J.111 Pet.1tllr�111 { Produlo: Hul.:wn) 
011 Reuufasl d.-.n leulsl.ul 

012 P&lfi'ISUili'WI PIOtklk lfllkiiiU l<li!WI)I<l 

013 Ptmlltello\tl Ka)iiWI Uulu•n 

014 PeruJ,l(,,,)ll dolU iWli'lills JH•usa.t pet.l tlplko1 

015 P�unheii<WIInf<ll m.uiUukt•n 

3814.(102 Llti.,;nsl d:m ba/UUIUI lml!:um 

011 UUu.ul dill I Nonllffg,u;l 
012 PetMiukUI!J•�I d<UI b,\lltlliWI huklUII fOIIHltl.ltt Plmflkl•liiiiU<Uiti\tl PiUijlilklll. PtiJ•lWill•Pill•llelltlll 

01l FcUIUtiliOf Bcllll:lliUIIIUkUUI 
3814.001 Perliwllmg.·ur S:lkSliPelapot 

0·11 Pe1Wmkiii!FIII Si\ltsl d�l Pef,WOI 

012 Peme11UI1<ltl Ulul<lUdi\11 StUHitliW d,ll;lln r<llll)tm PellilltkVItJtlll St�n:l 

01!5 Penl)lliVIJih1n Teah.ltl.lp Peli\1101 

3835 Pinyeleuuu;vlhVIIttllncu tlc111 Protokolel • • • "''"' """'"� -� • ·•••• • • •"v • •••• •"'·v-.. � - �  ·-·•••• •· 
3835.001 L<"IPOf•111 rnm Pt}fUJJtllt.Jan 11 .. 111 Rt1lo:.1pltul.1sl Pt orlull Komuulk.1sl dan II!(Ol m.uf 

.. .. ,, .. _ _ _  _.,; 

Gambar 4.4 Kertas Kerja RKA-K/L 

4 ) Link download file hasil upload/ attachment 

40 Prodtlk Hukum 

30Pefkc110t 

1L.1pOmll 

1.500.000.000. 
70U.DOD.OOU 

592.990.000
. 
u

. 

7.800000'U· 

24.:500. 000
. 
u 

13.600.000
. 
u 

61.120.ooo·u. 

500.000.000: 

<C61.750.ooo :u 

16.750.000 u
. 

21.50o.ooo 
'
u 

300.000.000
. 

2-41.315.ooo:u 

35.860.000
:

U. 

23.025.000 'u 

7.353.000.000. 
-1.537.560.000, 

Setiap file yang diupload atau dilampirkan melalui posting komentar 

mak a  akan ditampilkan di kolom komentar yang berhasil tersimpan . 

5 ) Tools untuk mengedit komentar 

User dapat mengedit format komentar yang akan diposting seperti pada 

Microsoft Word/word processor lainnya seperti merubah ukuran huruf, 

merubah j enis huruf, merubah warna, mengatur tampilan paragraf, dll . 

6) Tambah User Satker 

Berfungsi untuk menambahkan user Satker yang akan dilibatkan dalam 

F orum Penelaahan Online. Penambahan User Satker ini h anya bisa 

dilakuk an oleh user dengan kewenangan Unit Eselon I K/ L .  Setelah User 

Satker ditambahkan oleh Unit Eselon I K/ L tidak otomatis dapat 

langsung masuk ke F orum Penelaahan Online, tetapi harus melalui 

persetujuan Unit Teknis DJ A terlebih dahulu . 
7) Tombol !G rim Komentar 

Berfungsi untuk mengirimkan komentar yang telah diketik pada kolom 

komentar. Kita dapat juga melampirkan file-file pendukung berupa 

gambar, pdf, doc ,  docx ataupun file ADK secara bersamaan pada saat 

mengirimk an komentar. 

8) Upload G ambar 

Berfungsi untuk mengupload gambar sebagai lampiran pada saat 

mengirimkan k omen tar. 

9) Upload File Pendukung Lainnya 

Be rf ungs i  untuk mengupload file lainnya dengan ekstensi pdf, doc, docx 

sebagai lampiran pada saat mengiri mkan komentar. 





10) Upload ADK 
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Berfungsi untuk mengupload file ADK sebagai lampiran pada saat 

mengirimkan komentar. 

5. Proses Penambahan user baru (satker) oleh Unit Eselon I 

User dengan kewenangan Satker ini baru dapat ikut melakukan Penelaahan 

Online setelah diajukan oleh Unit eselon I - nya dan disetujui oleh Unit Teknis 

DJ A.  Untuk menambahkan user Satker, Unit Eselon I dapat melakukan klik 

pada tombol Tambah User yang ada di sudut kiri bawah kolom Komentar 

seperti pada gambar dibawah ini : 

l<lik Tombol Tambah User 

i ·-·-··- �._..-... ����---·-·-�-----··-":'··�----:--:--�-:-:---.--·:-··-·-c:--"7""--�-�------"-:--.. ....._ ----�"':""�c--··---·-:---:--:-:----·-.__..... ·------·.---·--:-7"'"----·.·-:::- ; 

r:; :,� .r;frJi<��' ·(:1{<} .. 1;;1fii�f:� ii(l1t:r(�tr.!i!\'Jili.0;;.;tl:t;\:!�b1i�j�.�flfj;;QY:f�:i\5t·u�1t�itt:J:i]fi�:£Y%' tffi���itfift��r@�i�t1E'���.;�11t!�r::;��;t�:tif�� 

.··,\:.:·,··' ./ •.<: 

Gambar 5.1 Tombol Tambah User 

Setelah kita melakukan klik tombol Tambah User, maka Unit Eselon I K / L 

akan masuk kedalam menu Tambah User F orum . Di dalam menu Tambah 

User F orum 1n1 , Unit Eselon I harus memilih Satker yang akan 

ditambahkan j dilibatkan kedalam F orum Penelaahan Online. User Satker 

yang dipilih bisa lebih dari satu Satker. Dibawah ini gambar dari menu 

Tam bah user F orum : 
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! ltonm Ptmela<lhan Online llKAKI. j ltefereosl I Oowoload Utihtv . 
· Selamat Datang, MAHKAMAH KONSTITUSI Rl LO[!Otit 

TA!\H·L\H PSER FURfT!d 

N.mM user 

Gambar 5.2 Menu Tam bah User Forum 

Setelah menambahkan User Satker, maka e-mail notifikasi akan dikirimkan 

oleh sistem kepada user Satker tersebut dan harus menunggu persetujuan 

dari Unit Teknis DJ A.  Untuk melakukan persetujuan pengajuan User Satker 

ini , Unit Teknis DJ A masuk ke halaman utama Penelaahan Online, dan pada 

kolom Last User ada link jumlah User Satker yang diajukan oleh Unit Eselon I 

seperti pada gambah dibawah : 

t�" 
- - -2014 - · ·  . ........., 

1 . . ' _ _ . _ _ _ · . .  _ �·r�m;n Oat.;�ng An�garan i iE J.u!J�mt I �i2!1�����"�"l�.Z,.:i\\�l\1ii!(�'f;;,'"''��;;�,��kSt1;;;����;� I 
lin� Jumla.h Satker y;mg drajukom ol&h Unit Enlon I 

Gambar 5.3 Linlcjumlah satker yang diajukan oleh Unit Eselon I 
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Unit Teknis DJ A kemudian melakukan klik pada link tersebut dan akan 

masuk kedalam menu Approve Permohonan User F orum . Didalam menu 

tersebut terdapat daftar User Satker yang harus di-approve oleh Unit Teknis 

DJ A .  Untuk melakukan approval maka Unit Teknis DJ A harus menekan 

tombol dengan gambar checklist pada kolom paling kanan dari masi ng­

masing user Satker yang diajukan seperti pada gam bar dibawah ini : 

llome I P<melaah•n Onllfle 1 RIU\Kl I ll<•ferenso flownlo�d I llbhly , 
. 

: , . , 
, , • . 

Selamal Datang, Anggaran liE I.OfJOUI: 

APPROVJ: PERlVIOHONAN IJSER FORlJM 

6:109;!·1 . OJT.JEf'.l Al"JGG.A.RJ..J'.J � 

Tombol Approve User Satker 

Gam bar 5.4 Tombol Approve User Satker 

4:1 P9f' · D.f.�. 

Setelah di- appro ve oleh Unit Teknis DJ A, maka e-mail notifikasi akan 

dikirimkan kepada User Satker bersangkutan dan User satker ter sebut sudah 

dapat masuk kedalam F orum Penelaahan Online dari Unit Eselon I -nya. 

6. Approval Catatan Penelaahan oleh Unit Eselon I K/1 

Pada tahapan ini , Unit Eselon I mencoba untuk mereviu catatan penelaahan 

yang telah dibuat oleh Direktorat Teknis DJ A, apabila semua sudah sesuai 

maka Unit Eselon I bisa menyetujui catatan penelaahan tersebut untuk 

kemudian dij adikan dasar bagi Direktorat Teknis DJ A untuk menutup forum 

penelaahan online, namun j ika catatan penelaahan belum sesuai maka unit 

eselon I bisa menolak catatan penelaahan tersebut sehingga Direktorat 

Teknis DJ A diharuskan untuk mengupload catatan penelaahan yang telah 

diperbaiki . 
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CATATANPENELAAHAN 

RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA 

TAHUN ANGGARAN 20U 
KEIAfNTERIAN tlEGARAilEMBAGA 
ORGAIIISAII 
JUt.ti.AH lATKER 

: (093) KOMI Sf PEI.IBERAIITASAII KORUP!.I : (01� KOI4!1 PEMBEftA.NTA !All KCfUJPSI 
: 1(SATU) �PEGA.WAI : B�jDEl� RATUS DUAPUlUH W.·BIL�U!L.....,�HA-$1-L-PEH�ELAAH-· � . . -AN-��- -----.,..._, 

URAl AN 

Jt.ml•h 
FfOJiiTI Dlt>Jfgill t.llfi!�UM di>l !'Oiil!a.lain Tll!ili TfMli 
Llhr.j3 KPY. 

I B. Rl�WN S'JUEEa OM II. (1+1+:1) 

LI':UFIMHI.<JRIU 

b P/.1 Pf�D.\WPI�G 

Jt.mlah 
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Jt.mlah 

Jtmlah 

BEL4ti.JA51 
BELANJA5G 

BELANJA52 
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•l n.,�!.lGHIJ"I. 
0 

1&'-!•!.f>l!.ro�� laJ.WU7tro�� 
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Gambar 6.1 Catatan Penelaahan 
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Sebelum melakukan approval terhadap Catatan Penelaahan tersebut, Unit 

Eselon I K/ L harus menunggu Unit Teknis DJ A melakukan upload Catatan 

Penelaahan yang telah disimpan s ebelumnya dari Aplikasi D SW (DJ A  Single 

Window) yang digunakan Unit Teknis DJ A. Adapun langkah-langkahnya ada 

sebagai berikut : 

1 ) Unit Teknis DJ A harus login terlebih dahulu untuk masuk kedalam 

Aplikasi DSW dengan menggunakan User ID dan Password yang telah 

diberika n oleh Administra tor.  Se tia p  use r  diberika n  kewena ngan sesuai 

dengan pembagian K/ L yang menjadi mitra kerjanya. 
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DJA SINGLE WINDOW 

User 
Pass 
Tahu n Anggara n 2 . . 014 

RI<AKL DIPA Re gul'2 r G 

Gambar 6.2 Halaman Login Aplikasi DSW 

2) Setela h  user T ekn is DJA berha sil login ,  ma ka user a kan ma suk pa da 

Men u  Uta ma A plika si DSW .  Pa da Men u  Uta ma D SW ,  user ha rus 

mela kukan klik pa da lin k  DSW seperti pa da ga mba r  diba wa h  in i : 

201 [� 

Gambar 6.3 Link DSW untuk Masuk ke Form DSW 

3) Setela h  user mela kukan klik pa da lin k  DSW tersebut, ma ka user a ka n  

ma suk keda la m  F orm DSW .  Pa da F orm DSW in i terda pa t  dafta r K / L 

sa mpm den gan Sa tker diba wa hn ya , un tuk men gupload Ca ta tan 

Pen elaa han in i, user har us men ga ra hkan kursor ke Un it E selon I ya ng 

a kan di-upload Ca ta tan Pen elaa hann ya , la lu klik T ombol "Ca ta tan 

Pen elaa han" seperti pa da penjela san ga mba r  diba wa h  ini : 





!o9s.o2 
i!Oo jtOO.Oi 
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DIREKTORAT .ENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI 

DIREKTORAT .ErlOERAL KERJASAMA PERDAGANGA!'l llo/TERNASIONAL 

INSPEKTORAT JENDERAL 

DIREKTORAT JENDERAL PENGENBANGAN EKSPOR NASIONAL 

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODm 
BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEB!JAKAN PERDAGANGAN 
DIREKTORAT .ENDERAL STANDARD!SAS! DAN PERLlloOUNGAN KONSUMEN 
KENENTERIAN PERUI�AHAN RAK'IAT 

KB•1ENTERIAN PERUI�AHAI� RAKYAT 

KEMEtf!CRIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 
1. Arahkan ku,or ke Unit fselon I 
K/l 

DEWAN PERWAKILAN DAERAH 
KOMISI YLOISIAL Rl l. Kllk Tombol Catatan Penelaahan 
KOM!Sl YLO!S!AL Rl 

BADAl� NAS!OI�AL PENANGGULANGAN BENCANA 

BADAN NASIONAL PENAilGGULANGAN BENCANA � 104 BADAl'! NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDLl>JGAN TENAGA KERJA INDONESIA 

;104.01 SEKRETARIATUTAMA BI.P211CI 
[ 105 BADAN PENANGGIJLANGAN LU1'1PUR SIDOARJO (BPLS) 

IG��r;�J���������tj�� 
Gambar 6.4 Form DSW 

4) Setelah user meneka n  tombol "Ca ta ta n  Penelaaha n" ma ka user a ka n  

ma suk keda la m  form Ca ta ta n  Penelaa ha n . La ngka h  sela njutnya ya ng 

ha rus dila kuka n  a da la h  memilih Kementeria n  da n Unit. Setela h  user 

memilih Kementeria n  da n Unit, maka form a ka n  mena mpilka n  Ca ta ta n  

Penelaaha n da ri Unit Eselon I K/ L ya ng dipilih terse but. Sela njutnya user 

mela kuka n  reviu terha da p Ca ta ta n  Penelaa ha n  tersebut , a pa bila suda h  

sesua i  ma ka la ngka h  sela njutnya ya ng ha rus dila kuka n  a da la h  

menyimpa n  Ca ta ta n  Penelaa ha n  tersebut denga n  meneka n  tombol 

"Simpa n" .  Setelah Ca ta ta n  Penelaa ha n  tersimpa n  ma ka la ngka h  tera khir 

ya ng dila kuka n  user a da lah mela kuka n  uploa d  Ca ta ta n  Penelaa ha n  

terse but ke Penelaa ha n  Online denga n  meneka n  tombol "Upload ke Web" 

seperti pa da ga mba r  diba wa h  ini : 
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3. �llh Kement'el'lan dan Unit 

5. Upload Catlah ke 

Penelaahan Online 

4. Slmpan Catatan Penelaahan 
dengan menekan tombol Simpan 
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Gambar 6.5 Form Catatan Penelaahan 

0 

5) Setelah Un it Tekn is DJ A mela kukan uploa d  Ca ta tan Pen elaa ha n ke 

Pen elaa han Online ma ka Un it Eselon I K/ L ba ru da pa t mela kukan review 

el i  Pen elaa han Online dan mela kukan approval a ta u  men ola k  Cata tan 

Pen elaah an tersebut. 

7. Proses tutup forum pen elaa han yan g tela h  selesa i  oleh Direktora t  Tekn is DJ A 

Setelah Ca ta tan Penelaa ha n  disetujui oleh Unit Eselon I ,  maka Direktorat 

Teknis DJ A da pa t men utup forum pen elaa ha n  tersebut, denga n  demikia n  

ma ka pemba ha sa n RKAKL in i tela h  cl inya ta ka n  selesa i . Apabila F orum 

Pen elaa han Online tela h  ditutup , ma ka user tida k  cla pa t  la gi memberika n  

komen ta r  a taupun mela mpirkan da ta-data dukung. Tombol untuk menutup 

forum pen elaa ha n in i terda pa t  el i  sudut kiri ba wa h pa da kolom ta mba h  

komen ta r . Tombol ini ha nya a kan muncul j ika user ya ng mela kuka n  login 

acla la h  Un it Tekn is DJ A clan sta tus Ca ta tan P en elaa han nya sucla h cl isetujui 

oleh Un it Eselon I .  
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PEDOMAN PENATAAAN ADIK DALAM RKA-K/L 

A. Pendahuluan 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 200 3 tentang Keuangan Negara telah 
mengamanatkan agar penganggaran di Indonesia menggunakan cara 
penganggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada hasil (outcome). 

Dalam prakteknya, penerapan penganggaran berbasis kinerja di berbagai 
negara cukup bervariasi, namun ada suatu pola yang sama yang merupakan 
pondasi atau substansi utama dari sistem penganggaran berbasis kinerja 
tersebut, yaitu: 

1 .  adanya rencana strategis (strategic plan) yang memuat kondisi yang in gin 
dicapai (berbasis pada hasil (outcome)) dan strategi pencapaiannya 
berdasarkan kerangka logika yang jelas, relevan, dan terukur; 

2 .  sistem evaluasi yang kredibel yang mampu mengukur capaian atas 
pelaksanaan rencana strategis di atas sehingga menghasilkan informasi 
kinerja yang valid; dan 

3 . rencana strategis dan informasi kinerja yang valid di atas menjadi bagian 
integral dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran. 

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah sejak tahun 2004 agar sistem 
penganggaran berbasis kinerja dapat berjalan dengan baik di Indonesia. 
Berbagai upaya dimaksud tentu disesuaikan dengan kapabilitas para pelaku 
penganggaran di seluruh Kementerian/Lembaga, kesiapan proses bisnis, dan 
dukungan teknologi informasinya. 

Berdasarkan hasil evaluasi atas penerapan sistem penganggaran berbasis 
kinerja selama 8 tahun terakhir, sudah banyak pelajaran yang bisa diambil dari 
pengalaman penerapan sistem tersebut. Dari berbagai pengalaman yang sudah 
dijalani tersebut, Pemerintah bertekad bahwa mulai tahun anggaran 20 16 , akan 
dijalankan sistem penganggaran berbasis hasil (outcome) secara penuh 
sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 200 3 tersebut di atas. 

Penerapan sistem penganggaran berbasis hasil (outcome) ini akan diawali 
dengan penataan arsitektur kinerja dalam dokumen RKA-K/L yang selanjutnya 
akan diikuti penguatan dan penajaman informasi kinerja menjadi semakin jelas, 
relevan, dan terukur. 

Pedoman Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja dalam RKA-K/L ini 
memuat panduan singkat mengenai mekanisme penyusunan informasi kinerja 
sesuai kaedah kerangka logika (logic moden program. 

Pedoman ini dibagi dalam 5 (lima) sub bab, yaitu: 

A. Pendahuluan 
B. Arsitektur Kinerja Berbasis Hasil (Outcome) dalam RKA-K/L 
C. Pengertian, Kriteria, dan Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja 

dalam RKA-K/L 
D. Sinkronisasi Data Informasi Kinerja antara RKA-K/L dan Renja K/L serta 

Rencana Kerja Tahunan (RKT) 
E. Penutup 
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Dalam pedoman in i ,  beberapa kata asin g masih tetap digun akan den gan 
maksud agar makn a  dari kata tersebut sama den gan makn a  sebagaiman a  
terdapat di berbagai referen si luar n egen yan g  menj elaskan sistem 
pen gan ggaran berbasis kin erj a, 

B .  Arsitektur Kin erj a  Berbasis Hasil (Outcome) dalam RKA-K/ L 

1 .  Perubahan Arsitektur Kin erj a dalam RKA-K/ L 

Sebagaiman a  diketahui bahwa arsitektur kin erj a yan g  diterapkan pada 
RKA-K/ L sej ak awal reformasi sistem keuan gan pada tahun 2005 terdiri atas 
kompon en dan struktur sebagai berikut: 

a. Program 

b .  Kegiatan 

c .  Keluaran (Output) 

d .  Kompon en . 

Pada tahun 2009 dan 20 1 0  dilakukan restrukturisasi program dan kegiatan 
diman a  struktur program dan kegiatan didasarkan pada struktur organ isasi . 
Struktur program dan kegiatan berdasarkan struktur organ isasi in i dapat 
digambarkan dalam Bagan 1 di bawah dan diterapkan pada RKA-K/ L 20 1 0-
20 1 5 . 

Bagan 1 
Arsitektur RKA-K/ L 

Arsitektur kin erj a di atas san gat berhasil men gan tarkan tran sformasi sistem 
pen gan ggaran yan g  sebelum reformasi keuan gan n egara dij alan kan murn i  
berdasarkan jen is belanja ( input-based) menj adi lebih ke arah performance­
based budgeting den gan basis pad a keluaran (output). 
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Seiring dengan semangat untuk menerapkan performance-based 

budgeting secara penuh, diperlukan penguatan rencana strategi sebgaimana 
disebutkan pada Bab Pendahuluan yang diawali dengan penataan arsitektur 
kinerj a  dalam RKA-K/ L .  Arsitektur kinerja  yang baru tersebut menggunakan 
pendekatan kerangka logika ( logic mod en program dengan basis pada hasil 
( outcome) yang komponennya terdiri atas : 

a .  Hasil (outcome) 

b .  Keluaran (output) 

c .  Aktivitas 

d .  Input 

e .  Indikator dan target untuk masing-masing hasil ( outcome) dan keluaran 
( output). 

Masing-masing komponen membentuk suatu rangkaian yang dapat 
memperlihatkan hubungan dan keterkaitan logis antara kondisi yang 
diinginkan oleh suatu program dan strategi dalam mencapai kondisi yang 
diinginkan tersebut .  Secara garis besar, hubungan dan keterkaitan masing­
masing komponen tersebut dapat digambarkansebagaimana terdapat pada 
B agan 2 berikut ini : 

Bagan 2 

Arsitektur RKA-K/ L 

Berbasis pada hasil (outcome) 

- - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 1 

i =-�=me �l �ka�r [ Tar��t- j 
, _ _  - -· - - - - - - _ ]  _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - �  
. - - - - - - - - - - - ][ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , j [-. o:t�=-----l l n=��r [ ;.,� l j 
l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  � _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ } 

........ _ ................ _ .. ____ , ....... :f.. ___ ,.,.,, •. ,.,_,_, •...•.• -.. -

Aktivita s 
·----··-·--·--·--·----···-------·---!·----···--·---··-·-··--········--.-·-[---· ···--··------*-��----·--1 

l n p� 

Hubungan logis antar komponen di atas dapat diuraikan sebagai berikut : 

"Suatu hasil ( outcome) akan dicapai apabila telah tersedia a tau diproduksi 
ke lua ra n (output) ya ng diperluka n .  Untuk menghasilkan sua tu keluaran 
( output) cl iperlukan serangkaian aktivitas dim ana dalam melaksanakan 
berbagai aktivitas dimaksucl cl iperlukan berbagai sumberdaya ( input) " .  
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Penerapan arsitektur kinerja  yang baru tersebut dalam RKA-K/ L dij adwalkan 
mulai diterapkan dalam RKA-K/ L 20 1 6 .  
Penerapan arsitektur kine1ja  ini selanjutnya akan diikuti dengan penguatan 
dan penaj aman informasi kinerja, baik rumusan hasil ( outcome)-keluaran 
(output)-alctivitas-input maupun indikator dan target kinerj anya, sehingga 
keseluruhannya menj adi lebih jelas , relevan , dan terukur. 

2 .  Pertimbangan Utama Perlunya Perubahan Arsitektur Kinerj a  Dalam RKA-K/ L 

Langkah awal yang menentukan keberhasilan perfonnance-based 
budgeting adalah adanya rencana strategis yang jelas , relevan , dan terukur 
yang didalamnya terdapat titik krusial berupa penentuan hasil ( outcome) dan 
keluaran ( output) pada level strategis .  Berdasarkan hasil penelitian atas 
materi RKA-K/ L yang ada saat ini ditemukan bahwa penyaj ian informasi 
kinerj anya masih memiliki beberapa permasalahan sebagai berikut:  

a .  keluaran ( output) yang disaj ikan sebenarnya masih tergolong sebagai 
input, sehingga jumlah keluaran ( output) masih terlalu ban yak dan terlalu 
nnCI; 

b. tidak tersaj inya rangkaian hubungan antara kegiatan dengan tujuan 
program , antar kegiatan , antar keluaran ( output), sub output, dan 
komponen-komponennya; dan 

c .  indikator kinerj a  masih mencerminkan informasi yang bersifat teknis dan 
terlalu rinci . 

Kondisi tersebut tidak ditemukan di program tertentu namun te1j adi di 
seluruh program . Berdasarkan hasil analisis lebih lanjut, diketahui bahwa 
faktor utama yang mempengaruhi kondisi di atas adalah penggunaan 
arsitektur kinerj a  yang didasarkan pada struktur organisasi . 

Hasil penelitian atas RKA-K/ L di atas sangat sej alan dengan pendapat 
para pakar di bidang perfonnance-based budgeting di berbagai negara. Dalam 
bukunya ((Program Classification for Perfonnance-Based Budgeting: How to 
Structure Budgets to Enable the Use of Evidence", Marc Robinson (20 1 3 ) 
secara garis besar menyatakan bahwa struktur program yang berbasis pada 
hasil ( result) tidak sam a dengan struktur organisasi . 

Dari referensi yang ada terkait sistem penganggaran berbasis kine1j a  dan 
j uga referensi terkait program di seluruh dunia, menyebutkan bahwa 
struktur program yang berbasis pada hasil ( result/ outcome) adalah 
sebagaimana yang terdapat pada Bagan 2 di atas . Oleh karena itu , 
perubahan arsitektur kinerja  dalam RKA-K/ L yang akan diterapkan mulai 
RKA-K/ L 20 1 6  sudah sesuai dengan best-practices yang ada. 
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C .  Pengertian , Kriteria, dan Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerj a  

dalam RKA-K/ L 

1 .  Hasil ( Outcome) 

1 . 1  Pengertian Hasil ( Outcome) 

Hasil ( outcome) merupakan keadaan yang in gin dicapai a tau 
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu 
(j angka panj ang, menengah, dan pendek) .  

1 . 2 Kriteria Hasil ( Outcome) 

Rumusan hasil ( outcome) yang baik memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a .  rumusan hasil ( outcome) harus dalam perspektif eksternal 
( customer a tau target group) ; 

b .  rumu san hasil ( outcome) harus spesifik terhadap intervensi  yang 
dilakukan dan tidak terlalu luas j umum ; 

c .  hasil ( outcome) harus terukur dan keterukuran tersebut 
ditunjukkan oleh indikatornya; dan 

d .  rumusan hasil ( outcome) sebaiknya dibuat dalam kalimat p o sitif, 
misalnya kalimat yang diawali kata seperti "menurunnya" 
sebaiknya diubah menj adi kata "meningkatnya" dengan tetap 
mempertahankan sub stansi .  

1 .3 Mekanisme Penyusunan Hasil (Outcome) 

Tahapan yang dap at dilakukan dalam perumusan hasil ( outcome) 
adalah sebagai berikut :  

a .  Pahami urusan yang menj adi tanggung j awab organ1sas1 
bersangku tan . 

1 )  Untuk membantu memahami urusan tersebut,  dapat dilakukan 
dengan bantuan identifikasi tugas dan fungsi organisasi 
berkenaan . 

2) Pahami substansinya; apa yang menj adi concern atau urusan 
utama organisasi berkenaan dalam memenuhi tujuan 
pembangunan . Semakin spesifik urusan yang bisa diidentifikasi , 
akan semakin membantu proses penyusunan informasi di tahapan 
berikutnya. 

3) Beberapa pertanyaan untuk membantu identifikasi urusan spesifik 
atara lain : 

i .  Bidang tugas apa yang menj adi urusan organisasi tersebut 
(misalnya: ekonomi) 



M E NTE R I I< E U A N GAN 

R E P U B LI I< I N DO N E S I A  

- 249 -
u .  Apakah bisa lebih spesifik lagi (coba pertanyaan ini diulang­

ulang sampai teridentifikasi yang benar-benar paling spesifik) .  
Misalnya, apabila urusan pertanian , apakah urusan itu 
menyangkut produksi ,  penanggulangan penyakitj hama, atau 
yang lain . Apabila menyangkut produksi, apakah di aspek 
persiapannya, pelaksanaan-nya, pasca panen , atau semua 
tahapan produksi . Demikian seterusnya. 

b .  Seberapa besar j luas skala atau segmentasi urusan terse but . 

Skala atau segmentasi bisa berdasarkan lokasi (nasional atau wilayah 
tertentu) ,  usia (balita, dasar, lansia, dsb) ,  pendidikan, dan j atau skala 
lain yang dapat merepresentasikan suatu spesifikasi tertentu . Skala 
yang dipilih bisa merupakan kombinasi , misalnya lokasi dan usia. 

c.  Identifikasi apakah urusan tersebut sepenuhnya menj adi tanggung 
j awab organisasi berkenaan . 

Apabila ada organisasi lain yang berkontribusi terhadap urusan 
dimaksud, sebutkan organisasi tersebut dan apa porsi masing-masing 
terhadap urusan dimaksud . 

d .  Identifikasi dan · analisis masalah dan / atau kebutuhan . 

1) Apa masalah dan/ atau kebutuhan spesifik yang ditemui dan ingin 
diselesaikan . Lingkup masalah disini bukan termasuk masalah 
yang ditemui dalam internal organisasi . 

2) Identifikasi akar masalahnya, bukan gej alanya. Kurang tepatnya 
mengidentifikasi penyebab masalah berpotensi menyulitkan 
langkah berikutnya. 

3) Apakah ada data yang mendukung analisis permasalahan 
dan / atau kebutuhan terse but . Sedapat mungkin dihindari analisis 
permasalahan berdasarkan rumor, perasaan, praduga, atau 
informasi lain yang tidak didukung dengan data atau bukti yang 
dapat dipertanggungj awabkan . 

4) Identifikasi masalah dan/ atau kebutuhan 1111 seyogyanya 
dihasilkan melalui suatu riset. Alternatif lain untuk mengetahui 
masalah dan / atau kebutuhan adalah melalui studi literatur atau 
pendalaman hasil riset dan/ atau hasil penelitian yang dilakukan 
pakar atau lembaga yang dapat dipertanggungj awabkan . 

e .  Identifikasi customer atau target group. 

1 )  Customer atau target group merupakan pihak eksternal yang akan 
dilayani oleh organisasi atau pihak yang akan diintervensi atas 
perubahan yang telah ditetapkan . Customer atau target group bisa 
orang atau lembaga. 

2) Semakin spesifik customer atau target group yang teridentifikasi ,  
akan semakin mempermudah tahapan dan langkah berikutnya. 
Contoh identifikasi customer yang spesifik misalnya: petani pesisir, 
investor luar negeri . Sedangkan contoh yang terlalu luas misalnya: 
masyarakat . 
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3) Agar menj adi perhatian bahwa tidak semua pihak eksternal yang 

berhubungan dengan organisasi dapat dikategorikan sebagai 
customer atau target group. 

f. Identifikasi tujuan yang menggambarkan apa yang ingin dicapai 
dalam beberapa tahun kedepan . 

1 )  Identifikasi tujuan dapat dilakukan dengan : 

i .  bantuan pemahaman atas visi organisasi ; 

u .  berangkat dari masalah dan/ atau kebutuhan yang telah 
dirumuskan pada tahap sebelumnya; dan 

iii . mengidentifikasi tujuan yang terkandung dalam dokumen 
formal yang memuat berbagai informasi terkait tuj uan 
organisasi berkenaan . 

2) Tujuan yang dirumuskan harus dalam perspektif customer atau 
target group, bukan tujuan berdasarkan perspektif internal 
organisasi . 

g .  Identifikasi perubahan atau kondisi seperti apa yang harus terwujud 
agar tujuan tersebut tercapai yang rumusannya nanti akan dij adikan 
sebagai hasil ( outcome) . 

1 ) Rumuskan dengan jelas perubahan apa yang diinginkan . 
Perhatikan kriteria rumusan hasil ( outcome) yang telah dij elaskan 
sebelumnya. 

2) Berikan argumen mengapa kondisi atau perubahan tersebut 
penting .  Apa relevansinya terhadap situasi yang telah dirumuskan 
pada tahap sebelumnya. 

h .  Susun indikator hasil ( outcome) . Mekanisme penyusunan indikator 
dij elaskan lebih lanjut di bagian E .  

2 .  Keluaran ( Output) 

2 . 1 Pengertian Keluaran ( Output) 

Keluaran ( output) adalah suatu produk akhir yang dihasilkan dari 
serangkaian proses yang diperuntukkan bagi customer atau target group 
agar hasil ( outcome) dapat terwujud . 

2 . 2  Kriteria keluaran ( output) 

Keluaran ( output) yang baik memenuhi kriteria sebagai berikut :  

a .  keluaran ( output) merupakan produk akhir dari suatu rangkaian 
proses ;  

b .  digunakan untuk eksternal program berkenaan ( customer atau target 
group) ; 
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c .  keluaran ( output) mencerminkan kepentingan dan prioritas customer 

atau target group; 

d .  keluaran ( output) bukanlah input, proses ,  maupun hasil ( outcome) 
program berkenaan; dan 

e .  keluaran ( output) harus terukur dan keterukuran tersebut 
ditunjukkan oleh indikatornya. 

Perbedaan utama antara hasil (outcome) dan keluaran ( output) adalah 
hasil ( outcome) biasanya tidak dapat secara langsung "dibeli" atau 
diproduksi ,  sebaliknya keluaran (output) biasanya dapat secara 
langsung diproduksi . 

Periksa keluaran ( output) yang disaj ikan dengan pendekatan "penj ual" 
dan "pembeli" ; apa yang dijual suatu program dan apa yang dibeli 
oleh customer atau target group dari program berkenaan . 

2 . 3  Mekanisme Penyusunan Keluaran (Output) 

Tahapan yang dapat dilakukan dalam perumusan keluaran ( output) 
adalah sebagai berikut: 

a. Perhatikan kembali rumusan hasil (outcome) yang telah dihasilkan . 

b .  Tentukan produk akhir yang diperlukan oleh customer atau target 
group dan secara langsung dapat mempengaruhi hasil ( outcome) . 

Pahami seluruh proses atau siklus dalam organisasi berkenaan ; 
karena suatu produk untuk kebutuhan eksternal tetapi digunakan 
kembali dalam proses selanjutnya di organisasi berkenaan, bisa j adi 
hal tersebut bukanlah produk akhir (final keluaran ( output)) sehingga 
tidak bisa dikategorikan sebagai keluaran ( output). 

Hati-hati , j angan terjebak pada paradigma bahwa suatu keluaran 
( output) harus berwujud fisik, misalnya dokumen berupa laporan yang 
dalam perspektif ini tidak dapat dikategorikan sebagai keluaran 
( output) karena laporan tersebut hanya bersifat media saja .  

c .  Perhatikan kembali keluaran (output) yang telah disusun dan lihat 
kembali kesesuaiannya dengan kriteria yang telah disebutkan di atas . 

Penyusunan spesifikasi keluaran ( output) merupakan proses yang 
berlangsung terus-menerus ,  yang seharusnya di- review paling tidak 
setahun sekali , dan dapat disempurnakan / diperbaiki apabila 
diperlukan . 

Review yang dilakukan harus mempertimbangan berbagai sisi dan 
kepentingan , baik pengelola program , maupun pihak-pihak lain yang 
ber kepen tingan . 

Potensi kesulitan yang ditemui pada saat penyusunan keluaran 
( output): 

1) kesulitan menentukan keluaran ( output) dikaitkan dengan 
otonomi daerah (sebenarnya wewenang pusat atau daerah) ;  
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2)  keluaran ( output) yang merupakan penugasan j kebij akan 
pemerintah ; dan 

3) hasil dari suatu pekerjaan besar dengan dana besar tetapi tidak 
masuk dalam klasifikasi input a tau keluaran ( output). 

Apabila menemui kesulitan sebagaimana tersebut, identifikasi 
keluaran ( output) berkenaan dan dapat diakomodir sebagai informasi 
kinerj a  yang dalam perjalanannya perlu dievaluasi kembali , baik 
terkait dengan penentuan kewenangan (pusatj  daerah) dan 
urgens1nya. 

Potensi kesulitan lainnya adalah membedakan antara input dan 
keluaran ( output) serta antara keluaran (output) dan hasil ( outcome) . 
keluaran ( output) adalah "apa" yang dihasilkan sedangkan hasil 
( outcome) adalah "mengapa" keluaran ( output) tersebut perlu 
dihasilkan . 

d .  Susun indikator keluaran (output). Mekanisme penyusunan indikator 
dijelaskan lebih lanjut di bagian E 

3 . Aktivitas 

Aktivitas merupakan berbagai proses yang diperlukan untuk menghasilkan 
keluaran ( output). Dalam banyak referensi dinyatakan pula bahwa aktivitas 
merupakan mekanisme mengkonversi input menj adi keluaran ( output). 

Tahapan perumusan aktivitas merupakan penyusunan proses bisnis mulai 
dari awal sampai dengan dihasilkannya suatu keluaran ( output) atau sampai 
dengan keluaran ( output) tersebut tersampaikan pada customer. 

4 .  Input 

Input merupakan sumberdaya atau prasyarat yang dibutuhkan selama 
aktivitas berlangsung guna menghasilkan dan men- deliver keluaran ( output). 

Umumnya input antara lain meliputi : 

a .  sumberdaya manusia; 

b .  peralatan dan mesin ;  

c .  tanah dan bangunan ; 

d .  data dan informasi ; dan 

e .  norma/ sistem j prosedur / ketentuan . 

5 .  Penyusunan Indikator Kinerja  

5 . 1 Pengertian Indikator Kinerja  

Indikator kinerj a  merupakan tanda yang berfungsi sebagai alat ukur 
pencapaian kinerj a, baik outcome maupun keluaran ( output). Dimensi 
ukuran kinerj a  umumnya meliputi : 



a. Kuantitas ; 
b .  Kualitas ; 
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c .  Waktu ( timeframejj angka waktu) ; 
d .  Lokasi ; dan 
e .  Biaya. 

Dimensi lain dapat juga digunakan sepanj ang sangat diperlukan sesuai 
kebutuhan dan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dengan 
tetap mempertimbangkan aspek kejelasan dalam proses pengukurannya. 
Dimensi lain misalnya: "keandalan".  

5 . 2  Kriteria Indikator Kinerja  

Indikator kinerj a  yang baik memenuhi kriteria sebagai berikut :  

a .  Relevant merefleksikan nilai-nilai atas kinerj a  berkenaan; 

b .  Well-defined : definisi indikator j elas dan tidak bermakna ganda 
sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan ; 

c .  Measurable indikator yang digunakan bisa diukur dengan skala 
penilaian tertentu yang disepakati ; 

d .  Appropriate pemilihan indikator yang sesum dengan upaya 
peningkatan kinerja; dan 

e .  Reliable indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti 
perubahan tingkatan kinerja .  

Indikator bukanlah segala sesuatu yang sekedar bisa diukur.  Secara 
redaksional , kata-kata seperti "meningkatkan" , "menambah" ,  "mencapai" 
bukan termasuk kriteria indikator . Ukuran kinerj a  yang ditetapkan 
harus fokus pada prioritas dan kepentingan serta dimensi customer atau 
target group. 

5 .3 Mekanisme Penyusunan Indikator Kine1ja 

Panduan mekanisme penyusunan indikator kinerj a  dalam bagian ini 
bersifat umum , yang dapat diterapkan pada saat penyusunan indikator 
hasil ( outcome) maupun indikator keluaran (output). 

Terdapat 6 (enam) tahapan dalam menyusun indikator kinerj a, yaitu : 

a .  Rumuskan dan susun ukuran kinerj a  di setiap tingkatan . 

Ukuran kinerj a  harus sesuai dengan tujuan dari suatu 
program j kegiatan berkenaan dan bisa menggambarkan progress dari 
suatu program berkenaan . Penyusunan ukuran kinerj a  dilakukan di 
setiap tingkatan , yaitu tingkat program dan tingkat kegiatan , yang 
meliputi ukuran kinerja  untuk hasil ( outcome) dan keluaran ( output). 
Pemilihan dan penyusunan ukuran kinerj a  harus meperhatikan 
kriteria sebagaimana telah dijelaskan di atas . 

b .  Identifikasi dan rumuskan metode perbandingannya. 
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Ukuran kinerj a  sangat bermanfaat dan j elas terlihat ketika kita dapat 
melakukan suatu perbandingan secara baik dan bermakna.  
Perbandingan yang umumnya dapat dilakukan antara lain : 

1 )  Perbandingan antarperiode waktu (tahun per tahun) 

2) Perbandingan 
antardaerah) 

antarwilayah (antar-negara, antarprovinsi ,  

3) Perbandingan antar-group tertentu (usia, pendidikan , dan 
se bagainya) .  

c .  Rumuskan proses pengumpulan data. 

Data sangat dibutuhkan sebagai alat bukti utama yang dapat 
menunjukkan progress dari suatu capaian kinerj a. D ata yang 
dihimpun harus valid ,  bisa berupa data kuantitatif maupun data 
kualitatif. Data yang dihimpun dapat berupa data primer maupun 
data sekunder. Banyak referensi yang menj elaskan secara lebih 
lengkap mekanisme pengumpulan data yang bisa diperoleh di 
berbagai literatur. 

d. Lakukan uji coba pengumpulan data 

Uj i coba pengumpulan data perlu dilakukan untuk memastikan 
ketersediaan data berkenaan pada saat dibutuhkan sekaligus untuk 
menemukan dan mengantisipasi berbagai kendala yang mungkin 
dihadapi pada saat pengumpulan data yang sebenarnya nanti . 

e .  Lakukan penyempurnaan atas ukuran kinerj a  apabila diperlukan 

Penyusunan ukuran kinerja  merupakan kegiatan yang bersifat 
learning process yang bisa dilakukan penyempurnaan dalam 
perj alannya. Namun, perlu diingat bahwa terlalu banyak melakukan 
perubahan-perubahan ukuran kinerj a  juga semakin menyulitkan 
dalam melihat progress dari suatu hasil ( outcome) a tau keluaran 
( output). Oleh karena itu , tahapan 1 sampai dengan 4 di atas harus 
dilakukan secara benar sehingga tidak terlalu banyak dilakukan 
perubahan substantif setiap tahun . 

f. Lakukan penyempurnaan atas framework program dan kegiatan 
apabila diperlukan . 

Sekiranya pada suatu periode berjalan ditemui kendala dalam 
penyediaan data yang valid dan handal sehingga tidak bisa dilakukan 
pengukuran kinerj a  dengan baik, kita perlu melihat kembali 
framework program dan kegiatan yang telah disusun dan lakukan 
penyempurnaan sehingga apa yang tertuang dalam framework 
program dan kegiatan berikut ukuran kinerj anya tidak hanya sebatas 
kumpulan kalimat-kalimat bagus namun sulit dibuktikan . 
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6 . 1 Pengertian Target Kinerja  

Target kinerj a  menunjukkan sasaran kinerj a  spesifik yang akan dicapai 
dalam periode waktu yang telah ditentukan .Target kinerj a biasanya 
diwujudkan dalam bentuk: 

a .  Angka; 

b .  Persentase ;  

c .  Rasio ; 

d. Point estimates)· dan 

e .  Range 

6 . 2  Mekanisme Penyusunan Target Kinerj a 

Penentuan target kinerja  dapat dilakukan berdasarkan data series 
(historis) atau informasi benchmarking yang banyak tersebar di berbagai 
dokumen j internetj media lainnya. 

Khusus untuk perumusan target hasil (outcome) , selain memenuhi 
kriteria seperti disebutkan di atas , perlu diperhatikan pula agar : 

a .  realistis (tidak terlalu tinggi/ ambisius atau terlalu rendah) ; 

b .  Penentuan ukuran kinerja  dan target lebih disesuaikan pada 
kepentingan eksternal dari pada kemudahan dalam mengukurnya. 
Oleh karena itu , judgement sangat diperlukan dalam proses m1 
meskipun prinsip-prinsip di atas harus tetap dij aga. 

D .  Sinkronisasi Data Informasi Kine1j a  Antara RKA-K/ L, Renj a  K/ L dan Rencana 
Kerj a  Tahunan (RKT) 

Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem peencanaan dan penganggaran, 
terdapat 2 (dua) j enis dokumen yang harus disusun oleh setiap 
Kementerian j Lembaga, yaitu dokumen Renj a  K/ L dan RKA-K/ L .  Mengingat 
dalam kedua j enis dokumen tersebut terdapat kesamaan j enis data, maka data­
data yang sama dimaksud dapat dilakukan integrasi antar keduanya yang 
dalam pelaksanaannya dapat dibantuan oleh dukungan sistem informasi dan 
teknologi (IT) .  

Demikian juga pada saat Kementerian Negaraj Lembaga menyusunan RKT yang 
akan digunakan sebagai dasar penyusunan LAKIP,  data kinerj a  yang terdapat 
dalam RKA-K/ L dapat pula digunakan untuk menyusunan RKT berkenaan . 

Konsep integrasi sebagaimana tersebut di atas akan disampaikan dalam 
pedoman tersendiri yang terpisah dari Pedoman Penataan Arsitektur dan 
Informasi Kinerj a  dalam RKA-K/ L ini . 
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D emikian pedoman singkat penataan arsitektur dan informasi kinerj a  ini 

disusun sebagai acuan dalam menyusun dokumen rencana kerj a  dan anggaran 
di lingkup Kementerian j Lembaga. Dalam prakteknya, suatu panduan h anya 
menyumbang sekitar 20% - 2 5% atas keberhasilan menyusun suatu informasi 

kine1j a  yang baik d an kredibel,  selebihnya yang sekitar 75% - 80% sangat 
ditentukan oleh kualitas diskusi dari tim penyusunnya. Oleh karena itu , untuk 
menyu sun suatu informasi kinerj a  yang baik, perlu dibentuk tim atau group 
yang b erisikan orang- orang yang berpikiran terbuka dan luas serta menguasai 

visi dan misi organisasi berkenaan . 

Tahapan Penyusunan lnformasi Kine rja Berdasarkan Ars itektur RKA-K/l Be rbasis logic Model  
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:� � �  Critical step yang menentukan kela ncaran  tahapan ber i kutnya 
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